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'l'uju:rn pembangunan nasional adalah untuk menegakkan maryarakat adil dzn makmur
berdasarkan Pancasila. Apabila dikaji secara mendalam, maka akan tampak bahrva tujuan
pemblngunan nasional bersumber pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, suatu
peduangan untuk menegakkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dan rnerjamir' ke-
langsungannya. Perjuangan besar dengan tujuan yang agung seperti itu tidak mungkin ber-
hasil, apabila tidak berlandaskan kepada dan dibimbing oleh nilai-nilai luhur yang mempa-
kan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

Kokohnya landasan dan makin tumbuh serta berkembangnya kesadaran nasional
telah menyebabkan gelora perlawanan bangsa Indonesia tidak dapat dipadamkan oleh
penjajah baik melalui bujuk ray'u dan tipu daya maupun dengan menggunakan kekerasan.
Akhirnya dengan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah
berhasil mencetuskan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal lT
Agustus 1945 dan menetapkan konstitusi dalam bentuk Undang-undang Dasar 1945. Dengan
demikian bangsa lndonesia telah memiliki sebuah negara merdeka dan berdaulat berbentuk
Republik Kesatuan yang merupakan modal utama untuk meneruskan perjuangan bagi
tercapainya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Kelangsungan perju:ngan
untuk menegakkan harkat dan martabat manusia Indonesia baik sebagai pribadi maupun
sebagai bangsa terungkap dengan jelas di dalam Pembukaan Undang-undang l)asar 1945 di
mana dinyatakan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk sua[u Pemerintdr Negara Indo-
nesia yang melindr.rngr segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah lndonesia dan
un k mcmajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksa-
nakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial'i

Inilah sesungguhnya amanat perjuangan bangsa, tujuan akhir pembangunan nasional.
Namun untuk mewujudkannya secara. nyata, tujuan akhir itu harus diusahakan pelaksanaan-
nya dalam berbagai kurun waktu dan dilakukan dalam tahap-tahap yang jelas dan lebih
nyata tujuannya. Hal ini diungkapkan secara jelas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
dalam Garisgaris Besar Haluan Negara yang pada hakekatnya adalah pola Umum pem-
bangunan Nasional. Dalam sistematika yang jelas Majelis menggariskan apa yang menjadi
tujuan pembangun.rn, yang tidak lain adalah penegasan terhadap cita-cita bangsa seperti
yang terkandrrng dalam Undang-undang Dasar 7945, dirn dasardasar bagi perjuangan pem-
bangunan bangsa dalam mewujudkan rujuan nasio'al yang memuat niiai-nilai dasar yang
tetap dan tidak dibatasi oleh suatu kurun waktu. Dalam konteks ruang dan waktu, maka
ditetapkan suatu pola pembangunan yang berjangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun,
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pola umum pembangunan jangka panjang yang menenrukan arah dan strategi pembangr:n-
an jangka panjang, dan merupakan usaha pengarahan dalam melaksanakan pembangunan
dan pemhinaan bangsa.

untuh mewujudkan tujuan pembangunan secara rebih nyata maka pembangunan
jangka panjang dilaksanakan secara bertahap dan sambung-menyambung. Dengan demikian
pembangunan jangka panjang menjadi dasar dari pola Umum pembangunan Lima Trhun
di mana ditegaskan bahwa tujuan setiap REPELITA adalah untuk meningkatkan taraf
hidup dan kescjahteraan seluruh rakyat dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap
pembangunan berikutrya.

"/ 
Dengan demikian terlihat proses perwujudan yang jelas dari cita-cita bangsa menjadi

suatu kenyataen, suatu pfoses yang sekalipun membara dalam cita+ita, namun tetap ber-
tumpu dengan kokoh di atas kenyataan. sejalan dengan kebijaksanaan menjalin dengan
serasi cita-cita den kenyataan, maka kebijaksanaan pembangunan sejak semula didasarkan
kepada stabilisasi, penumbuhan dan pemerataan, tiga untai yang saling berkaitan yang
pada permulaan REPELITA III diresmikan sebagai Trilogi pembangunan.

I
V Bangsa lndonesia telah berpengalaman mengapa stabilitas harus menjadi unsur yeng

tidak terpisahkan dari pertumbuhan dan pemeratean. sejarah menunjukkan betapa'ber-
bagai kegoncangan, baik yang bersumber pada sistem liberal maupun yang berpangkil
pada sistem rerpimpin, telah menyebabkan setiap kegiatan yang harus menghasilkan per
tumbuhan tidak terlaksana, sehingga pemerataan yang merupakan penampakan dari asas
keadilan sosial masil: tetap menjadi darnbaan. Agar tidak terantuk pada kesalahan yang
sama, maka Pemerintah orde Baru segera mengusahakan agar tercapai kestabilan sebelum
pembangunan mulai diiaksanakan. oleh sebab itu pada REpELITA I stabilitas nasional
lebih ditonjolkan unruk memungkinkan terraksananya pembangunan, meskipun usaha-
usaha ke arah pemerataan tidak pula diabaikan.

',/ REPELITA I relah berhasil meretakkan dasar-dasar yang kuat bagi penumbuhan
produksi, sehingga kelanjutan perkembangannya dalam REpELITA II telah pula berhasil
meningkatkan produksi dan mempcrruas jangkauan pemerataan. Dengan landasan yang
telah bertambah kokoh itulah bangsa Indonesia memasuki REPELITA III disenai tekad
dan kesanggupan untuk lebih besar menampakkan wajah keadilan yang terutama ditempuh
melalui delapan jalur pemerataan, tanpa mengurangi kegiatan untuk terus mendorong
laju pembangunan serta lebih memantapkan kestabilan, Menjarnin kestabilan harus selalu
menjadi tumpuan kebijaksanaan, bukan saja oleh karena yang terjadi di masa lampau dapat
saja berulang, melainkan juga karena adanya berbagai hambatan, tontangan, ancaman dan
gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk menghadapi semua
itu perlu dipupuk ketahanan nasional daram segala aspek kehidupan bangsa. 

-pancasila 
yang

merupakan jiwa dan kepdbadian bangsa membeti kekuatan hidup dan identitas kepada
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bangsa Indonesia, menjadi sumber inspirasi perjuangannya dan membimbingnya dalam Pe-
laksanaan kehidupan di dunia yang serba berubah ini.

Menyadari akan hal itulah, maka Majelis Perrnusyawararan Rakyat melalui KetetaPan

MpR No. IVMPR/1978 telah menugaskan kepada Presiden untuk melaksanakan Pedoman
penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Tujuannya adalah agar terdapat kesatuan bahasa,

kesatuan pandangan dan kesatuan gerak bagi bangsa Indonesia dalam usaha menghayati dan

mengarnalkan Pancasila. Dengan usaha yang langzung menyentuh inti hakekat masalah

nasional, Majelis Permusyawaratan Rakyat bertujuan untuk meniadakan sumber utama

kegoncangan politik dan ketatanegaraan yang berpangkal pada pengutamaan sila tertentu

bagi kepentingan masing-masing golongan. Pancasila yang harus dihayati dan diamalkan

adalah pancasila seperri yang tenera di dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945,
pancasila yang merupakan landasan, penentu arah dan sekaligus tujuan yang harus dicapai

oleh pembangunan nasional; Pancasila yang mengutamakan keserasian, keselarasan dan

keseimbangan hubungan antara Sesama manusia, antara manusia dengan masyarakat, serta

antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa'

Bangr,a. Indonesia yang telah memilih Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar

negara perlu rerus menyadari bahwa Pancasila harus tetaP menjadi moral Perjuangan bangsa

dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Sebagai moral perjuangan, Pancasila bukan

saja berperan sebagai nilai pengukur tentang baik buruknya kebijaksanaan serta pelaksanaan

pembangunan di semua bidang, akan tetapi sekaligus juga sebagai nilai pengukur bagi cara

dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Pancasila sebagai moral perjuangan untuk men-

capai sasaran pembangunan nasional perlu diresapi agar menjadi sumber inspirasi perjuangan,

penggerak dan pendorong dalam pembangunan, pengarah dan sumber cita<ita pembangun-

an, sumber ketahanan nasional dalam pembangunan dan pembimbing moral pada tingkatan

operasional sampai ke unit terkecil pun dalam pembangunan nasional. Dengan pemahaman,

penghayatan dan pengamalan Pancasila seperti yang ditunjukkan oleh Pedoman Penghayatan

dan Pengamalan Pancasila, maka kepentingan nasional akan mengatasi setiap Prasangka

golongan.

segi lain yang perlu diungkapkan dalam hubungan dengan kestabilan ialah perkem-

bangan dunia yang sangat cepat dan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa' Dunia

dewasa ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik,

ekonomi maupun Pertehanan dan keamanan. Walaupun bangsa'bangsa di dunia makin

menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan tidak lepas dari ketergantungan satu

dengan yang lain, namun faktor-faktor penghambat yang bersumber pada ketidakserasian

hubungan di masa lampau, serta perlindungan kepentingan yang berlebihan dalam masa-

masa sulit, masih belum dapat diatasi secara konsepsional.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, partisipasi bangsa Indonesia adalah untuk

turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
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dan keadilan sosial. Dalam hubungan ini, keikutsenaan Indonesia dalam penyusunan tata
ekonomi dunia baru merupakan usaha nyata ke arah terciptanya tata hubungan ekonomi
yang lebih mencerminkan keadilan. Telah menjadi kenyataan bahwa sistem ekonomi
dunia yang tidak menjamin terlaksananya keadilan sosial akan tetap menjadi sumber ke-
goncengan yang sangat rnerugikan negara-neg:*a sedang berkembang, termasuk Indonesia.
Sejarah menunjukkan, bahwa secara insidentar terah terjadi berbagai koreksi terhadap sis-
tem ekonomi dunia, baik karena makin berperannya perikemanusiaan rn"rrpun karen"
benambah-kuatnya tuntutan bagi terraksananya keadilan. Namun bagi bangsa Indonesia
peqiuangan unruk turut memperbaiki tata ekonomi dunia selalu dilakukan berdasarkan
suatu kebijaksanaan yang terpadu, agar keadilan sosiar menjadi titik sentral dari sistem
ekonomi dunia yang ingin ditegakkan itu. Hanya dengan sistem yang bertopang pada ke_
adilan sosial sajalah yang dapat memecahkan secara penuh masal"i besar ying paling
mendesak di dunia dewasa ini, yakni bagaimana menaikkan taraf hidup rakvat dari ne-
gerarLegaxa y ̂ ng sedang berkernbang.

Perjuangan yang mendasar seperti ini memang sulit karena sistem ekonomi dunia
yang adr sekarang ini telab melembaga daram kebudaya an negaxa-negara maju. Kesurit-
an yang dlhadapi menjadi bertambah besar, karena keadaan ekonomi dunia masih belum
pulih sepenuhnya dari inflasi dan resesi.

_ 
Dengan masih tingginya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi di sebaeian

besar negara-negara maju, maka masalah kestabilan ekonomi Indonesia p.rtu..rralp"i
perhatian yang lebih seksama. Daram hubungan ini kebijaksanaan ekonomi yang ,.1"-,
ini telah memberikan hasil yang baik terus dilanjutkan, sepeni kebijaksanaan o-i uiaa.,g
anggaran belanja yang berimbang dan dinamis, tersedianya barang-barang kebutuhan mal
syarakat dengan merara dan dengan harga yang stabil serta terjangkau oleh daya beri rakyat,
tersedianya dwisa yang cukup memadai, keseimbangan moneter dan kebijaksanaan lain-
nyl ylng dilaksanakan dengan terpadu agar lebih dapat mendorongtumbuhkan pem-
bangunan. untuk itu ditempuh kebijaksanaan y"ng ,.."ri di berbagai biiang seperti bidang
anggaran negara, perpajakan, moneter, perkreditan, perdagangan, harga, upah dai
sebagainya.

,- 
Usaha pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakar antara lain

dilakukan dengan mernperbesar persediaan dan memperlancar penyalurannya ke pasar. Di
bidang moneter kebijaksanaan juga diarahkan untuk menjamln stabilitas harga dan pe-
lTglatan 

produksi' sejak awar buran Apr sampai denjan akhir bulan eg,rstus tlil,
laju inflasi yang diukur berdasarkan indeks harga konsurien Indonesia dari sekitar 150
macam barang dan jasa adalah sebesar 13,23 posen atau rata-rata sekitar 2,65 persen
sebulan' Dalam periode yang sama tahun yang laru raju inflasi yang diukur dengan indeks
biaya hidup di Jakana dari 62 macam barang dan jasa menunjukkan keneikan rata-
rata sekitar 0,57 persen tiap bulannya. Laju in{rasi yan! rehtif tinggi tersebut antara lain
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disebabkan karena kenaikan harga-harga di luar negeri yang masih berlangsung hingga

kini, penyesuaian harga dalam rangka kebijaksanaan 15 Nopember 1978 serta harga

bahan bakar minyak dalam negeri. Untuk mengatasi dan mengendalikan harga tersebut,

pada waktu yeng bersamaan dilakukan pula tindakan-tindakan di bidang fiskal sepeni

penumnan bea masuk dan pajak penjualan impor atas sejumlah bahan baku dan barang mo-
dal untuk produksi dalam negeri. Begitu pula di dalam bidang perpajakan telah dilakukan

penunrnan tarif pajak penjualan, pajak perseroan serta Pemberian berbagai fasilitas per-

pajakan lainnya. Di bidang produksi dan perdagangan diadakan juga pengendalian stok

dan harga barang-barang penting. Dalam pada itu di bidang moneter t€tap dilaksanakan

pengendalian uang beredar dan kredit melalui penyezuaian penambahan jumlahnya untuk

menampung peningkatan kebutuhan likuiditas maryarakat sebagai akibat dari kenaikan

harga umum,

Dari serangkaian usaha yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa kenaikan

harga telah menunjukkan kecenderungan menurun. Pada bulan September, Oktober dan

Nopember 7979 lzfu inflasi hanya meningkat s€besar 0,74 persen, 0,89 persen dan 0,57

persen. Pengalaman dalam REPELITA I dan REPELITA II memperlihatkan bahwa mes-

kipun junrlah uang beredar senffitiasa menunjukkan peningkatan, namun laju inflasi masih

terkendali, dan dalam waktu yang sama produksi nasional tetap meningkat. Hal ini meru-

pakan Suatu penanda bahwa penambahan uang beredar telah diarahkan pada usaha-usaha

yang ptoduktif. Dalam REPELITA II dan REPELITA III tujuan kebijaksanaan moneter

telah lebih diperluas, dar terutama diarahkur untuk lebih memperluas kesempatan kerja dan

pemeretaan pendapatan sambil tetap mempertahankan stabilitas dan meningkatkan per-

tumbuhan ekonomi yang telah dicapai.

Sejalan dengan kebijaksanaan moneter, maka kebijaksanaan perkreditan yang me-

rupakan bagian terpenting dalam kebijaksanaan mon€ter tetap dikendalikan agar tidak men-
jadi penyebab timbulnya ketegangan moneter di dalam masyarakat. Oleh karena itu ke-

bijaksanaan perkreditan dilaksanakan dengan memperhatikan kestabilan ekonomi, baik

mel&lui pengaturan suku bunga, PenetaPan besarnya likuiditas minimum yang harus di-

pelihara bank-bank maupun melalui pengendalian jumlah dan pengarahan dalam pemberian

kredit Apabila diikuti perkembangan pemberian kredit perbankan, rnaka akan terlihat bah-

wa pada akhir semester perama tahun L979|L98O jumlahnya telah mencapai Rp 6.305,4

milyar. Pada *hir REPELITA I dan REPELITA II volume kredit perbankan bajumlah

Rp 1.216,6 milyar dan Rp 5.6210,1 milyar. Dengan demikian penyaluran kredit Perbankan
telah mengalami peningkatan dengan cukup besar.

Sejalan dengan kebijaksanaan di bidang harga dan moneter, kebijaksanaan angga.ran

belanja negara juga diarahkan untuk menumbuhkan pembangunan yang telah semakin me-

rata dan memantapkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu pelaksanaan prinsip anggaran

berimbang yang dinamis akan dilanjutkan dalam tahun 1980/1981. Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Negara yang tetap berimbang dan dinamis ditujukan bukan sekedar unruk merr
cegah terjadinya defisit yang akan mengganggu kestabilan moneter, melainkan juga diarah-
kan untuk menyediakan dana pembangunan yang semakin besar guna merrgge."kkar, ,od,
pembangunan. Jika diperhatikan perkembangan APBN selama dua REpELITA yang telah
dirampungkan, maka akan tampak betapa ApBN dari tahun ke tahun terus meninsk-at, Hal
ini dimungkinkan karena pcnerimaan ncgara telah berkembang dengan pesat.

sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa pada tahun pertama dari pcraksanaan
REPELITA I, jumlah penerimaan negara hanya sebesar Rp 334,T m|yar. Tetapi dengan
tekad bulat dan kerja keras, secara bertahap jumrah penerimaan negara relah dapat cri-
tingkatkan menjadi Rp 5,3 trilyun dalam tahun r978/rg7g. Hal ini berarti bahwa selama
period'e 796911970 - lg78/7979 penerimaan negara telah dapat ditingkatkan dengan rata-
rata hampir 36 persen setiap tahunnya. Sedangkan dalam tahun 19g0/19g1 pen.rimaan
negara direncanakan akan mencapai jumlah Rp 10,6 trilyun. Dengan demikian A?BN pada
tahun kedua REPELITA III diperkirakan bertambah sekitar 52,2 persen dari tahun se-
belumnya.

Pembangunan yang semakin meningkat harus didukung oleh kemampuan pembiayaar^
yang semakin besar pula. Sebab pembangunan membutuhkan dana untuk investasi yang
terus bertambah besar, dan terutama harus bersumber pada kemampuan dari dalam negeril
Oleh karena itu usaha peningkatan penerimaan dalam negeri senantiasa diarahkan sei-alan
dengan usaha yang mendorong peningkatan tabungan masyarakat dan investasi yang pro-
duktif. sementara itu untuk mendorongtumbuhkan invesrasi, pemerintah ..i"n L.rn-
berikan berbagai macam fasilitas dan keringanan pajak, sepeni pajak perseroan, pajak
pendapatan, dan pajak penjualan, bea masuk, pajak penjualan impor dan cukai_ Sedangkan
pembinaan iklim yang sehat bagi dunia usaha harus dilakukan tlengan meningkatkan di-
siplin, kcpatuhan dan kewajaran baik dari wajib pajak maupun dari ,p"rrrr* negara di
bidang perrerimaan neg,xa. Dengan usaha-usaha yang terah dilakukan diharapkan lumlah
penerimaan dalam negeri pada tahun r97g/r9go akan mencapai Rp 5.440,5 m yar. untuk
tahun 198o/1981 jumlah penerimaan dalam negeri tersebut direncanakan sebesar
Rp 9.055,3 milyar, yaitu 66,4 persen lebih besar dari tahun sebelumnya.

Dalam pada itu usaha-usaha yang d akukan untuk memperbesar jumlah penerimaan
dalam negeri, disenai pula oleh penghematan dalam pengeluaran rutin. pembiayaan rutin
tetap dilakukan dengan selektif tanpa mengorbankan mutu dan jumlah peiayanan pe-
merintah kepada masyarakat serta kelancaran roda pemerintahan, Dengan cara demikian
dapat diharapkan terjadinya penambahan tabungan pemerintah yrng ,.-, meningkat,
suatu hal yang mencerminkan kesungguhan usaha untuk memperbesar dar" bagi 

-pe--

biayaan pembangunan, dan sekaligus sebagai mrnifestasi dari tekad unruk me;ba;*n
terutama dengan kemampuan dalam negeri sendiri.
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Namun mengerahkan dana dari dalam negeri bukanlah tanpa batas dan tidak seha-

rusnya melampaui kesanggupan masyarakat. Oleh karena itu bantuan luar negeri masih

diperlukan untuk melengkapi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan

yang kian berkembang. Bantuan luar negeri sedemikian itu digunakan secara produktif

sehingga dapat mempercepat peningkatan hasil pembangunan, dan sejalan dengan itu mem-

perbesar pula kesanggupan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk

tahun anggaran 1980/1981 jumlah bantuan luar negeri diperkirakan sebesar Rp 1.501,6

milyar yang terdiri dari Rp 65,2 milyar bantuan pro$am dan bantuan proyek sebesar

Rp 1.436,4 milyar. Sedangkan tabungan Pemerintah diperkirakan dapat mencapai jumlah

Rp 3.526,1 milyar. Dengan demikian persediaan dana pembangunan dalam APBN tahun

1980/f 981 diharapkan mencapai jumlah Rp 5.027,7 milyar.

Seperti yang telah diketengahkan di atas, ruang lingkup pembangunan telah semakin

luas, Oleh karena itu pengerahan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka,

Tabanas, Taska dan berbagai bentuk tabungan lainnya terus dengan giat dilakukan. Dalam

rangka pengerahan dana tersebut program deposito berjangka yang telah dilaksanakan

sejak tahun 1968 terus menunjukkan hasil-hasil yang nyatl. Pada akhir semester Pertama
tahun anggaran 1979/7980 jumlah deposito berjangka mencapai Rp 71f,9 milyar. Jumlah
tersebut telah berkembang hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan posisi pada akhir

REPELITA I atau suatu kenaikan sebesar Rp 4,0 milyar dibandingkan dengan posisi pada

akhir REPELITA II. Adapun faktor utama yang menyebabkan meningkatnya deposito

berjangka tersebut adalah adanya kestabilan harga serta tingkat suku bunga yang cukup

menarik minat masyarakat untuk menabung. Perkembangan jumlah dana dari Tabanas

dan Taska terus menunjukkan peningkatan. Pada akhir REPELITA I volume Tabanas

dan Taska berjumlah sebesar Rp 16,9 mrlyar, Dalam REPELITA II jumlahnya telah

meningkat sebesar Rp 163,2 mllyar, atau mengalami pertambahan lebih lima kali dari

posisinya pada akhir REPELITA I. Pada akhir semester pertama tahun 7979/1980 jumlah

Tabanas dan Taska tersebut adalah sebanyak Rp 197,4 milyar. Dalam pada itu sertifikat

deposito yang mulai dilaksanakan Pemerintah pada tahun 1971, merupalan kebijaksanaan
pengerahan dana perbankan lainnya dalam rangka pembangunan ekonomi.

Kiranya telah dipahami bahwa pembangunan ekonomi adalah keharusan sejareh.
Masalah investasi terutama di bidang industri dan prasarana yang sebelum tahun 1966

kurang mendapat perhatian telah menyebabkan kemunduran dan sangat mengkhawatir-
kan. Ha[ ini pada gilirannya mengurangi pula kesanggupan untuk menyediakan fasilitas

sosial sepeni pendidikan dan kesehatan yang menyangku! langsung kepentingan rakyat
banyak. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi sejak REPELITA I diutamakan agar pro-
duksi dapat ditingkatkan dan diarahkan unftk mempertinggi laju pertambahan produksi

nasional, yang sekaligus mengarah pada tercapainya perimbangan yang wajar dalam struktur
ekonomi nasional yang sehat. Apabila dikaji hasil pembangunan selama satu dasawarsa,
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yaitu antara tahun 1969 sampai dengan tahun 1978, maka akan terlihat bahrva berdasarkan
pada harga konstan tahun 1973, ni produk domestik bruto telah mengalami kenaikan
raia-rata sebesar 7,7 persen setiap tahunnya. Bila kenaikan produk domestik bruto tersebut
dibandingkan dengan laju pertambahan penduduk yang setiap tahun sekitar 2,3 persen,
maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi selama ini telah menunjukkan kemajuan
yang cukup mantap.

Gambaran dari kegiatan ekonomi yang semakin meningkat antaxa lain dapat diikuti
pada perkembangan sektor pertanian. Di sektor ini peningkatan produksi ditempuh dengar.
empat usaha pokok, yaitu usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi
Keempat usaha pokok tersebut dilaksanakan secara teqpadu dengan usaha pembangunan
daerah dan kegiatan pembangr:nan pedesaan, baik yang menyangkut produksi tanaman
pangan, tanaman perkebunan, kehutanan maupun pcternakan dan perikanan.

Di bidang. tanaman pangan antara lain terlihat bahwa dengan semakin ba.iknya pe-
laksanaan intensifikasi, berkurangnya serangan hama dan cukupnya curah hujan telah
memungkinkan produksi beras dalam tahun r978 mencapai jrmlalt 77.59g juta ton d.engan
luas areal panen sekitar 8.893 ribu hektar. suatu peningkatan produksi-beras sebesar 10,9
persen dibanding dengan tahun sebelumnya. sementara itu hasit palawija seperti jagung,
ubi-ubian dan kacang-kacangan dalam tahun yang sama juga telah semakin banyak. Hal
ini merupakan gambaran nyata dari usaha-usaha yang telah dilakukan guna meningkatkan
produksi. Kebijaksanaan di bidang penanian tidak saja ditujukan unruk meningkatkan
produksi, tetapi juga diatahkan untuk menaikkan pendapatan dan kesejahteraan petani,
baik petani yang bercocok tanam padi maupun yang berproduksi palawija. usaha ini antara
lain dilakukan dengan penentuan batas harga terendah atau harga dasar gabah dan beberapa
hasil palawija sepeni jagung, kedele, kacang tanah dan kacang hijau. pen€ntuan harga dasar
tersebut dimaksudkan agar produsen pangan dapat memperoleh jaminan harga yang cukup
wajar. Khusus mengenai harga dasar gabah dapat dikemukakan, bahwa mulai awal pebruari
1980 tingkat harga gabah kering giling di BUUD/KUD telah ditetapkan menjadi Rp 105,-
per kilogram. sedangkan pada awal Pebruari tahun sebelumnya harga dasar tersebut adelah
sebesar Rp 85,-. yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Rp 95,- untuk setiap kilogram
gabah pada bulan Mei tahun yang sama.

Melalui kebijaksanaan harga, Pemerintah juga mengusahakan agar harga beras di pasar-
an dapat dijangkau oleh konsumen yang sebagian besar berada di daerah pedesaan. oleh
karena im setiap kali diadakan penyesuaian terhadap harga dasar gabah, maka batas harga
tertinggi beras turut mendapat perhatian pemerintah. penentuan batas harga tertinggi ter-
sebut dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbedaan antara harga dasar dengan harga
teninggi tidak menggurggu perkembangan kegiatan masya.rakat di bidang pemasaran gabah
dan beras. Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan harga tersebut, maka pada musim panen

,
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diadakan pembelian gabah terutama di daerah{aerah yang harga gabahnya cenderung
menurun. Sedangkan di masa paceklik dilakukan pula penyaluran beras ke pasar?asar,

) agar harga beras tidak melampaui batas harga tertingg.

+

Dalam pada itu Pemerintah juga terus mendorong pertumbuhan produksi perkebunan
dengan lebih mengutemakan pada pembinaan perkebunan rakyat. Hal ini karena perkebunan
rakyat masih lemah di dalam permodalan, manajemen, ketrampilan, penyerapan teknologi
baru, sistem pemasaran dan juga sebagian besar tanaman perkebunan rakyat telah tidak
produktif lagi. Memperhatikan kelemahan-kelemahan rersebut, maka dalam pembinaan
perkebunan rakyat usaha-usaha yang dilakukan lebih diarahkan pada penyuluhan, penyedia-
an kredit, pemberantasan hama dan penyakit, penyaluran bibit unggul, peremajaan, diver-
sifikasi tanaman, perbaikan fasilitas pengolahan dan membanru pemasarar hasil. Tujuannya
adalah peningkatan hasil yang lebih mampu meningkatkan kesejahteraan perani pekebun
di masa-masa mendatang.

Di bidang kehutanan, usaha-usaha yang telah dilakukan juga telah memberikan hasil
sepefti yang antara lain dapat dilihat pada hasil produksi kayu tahun 1978 yang lebih
banyak 35,6 persen dari produksi kayu tahun 1977. Demikian pula dengan produksi hasil
peternakan dan perikanan.

Peningkatan produksi di berbagai sektor telah sernakin besar dengan adanya kema-
juan-kemajuan yang dicapai di bidang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Pe-
nanaman Modal Asing (PMA). Ini ditandai oleh semakin banyaknya proyek dan jumlah
modal yang diinvestasikan dalam rangka PMA dan PMDN. Sampai dengan akhir Nopember
1979 junlah proyek PMDN yang telah disetujui Pemerintah adalah sebanyak 3.324 proyek
dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 4.030,2 milyar. Sedangkan perkembangan pro-
yek PMA yang disetujui sampai dengan akhir Maret 1979 mencapai 807 proyek dengan
nilai rencana investasi sebesar US $ 7.542,3 juta. Dalam rangka memperlancar penanaman
modal, Pemerintah terus berusaha ke arah penciptaan iklim penanaman modal yang lebih
merangssrg dengan menghilangkan hambatan-hambaran yang mengganggu kelancaran ke-
giatan penanaman modal. Dalam hubungan inilah maka telah diambil kebijeksanaan yang
menjadikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai satu-satunya lembaga yang
melayani dan menyelesaikan semua aplikasi penanaman modal. Selanjutnya agar penanam-
an modal itu tersebar luas ke daerah-daerah dan untuk mengurangi perbedaan laju perkenr
bangan antardaerah, maka kepada penanam modal di daerah tertentu diberikan fasilitas
yang lebih menarik, Di samping itu Pemerintah terus pula mendirikan dan mengembang-
kan wilayah-wilayah industri baru yang juga dapat menampung industri kecil. Sedangkan
wilayah industri yang telah ada akan lebih ditingkatkan. Kebijaksanaan penanaman modal
juga. diusahakan secara terpadu antara lain dengan kebijaksanaan planologi perkotaan,
pembangunan daerah dan pedesaan, ketenagakerjaan dan pembinaan jenisjenis industri
tertennr. Dengan demikian melalui penanaman modal akan lebih diharapkan penumbuh-
an ekonomi dan sekaligus meratakan penyebaran hasil-hasil pembangunan i<e seluruh daerah
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dan ke semua lapisan masyarakat.

sejak modal asing ma.suk ke Indonesia dalam rangka Undang-undang tentang penanam-
an Modal Asing, dan modal masyarakat Indonesia yang ditanam dalam bidang-bidang usaha
yang produktif berdasarkan Undang-undang tentang penanaman Modal Dalam Negeri, telah
banyak menunjang perkembangan pertumbuhan ekonomi baik langzung maufun tidak
langsung. Keadaan ini dimungkinkan karena adanya kebijaksanaan pemerintah yang mem-
berikan fasilitas perpajakan kepada perusahaan penanaman modal, baik yang merupakan
usaha baru maupun bagi perluasan usaha yang telah ada. pada gilirannya hal ini telalr me-
nimbulkan kegairahan berrsaha yang bukan saja memberikan manfaar bagi bidang usaha itu
send.iri, melainkan juga memberikan manfaat ganda terhadap bidang usaha lainnya. Di sam-
ping itu kepada setiap penanarn modar dianjurkan pula agar dalam batas-batas pertimbangan
teknis dan ekonomis memungkinkan untuk tidak mempergunakan teknoloji y*g pui",
modal, sehingga tiap usaha penanaman rnodal dapat memberikan k.r"*pat"n k ria y"ng l._
bih luas kepada masyarakat daerah sekitamya. Dengan berbagai rangsangan yang disediakan
Pemerintah, usaha penanaman modal yang memproduksi barang_barang untuk ekspor di_
arahkan untuk dapat menghas kan devisa yang lebih besar. Sedangkan uoh, y*g me-brrat
barang pengganti barang impor diharapkan dapat membantu menghemat devisa, sehingga
dapat memperkuat cadangan devisa negara. Dalam pada itu sejalan dengan kebijaksanizn
Pemerintah untuk lebih meratakan kesempatan berusaha, maka peranan pengusaha golongan
ekonomi lemah lebih ditingkatkan antaxa rain dengan memberikan kesempitan t 

"-p"a" 
io-

pera$ untuk bcrpartisipasi dalam setiap kese mpatan penanaman moda.r. Hal ini terutama
dalam bidang-bidang di mana koperasi terah dapat mewakili atau seyogyanya mewakili
kepentingan rakyat banyak.

Dengan semakin meningkatnya k€giatan pMA dan pMDN yang sebagian besar berada
di sektor industri, pada gilirannya hasil produksi industri juga terus bertambah. sekaligus
hal ini akan lebih memperbesar ke mampuan ekonomi melalui pendayagurrrrr, ,.r_L".
daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknorogi. Gambaran dari produksi industri
terlihat pada kemantapan perkembangannya yang ditandai oleh jumrah dan mutu hasil
yang semakin meningkat, seperti pupuk urea, semen, tekstil, ban dan lain sebagainya.
Upaya untuk menciptakan sfiuktur industri yang mapan terus dilakukan d"ngan or"h"
menyeimbangkan industri hulu dengan industri hilir, dan juga mengusahakan keseimbangan
antara pertumbuhan industri besar dengan pertumbuhan industri sedang dan indusai kecil.
Dalam tahun-tahun mendatang bantuan pemerintah kepada industri besar adalah sangat
tergantung pada sampai seberapa jauh industri besar tersebut dapat membantu a* ie-
ngembangkan industri sedang sena industri kecil.

Dalam mengutarakan perkembangan sektor industri perlu pula diberikan gambaran
mengenai perkembangan sektor pertambangan. Hal ini mengingat perrtingnya' p"r"rran
hasil pertambangan bagi penyediaan energi industri di samping sebagai-ro-b!, p.neri."-
negara' oleh sebab itu usaha-usaha unruk menjamin kerangsungan produksi pertambangan



;

11

rerus dilakukan. Eksplorasi minyak dan gas alam tidak hanya ditujukan untuk mencapai

peningkatan kapasitas produksi semata, tetaPi disertai pula oleh kegiatan usaha mencari

sumber baru dan melihat keadaan pasaran. Pemanfaatan gas alam sebagai energi terus

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam tahun 1976 pemtnfaatan gas alam sekitar

7,4 persen dari jumlah energi komersial. Pada tahun 1978 pemanfaatan gas alam tersebut

meningkat menjadi hampir 15 persen. oleh karena itu, apalagi dari segi ekonomi ekspor

gas alam cair (LNG) sangat menguntungkan, maka usaha-usaha untuk meningkatkan pro-

duksi gas alam terus digalakkan. Dalam rahun 1978 produksi gas alam.yang sebesar 820,1

juta million cubic feet (MCF) adalah 51,1 persen lebih banyak dibandingkan dengan pro-

duksi gas alam tahun sebelumnya'

Di samping itu dengan adanya kenaikan harga minyak dan gas alam, maka usaha

penganekaragaman persediaan sumb€r €nergi terus dilakukan. sumber energi di luar minyak

dan gas alarn yang potensinya cukup besar adalah bahan galian batu-bara. oleh karena itu

penggalian batu-bara yang akhir-akhir ini telah disisihkan oleh minyak bumi, telah diusaha-

kan kembali guna menambah persediaan energi. Dengon demikian usaha-usaha rehabilitasi

den pengembangan tambang batu-bara terus ditingkatkan, sehingga penggalian batu-bara

dapat memberikan hasil yang lebih besar. Pada akhir REPELITA I jumlah produksi batu'bara

baru sebanyak 145,9 ribu ton, tetapi dengan adanya penambahan Peralatan-Peralatan baru

jumlah produksi telah mencapai 256,0 ribu ton pad4 tahun terakhir REPELITA II, sehingga

terdapat kenaikan produksi sebanyak 110,1 ribu ton atau 75,5 persen dalam periode

tersebut.

pemerintah tetap menyadari bahwa pembangunan di berbagai sektor ekonomi tidak

dapat berjalan dengan lancar tanpa didukung oleh pembangunan Prasafana. Oleh karena

itu pembangunan prasarana setalu ditingkatkan sehingga dapat membantu kelancaran usaha

peningkatan produksi dan pemasaran hasil di berbagai sektor ekonomi. Di bidang perhu-

btrngan darat misalnya, baik angkutan jalan raya, angkutan kereta api maupun angkutan

danau serra feri, telah dikembangkan secara serasi dan seimbang. Dengan dernikian pelayan-

an kepada maryarakat dapat disajikan dengur lebih teratur, lancar, aman dan terjengkau

oleh rakyet serta tersedia pada saat yang diperlukan. Sedangkan pembinaan perhubungan

laut diprioritaskan pada pelayaran nusent2re dalam bentuk reguler liner servhe (RLS)

sambil terus mcmbina pelayamn lokal, pelayatan rakyat, pelayaran Perintis, Pelayatan
samudera dan pelayaran khuzus lainnya. Dalam pada itu pemburgunan perhubungan udara

tlitujukan pula pada peningkatan sarana operasi penerbangan. Di samping itu adanya per-

kembangan yang cepat dalam bidang penerbangan perintis sangat besar manfaamya ditinjau

dari segi persatuan dan kesatuan bangsa sena efektivitas pemerintahan.

sementafa itu di bidang pengairan dapat pula dikemukakan bahwa sagrran P€mben8un-
anrrya masih berkisar pada usaha pemenuhan kebutuhen pangan. oleh sebab itu perluasan

jaringan irigasi baru, pemeliharaan saluran dan bangunan pengairan semakin ditingkatkan.

Serlangkan pembangunan di bidang bina marga juga diselareskan dengar kegiatan yang

mendorong peningkatan produksi dan distribusi.

t
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Bila diteliti secara seksama usara-usaha pemerintah dalam meningkatkan ekspor, maka
terungkap secara jelas serangkaian kebijaksanaan pemer.intah yang mengarah pada mernper-
tinggi daya saing barang-barang ekspor rndonesia di pasaran internasional dan barang
produksi da.lam negeri terhadap barang-barang impor di pasaran dalam negeri. sedaagkan
di bidang impor, langkah-langkah yang dijalankan selalu dises'aikan dengan sasaran pem-
bangunan. Dari usaha-usaha yang telah dijalankan selama ini terlihat bahwa nilai ekspor
Indonesia telah mengalami peningkatan yang semakin besar. Realisasi sementara nilai ekspor
bukan minyak selama bulan April - Agumrs LgTg/tgBO mencapai jumlah US $ Z3;7 ,j
juta. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahw r9z g/79?g, jumlah nilai ekspor
bukan minyak tersebut telah meningkat dengan 64,5 persen, untuk tahun 1979119g0 nilai
ekspor secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai us $ 15.457,0 juta. Sedangkan
realisasi sementara nilai impor secara keseluruhan selama periode Apr - Agustus
79791L980 adalah sebesar US $ 2.101,7 juta.

Dalam pada itu jumlah cadangan devisa Indonesia pada akhir bulan Nopember 1979
mencapai us $ 4'1 milyar. Jumlah tersebut terah lebih besar us $ 1,4 milyar dibanding-
kan dengan cadangan devisa peda posisi Nopember 1978 yrrrg jumlahnya sekitir
us $ 2'7 milyar, atau telah meningkat us $ 1,2 milyar dari posisi Maret 1979. Bertambah-
besarnya jumlah cadangan devisa tersebut disebabkan karena kenaikan harga ekspor minyak
bumi serta kenaikan ekspor bukur minyak dan gas bumi, baik harga -aupun volumenya.
Komoditi ekspor bukan minyak yang menunjukkan peningkatan antara rain adararr ka-
ret, kopi, timah, cekstil, minyak sawit dan pakaian jadi. sedangkan komoditi ekspor
baru seperti semen, alatalat lisuik, barang koajinan dan barang-barang dui kurit juga
menunjukkan peningkatan yang cukup besar, yaitu melebihi dua pertiga dari seluruh
kenaikan ekspor bukan minyak dan gas bumi. Memperhatikan perkembangan cadangan
devisa tersebut terlihat betapa kebijaksanaan 15 Nopember sebagai salah satu usaha untuk
memperkuat landasan bagi berhasilnya REPELITA III telah menunjukkan perkembangan
yang positif. usaha-usaha untuk mengamankan dan meningkatkan perkembangan ekspor,
terutarna ekspor barang-barang tradisional, kerajinan rakyat dan hasil industri, terus dilaku-
kan baik dalam bentuk memperbesar kuantitas dan memperbaiki kualitas maupun dengan
peniadaan berbagai hambatan prosedural.

Di sarnping usaha-usala meningkatkan volume perdagangan luar negeri, kerjasama
ekonomi baik regional maupun intemasional terus dibina dengan serasi. Di bidang regiona.l
antara lain telah dijalin kerjasama dalam perdagangan antarnegara ASEAN yang terus
diperluas. Hal ini antara lain dapat dilihat pada semakin banyaknya jenis barang y"rrg -"n-
dapat preferensi, yaitu dari 826 jenis menjadi 1.326 jenis. Dernikian pula halnya Jengan
negosiasi perdagangan multilateral (multiiateral uade negotiation) sepeni yang berkaiian
dengan tarif, prosedur izin impor, rintangan teknis perdagangan dan rain *L.g"iny", r.-,
disempumakan sehingga diharapkan akan dapat lebih mencerminkan kepentingur kelima
negera anggota' Melalui ASEAN juga dilakukan kerja sama ekonomi yang meliputi bidang
industri, pertanian dan perdagangan dengan kelompok negara Masyarakat Ekonomi Eropa
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(MEE), Jepang, Amerika dan Australia. Perhatian yang besar juga ditujukan untuk mening-

katkan ekspor ke Timur Tengah.

sementara itu peranan lndonesia dalam organisasi OPEC terus ditingkatkan. Sejak

dibentuknya oPEC pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1973, organisasi ini telah

mengalami banyak perubalran. Dalam perkembangannya iru OPEC telah menjadi wadah

ekonomi yang sangat berarti dalam perjuangan negara-negaxa berkembang untuk mewujud-

kan tata ekonomi yang Iebih adil dalam lingkungan hubungan ekonomi interntsional. oleh

sebab itu keanggotaan Indonesia di dalam OPEC tersebut tidak hanya berkaitan dengan

masalah ekspor minyak, tetapi kehadiran Indonesia di dalam OPEC adalah sekaligus untuk

melaksanakan pembangunan nasional dan perjuangan pembenrukan tata ekonomi dunia

baru sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Kerja sama yang baik

juga dilakukan di dalam organisasi CIPEC, ITC, ANRPC, UNCTAD dan dalam berbagai

organisasi ekonomi serta badan-badan dunia lainnya.

Dalam pada itu peningkatan produksi yang terus bertambah tinggi dan stabilitas

ekonomi yang semakin mantap, telah memungkinkan bertambah luasnya usaha pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanyl keadilan sosial bagi seluruh

rakyat. Oleh karena itu selama pelaksanaan REPELITA I maupun REPELITA IIdan lebih

dipertegas lagi dalam REPELITA IIl, segala usaha yang menjamin persediaan bahan pokok

secara merata dalam jumlah yang mencukupi dan dengan harga yartg terjangkau oleh rakyat

banyak terus dilakukan. Pro$am utama di sektor pertanian diPusatkan pada kegiatan-

kegiatan yang menjangkau bagiar terbesar rakyat Indonesia yang hidup di pedesaan.

Peningkaran produksi diusahakan melalui kenaikan produktivitas. Oleh karer:a itu peng-

gunaan pupuk, bibit unggul dan teknologi baru lainnya terus diperluas. Dalam pada itu

berbagai langkah dijalankan pula agar dengan penghasilan yang diperoleh rakyat mampu

membeli kebutuhan pokok mereka. Sedangkan usaha peningkatan penghasilan petani
produsen, seperti melalui penetapan harga dasar gabah dan beberapa hasil palawija terus
dijalankan.

Selain pangan, perumahan juga merupakan kebutuhan pokok rakyat. Sebab itu untuk
memenuhi kebutuhan perumahan yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga
mereka, maka dilakukan pula program pembangunan perumahan murah. Di samping itu
juga diadakan pemugaran perumahan desa dan perbaikan kampung. Dalam tahun 197911980
pemugaran perumahan desa baru meliputi 500 desa dan akan ditingkatkan lagi menjadi
1.000 desa pada tahun 1980/7987. Sedangkan perbaikan kampung yang semula baru dilak-
sanakan di 12 kota, dalam tahun 1980/198l direncanakan akan diperluas di 33 kota. Dalam
pada itu melalui Perum Perumahan Nasional (Perumnas), yang dibentuk pada tahun 1974,
sampai dengan tahun 1978/1979 telalr pula diselesaikan pembangunan rumah sebanyak
73.0?2 buah yang tersebar di seluruh daerah. Sedangkan Bank Tabungan Negara diarahkan
un k memberi kredit pemilikan rumah kepada masyarakat.

Menelae-h berbagai kegiatan yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan keadilan

l



7

7+

sosid, di antaranya terlihat pengelolaan keuangan negara yang digunakan untok program
bantuan pembangunan di daerah. Bantuan pembangunan tersebut diberikan dalam bentuk
Instruksi Presiden (Inpres), sehingga kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana dari
bantuan Inpres lebih dikenal dengan proyekaroyek Inpres. Dalam program bantuan pem-
bangunan, perhatian utama telal diberikan kepada pembangunan pedesaan, yaitu berupa
pembangunan prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan prisarana sosial.dtlsa yang
dilaksanakan dengan padat karya. Dengan demikian melalui berbagai bentuk proyek dapat
diharapkan peningkatan panisipasi masyarakat desa secara aktif dalam pembangunan sosial-
ekonomi dan sosial-budaya. Jumlah anggaxan yang disediakan untuk bantuan p.--b*gun-
desa tahun 1979 /7980 adalalr sebesar Rp 31,0 rnilyar, sedangkan dalam tahun 19g0/19g1
direncanakan Rp 50,7 milyar.

sejak tahun 797o/rg7 L bantuan pembangunan juga diberikan kepada kabupaten/
kotamadya dan daerah tingkat I (Dati I). Bantuan kepada Dati I semula hanya dimakzudkan
u.ntu_k pemetharaan jembatan dan jalan propinsi, perbaikan dan penyempumaan irigasi,
eksploitasi dan pemeliharaan pengairan. Bantuan kepada Dati I tersebut kemudian diperluas
kepada proyekaroyek yang diarahkan sepeni proyek yang menunjang produksi pertanian,
pembangunan daerah minus, pengembangan perkotaan, peningkatan kesejahteraan sosial
masyarakat dan pembinaan generasi muda. Sedangkan banruan pembangunan untuk kabupa-
ten/kotamadya adalah untuk mendorong pembangunan proyek-proyek prasarana dan
produksi di daerah kabupaten/kotamadya guna memperluas lapaagan kerja dan padatkarya.
Jun ah anggaran yang disediakan untuk bantuan pembangunan Dati I dan bantuan pem-
bangunan Dati II dalam taht:n L979/r990 masing-masing adalah sebesar Rp 100,7 milyar
dan Rp 87,o milyar. sedangkan pada tahun rgSo/7gg7 jumlah anggran 'ntuk bantuan
pembangunan Dad I direncanakan sebesar Rp 166,6 milyar dan bantuan pembangunan
Dati II sebesar Rp 119,6 milyar. Untuk leb.ih menunjang pembangunan prasarana jalan
di daerah tingkat II, sejak tahun anggaran 7979lrg8o telah pula aisedtkan tantuan pernba-
ngunan prasa.rana jalan dengan dana sebesar Rp 13,0 milyar. Daram tahun tggbrrgat
znggaran untuk prasarana jalan tersebut direncanakan sebesar Rp 26,0 milyar.

Dari berbagai kegiatan dan program?rogram tersebut terlihat adanya usaha pemerintah
untuk mengarahkan pengeruaran pembangunan guna lebih meratakan penyebaran dan
partisipasi dalam pembangunan. Dengan pengarahan yang diberikan untuk menggunakan
ten4ga dan keahlian sena bahan-bahan produksi daerah setempat, maka bantuan pemba-
ngunan Dati I dan Dati II sekarigus juga akan berfungsi sebagai usaha u'trrk pemer"taan
kesempatan kerja, pembagian pendapatan dan kesempatan berusaha.

an bangsa, melalui anggaran pembangunan juga
kan pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada
'ang disalurkan untuk pembiayaan pembangunan
ehatan dan Puskesmas terus diperbesar. Bantuan
tuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-
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anak yang telah mencapai usia sekolah, terutama di daerah pedesaan atau di bagian daerah

perkotaan yang maqrarakamya sebagian besar berpenghasilan rendah. Hal ini akan dapat

memperluas dan mempercepat tumbuhnya manusia-manusia pembangunan yang dapat

membangun dengan kekuatan sendiri sena bersama-sama benanggung jararab atas pem-

bangunan bangsa. Di samping itu pendidikan Pancasila, pendidikan moral Pancasila dan

unslrr-unsur yang dapat meneruskan serta mengembangkan jiwa dan nilainilai 1945 kepada

generasi muda sebagai generasi penerus bargsa diberikan di tingkat pendidikan dasar.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut dan untuk melaksanakan wajib belajar'

maka titik berat pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar. Sebab itu perlu

adanya pembangunan gedung sekolah-sekolah dasar baru beserta peralatannya. Dengan
demikial dapat diharapkan perluasan dan pemerataan belajar di sekolah-sekolah dasar.
Unruk itu melalui dana bantuan pembangunan sekolah dasar, selama REPELITA II telah
dibangun 31 ribu buah gedung sekolah dasar baru, penambahan nrang kelas baru pada
15 ribu buah sekolah dasar dan rehabilitasi 33.600 gedung sekolah dasar negeri,7.340
gedung sekolah dasar swasta dan 15.060 gedung madrasah ibtidaiyah swasta. Di samping
pembangunan dan rehabilitasi gedung, usalra juga ditujukan pada penyediaan tenaga guru,
perabot sekolah, buku-buku pelajaran dan buku bacaan anak-anak untuk pelpusrakaan.
Untuk meningkatkan dan meratakan pendidikan tersebut maka dalam tahun 1979/1980
telah disediakan anggrran untuk sekolah dasar sebesar Rp 135,5 milyar. Jumlah tersebut
direncanakan d.itambah menjadi Rp 250,8 milyar pada tahun 798011981.

Dengan semakin luasnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat da.
pat diharapkan terbentuknya warga bangsa yang cerdas terutama bila diikuti oleh usaha
peningkatan kesehatan rakyat. Oleh karena itu pembangunal di bidang kesehatan perlu
disezuaikur dengan citra, bahwa bangsa yang kuat dan berhasil dalam pembangunan adalah
bangsa yang sehat. Lebih-lebih dalam rangka membangun manusia Indonesia yang seutuhnya
dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka pelayanan kesehatan bagi masyara-
kat sangat diperhatikan. Untuk tujuan tersebut maka mulai tahun 7974/7975 direalisir pula
bantuan pembangunan sarana kesehatan dan Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp 5,3
milyar. Bantuan pembangunan tersebut antara lain digunakan untuk membiayai bantuan
obat-obatan, pembangunan Puskesmas baru dan peningkatan Puskesmas yang ada, peng-
adaan Puskesmas keliling, sarana air minum pedesaan dan pembuatan jamban keluarga.
Pada tahun 7979/1980 jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp 30,0 milyar. Sedangkan
dalam tahun anggaran l98O/l9Sl ditingkatkan Iagi menjadi Rp 50,0 milyar.

Sementara itu sejak tahun ketiga pelaksanaan REPELITA II perhatian yang besar
juga telah dicurahkan pada usaha menjaga kelestarian sumber-sumbet alam tanah, hutan dan
air ataupun lingkungan hidup masyarakat luas. Usaha tersebut membutuhkan ponbiayaan
yang besar. Mengingat akan besamya pembiayaan tersebut dan usaha menjaga kelestarian
alam mudak harus dilaksanakan, maka sejak tahun 7976/1977 pembiayaan kegiatan peng-
hijauan dan reboisasi, di samping dibiayai oleh APBD daerah serempat dan para pengusaha
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hutan, juga dibiayai oleh APBN yaitu melalui program bantuan penghijauan dan reboisasi.
Bantuan pembangunan tersebut bukan hanya dimaksudkur untuk menjaga kelestarian
sumber alam dan lingkungan hidup, tapi program penghijauan dan reboisasi juga membuka
kesempaten kerja bagi niaryarakat desa melalui sistem padat karya. Dalam tahun 1979119g0
anggaran untuk program penghijauan dan reboisasi disediakan sebesar Rp 4o,g milyar.
Sedangkan pada tahun l98O/ 1981 direncanakan sekitar Rp 48,7 milyar.

Di samping berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk membantu terlaksananya
pembangunan di daerah, kepada kabupaten dan kotamadya disediakan pula bantuan berupa
kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar. Bantuan kredit tersebut berasal dari
kedit perbankan yang bunga pinjamannya dibayar melalui ApBN yang benujuan untuk
meningkatkan usaha golongan ekonomi lemah. Inpres bantuan pembangunan dan pemu-
garan pasar telah dimulai sejak tahun 197611977. Dalam tahun LgTgltg}o jumlah ban-
tuan tersebut dianggarkan sebesar Rp 2,5 milyar. Sedangkan pada tahun anggaran 19g0/19g1
direncanakan meningkat menjadi Rp 5,0 milyar. Bantuan melalui Inpres pembangunan
dan pemugaran pasar merupakan usaha dalam rangka pembinaan golongan ekonomi lemah.
usaha pembinaan golongan ekonomi lemah tersebut juga telah dilakukan melalui penye-
diaan fasilitas kredit, baik kredit untuk modal investasi maupun untuk modal kerja. Kredit
tersebut antara lain meliputi kredit investasi, kredit modal kerja permanen, kredit investasi
kecil; kedit kecil dan kredit candak kulak, juga kredit Bimas dan Inmas untuk meningkat-
kan produksi pangan.

,.

Dalam penyaluran kredit modal kerja permanen dan kredit investasi kecil, pemerintah
terus melakukan penyempurnaan agar sasiuan bantuan tersebut dapat tercapai. usaha-
usaha yang dilakukan antara lain adalah dengan menurunkan suku bunga pada awal tahun
1978. sedangkan mulai bulan Desember 197g pemberian tambahan jumlah kredit inves-
tasi kecil dan kredit modal kerja permanen tidak lagi dikaitkan dengan lamanya nasabah
menikmati kredit tersebut, tetapi didasarkan pada kelayakan usaha para nasabah. Dalam bu-
lan April 1979 jumlah maksimum, baik untuk kredit investasi kec maupun bagi kredit mo-
dal kerja perman€n' telah ditingkatkan dari Rp 5,0 juta menjadi Rp ro,o juta-untuk setiap
nasabah. Di samphg jurnl ah pinlaman maksimumnya yang drtingkatkan, juga jangka waktu
pinjamannya telah diperpanjang. semula jangka waktu maksimum kredii investasi kecil
adalah 5 tahun, tetapi sejak saat tersebut diperpanjang menjadi 10 tahun, termasuk tenggang
waktu selama 4 tahun. sedangkan jangka wakiu kredii modar ketl" p.r-"n n t.?f i
tahun, termasuk tenggang waktu selama 1 tahun. Bila nasabah menunjukkan perkembanlan a
usaha yang baik, pengembalian kredimya lancar dan nasabah masih -.*.rluk"n kriit,
maka jangka waktu dapat diperpanjang. Dalam pada itu kepada para nasabah yang usaha
dan pengembalian kreditnya menunjukkan perkembangan yang semakin baik, lumhhmaksimum kredit dapat ditingkatkan lagi menjadi Rp 15,0 juta per nasabah.

sementara itu pada bulan Juni 1979 ketentuan-kerentuan mengenai kredit investasi
kecil dan kredit modal kerja permanen tersebut lebih disempurnakan lagi, pemberian
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tambahan kredit kepada nasabah yarrg telah menerima kredit investasi kecil dan kredit

modal kerja permanen dikaitkan kepada dipenuhinya beberapa Persyaratan antara lain

seperti usaha nasabah menunjukkan perkembangan yang baik, pengembalian kreditnya

lancar dan nasabah tersebut masih memerlukan tambahan kredit. Dengan dipenuhinya

perwaratan seperti itu maka kepada para nasabah yang telah mencrima kredit investasi

kecil dan kredit modal kerja permanen di bawah Rp lO,0 juta, dapat dipertimbangkan

pemberian tambahan kredit sehingga menjadi maksimum Rp 10,0 juta, sedangkan para

nasabah yang telah menerima ktedit tersebut dengan jumlah plafon maksimum, dapat

dipertimbangkan pemberian tambahan kredit dengan jumlah plafon maksimun Rp 15'0
juta untuk setiap nasabah. Dalam hal penilaian terhadap permohonan kredit, titik'beratnya

tetap pada kelayakan usaha, bukan kepada tersedia at4u ddaknya barangjaminan. Sedang-

kan kewajiban pembiayaan sendiri untuk pemohon kredit investasi kecil tidak ditetapkan

seca.ra mutlak sebesar 25 persen, melainkan menurut kemampuannya yang nyata. Di

samping itu kepada para nasabah yang telah menerima ktedit investasi kecil, dapat pula

diberikan kredit modal kerja permanen ataupun sebaliknya. Selanjutnya kepada sejumlah

orang dalam lokasi tertentu untuk proyek yang sama atau sejenis, misalnya proyek-proyek

yang merupakan program Pemerintah sePefti tebu rakyat intensifikasi, pencetakan sawah,

panca usaha ternak potong, perikanan dan lain sebagainya, disediakan pula kredit investasi

kecil massal dan kredit modal kerja permanen massal. Sebagai gambaran dari perkembang-

an penyaluran kredit investasi kecil dan kredit modal kerja permanen dapat dikemukakan,

bahwa sampai dengan bulan September 1979 jumlah kredit yang disetujui telah mencapai

Rp 404,5 milyar untuk 678.363 pemohon. Jumlah tersebut telah meningkat hampir 58

persen dan jumlah pemohonnya benambah sebanyak 48,3 persen dibandingkan dengan

posisinya dalam waktu yang sama pada tahun sebelumnya.

Di samping menyediakan fasilitas kredit, Pemerintah juga menyadari bahwa golongan
ekonomi lemah sering menemui kesulitan dalam memenuhi persyaratan bank, sepeni oalam

masalah jaminannya. Menyadari aka! hal ini maka dalam rangka mengembangkan kemam-

puan golongan ekonomi lemah, Pemerintah telah mendirikan pula PT Askrindo sebagai

lembaga yang menjamin laedit. Di samping PT Askrindo, Pemerintalr juga telah mendirikan

PT Bahana sebagai lembaga yang menyediakan bantuan dalam bentuk partisipasi modal'

bantuan teknis dan bantuan manajemen. Sedangkan untuk kredit yang disalurkan oleh pihak

perbankan kepada koperasi-koperasi seperti BUUD/KIJD, Pemerintah telah pula menyedia-

kan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) sebagai badan yang menjamin kredit tersebut.

Selain bidang perkreditan, juga masalah pemerataen pemilikan perusahaan melalui

pemasyarakatan saham mendapat perhatian Pemerintah. Untuk tujuan tersebut telah di-

bentuk Badan Pelaksana Pasar Modal dan PT Danareks. Pemasyarakatal pemilikan per-

usahaan dimaksudkan untuk memungkinkan rakyat, khususnya masyarakat yang berpeng'

hasilan tetap, dapat ikut serua ddam pemilikur perusahaan sehingga terwujud pula peme-

rataan pendapatan. Tugas pemerataan pemilikan saham dilakukan oleh PT Danareksa

a
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dengan membeli saham perusahaan yang telah diteliti oleh Badan Pelaksana Pasar Modal.
Selanjutnya saham-saham tersebut dipecah menjadi pecahan-pecahan saham kecil agar harga
setiap seftifikat saham terjangkau oleh maryarakat luas.

Sementara inr Pemerintah terus pula mengadakan pemerataan penyebaran penduduk
di samping menekan laju penambahan penduduk. Pembatasan penambahan perduduk telah
dilakukao melalui program keluarga berencana. Sedangkan pemerataan penyebaran pen-
duduk dilaksanakan melalui transmigrasi penduduk dari daerah padat ke daerah kurang
padat. Program transmigrasi tersebut dimakzudkan pula untuk membuka dan memperluas
kesempatan kerja di berbagai tidang. Dengan cara demikian usaha pembangun' ai Liaang
transmigrasi merupakan pendorong ke arah terciptanya pusat?usar pengembangan di daerah-
daerah yang tipis penduduk dan langka tenaga kerja. Di samping itu transmifrasi sekarigus
diharapkan pula dapat menjadi wahana guna memperkokoh ketahanan n.rionrl ..rt, -.-*-
percepat proses pembinaan kesatuan bangsa. Dengan semakin meningkat serta bertambah
luas:rya kegiatan pembangunan di daerahdaerah, maka perpindahan penduduk dan tenaga
kerja secara spontan akan menjadi rebih terangsang, yarg pada gilirannya ak* *=rnp.r""pl,
laju pembangunan di d aerahdaerah.

Dalam rangka memberikan penerangrn yang seluas_luasnya kepada masyarakat, maka
pernbangunan di bidang mass media terus ditingkatkan, baik melalui p"rr, ,"dio, film ma_
upun televisi' sementara itu kebijaksanaan operasional penemngen lebih ditekankan kepada
usaha memperbesar af,us penerangan kepada masyarakat pedesaan di seluruh perosok tanah
air' Tujuan'ya adalah agar rakyat Indonesia dapat mengikuti perkembangan lembangunandan memahami kebijaksanaan*ebijaksanaan pemerintah yang diarahkan u'nrk meicapai
sasaran*asaren sepeni yang ditetapkan dalam REpELITA III. Hal ini sangat perlu untuk
lebih menggugah semangar rakyat dan menggairahkan partisipasinya. nerhasilnya pem_
bangunan sangat terganrung pada partisipasi aktif dari ,"i*,rt rakyat, dan panisiiasi rak_
yat akan lebih besar bila hasir pembangunan dengan jelas menampakkan keadaan dan
suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh.rakyat.

Pemberian pengenian kepada rakyat, menggugah kesadaran dan partisipasinya, bukan
tugas Pemerintah semata. Semua golongan dan lembaga maryarakat 

"ryogy^yi 
menjadi_

kan hal ini sebagai tugas nasional yang manusiawi, Datam hrrbungan lni;.r;n"n ,.g;"
sungguh penting dalam memberikan motivasi dan bimbingan spiritual bagi terlaksan"anya
keikutsenaan rakyat secara aktif dalam pembangunan. perl ditunbuhkan-sikap dasar dan
apresiasi spiritual manusia Indonesia bahwa menegakkan harkat manusia dan martabat
bangsa, memberantas kemiskinan dan meniadakan 

-L",nel"rat"n, 
membangun maryeral<at

scjahtera yang berkead an adalah suatu keharusan yang menegaskan keha&ran dai keb"r-
s'maannya dalam masyarakat' Hal ini perlu dikembangkan terus agar dapat menyegarkan
kehidupan beragama di seluruh persada nusantara.



E19
^ i  <

; d 3

F  * r a

e +4

\  v l
E  r l
= l a

l l

I

G

> 3

{f

t ,
E]
z

z ^i - F

= :

r .  < o .
s )zP

Z'3

t4

e



l}

BAB I I

PENDAPATAN NASIONAL

2.1. Pendahuluan

Sejak Orde Baru ditegakkan, zudah dua uhap pembangunan nasional selesai dilaksana-
kan yakni REPELITA I dan REPELITA II dengan titik berat pada pembangunut ekonomi.

Bahkar kini telah memazuki tahap pelaksanaan REPELITA III.

Melalui pembangunan ekonomi diharapkan adanya pernrmbuhan ekonomi yang ctkup
thggi untuk mengimbangi jumlah penduduk yang makin meningkat. Namun tetap disadari
behwa hal tersebut bukanla} nrjuan utamanya, Tujuan pokok dari setiap tahap pembangun-
an adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahrcraan. seluruh rakyat serta meletakkan
land""an yang lsrat bagi pembangunan rlanjumya. Dengan demikian pem:mbuhan ekonomi
yang cukup tioggr y*g drbarengi dengan terpeliharanya stabilitas n4sional yang mantap
dan dinamis hanrs pula menjamin berlangungnya pemerataan pembangunan ke arah ter-
wujudnya keadilan sosial. Seberapa jauh tujuan tersebut telah dicapai, dapat diketa.hui
apabila dilakukan pengukuran hasil kegiatan ekonomi selama periode tersebut. Salah satu
ukuran yang depat dipergunakan addah perkembangan pendapatan nasional.

Data pendapatan nasional Indonesia hingga saat ini disajikan dalam dua caft, yan9
perhitungannya didasarkan atas harga yang berlaku dan atas dasar huga konstan tahun
1973. Cara pertama berupa produk domestik bruto m€hurut lapangan usaha yang men-
cakup tujuh sektor utama, yaitu sektor pertanian, rktor pertambangan, sektot perusahaan
indusui, sektor listrik, gas dan air minurn, sektor bangunan, sektor pengangkutan den
komunikasi, serta sektor perdagangan, lembaga kguangan dan jasa lainnya. Cara kedua
berupa penggunaan dari produk domestik bruto, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga,
konsumsi pemerintah, pembentukan modal dan ekspor netto.

Selama satu dasawarsa pelaksanaan pembangunan nasional, produk domestik bruto
atas dasar harga konstan tahun 1973 berhasil ditingkatkan, dengan rlta-tata kenaikan
sebesar 7,7 persen per tahun. Apabila pada tahun 1969 nilai produk domestik bruto baru
berjumlah Rp 4.820,5 milyar, maka sepuluh tahun kemudian telah berkembang menjadi
Rp 9.392,2 milyar. Kenaikannya didukung oleh kegiatan ekonomi seluruh sektor/lapangan
usaha yang makin rneningkat pula, walaupun pada tingkat yang berbeda-beda. Sektor
pert4nian telah berkernbang dengan cepat, narnun sektor-sektor lainnya menunjukkan
perkembangan yang lebih cepat, sehingga terlihat adanya perubatran ke arah yang lebih
seimbang di dalam stnrkttrr produk domestik bruto. Dengan demikian sektor peftanian
peranannya dalam produk domestik bruto cenderung menurun yang diimbangi oleh makin

t

20



27

membesarnye peranan sektor-sektor lainnya terutama sektor indusfi, pertambangan sena
sektor perdagangan.

2.2, Perkembangan pendapatan nasional menumt lrpangan usahe

Produk domestik bruto yang nilainya terbentuk dari hasil penjumlahan nilai tambah
bruto berbagai sektor ekonomi, dari talrun ke tahun menunjukkan jumlah yang makin
besar. Atas dasar harga yang berlaku, perkembangan produk domestik bruto dari tahun
1969 sampai dengan tahun 1978 dapat dilihat pada Tabel II. 1, sedangkan atas dasar harga
konstan tahun 1973 dzpzt diikuti dalam Tabel II.2.

Atas dasar haxga konstan tahun 1973, meningkatnya produk domestik bruto rata-rata
sebesar 7,7 persen per tahun tersebut, ternyata telah mengimbangi bahkan melampaui
laju pertambahan penduduk yang diperkirakan sekitar 2,3 persen. Hal ini memberikan pe-
tunjuk bahwa tingkat kemakmuran masyarakat zudah mengalami kemajuan.

Selanjumya dari Tabel II. 3 dapat dilihat bahwa sektor bangunan adalah merupakan
sektor yang paling cepat tingkat perkembangannya yaLni ratatata sebesar 17,7 persen
per tahun. Menyustl kemudian sektor perindustrian rata-rata sebesat L2,6 persen per tahun,
sektor pengangkutan dan komunikasi rata-rata sebesar 12,4 persen per tahun serta sektor
listrik, gas dan air minum rata-rltl sebesar 11,8 persen per tahun. Dalam pada itu sektor
pertambangan serta sektor perdagangan, lembaga kzuangan dan jasa lainnya mengalami
peningkatan pula masing-masing dengan ra:ta-ra,ta sebesar 9,7 persen dan 8,7 persen per
tahun. Sedangkan sektor pertanian meningkat rata-rata sebesat 3,9 persen per tahun. Namun
demikian sektor penania.n sampai saat ini masih tetap merupakar sektor yang paling besar
sumbangannya terhadap pembentukan produk domestik bruto. Apabila pada tahun 1969
nilai tambah bruto sektor pertanian adalah sebesar Rp 2-263,O milyar, maka pada sepuluh
tahun kemudian telah berkembang rnenjadi Rp 3.204,4 milyar.

Perbedaan tingkat perkembangan antarsektor tersebut telah membawa perubahan
perimbangan di dalam komposisi produk domestik bruto. Walaupun sektor pertanian
memberikan sumbangan paling besar terhadap pembentukan produk domestik bruto,
tetapi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IL 4 dari tahun ke tahun peranannya makin
mengeci.l. Atas dasar harga konstan tahun 1973, peranan sektor pertanian u.rrun dari 46,9
persen pada tahun 1969 menjadi 34,1 persen pada tahun 1978, atau dari 49,3 persan men-
jadi 31,1 persen bila diperhitungkan atas dasar haryt yang berlaku. Namun perlu kiranya
dikemukakan, bahwa turunnya peranan sektor pertanian adalal bukan disebabkan turunnya
zumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan produk domestik bruto, melainkan
karena meningkatnya perkembangan scktor-sektor lain di luar sektor penanian yang se-
makin besar, t€rutama sektor perindustrian, sektor perdagangan, lembaga keuangan dan jasa
lainnya, sena sektor pertambangan. Dalam periode yang sirme atas dasar harga konstan
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PRODUK DOMESTIK BRUTO
1969 - 7978

24

I

*

lliliun rupiah

69 70 71 72 73 74 75 76 77t'l 78*l

I Atu" a"""t trarga yang betlaku

*) Angka scmentara

69 70 71 72 73 74 75 76

I lt", au""t tt"4a konrtan tahun i9?3

*) Angka sementara

+



i h N t - + o  G r c O a ' c | o O Q  \ O  a !

* * g o i i " t  r i  G  r i r . i + o d o d n  {  F :
; r N d N ; ! - r

. n O \ o \ \ o + N  \ o  0 \  \ O + \ o c o C o -  \  + -
gSEr j fS  S  g  ' J . noddd :  d  b i

Hl*+r* Rt ii***i *3

6 i . -  6 N G t c | .  +  :  o \ o 6 + o d -  \  o
J + , a J ; *  d  c 6  d . i c i - ' + u i  d  v i
;  c i 6 < i F  N  ; r

I

O ^  r :  o :  - - :  O -  A .  { -  € .  t \ r + N F _ i -  l \ r  \ O

o \ 6 \ o d h ^ t  ;  d c '  j 9 ' [ e I  o i  t l
6 i c o . i t . . l ^ F .

$$$FB-i $*A *frlg$l 33

33*=i3 *? :R;;F3 3*
e - ' a J r m r N t . | N i N i

*es3aF ll :-:-;*B$ F3
\ o ( \ l N \ o r r F

;ji*fi $* +$*3fr$ EF

C C
. t s !

j

u)
D
z

z

-t
F

z
=

)1

4
Ai

z

z

Eri
!4

.}

I

ca
t-
o\

F
F
o\

f\
9\

F
t

F.
6

F
o\

GI
t\
0\

t!
a

a-
o\



26

fl
E
Es
p
4

N c '
j j

? r r o

: :- :. : ^- l *- c- 1--l .r €_ 6. ao^ c.^ o-i i r o \ o u r +  
S  g  + - 6 r o r i { -  

;  t

o. ] ,:-- -*- 1 +. - q a c.t v: \o. .! \o- co" o-F (  c c o u r r  
;  t  * d i O ; +  ;  S

1 1 ^ * -  - ' o -  * -  T  1 -  o -  . 1  \ + . 9 . \ F l  q  o ^i r E o \ o , a +  
S  t  € i . ; d q q  

S  S

\ > q " f  \ - 1  * .  q  c o .  o : 1 v l  6 "  o "  q  o -d o \ o o o + +  
R  g  9 9  i d + +  g  S

: : !a31 .a  r * -  g -  \  ro_  t  " )+ -o .c . , ( \ c o o r n +  
R  t  S = 9 o f +

a "f -e- UJ q. 6. co- e^ --: .: -- q q a_ co- o^
e N o \ o 6 4  R  g  e  A i o i d * i . i  

R  S

3 3 - : .3 :  ?  3  3  
qq  : i  1+ .  \  co .  q  o_

b  o  3 F o \ 4 " ' q  S  t

? 
c, 

_+- i "! 
o. J. 

" 

o. q co^ u'l F: co_ o: -
$ . E . . c h +  R  t  + o \ c o o 6 h  $  g

: - 3 ? - : 1 4 .  a  c .  q 1 + - a \ . {  F . _  c -
g ' . , o \ o h 6  R  t  S o c o o F i . n  $  g

$ d oi d..i ., i
I . . -  € ) -  O \ + 6 + t r 6  6  c )
d  d  ' d  o i c t  d . . i * i  d ' -6  o  + - ' - -  - '  n  E

<  . . i F i ; + v i \ d N

il

!b

d

€
fr

- . r 6 + 6 \ O N

co
F.

t-

o\

\o
o\

0\

F

o\

o\

a\
c\

F
c

q\

ui

z

z

F

D
z

. r  E^

v)

v

at)

-
it)



)

L I

tahun 1973 peningkatan tersebut berturut-turut adalah dari 8,3 persen menjadi 12,3 persen,
dxi 29,3 persen menjadi 31,8 persen dan dari 9,4 persen menjadi 11,1 persen.

Perbedaan perimbangan di dalam struktur produk domestik bruto yang diakibatkan
oleh perbedaan tingkat perkembangan sektor ekonomi di atas, adalah sesuai dengan sasaran
pembangunan ekonomi jangka panjang sebagaimana disebutkan dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara. Sasaran pembangunan ekonomi jangka panjang tersebut adalah terwujud-
nya stmktur ekonomi yang seimbang dengan titik berat pada kekuatan industri yang di-
dukung oleh bidang pertanian yang kuat, yang akan dicapai secata bertahap melalui se-
rangkaian pelaksanaan R-EPELITA.

2.3. Perkembangan pendapatan nasional menurut jenis penggunaan

Dilihat dari segi penggunaannya, kenaikan rata-tara per tahun sebesar 7,7 persen atas
nilai produk domestik bruto, terutama disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran kon-
zumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal domestik
bruto.

Selama dua kali REPELITA pengeluaran konzumsi rumah tangga atas dasar harga
yang berlaku telah meningkat sebesar Rp 12.175,0 milyar atau rara-tata.22,4 persen per
tahun yakni dari posisinya sebesar Rp 2.360,0 milyat pada tahun 1969 menjadi sebesar
Rp 14.535,0 milyar pada tahun 1978. Sektor pengeluaran konzumsi pemerintah telah
meningkat pula yaitu ruta-rata sebesar 31,4 persen per tahun di atas posisinya pada awal
REPELITA I sebesar Rp 199,0 milyar. Lebih daripada itu peningkatan yang lebih besar
terjadi pada sektor pembentukan modal domestik bruto. Apabila pada tahun 1969 pem-
bentukan modal domestik bruto baru berjumiah Rp 317,0 milyar, maka dalam jangka
waknr sepuluh tahun telah menjadi hampir empat belas kali lipat, yakni sebesar Rp 4.421,6
milyar, atau suatu peningkatan rata-rata sebesar 34,f.) persen per tahun. Perkembangan
Iebih lanjut dapat diikuti pada Tabel II. 5.

Apabila dinilai atas dasar harga konstan tahun 1973 dapat dis.impulkan bahwa pada
umumnya nilai riil atas p€nggunaan produk domestik bruto terus meningkat (lihat
Tabel II. 6 ). Pengeluaran kons-rmsi rumah tangga selama itu mengalami peningkatan se-
besar Rp 2,973,5 milyx at r rata-rzta. sebesar 6,7 persen per talrun yakni dari Rp 3.781,1
milyar pada tahun 1969 menjadi Rp 6.754,6 milyar pada tahun 7978. Dalam periode yang
sama nilai riil pengeluaran konsumsi pemerintah bertambah sebesar Rp 651,0 milyar atau
rata-rata. 11,1 persen per tahun dari posisinya sebesar Rp 414,0 milyar menjadi Rp 1.065,0
milyar. Demikian pula di bidang pembentukan modal domestik bruto, telah terjadi kenaikan
sebesar Rp 1.734,4 milyar atau ratarata 17,4 persen per tahun. Kenaikan nilai riil yang
lebih dari empat kali lipat tersebut adalah dari Rp 537,8 milyar pada tahun 1969 menjadi
Rp 2.272,2 milyar pada tahun 1978.
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Meningkarrya penggunaan produk domestik bruto di berbagai bidang tersebut meng-
gambarkan adanya kegiatan perekonomian yang makin meluas sebagai akibat pembangunan
itu sendiri. Pembent'kan modal domestik bruto yang tenrs membesar, dimungkinkan
oleh produktivitas nasional yang makin tinggi dan meningkamya pengeluaran konzumsi
ntmah tangga mencerminkan adanya pasar yang makin meluas.

Perkembangan atas penggunaan produk domestik bruto yang berbeda-beda tersebur
telah membawa perubahan di dalam komposisi disnibusinya. Dari rabel II. 7 dapat dilihat
bahwa atas dasar harga yang berlaku pengeluaran kons.rmsi rumah tangga menunjukkan
tendensi menurun, yairu dari 86,8 persen pada tahun 1969 menjadi 66,7 persen pada tahun
1978. Tetapi apabila dihitung aras dasar harga konstan tahun 1973, maka bagian dari
produk domestik bruto yang berasal dari konsumsi rumah tangga telah menurun dari 7g,4
persen menjadi 71,9 persen.

Sebaliknya pengeluaran konsumsi pemerintah cenderung meningkat, yaitu dari 7,3
persen menjadi 10,7 persen jika dihitung atas dasar harga yang berlaku atau dari g,6 persen
menjadi 11,4 persen atas dasar harga konstan tahun 1973. peningkatan p.ranan sektor
pemerintah tersebut dimungkinkaa oleh makin besarnya anggaran belanja negara sejalaa
dengan makin meluasnya volume pembangunan.

Bagian produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku yang berasal dari pem-
bentukan modal juga makin bertambah besar, yakni dari 17,7 persen menjadi 20,3 persen.
sedangkan atas dasar harga konstan tahun 1973, peranan pembentukan modal meningkat
dari 17,2 persen menjadi 24,2 persen. Makin meningkatnya peranen pembentukan modal
tersebut mencerminkan pula kemampuan investasi masyarakat yang lebih besar.
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PERKEMBANGAN HARGA, GAJI DAN UPAH

3,1. Pendahuluan

Tujuan Pcmbangunan Nasional pada setiap tah ap adalah meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat, serta m€lefakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan
berikumya. Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diusaha-
kan agar kestabilan ekonomi khususnya pengendalian inflasi terap dapat dipertahankan.
Hal ini dilakukan baik dengan kebijaksanaan yang bersifat nacro ekonomi yaitu artara lain
melalui kebijaksanaan moreter dan kebijaksanaan fiskal, maupun secara micro ekonomi
antara lain dengan mengawasi serta mengendalikan perkembangan harga barang-barang
tertentu yang dianggap penting bagi kestabilan harga dan pembangunan.

Tingkat inflasi di Indonesia semula diukur berdasarkan indeks 62 macam barang dan
jasa di Jakarta, yang merupakan hasil survai biaya hidup tahun 7957/t958. Dengan mening-
katnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat hasil pembangunan yang telah dicapai,
menyebabkan masyarakat mengkonzumsikan barang dan jasa yang lebih beraneka-ragam.
Dengan demikian perkembangan indeks harga 62 macam barang dan jasa zudah tidak men-
cerminkan lagi pola konsumsi dewasa ini. sehubungan dengan hal tersebur maka dilakukan
survai biaya hidup baru dalam tahun 7977/7978. Dari sekitar 400 barang dan jasa yang
diduga banyak dikonsumsi masyarakat di 17 kota besar di Indonesia diperoleh sekitar 150
macam barang dan jasa yang benar-benar dikonzumsi masvarakat. Jumlah barang tersebut
tidak hanya terdiri dari kebutuhaa pokok, tetapi juga barang kebunhan lainnya. Oleh
karena itu indeks biaya hidup diganti dengan indeks harga konsumen. Sejak bulan Aprit
1979, indeks tersebut mulai digunakan sebagai pengukur inflasi. Dibandingkan dengan
indeks biaya hidup, maka indeks harga konsumen ini lebih mencerminkan perkembangan
harga yzng terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena indeks harga konsumen
meliputi 17 kota besar yang tersebar di seluruh lndonesia, serta mencakup jumlah barang
yang lebih banyak yainr sekitar 150 macam barang dan jasa.

Bila dilihat perkembangannya selama tahun anggaran 1g7g/rggo sampai dengan bulan
oktober, tingkat inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen mengalami kenaikan
sebesar 14,86 persen atau rata-rata" 2,12 persen per bulan,

sementara iru indeks harga perdagangan besarjuga mengalami kenaikan, Hal ini adalah
merupakan akrbat dari terus meningkamya harga barang dan jasa di sektor ekspor, impor,
industri, pertanian maupun sektor pertambangan dan penggalian. selama 5 bularr berjalan
dalam tahun anggaran 1979/1980 perkembangan indeks harga perdagangan besar umum
telah mengalami peningkatan sebesar 23,09 persen atau t ta.-rata. 4,62 persen sebulan.

t
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Kegiatan yang meningkat di berbagai sektor di atas, berpengaruh pula terhadap perkem-

bangan indeks harga perdaga.ngan besar bahan bangunan/konstruksi, baik untuk jenis

bangunan tempat tinggal, jalan-jalan dan jembatan, listik daa transmisinya serta pekerjaan

umum untuk pertanian. Perkembangan terakhir selama 5 bulan yaitu dari bulan Maret

sampai dengan bulan Agustus 1979 menunjukkan bahwa indeks harga perdagangan besar

bahan bangunan mengalami tingkat kenaikan harga yang lebih rendah daripada indeks

harga perdagangan besar umum, yaitu sebesa.r 9,66 persen *at 1,93 persen per bulan.

Kebijaksanaan Pemerintah di bidang perberasan diarahkan untuk menjaga agar harga

padilgabah di masa panen tidak terus mengalami penurunan lebih rendah dari harga dasar.

Hal ini dijalankan dengan mengadakan pembelian beras pada masa Panen di daerah-daerah

penghasil. Sedangkan untuk menjaga supaya harga beras di musim paceklik tidak melebihi

harga batas tertinggi, maka diusahakan agar penyaluran ke pasiuan cukup lancar. Di samping

itu untuk lebih mendorong para petani meningkatkan produksi beras, Pemerintah telah

mengambil kebijaksanaan dengan terus rnenaikkan hatga dasar gabah. Selarna tahun ang-

garan 1979/198o sampai dengan bulan Oktober, harga beras ratz'rata terendah dan tertinggi

di beberapa kota di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19'15 Persen atau rltl-rate'

2,74 persen sebulan.

Di bidang perdagangan intemasional, kebijalaanaan diarahkan guna pengembangan

komoditi ekspor, baik jenis maupun pasarannye, peningkatan kemampuan daya saing

produksi dalam negeri di pasaran luar negeri dan perbaikan kelembagaan. Oleh karena itu

Pemerintah terus memperluas standar konsensus beberapa komoditi ekspor maupun bagi

komoditi/barang industri dan standar barang konsumsi di dalam negeri. Selama tahun
anggaran 1979t7980 sampai dengan bulan Oktober di pasar internasional untuk harga

karct di pasar Singapura, kopi di pasat New York, lada hitam dan timah putih di pasar

London mengalami peningkatan masing-masing sebesar 11,23 persen, 35,91 persen, 14,05

persen dan 1,2 5 persen.

Perkembangan harga yang cukup besar dibandingkan dengan periode yang sama taiun
yang lalu telah te{adi pada harga emas baik di pasar dalam negeri maupun di bursa inter-
nasional. Di pasar London maupun di pasat lokal Jakarta harga emas selama bulan Maret

sampai dengan bulan Oktober 1979 nreningket sebesar 56,41 persen dan 47,64 persen atau

rata-rata 8,06 persen dan 6,81 persen sebulan. Demikian pula halnya dengan harga rata-rata
valuta asing selama periode tetsebut mengalami kenaikan sebesar 3,54 persen atau 0,51

persen sebulan.

Perkembangan di bidang pengupahan menunjukkan bahwa usaha untuk mewujudkan
upah minimum secara nasional terus dirintis yaitu dengan diusahakannya pembennrkan

upah minimum secara sub sektoral regionai, sektoral regional dan regional. Perkembangan

terakhir menunjukkan bahwa rata-rata upah minimum dan upah maksimum di berbagai

a
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sektor meningkat seb€sar 3,3 3 persen dan 11,79 persen setalun'

3.2. Perkembangan harga

3.2.1. Perkembangan indeks harga konsumen Indonesia

Tingkat inflasi sebagaimana diukur dengan indeks harga konzumen Indonesia selama

tahun anggaran 797911980 sampai dengan bulan Oktober, telah mengalami kenaikan sebesar

14,86 persen, Dilihat perkernbangannya secara terperinci, maka kenaikan laju inflasi se-

besar 14,85 persen tersebut adalah disebabkan karena perubahan yang terjadi pada indeks

harga makanan sebesar 14,19 persen, indeks harga perumahan sebesar 14,83 persen' indeks

harga sandang sebesar 19,62 persen serta indeks harga aneka barang dan jasa sebesar 14,21

Pefsen.

Peningkatan yang terjadi pada indeks harga kelompok makanan sebesar 14,19 persen

adalah disebabkan karena naiknya indeks harga buah-buahan sebesar 24,47 persen, indeks

harga daging dan h asil-hasilnya sebesar 21,82 persen, indeks harga makanan jadi dan

makanan lainnya sebesar 18,89 persen, indeks harga sayur-sa''uran sebesa.r 18,86 persen

dan indeks harga padiaadiar, ubi-ubian dan hasilnya sebesar 18,15 persen. Sedangkan dalam

periode yang sama, indeks harga bumbu-bumbuan mengalami penurunan sebesar 2,47

Persen.

Dalam indeks harga perumahan, kenaiken terjadi pada indeks harga penyelenggaraan

rumah tangga sebesar 19,15 persen, indeks harga bahan bakar, penerangan dan air sebesar

15,49 persen, indeks hatga perlengkapan rumah tangga sebesar 15,26 persen dan indeks
harga biaya tempat tinggal sebesar 12,93 persen.

Kenaikan yang cukup menonjol pada indeks harga barang pribadi dan sandang lainnya
sebesar 32,21 persen, indeks harga sandang laki{aki dan indcks harga sandang wanita sebesar

15,73 persen dan 14,41 persen telah mengakibatkan indeks harga kelompok sandang

mengalami peningkatan sebesar 19,62 persen.

Selanjutnya untuk indeks h arga tembakau dan minuman beralkohol yang meningkat

sebesar 22,10 persen, indeks harga transpor dan indeks harga perawatan jasmani dan
kosmetik masing-masing sebesar 16,33 persen dan 11,60 persen adalah merupakan penyebab
utama bagi meningkatnya indeks aneka barang dan jasa sebesar 14,21 persen.

Dilihat perkembangannya secara bulanan, tingkat inflasi yang cukup ringgi telah terjadi

pada bulan Mei 1979, yaitu sebesar 3,05 persen. Peningkatan tersebut, antara lain adalah

karena naiknya indeks harga sektor perumahan, yaitu unnrk harga bahan bakar, penerangan

dan air. Hal ini adalah sehubungan dengan disesuaikannya harga minyak tanah oleh Pe-

merintah, dari Rp 18,- menjadi Rp 25,- per liter. Permintaan yang cukup tamai terhadap
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]

bahaa sandang, baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa pada saat'saat menjelang

lebaran, telah menyebabkan indeks harga sektor sandang pada bulan Juli meningkat sebesar

4,02 persen. Keadaan inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab naiknya laju inflasi

pada bulan tersebur sebesar 2,50 persen. Namun pada bulan-bulan berikutnya, tingkat

inflasi menunjukkan tendensi yang menurun sebagai akibat turunnya indeks harga bahan

makanan dan indeks harga aneka barang dan jasa. Perkembangan indek harga konsumen

Indonesia dapat dilihat dalam Tabel ltl. I dan Tabel IIL 2 serta Grafik III.1 dan Grafik III'2.

3,2.2. Perkembangan harga barang-barang utama

Berkembangnya pola konsumsi masyarakat yang sejalan dengan meningkatnya P€m-

bangunan, menyebabkan makin beraneka-ragamnya kebutuhan hidup yang tidak hanya

berupa barang-barang kebutuhan pokok tetapi juga barang-barang kebutuhan lainnya.

Hat lni telah mengakibatkan peranan masing-masing barang tersebut dalam menentukan

laju inflasi menjadi sernakin kecil. Dalam indeks biaya hidup yang didasarkan atas hasil

survai 195711958 dapat diketahui bahwa peranan beras dalam pola konsumsi masyarakat

adalah sekitar sepertiga dari seluruh rupiah yang dibelanjakan. Sedangkan berdasarkan

survai biaya hidup 197711978 peranannya telah berubah menjadi sekitar sepersepuluh dari

seluflrh rupiah yang dibelanjakan. Namun demikian beras tetap merupakan makanan pokok,

oleh karena itu Pemerintah tetap menjaga kestabilan harganya.

pada Tabel Iu. 3 dapat dilihat, bahwa dalam tahun anggaran 197911980 sampai

dengan bulan oktober, harga beras di beberapa kota besar di Indonesia mengalami pe-

,rinjkrt"n. Selama periode tersebut, harga beras berkisar antara Rp 116,67 sampai Rp 192,-

per liter, Harga terendah telah terjadi di kota Yogyakarta, yaitu antara Rp 116,67 sampu

Rp 145,34. sedangkan harga tertinggi terjadi di kota D€nPasar yang berfluktuasi autara

Rp 145,60 samPai RP 192,- Per liter.

Keadaan yang sama telah te\adi pula pada harga tepung terigl yang selama periode

tersebur mencapai harga minimum sebesar Rp 160,38 per kilogram dan terjadi di kota

Surabaya, Sedang harga terringgi adal ah di kota Medan,yaitu sebesar Rp 195,- tiap kilogram.

penyaluran gula pasir yang cukup lancar di berbagai daerah telah menyebabkan harga'

nya relatif srabil. Dalam rahun anggaran 797911980 sampai dengan bulan oktobet, harga

gula pasir berkisar antara Rp 250,33 dan Rp 288,- tiap kilogram. Harga terendah terjadi

di kota Semarang yang berfluktuasi pada ringkat Rp 250,33 sampai Rp 262,12 tiap kilo-

gram. sedangkan di kota Medan tercarat harga tertinggi ya.ng berkisar antara Rp 251,-

sampai Rp 288,- per kilogram.

permintaan yang cukup ramai di pasaran temtama pada hari-har.i menjelang lebaran,

telah menyebabkan harga tekstil mengalami peningkatan. Dalam Tabel III. 3 dapat dilihat

a

t
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bahwa kenaikan harga yang cukup besar, telah terjadi di bcberapa kota pada bulan Agustus
1979. Namun dalam bulan-bulan September dan Oktober pada umumnya harga tersebut
telah menunjukkan penunrnan kembali. Dilihat perkembangannya selama tahun anggaran
1979/1980 sampai dengan bulan Oktober, harga terendah dan harga rertinggi berkisar
antara Rp 27 5,- sampai Rp 412,5 0 per meter. Harga terendah yang berkisar antara Rp 27 5,-
sampai Rp 300,- telah terjadi di kota Denpasar, Sedangkan di kota Surabaya tercatat
harga tertinggi yang berfluktuasi dari Rp 3i6,- sampai Rp 412,50 per meter.

3.2.3. Perkembangan indeL:s harga emas dan valuta asing

Harga pasaran emas yang terus meningkat di bursa-bursa Eropa Barat khususnya
di bursa London, selain disebabkan karena menumnnya nilai dollar, disebabkan pula oleh
situasi ekonomi yang tidak menentu di berbagai negara industri. Di samping itu perkem-
bangan harga minyak bumi serta ketegangan-ketegangan politik di berbagai negara me-
rupakan faktor yang menyebabkan kenaikan harga emas. Sebagaimana biasanya dalam
ketidakpastian perkembangan moneter internasional, sering timbul gejala spekulasi di
bidang perdagangan, terutama emas. Hal ini berhubungan erat dengan usaha untuk me-
lindungi turunnya nilai kekayaan dari kemungkinan terjadinya inflasi dunia. Selama tahun
anggaran L979/798O sampai dengan bulan Oktober, harga emas di bursa London telah
mencapai puncaknya pada awal bulan Oktober 7979 yutu US $ 427.00/troy ounce, atau
naik sebesar 7 8,10 persen.

Situasi harga emas yang tak menenru di pasar internasional akhir-aklir ini, telah
belpengaruh pula pada perkembangan harga emas di dalam negeri. Dalam rahun anggaran
797917980 sampai dengan bulan Oktober, harga emas baik 24 karat, 23 karat maupun
22 karat telah mengalami kenaikan masing-masing seksar 47,64 persen, 48,57 persen
dan 49,57 persen. Persentase kenaikan harga emas tahun ini adalah cukup tinggi dibanding-
kan dengan perkembangannya pada periode yang sama tahun lalu, yaitu masing-masing
sebesar 20,74 persen, 21,13 persen dan 22,67 persen untuk kadar emas yang sama. Harga
tertinggi ernas tahun ini telah terjadi dalam bulan Oktober 1979 yain pada tingkat Rp 7.5 00,-
tiap gram. Sedangkan tahun lalu harga emas tertinggi adalah sebesar Rp 2.837,50 tiap
gram. Perkembangan harga emas di bursa London dan di pasaran dalam negeri dapat di-
Iihat pada Tabel III. 8 dan Tabel III. 5.

Sementara itu, kurs bebas beberapa valuta asing Eropa Barat dan Asia memperlihat-
kan sedikit kenaikan. Hal ini antara lain dapat dilihat pada Tabel IIL 4 di mana harga
rata-rata valuta asing yang terdiri dari poundsterling Inggris, dollar Singapura, dollar Ameri
ka dan dollar Australia selama tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan bulan Oktober,
mengalami kenaikan sebesar 3,54 persen. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkat-
nya harga poundsterling Inggris sebesar 7,72 perxn, dollar Singapura sebesar 1,01 persen
dan dollar Amerika sebesar 0,79 persen. Keadaan yang sebaliknya telah terjadi pada kurs

I
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HARCA DAN INDEKS RATA.RATA VALUTA ASTNG DI JAKARTA
( dalam rupiah )

1969tr970 _ 1979tr980
( Oktober 1966 = 100 )

42

U S T Singapura $ In8g.i6 L Arstralia $ Ratarara
P € r i o d c

Harga Haraa Indekr HrrF Harga HargE

1969i 70 Juni 3?E, --
Srpt€dbcr 378, -
Des€mb€r 379, --
Mar€t 379, -

19?0 /71  Jun i  380 ,  -
Seprember 378, ".
Desember 37a,.-
Mar€t 378, --

l97l /72 . luni 378, --
Sept€mb€r 413, -
Des€mber 415, --
Maret 413, -

r 972 l73  Jun i  414 ,  -
S€prember 414, -
Dcsemlxr 4l+,.-
Marc! 414, -

1973174 J\tnr 415,50
S€ptember 414, -
Des€mbq 415, -
Maret 415, .-

1974 i75  Jun i  415 ,  -
&pt€mber 415,75
Dcscmber 416,75
J\{aEt 4lb, -

19?5/76 J1ui 415,7 i
Septcmbcr 416,--
Desrmber 421,15
Maret 4lb, -

1976/?7 Juni 4rb, -
Scptemb€r 415, -
Descmber 415, -
MarE t 415,40

1977/78 Juni 4t5, -
September 415, -
D€sember 415, -
Maret 412, --

1978/79 Juni 412,-
Sept€mber 413, -
Desember 632, -
Mare r 627,80

1979/80 Apdl 622,2b
Mei 690, -.
Juni 631, -
J"t i  631, -
Agustus 630,-
SePtember 63t,75
Oktober 632,7b

270 ,00  122 ,50
270,00 122,50
270,7t r23, -
27 0,7 r 123, . .

27  r , 43  I 23 ,  -
270,00 122,50
270,00 122,50
270,00 r23, -

270 ,00  123 ,  -
295,00 197, -
295,00 140, -
295,00 146, -

295,71 145, -
295,7| t47, -
295,7 |  t47,25
295 ,71  162 ,50

295,36 165,50
295,7 t t75, --
29633 166,75
296,43 r65,50

296,43 t6A,75
296,96 166, -
296,56 174,50
296,43 163, -

296,96 180, -
297!I4 164,50
30 r ,25  t 72 ,50
296,43 165, -

296,43 165, -
296,43 l6E, -
296,49 168, -
296,7 | 167, -.

296,43 167, --
296,43 167, -
296,43 167, --
294,29 179,-

294,29 179, -
295,00 r84, -
451,43 293,50
448,43 29t,80

444,46 28A,25
450,00 288,40
450,7 |  290, --
45D,7r ?95,50

45t,25 296,-
451,96 294,75

306,25 864,50 2EE,t7
306,25 862, - 287,35
307,50  858,50  286,17
307,50 858,50 286,17
307,50  E8r ,  -  29n,67
306,25 8?8, - 292,67
30625 878, - 292,6i
30?,50 882, - 294,00
307,50 882, - 294,00
342,50 1.000, - 333,s3
350,00 r.010, - 336,67
365,00 1.035, - 345,00

362,50 1.030, - 343,33
367!50 960, * 320,00
568, t3  940,  -  313, t3
406,?5 988,20 329,40

4r3,75 1.025, - 34t,67
43?,50 985, - 326,33
416,88 995, - 93r,67
413,75 927,50 309,t7

42r,8E 967,50 322,50
41 5,00 940, - 313,33
436,25 950, - 316,66
457,50 9A2,5O 327,5O

450,00 980, - s26,66
4r1,25 845, - 281,67
43r,25 9t2,6O 3M,r7
412,50 830, '- 276,67

412,50 730, - 245,93
420,00 728, - 242,67
420,00 ?20. - 240,00
4r7,50 694,- 23t,33

4r7,50 G94,- 23I,53
417,50 710, - 256,61
417,50 710, - 296,67
447,50 780, - 260,00

447,50 78O, - 260,00
460,00 797,50 265,83
733,75 r.2a2,50 427,50
7?9,50 1.302,00 434,00

708,13 1.277,5O 425,8A
7 2 r , 0 0  1 , 3 2 9 , 0 0 , + 4 t t 0 0
725,00 1.358,50 452,83
7 38,15 1.448,15 482,92
757,50 1.460,- 486,67
740po 1.428,75 476,25
736,88 1.402,50 467,50

404,50 299,69
+03,50 298,87
404,50 299,63
404,50 299,63
412,- 505,I9
410, . .  303,70
410, - 303,70
4 r2 ,  -  305,19

412,  -  305,19
455, - 33t,M
456,- 337,04
465,- t+4,44

465,- 344A4
465, - 344, 4
473,75 350,93
570, -- 422,22

570, -. 422,22
593,75 439,81
600, - 444,44
607,50 450,00

605, - 448,15
600, - 444,44
525, - 388,89
wn,75 402,1E

535, - 396,30
567,50 420,17
496,25 367,59
495,00 366,67

{95,00 366,67
500, - 370,97
425, - 314,8.1
+40, - 325,93

440, - 325,93
445, - 329,63
445, - 329,63
450,-- 399,33

450, - 333,39
455,- 337,04
720,75 533,89
708,40 524,7+

686,25 508,33
697,20 516,44
700,  -  518,52
709, - 525,19
?10,- 525,93
709,25 52b,37
709,75  521,30

+42,38 287,13
441,50 287,t5
44r ,25 287 ,OO
+4t,25 287,00
44q . .  900 nJ t

447,r',3 290,82
447,t3 290,8'/
448,75  291,8?

448,75 291,E7
50t,2b 526,02
504,50 328,13
514,75 !34,80

513,50 333,98
496,50 322,93
49X,7 5 32t,14
513,68 334,10

545,50 353,50
541,94 352,48
544,19 355,94
52E.88 343199

539,06 350,61
530,44 345,00
516,31  $35,81
581,06 545,40

b2?,69 343,21
498,25 t24,06
500,75 325,69
416,25 309,76

451,25 293,50
452,75 294147
432,00 280,98
429,1o 279,09

429,00 279,02
434,25 282,44
454,25 2E2tM
455,25 296,10

455,25 29610
462,37 300,73
732,t9 476,22
732,50 476,42

7l?,31 466,64
7!4,66 47?,82
744,88 4a4t47
77 t,06 501,50
773,75 503,25
766A4 498,50
758,44 498,29
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T a b e l  t I I , 5

HARGA DAN INDEKS RATA_RATA EMAS SERTA KURS DAN INDEKS
RATA_RATA DEVISA KREDIT DAN DEVISA UMUM

Dt JAKARTA, 1969119?o _ r979t'9ao
( Oktob€r 1966 = loo )

EMr 24' Err!| 23' Eda, 22' Dcvia k.dit Dcvtr. Umun
P c r i o r l c

hB l.a.a,
(Rp/saD)

H""Ba ltrd.tr tu9" . rna.k"
(Rp/Eram) (Rp/srn)

If"1" na.r" K u l ' r . a . * ,
(RP)

1969/1970 Juni
Sep.emb€r
Dcscmbq
M a r c t

1970/1971 Juni
S€ptcmbcr
Decmba
Mar€t

r97l /1972 Juni
S.pl€mb€r
De!€nb.r
MErct

1972/1973 Juni
Scptcmb€r
Di.€mbcr
Matet

l9?3/1974 Juni
Sept€mbcr
D€Esmbd
Mzr(n

r97{/1975 J'rni
Sept€mb€r
Deremb€r
Mar.t

1975/1976 Juni
S.plcnbet
D€sember
Marct

1976/19?7 Juni
Scpt.rnber
Dc!.nbcr
Maret

1977/1978 Juni
scptcmbcr
D.rcmbct
Marcl

l97t /19?9 Juni
ScPtcmb.r
Dcrcmb.r
M . t

l9?9/1980 Aprll
M c i
Juni
Jux
Asuttu
Scptcnb€r
Ol.obs

600,- 500,00
590,- 295,00
540,- 270,00
490,- 245,00
500,- 250,00
480,- 240,00
500,-- 250,00
510,- 256,00
530,- 265,00
600,- 300,00
600,- 300,00
620,- 310,00

746,- 373,00
850,- 425,00
875,- 451,60

1.050,- 5?5,00

1.512,50 756,25
t.487,50 748,75
1.450,- 725,00
1.77r,- 887,50

2.000,- 1.000,00
1.9r2,50 956,25
2.257,50 l . l18,75
2.EI2,50 1.155,25

r.200,-- r.r00,00
2.000,- 1.000,00
I.900,- 950,00
1.837,50 91E,?5

t.775,-- 887,60
1.760,- 880,00
1.850,- 925,00
2.050,- 1.025,00

2.050,.. 1.025,00
2.000,-- 1.000,00
2,160,- 1.080,00
2.350,-- 1.175,00

2.440,- t.?20,00
2.?25,.- r ,362,50
3.900,- r.950,00
5.0E0,-. 2.540,00

4.900,- 2.460,00
5.000,- 2.500,00
5,6!7,50 2.818,?5
5.950,- 2.9?6,00
6020,- 3.olqoo
5.s$7,50 3,469?5
7.500,- 3.750,00

580,.. 831,43
570,- 325,1r
520,- 297,14
470,-- 268,67
480,- 27\24
460,- 262,86
47O,-- 264,57
480,- 27+,28
500,- 285,7r
580,- 33r13
550,- 4ft,29
580,- 33133

7O2,- {01,14
800,- 4b7,14
E22,50 4?0,00

l.ooo,- 57 t,43

t.425,- 814,29
1.418,75 810,71
I.375,- 785,11
t-67t,- 957,t4

t.900,- 1.086,7I
1,812,50 1,035,?l
2.t t1,5O t,22t,25
q.212,50 1.264,29

2,100,- 1.200,00
1.900,- l-085,7I
1.800,- 1.028,5?
1.73?,50 992,E6

1.687,50 964,29
1.660,- 948,57
1.7t0,-- 1.000,00
1.950,- l . l14,29

1,950,- 1.114,29
1.900,- 1.0E5,71
2,055,- 1.114,29
2.260,,.  1.29r,43

2.540,- 1.3!7,14
2.625,-- 1.500,00
3.650,- 2.086,71
4,880,- 2.788,57

4.700,- 2-685,71
4.760,- 2.720,00
5.437,50 3.107,I4
5.675,- r,242,86
5.780,- 9,90986
6,662,50 3,E0?,14
7.250,- 4.142,86

329,41
323,53
294t12
264,70
21o,59
258,83
264,70
264,?0

4E0,- ?8?,95
560,..  329,41
500,- 294,t2
550,- 323,53

666,.- 39r,76
750,- 44t,tA
777,5O 457 ,55
950,-- 55E,82

1,362,50 801,47
1.337,50 ?86,76
1.300,- 164,7 |
1,57 5,- 926,41

r.E00,- 1.058,82
r.712,50 1.007,35
2.057,50 1,198,53
2.100,- 1.255,29

!.000,- 1.176,47
1,E00,- 1.058,82
1.700,-- t .000,00
1.637,50 963,24

1.587,50 933,82
1.560,-- 9I7,65
1.650,-- 970,59
1.850,- 1,088,24

1.850,- 1.088,24
1.800,-- 1.058,E2
1,955,- Lt50,oo
2.150,- 1.264,71

?.240,- 1.31?,65
2.525,- L485,29
3.43?,50 2.022,06
4.680,'. 2,75?,94

4.500,- 2.647,06
4.560,- 2.682,35
5,297,50 3.080,88
5.475,- 9.220,69
5.580,- t,282,3b
6.43750 3,786,?6
7.000,- 4.t l?,65

326,- 384,00 379,- 399,00
326,- 384,00 379.- E99,00
326,- 584,00 378,30 398,21
326,- 384,00 378,60 398,42

326,- !84,00 378, '  597,89
826,-- 3E4,00 378,- 397,E9
,7a,- 444,7 | 3?6,- 397,89
37 a,- 444,1t 378,-- 397,89

37a,- 44+,7t 378,- 39?,89
4t5,- 4Aa,24 4t5,- 456,a4
415,- 488,24 415,.. 436,84
415,- 488,24 415,- 456,84

415,-- 488,24 415,- 436,84
415,- 488,24 415,- 496,84
415,- 488,2+ 415,- 436,84
415,-- 48E,24 415,- 436,U

415,- 488,24 415,- 436,84
415,- 488,24- 415,- 436,84
415,- 48E,24 415,- 436,84
4t5,- 488,24 415,- 436,84

4t5,- 488,24 415,- 436,84
415,- 488,24 415,-- 436,84
415,- 4E8,24 415,- 436,84
415,- 488,24 415,- 436,84

4t 5,- 4E8,24 415,- 436,84
4r5,- 488,24 4r5,- 496,84
415,-- 488,24 415,- 436,84
415,- 488,24 415,- 436,84

415,- 488,24 415,,- 436,84
415,- 48S,24 415,- 436,84
4t5,- 488,94 415,..  436,84
415,..  488,24 4i5,- 436,84

415,- 468,24 415,- 435,84
415,- 488,24 415,..  436,84
415,- 488,24 415,- 436,84
415,.' 488,24 415,-- 426,84

415,-. 488,24 415,-- 436,84
415,- 488,24 415,.- 436,84
625,.. 735,29 625,- 657,89
625,- 735,29 625, ' .  657,89

625,- ?s5,29 6?5,-
625,- 7t5,29 626,-
625,- 73b,29 625,-
625,- 116,29 625,-
625,- ?95,29 625,-
625,- 7gs,?9 625,-
625,- 796,29 626,-

651 ,89
657,89
657,89
657,89
6b7,89
657,89
657,89

560,-
550,-
500,--
450,..
460,-
440,-
450,-
450,-

t

f
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dollar Australia yang selama periode tersebut mengalami penurunan sebesar 0,66 petsen,
yaio sebagai akibat minat beli yang berkurang.

Dalam Tabel III. 5 tercatat pula perkembangan kurs devisa kredit dan devisa umum,
yang sejak Nopember 1978 sampai dengan bulan Oktober 1979 tetap stabil pada harga
Rp 625,- tiap satu dollar Amerika Serikat. Fluktuasi harga emas, valuta asing dan kurs
devisa terlukis dalarn Grafik IIL 3,

3.2.4. Petkembangrn harga barangdarang ekspor

Dalam rangka usaha memperbaiki harga yang diterima produsen sesuai dengan muru
barang yang mereka hasilkan, serta di lain pihak untuk melindungi konsumen, maka Pe-
merintah terus memperluas strndar konsensus untuk beberapa komoditi ekspor. Sampai
dengan bulan M*et 1979 telah disusun sebanyak 100 jenis komoditi ekspor yang diper-
dagangkan. Di samping komoditi-komoditi ekspor tersebut, dalam rangka melindungi
produk dalam negeri, telah pula disusun standar bagi komoditi/barang industri dan barang
konsumsi dalam negeri. Dengan demikian produsen dalam negeri akan menyesuaikan hasil
produkinya dengan standar yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan tersebut merupakan
salah satu usaha guna meningkatkan daya saing produksi dalam negeri terhadap produksi
impor, di samping itu juga untuk meningkatkan pendapatan produsen.

Dalam Tabel lII. 6 dapat dilihat bahwa pada tahun terakhir REPELITA lI perkembang-
rn hatga barang-barang ekspor di pasar lokal pada umumnya mengalami peningkatan. Dalam
tahun tersebut harga karet RSS I, kopra Sulawesi, lada putih dan kopi robusta masing-
masing meningkat sebesar 104,48 persen, 10,00 persen, 39,10 persen dan 35,54 persen.
Keadaan terakhir yaitu dalam tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan bulan Oktober,
harga barang-barang tersebut tetap mengdami kenaikan, yaitu 10,68 persen untuk karet
RSS I, 14,63 persen untuk harga kopi robusta. Sedangkan harga kopra dan lada putih selama
p€riod€ tersebut mengalami penurunan sebesar 1,88 persen dan 0,18 persen.

Pada periode yang sama yaitu dalam tthun 1979/1980 sampai dengan bulan Oktober,
tercatat pula bahwa perkembangan harga barang-barang ekspor di pasar internasional secara
umum mengalami pasaran yang cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel III.7 dan
Grafik III,4. Harga karet baik di pasar New York, London maupun Singapura mengalami
peningkatan yaitu masing-masing sebesar 10,27 persen, 6,68 persen dan 11,23 persen.
Pasaran karet alam yang cukup mantap adalah sebagai akibat adanya tekanan-tekanan kritis
di beberapa daerah penghasil karet alam (Indocina, Vietnam, Muurgthai) sehingge menim-
bulkan perdagangan spekulasi di Eropa Barat. Sementara itu, perkembangan harga kopra
ekhir-akhir ini merunjukkan keadaan yang tidak menenru dan cenderung menurun. Di pasar
Manila maupun. di pasar l.ondon selama tahun e$ggaxan l979ll980 sampai dengar bulan
Oktober harga barang tersebut mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,71 persen dan



T r b € l  I U , 6

PERKEMBANGAN HARGA II)KAI BAIIAN-BAHAN EKSPOR

Dr JAI(ARTA, r969tryt0 - r979lr980
( ddrm rupfuh per kilogram )

+6

P . r l o d e R S s  I
llr8l Ind€tt

xoprr (Sula-wcrt)

B.!BF hdcft

Lad. pudb Kopl robustr

Har3r lldclrHErta

t969 /1970 J  un i
SeptcEb€t
D€scnber
M d r e t

1970/1971 Jun i
S€PtctDb€!
Dcscrob(r
M a r € t

l 97 l / 1972  J  uD i
ScF'reEbcr
bcEb€r
M a r e t

l 9?2 /1979  Jun i
Septemb.r
D€rctDDcr
M a r e t

l 97 t / 1974  Jun i
SePteE|bcr
Dcselnbaf,
M r r e t

r97a l1975  J  un i
S€ptenrb€r
D€sember
M a t c  t

1975 /1976  Jun i
SePtember
D6€rrbef
M a t e t

19?6 /1977  Jun i
Septedbei
DereEb€f,
M a r e t

1977 /19?8  Jun i

150,82 653,4?
r6I,34 699,05
190,1t 56S,82
125,66 t43,69

126,16 546,62
110,42 478,41
118,53 513,56
106,10 459,71

l0 r ,8 l  &1 ,12
97,20 421,14

102,14 446,t6
109,12 4d6,79

105,92 456,33
107,76 466,85
146,86 630,63
199,77 E65,66

236,85 r.026,2r
253,S9 r.100,48
343,?2 1.489,25
t05"56 r,323,92

23r,77 r.004,20
179,19 776,39
167,88 811,87
178,35 712,75

l1b,o2 768,!2
188,19 795,72
205,76 89t,6r
24E,59 1,05542

299,O4 r.298,21
266,68 1.156,46
2?9,50 1.r86,01
27E,25 r,205,76

268,02 1.161,27

61,- 705,45
47,06 649,10
61,- 924,14
50,1r 692,14

47,70 657,93
,16,11 655,00
66,36 763,58
6510 902,07

63,81 880,14
66,64 905,38
64,t7 887,86
58,20 802,76

57,57 194,07
54,51 752,65
67,97 799,b9
79,70 1,099,3r

122,57 1.69q62
142,t6 r.960,69
218,36 3,011,86
192,4! 2.654,21

2t7,92 3.005,79
187,t9 2.591,59
r26,88 1.750,07
94,51 1.503,59

70,54 970,2r
82,65 r.140,00
88,65 1.222,76
89,tt 1.23O,O7

12E,03 1.69687
153,75 2.120,69
178,75 2,466,52
215,50 2,97 2,41

19E,76 2.672,4r
20r,65 278t,t8
2r0,00 2.896,55
238,98 3.218,34

2+r,- 3.3i4,14
236;88 3.252,8t
254,19 8,514,5+
255,67 3.540,28

190,62 450,3?
24052 b68*4
330,- 779,59
295,- 696,91

283,18 668,84
251,88 595,0{
222,50 525,60
199,26 470,71

75,40 159,98
r11,59 274,65
145,- 356,88
126,57 3rr,52

l9l,09 322,64
114,48 429,44
176,29 433,89
156,- 58385

2t4,15 50?,32 147,71 862,81
241,59 576,7E 150,94 !7rA9
306,32 721,29 135,91 334,51
257,60 608,55 120,62 296,87

270,34 638,65 104,59 256,9E
944,85 814,67 r50,4E 810,24
896,55 936,81 190,63 469,19
431,40 r.019,14 293,09 72r,36

492,69 1.163,93
627,20 1.481,69
666,66 1.572,55
762,19 r.t1691

274,9X 6?6,67
326,79 E04,51
932,99 819,57
36016 887,18

1978 /1979  Jun i
Septcntcr
De!eEber
M a r e t

s€pteE'bet 90r,75 t.307,92
De,enber 920,65 1.389,34
M6re t  306,47  1 .327,86

E37,97 r.464,34
386,U r.673,18
57r,16 2,177,tO
626,66 2,7 16,16

632,02 r.493,80 282,63 696,62
546,17 r.t87,90 27096 666,90
582,70 1.376,57 315,06 775,44
526,25 1,245,21 245,82 605,02

4rr,5r " 972,15 259,29 618,17
470,06 r.110,,17 436,60 1.074,58
482,10' r.r58B1 452,16 t.Ir2,87
466,37 1.D75,76 507,00 1.247,A5

442,50 r.045,96 \ 7E1,26 1,922,84
559,00 1.320,5E 835,00 2.055,13
665,- t-570,99 1.500,00 5,691,85

r.r00,00 2.59E,63 2.090,00 5,149,98

796,26 1.88rp5 t.2r2,50 2,984,25
893,75 2.r1r,59. 1.050,- 2.684,30
968,75 2.288,57 1.037,60 2.553,53
9U,50 2.167,49 862,50 2.122,82

930,- 2.197,02 760,- LE45B3
?65,- 1.807,23 875,- 2.153,58

t,251,25 2.922,81 r.23lP5 5.090,40
r,276,25 r.015,00 1.169,00 2.877,18

1979/19E0 April 67?'0E 2.993'62 255,00 3.517 '24 r.192,60 2'817'rb 1,269,00 3.123,31
MeI 714,22 E.V94,54 251,67 9.471'31 1.193,75 2.820,10 1.315,00 3.256,52
Juni 752,E9 3.262,@ 245,83 3,990,76 r.m2,00 2.839,59 1.450,00 3.56E,?9
Juli 72r,39 3,125,61 249,U 3.436,85 r.297,50 3.065,20 1.300,- 3.199,61
Asuctus 710,90 3.080,16 255,81, 3.528,69 1.276,25 3.015,00 1.162,50 2,86r,19
septe.mbcr 695,44 t013,17 252,t0 3.482,76 r.S02,00 3.07683 r.?75,00 S.!t8,08
oLrober 69t56r) 3,00t,03 251,841) 3.473,66. 1.2?4,00 3.009,69 r,E{o,- 3.298,06

l) AroSls lEmcntara
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Tabe l  I I I ' 8

PERKEMBANGAN HARGA BEBERAPA BARANG DI PASAR IONDON
r97 31197 4 - 1979/1980t

Akhir periode
senc Emas

us $i
l/m @n ttoy ounce

Karet

i/m mn

Kotr

f,/m ton

Timalt

f/m ton

Tembags

f/m ton

t973tr974

197 4tr97 5

427.OO

3 25.00

284.00

269.rO

276.50

242.50

345.00

366.00

465.O0

570.00

490.0O

500.00

537.00

466-20

556.20

516.00

489.50

54t.70

61,2.50

57 2.OO

6 1 1 . 5 0

627.20

595.50

628,20

5 81 .5  0

598.70

599.06

62+.50

566.00

55 5 .OO

525.00

469.o0

+1Z.OO

447.OO

7 35,OO

7 65.OO

85 7.50

1,494.OO

1,601,0O

2,820.OO

4,000.00

2,660.OO

2,7  57 .50

1,780.00

7,467 .50

1,641.00

1,584.00

r ,395.00
1,487.00

1,5  81 .00

r,579.oo
2,O20.50
r ,727.5O
7,712.50
r,796.50
1,830.50

3 , 3 5 3 . 0 0

3,891.00

3,810.00

3,090.00

3,065.00

3,060.00

3,121.00

3,O72.0O

3,700.00

4,504.00

4,658.00

4,93 5.00

5,77 0.OO

5,608.00

6,460.00

7,OlO.OO

5,77 5 .OO

6,765.OO

6,900.00

7,010.00

7 ,165.00

7,480.OO

7,410.00

7 ,995.OO
6,5  6  5 .OO

6,670.OO

6,835.00

7,630.00

1,136.00

1,062.00

640.00

544.00

5 65 .86

528.50

592.OO

5 65.00

7 r5.OO

900.00

83 t .00

77 8.00

898.50

781.5  0

691.50

662.OO

649.00

706.50

736.OO

766.OO

1,0o 1.0o

9?9.OO

991.0O

892.00

8 1 t . 5 0

847.00

926.OO

977.OO

706.00

620.OO

398.00

332,25

334.OO

3 30.50

341.00

341.00

396.00

420.00

410.50

3 8  5 .50

4t4.50

327 .OO

295.50

289.25

267 .OO

307.00

311.25

34t .5  0

39?.OO

t77.OO

3 81.00

347.O0

29t.oo
310.00
3 2 l .00

3+2.OO

ltt.7 5

r41.7 5
r5  r .50

r85.7 5
r77 .50

t64 . r8

r37 .50

13 8.00

729.55

124.85

119.50

134.50

749.73

743.73

154.05

764.95

779,7 5

183.05

2L7, tO

298.65

239,7 5

2+3,70

2+8.+5
277,50
301.40
300,55
377.10
l75.OO

Juni
Sept

Des

Mar

Juni
Sept

Des

Mar+

1975n976.

r976/1977

197711978 Juni
Sept

Des

Mar

r978tr97 9

Jun i
Sept

Des

Mar

Juni
Sept

Dcs

Mar

I

7979/7980 April

M e i

Jun i

Juli
Ag"rst

Scpt

okt



50

24'64, persen, Penurunan harga kopra yang terjadi dari bulan Agusnrs sampai dengan buian
oktober 1979, baik di pasar Manila maupun di pasar tondon adalah akibat peng"-h,.-,
menurunnya harga minyak nabati (minyak kelapa sawit, minyak kedelai, rn nyak kzcang dan
lain-lainnya). Di pasar rondon harga minyak sawit eks Maraysia mengalami p.n.,-r,"=n *-
beor 9,47 persen yaitu dari Br f, 679,61ft pada buran Marct rp79, menjadi Br t 6rs,z+nt
pada bulan oktober 1929. Sebariknya perkembangan harga kopi di pasai singapura serama
periode tersebut msnilgkat sebesar 49,98 persen. Demikian pula halnya di paiar New york
harga kopi telah mengalami kenaikan sebesar 35,91 persen sampai dengan bulan September
1979. Peningkatan yang terjadi pada harga kopi ini antara lain disebabkan oleh adanva rasa
takut para konsumen kopi akan timbulnya bencana hawa beku frbst. Di samping itu kenaik-
an teisebut disebabkan puta karena pengaruh tindakan dari kelompok ,,"g"r"-rr"g,ir"
produsen kopi Amerika Latin (Grup Bogota) yang dengan dananya mengadakan pembeiian
kopi yang cukup besar di pasaran. sedangkan harga lada putih di pasar London mengarami
penurunan sebesar 3,23 persen yaitu dari Br f, rso,6z/rt pada bulan Maret 1929, menjadi
Br f' 145'76ilt pada bulan oktober 1929. sebaliknya dalam periode inr harga lada hitam
di pasar New York telah meningkat sebesar 14,05 persen. permintaan tirnah putih yang
mulai rarnai telah menyebabk an hatga di pasar London selama periode tersebut-nrningkai
sebesar 1,25 persen yaitu dari Br I 7.328,00/mt menj zdi Br L7.4l9,l\/nt.

3,2.5, Perkembangan indeks harga perdagangen besat di datam negeri

sdah satu cara untuk menilai perkembangan perekonomian zuau negara secara umum

ian 
ringkas adalah dengan mengg'nakan indeks harga perdagangan besar. penilaian akan

lebih sempurna apabila perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya diukur
dengan perkembangan inflasi tetapi juga d engkapi dengan perkembangan inieks harga
perdagangan besar.

Dalam Tabel III.9 dapat dilihat bahwa indeks harga pe.rdagangan besar Indonesir rralam
tahun 1978 telah mengalami kenaikan sebesar 9,60 persen terhadap tahu' 1977. Kena_ikan
tersebut disebabkan meningkamya sektor industri sebesar 10,q4 persen, sekror penambaiig-
an dan penggalian sebesar 10,55 persen, sektor pertania-n sebesar 9,69 pelsen, ..ktn, *krpo.
9,17 percen dan sektor impor 8,44 persen.

Perkembangan indeks umum rata-rata dari indeks harga perdagangau besar Indonesia
dalam tahua 7979 sntpu dengan bulan .Agustus, telah menunjukkar kenaikan sebesar
44'07 persen, yaitu deri indeks umum r^tatata.tahun rgzg sebesar 354 naik nrenidi 510
pada tahu' 1979 sampai dengan bula.n Agusrus. peningkatan tersebut antara lain diseuaukan
adanya kenaiken indeks harga sektor ekspor sebesar g2,99 persen, sektor impor sebesar
37,70 persen, sektor industri *,be,st ZT,2l persen, sektor penanian sebesar 26,51 persen,
serta sektor penambangan dan penggalian sebesar 25,95 persen.
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Dalam sektor ekspor, kenaikan indeks harga yang cukup besar terjadi pada indeks hasil-
hasi.l hutan dan kayu sebesar 72O,28 persen, indeks lrasi.l-hasil pemoton1an hcu.an, minyak
nabati dan makanan ternak lainnya sebesar 92,33 persen, indeks hasil-hasil industri dasar
logam bukan besi sebesar 88,34 persen, indeks perikanan sebesar 86,38 persen, serta indeks
pertanian dan peternakan sebesar 8 3,60 persen.

Indeks harga sektor impor yang mengalami kenaikan sebesar 37,70 persen, disebabkan
karena meningkatnya indeks penambangan dan penggalian yaitu sebesar 86,45 persen,
indeks pertanian sebesar 48,02 persen, indeks hasil-hasil industri logam, mesin-mesin dan
perkakas sebesar 41,30 persen dan indeks barang kimia, pupuk, pembasmi hama, minyak
tanah, aspal, plastik dan ban kendaraan sebesar 40,17 persen.

Peningkatan yang telah terjadi pada indeks barang-barang logam dasar sebesar 57,73
persen, indeks hasil-hasil indusui logam mesin dan perkakas sebesar 42,3g persen, indeks
barang-barang kirnia, hasil pengilangan minyak, karet dan plastik sebesar 33,85 persen telah
menyebabkan meningkarrya indeks haqga sektor jndusri sebesat 27,21 petxn.

Pada sektor penanian kenaikan indeks harga telah terjadi pada indeks perkayuan,
indeks tanaman perdagangan, dan indeks bahan makanan, masing*nasing sebesar 30,12
persen,29,05 persen dan 25,82 posen.

Selanjutnya untuk indeks harga scktor pmambangan dan penggalian yang telah menga-
lami peningkatan sebesar 25,95 persen, entera lain disebabkan karena naiknya indels aspal
dan indeks kerikil masingmasing sebesar 36,90 persen dan 30,22 persen.

3.2.6. Perkembangan indeks harga pcrdagangan besar bahsn bangunan/konstruksi

Besarnya peranan sektor bangunan/konstruksi terhadap produk Domestik Bruto, dan
belum tersedianya indikator unftk meng€tahui perkembangan sektor bangunan/konsm-rksi
telah mendorong terbentuknya indeks harga perdagurgan besar bahan bangunan/konsmrksi.
Indeks tersebut selain dapat digunakan sebagai indikator perkembangan ekonomi di sektor
bangunan/konsm.rksi secara nasional, akan tetapi dapat juga digunakan untuk mengetahui
fluktuasi harga-harga sektor bangunan/konstnrksi sefta sebagai analisa perencanaan dalam
hubungannya dengan masalah bangunan/konsrruksi. Komponen indeks harga perdagangan
besar bahan bangunan/konsmrksi meliputi bangunan tempat tinggal, bangunan bukan
tempat tinggal, bangunan irigasi, bangunan jalan dan jembatur, bangunan listrik dan trans-
misinya, bangunan konstruksi lainnya serta perbaikan bangunan,

Dalam Tabel IlI.10 rercatat perkembangan indeks harga perd,agangan besar bahan
bangunan/konsmrksi. selama tahun 1978 incieks umum mengalami peningkatan sebesar
8,71 persen, yaitu sebagai akibat uaik.ya indeksjeni: bangunan tempat tinggal 9,l9persen,
bangunan bukan ternpat tingal 8,BB pcrserr, banglrlan pekcrjaan umum untuk jalanjalan
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dan jembatan 8,39 persen, scrta bangunan dan konstruksi lainnyaS,l4 persen. perkembang-
an terakhrr menunjukkan bahwa dalam tahun 1979 sampai dengan bulan Agustus indeks
umum rata-rata telah meningkat sebesar 26,48 persen yaitu dari indeks umum rata-ratr 2g7
dalam tahun 1978, naik menjadi 363 pada tahun 1979 sampai dengan bulan Agusrus.
Kenaikan indeks umum rata-rata sebesar 26,48 persen tersebut, terutama disebabkan karena
meningkatrya indeks jenis bangunan tempat tinggal sebesar 28,28 persen, bangunan bukan
tempat tinggal sebesar 26,95 persen, bangunan listrik dan transnisinya sebesar 27,g9 persen,
pekeqjaan umum untuk jalanjalan dan jembatan 26,41 per*n, bangunan dan konstruksi
lainnya sebesar 25,45 persen, serta perbaikan bangunan sebesar 2J,36 perscn.

3.3. Perkembangan gaji dan upalr di berbagai sektor ekonomi

Kebijaksanaan pengupahan yang dilaksanakan Pemerintah selama ini adalab bemrjuan
unnrk meningkatkan tingkat upah yang rendah menuju ketingkat Kebutuhan Fisik
Minimum (KFM) yang berlaku setempat. Di samping itu bemrjuan pula untr:k mewujudkan
perbandingal upah yang wajar di antara berbagai jabatan dan sektor. Tujuan tenebut adalah
merupakan salah satu usaha guna terciptanya pemeiataan hasil pembangunan. Dalam rangka
usaha ke arah terlaksananya tujuan tersebut, maka mulai tahun 1976 telah dirintis melalui
penetapar upah minimum secara benahap, yaiu.r secara rcgional guna menuju ketetapan
upah minimum secara sektoral nasional dan nasional. Dasar penetapan upah minimum ini
adalah tergantung pada kemampuan daf,i perusahaan atau perekonomian daerah setempat.
sampai dengan bulan Agustus 1979 Pemerintatr telah menetapkan sejunrlah keputusan
tentang tingkat upah minimum. Kerer4pan tersebut berlaku di 22 propinsi yang mencakup
Penetapan upah minimum secara regional seburyak 4 buah, secara sektoral regional 25 bual
dan secara zub sektoral regional sebanyak 144 buah.

Perkembangan upah minimum dan maksimum di berbagai sektor dapat diikuti pada
Tabel lllll. selama periode Ju[ 1978 sampai dengan bulan Juli 1979 rate-rata upah
minirnum berkisar antara Rp 30.902,1f untuk bulan Juli 19?8 dan Rp 31.929,15 pada
bulan Juli L979. HaJ ini berarti bahwa upah minimum selama periode tersebut telah mening-
kat sebesar 3,33 persen. sementa.ra itu dalam periode tersebut upah maksimum mengalami
kenaikan sebesar 11,79 persen yaitu dari rata-rata maksimum sebesar Rp 266,g96,43 p,da,
bulan Juli 1978 menjadi Rp 298.353,15 pada bulan Juli 1979.

Selama bulan Juli 1978 sampai dengan bulan Juli 1979, upah riil baik minirnum
maupun maksimurn mengalami penurunan sebesar 15,67 persen dan g,Z7 persen,
Perkembangan upah minimum dan maksimum dalam ani riil unnrk berbagai sektor dapat
diikuti pada Tabel III.12.
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BAB IV

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN MONETER INTERNASIONAL

4.1. Pendahuluan

Situasi ekonomi dan moneter internasional dalam tahun 1978 hingga pertengahan
pertama tahun 1979 masih ditandai oleh tingkat inflasi dan pengangguran yang tinggi serta
adanya tindakan proteksi yang dilakukan oleh beberapa negara maju. Tingginya tingkat
pengangguran tersebut disebabkan oleh lambannya pemulihan ekonomi dunia dari resesi
yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Usaha-usaha untuk mengatasinya telah banyak
dijalankan, namun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sclama tahun 1,978 negan-negara industri mengalami laju inflasi sebesar 7,0 persen.
Tingkat inflasi ini hampir sama dengan yang terjadi dalam tahun 1977 dzn 7976, yaitu
masing-masing sebesar 7,1 persen, akan terapi lebih rendah dari rata-rzta inflasi dalam tahun
1975 sebesar 11,0 persen. Rata-rata pertumbuhan produksi riil di ncgara-negara tersebut
dalam tahun 1978 adalzh sebesar 3,9 persen, Angka ini adalah lebih rendah dari tahun
1977 sebesar 4,0 perscn dan tahun 1976 sebesar 5,4 persen,

llcndahnya pertumbuhan produksi riil telah membawa pengaruh kepada volume
perdagangao dunia. Dalam t^h'n 7977 dan 7g78 volume rzta-rata. perdagangan dunia
hanya meningkat dengan 5,0 persen. peningkatan ini masih berada di bawah volume per-
dagangan dunia dalam tahun 1926 sebesar 12,0 persen, Hal ini antara lain erat hubungannya
dengan kcbijaksanaan proteksi yang dilakukan oleh beberapa negara maju dalam beberapa
rahun terakhir ini.

4.2. Perkenrbangan pendapatan nasional dan tingkat inflasi di berbagai negara

Pemulihan kegtztan ekonomi di negara-negara maju setelah resesi ckonomi internasio-
nal, berlangsung dengan lamban dan tidak m€rata serta dalam keadaan inflasi yang tinggi.
Dalam talrun 7978 negarc-negara tersebut masih berum bisa mengatasi keadaan untuk me-
ningkatkan produksi riil mereka setinggi 6,1 persen sepeni yang dialami dalam tahun 1973,
Lambannya pertumbuhan produksi riil di berbagai negara tersebur masih di bawah ringkar
yang diperkirakan semula, sehingga tidak membawa pengurangan pada tingkat pengangguran
yang terjadi.

Pada tahun 1978 tingkat produksi rirl yang teninggi dicapai oleh Jepang, yairu sebesar
5,6 persen, disusul oleh Amerika Serikat sebesar 4,4 persen. Sedangkan Jerman Barat,
Perancis, Inggris dan Itali mengalami tingkat penumbuhan produksi riil yang lebih rendah,
yaitu masing-masing sebesar 3,4 persen, 3,3 persen, 2,8 persen dan 2,6 persen. Walaupun
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tingkat perrumbuhan ekonomi di negara-negara maju umumnya lamban, namun terdapat
peningkatan perrnintaan riil dalam negeri selama tahun 7978, kecuali di Amerika Serikat.
Di Jepang tingkat pertumbuhan permintaan riil tersebut telah naik dari 4,0 persen dalam
trhrn 1977, menjadi 7,0 persen dalam tahun 1978. Begiru pula di Jerman Barat permintaan
riil dalam negerinya telah naik dari 2,2 persen dalam tahun 1977 menjadi hampir 4,0 persen
dalam tahun 1978. Akan tetapi permintaan riil yang terjadi di Amerika serikat jusrru relah
mengalami penurunan, yaitu dari 6,0 persen da.lam tahun L977 menjaAi 4,5 persen dalam
tahun 1978. Perubahan dalam pola perkembangan permintaan dalam negeri riil ini meng-
akibatkan pembayaran internasional menjadi tebih seimbang, sehingga ketidakstabilan kurs
beberapa mata uang di pasar devisa menjadi berkurang.

Sementara itu negara-negara berkembang bukan penghasil minyak dalam tahun 197g
mengalami peningkatan produksi riil yang lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan
yang terjadi dalam tahun 1973. Hal ini antara lain adalah sebagai akibat melemahnya per-
mintaan dari negara industri atas hasil ekspor negara-negara tersebut, serta menurunnya
dasar pertukaran perdagangan (terms of trade) mereka secara terus menerus. Dalam tahun
1978 nta'rzta peningkatan produksi riil dari kelompok negara ini adalah sebesar 5,3 persen.
Dalj rata"tatt peningkatan produksi riil tersebut, maka negarz-negara. berkembang bukan
penr.hasil minyak yang ada di Afrika mengalami peningkatan sebesar 2,r persen, Amerika
Latin sqbcsar 4,3 persen, Timur Tengah sebesar 5,7 persen dan Asia sebesar 7,5 persen.

Selar4utnya negara-negara berkembang pengekspor minyak yang tergabung dalam
oPEC keadaannya adalah lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.
Selama beberapa tahun sejak tafun 197311974 kelompok ncgara ini telah menikrnati
sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari kenaikan harga minyak bumi. Negara-negara
tersebut telah dapat menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang bcrasal dari ekspor
minyaknya untuk mengembangkan sektor non-minyak. Akan tetapi dalam perkembangan
produksi riil secara keseluruhan, pada kelompok negara-negara pengekspor minyak tersebut
telah terjadi penurunan dari 12,3 persen dalam tahun 1976 menjadi 6,0 persen dalam tahun
1977 dzn 2,9 persen dalam tahun 1978.

Seperti telah diungkapkan di atas, lambannya pertumbuhan produksi riil di negara-
negara industri adalah sebagai akibat dari belum pulihnya kembali kegiatan ekonomi setelah
terjadinya resesi beberapa tahun yang lalu. Keadaan ini telah dibarengi pula oleh tingginya
tingkat harga-harga yang berlaku di berbagai negara industri dan berkembang. perkembangan
lajr: inflasi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini ternyara masih sukar di-
kendalikan. oleh karena itu inflasi masih merupakan masalah yang sangat penting bagi
berbagai negara.

Dalam tahun 1978 rata-t,.ta tingkat inflasi di negara-negara industri secara keseluruhan
adalah sebesar'7,O persen, yaitu hampir sama dengan yang terjadi dalam tahun 1976 drn
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1977. Dart rata-rata laju inflasi di negara-negara industti tersebut, maka Kanada, Amerika
Serikat, Jepang dan Jerman Barat masing-masing adalah sebesar 6,3 persen, 7,3 persen,
4,8 persen dan 3,9 persen. Sedangkan laju inflasi di Perancis, Inggris dan Itali dalam tahun
1978 masing-masing adalah sebesar 9,9 persen, 10,2 persen dan 13,3 persen. Dengan demiki-
an, maka saflr-satunya negara industri yang nampaknya cukup berhasil di datam pengendali
an laju inflasi dalam tahun 1978 adalah Jerman Barut.

Dalam usaha pengendalian laju inflasi tersebut, maka Pemerintah Amerika Serikat

sejak akhir September L979 telah mengambil kebijaksanaan untuk meneikkan suku
bunga pinjaman bank sentral-nya dari 10,5 persen menjadi 11,0 persen. Selanjumya pada

tanggd 6 Oktober 1979 zuku bunga pinjaman itu dinaikkan lagi dari 11,0 persen menjadi
12,0 persen. Kebijaksanaan tersebut diikuti pula oleh bank-bank umum utama Amerika

Serikat dengan kenaikan suku bunga pinjaman dari 13,0 persen m€njadi 13,25 persen dan
seterumya meningkat menjadi 15,5 persen.

Di negara-negata berkembang bukan penghasil minyak tingkat tatarltl inflasi dalam

beberapa tahun terakhir ini jauh lebil tinggi daripada tahun enampuluhan dan permulaan

tahun 1970. Di negara-negara tersebut rata-tata hatga barang-barrng konsumsi dalam tahun
1978 telah mengalami perkembangan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 25,4 percen. Dilihat se-
cara regional, dalam tahun 1978 ratz-rata laju inflasi di negara-negara berkembang bukan
penghasil minyak yang terdapat di Afrika, Asia, Arnerika Latin dan Timur Tengah masing-
masing adalah sebesar 20,5 persen, 5,7 persen,43,1 persen dan 17,5 persen.

Dalam pada itu negata-negara berkembang pengekspor minyak telah berusaha meng'

atasi inflasi tersebut d€ngan melakukan kebijaksanaan pengurangan permintaan dalam negeri
dan peningkatan daya serap impor, terutama negara'negara yang masih mengalami surplus
neraca pembayaran. Dengan berhasilnya langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara
berkembang pengekspor minyak, maka laju inflasi dalarn tahun 1978 dapat lebih dikendali
kan. Hal ini tampak dengan menurunny^ rztlrata. tingkat inflasi yang terjadi dalam tahun
1978 sebrsar 8,5 persen, yaitu lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 14,8 persen.

Sementrra itu lambannya kenaikan produksi riil dan masih tingginya tingkat harga
yang terjadi di negara-negara industri, telah membawa pengaruh kepada kesempaten kerja.
Dalam tahun 1978 tingkat pengangguran yang terjadi di Ameril..a Serikat, Jepang dan

Jerman Barat masing-masing adalah sebesar 6,0 persen, 2,3 persen dan 4,5 persen.

4. 3 . Perkembangan perdagangan dunia

Adanya peningkatan harga barang-barang indusni yang diekspor oleh negara-negara
maju dalam tahun 1978 telah menimbulkan pergeseran dasar pertukaran perdagangsn
(terms of trade) yang menguntungkan negara-negafa tersebut. Perbaikan dasar pertukaran
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perdaganga.n itu telah meningkatkan surprus transaksi berjalan mereka dari us $ 0,J milvar
dalam uhun 1977 menjadi us $ 32,2 milyar dalam tahun 1978. Hal ini merupakan suatu
peningkatan yang paling tinggi yang pernah dialami negara_negera industri setelal meng_
alami defisit transaksi berjalan sebesar US $ 4,0 milyar dalam tahun f924.

Dalam tahun 1978 surplus transaksi berjalan di negrara-negara industri seperti Jepang,
Perancis, Jerman Barat, Itali dan lnggris masing_masing adalah sebesar US $ f6,g milvar.
us $ 5'3 milyar, US $ r3,1 milyar, us $ 8,9 milyar dan us $ 5,2 milyar. Sedangkan r"*da
dan Amerika serikat dalam ahun 197g masing-masing telah rnengalarni defisit dalam
transaksi berjalan sebesar US $ 4,7 milyar dan US $ 10,7 milyar.

Dalam pada itu negara-negara berkembang bukan penghasil minyak serama tahurr
1978 telah mengalami peningkatan defisit transaksi berjalan,yaitu menjadi sebesarUS $ 32,5
milyar dari US$21,0 milyar dalam tahun 1977. Kenaikan defisit transaksi berlalan tersebur
terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang lebih cepat dari harga minyak bumi
dan barangbarang industri yang diimpor n€gara-negara tersebut diban-dingkan dengan
harga barang-barang primer yang mereka ekspor. Dalam tahun 197g defisit t.*sak.i b"riJ-
di negara-negara berkembang bukan penghasil minyak yang terdapat di nrrika, nsi", emeri-
ka Latin dan Timur Tengah masing-masing adalah sebesar US $ 7,9 milyar, US $ 4,g milyar,
US $ r2,3 milyar dan US $ 7,5 milyar.

Selanjutnya, di negara-negara pengekspor minyak telah terjadi penurunan yang cukup
besar atas surplus transaksi berjaran mereka yaitu dari us $ 31,g milyar dalam iah in lczT
menjadi US $ 6,2 milyar dalam tahun 197g. penurunan tersebut erat hubungannya dengan
semakin tingginya harga barang-barang yang mereka impor dari negara-rr.gara indusui.

Lambannya perrumbuhan kenaikan produksi riil di negara-negara industri dan ber-
kembang dalam talun 1978 telah berpengaruh terhadap volume pe.dagangan dunia. Ke_
naikan volume perdagangan dunia daram tahun 19zg adaJah sebesar s,o lerrn, yzidt sama,
dengan kenaikan yang terjadi dalam tahun 1927. sedangkan d ihat dari nilai perdagangan
dunia, maka telah mengalami kenaikan, yaitu dari 9,0 persen dalam tahun rizz r*njl"ai
10,0 persen dalam tahun 1978.

Dalam pada itu, di masing-masing kelompok negara terdapat perbedaan di dalam laju
perrumbuhan volurne dan nilai perdagangan dunia tersebut. Di ketompok ,rrg".".n.g*"
industri volume impor telah mengelami kenaikan, yaitu dari 5,0 persen dalam tahun ,SZZ
menjadi 6,0 persen dalam tahun 1978. Sebeliknya pada kelompok negara-negiua peng-
ekspor minyak volume impor telah mengalami p€nurunan aa; iSp p".s.n Aia' trfr,r"n
1977 menjadi 6,0 persen dalam tahun l97g. Selanjumya kenaikan dalam volume impor
di negan-negara industri dalam tahun r97g telah dibarengi dengan kenaikan dalam voltrme
ekspomya, yaitu 5,0 persen dalam tahun l97Z menjadi 5,5 persen dalam tatrun 197g. Se_
dangkan volume ekspor ciari kelompok negara-negara pengekqpor minyak daram tabun 197g
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jusmr telah mengalami penurunan sebesar 3,5 persen.

Laju kenaikan yang relatif kecil di dalam volume impor dan ekspor di negara-negara

industri dan berkembang pengekspor minyak dalam tdhun 1978 ternyata diikuti dengan

keadaan yang sebaliknya bila dilihat dari nilai ekspor dan nilai impor dari kedua kelompok

n.g"r" ,".r.b.,,. Nitai impor di negara-negara industri dalam tahun 1978 (dinyatakan dalam

sairan sDR) ternyata mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 1977. Apabila,

dalam tahun 1977 nilai impor di negara.negara industri telah mengalami kenaikan sebesar

8,0persen,makadalamtahunlgTShanyameningkatsebesar2,5persen.Penurunanni la i
impor ini terjadi pula di kelompok negararregats pengekspor minyak, yaitu dari 7'0 persen

dalam tahun 7977 nenladi 4,0 persen dalam tahun 1978'

Selanjutnya apabila dilihat dari nilai ekspornya, maka di kelompok negara-negara

indusui dalam tahun 1978 telah meningkat sebesar 5,5 persen. Kenaikan nilai ekspor

ini ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan yang terjadi di dalam tahun 1977 yang

telah meningkat dengan 7,0 persen. Penurunan di dalam nilai ekspor tersebut dialami pula

oleh kelompok negara-negsfa pengekpor minyak yaitu dari 8,5 persen dalam tahun 1977

menjadi negatif 6,5 persen di dalam tahun 1978'

4.4. Perkembangan sistem moneter internasional

Untuk membantu negara-negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran

yang melebihi jumlah dan jangka waktu yang dapat dibiayai dengan fasilitas yang ada pada

Dana Monete, Internasional, maka oleh Dana Moneter Internasional telah diciptakan fasili-

tas baru, yaitu Fasilitas Pembiayaan Tambahan, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Pebruari

1g7g. Negara-negara yang telah mengadakan perjanjian dengan Dana Moneter Interflasional

dalam rangka penyediaan dana untuk Fasilitas Pembiayaan Tambahan ini adalah Jerman

Barat, Jepang, Abu Dhabi, Austria, Belgia' Kanada, Belanda, Kuwait, Nigeria, Saudi Arabia,

swiss, Amerika Serikat, Venezuela, Iran dan Guatemala. sampai dengan akhir bulan Junt

7979, tiga negara anggota Dana Moneter Internasional yaitu Peru, sudan dan Yamaika, telah

menggunakan dana dalam rangka fasilitas ini yang meliputi jumlah sebesat sDR 47,1juta

Mengenai masalah penggunaan SDR, Dana Moneter Internasional telah mengesahkan

perluasan penggunaan SDR untuk pembayaran hutang, pemberian pinjaman dan jaminan

unruk pinjaman. selanjutnya dalam rangka meningkatkan daya tarik sDR, Panitia Interim

Dana Moneter Internasional telah menyetujui unftk mempelajari lebih lanjut kemungkinan-

kemungkinan lain dalam penggunaar sDR. Usaha memperbaiki sifat*ifat sDR dan me-

ningkatkan daya tarik SDR ini adalah dimaksudkan untuk menjadikan SDR sebagai cadang-

an utama dalam sistem monet€r intemasional. Sementara itu dalam rangka alokasi sDR pada

periode dasar (basic period) yang ke-tiga yang alokasinya dilakukan pada tanggal l Januari

1g79, 1 Januari 1980 dan 1 Januari 1981, maka Indonesia pada tanggal I Januari 1979 telatr
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menerima alokasi sebesar SDR 49,9 juta. Dengan demikian hingga saat ini jumlah alokasi

SDR yang telah diterima Indonesia adalah sebesar SDR 140'1 juta.

sehubungan dengan usul untuk dibentuknya Rekening substitusi, maka Dewan Ekse-

kutif Dana Moneter Internasional telah diminta untuk mempelajarinya. Perlu diketahui

bahwa Rekening Substitusi ini adalah suaru rekening yang akzn dibentuk di Dana Moneter

lnternasional, yang mengeluarkan tagihan sDR terhadap dollar Amerika serikat atau mata

uang cadangan yang disimpan dalam rekening tersebut dengan memperoleh bunga. Bunga ini

dibiayai dari hasil investasi dollar atau mata uang cadangan yang dilakukan oleh Rekening

Substitusi dalam bentuk surat{urat berharga Amerika Serikat yang khusus dikeluarkan

un k maksud tersebut.

sehubungan dengan peninjauan kuota Dana Moneter Internasional yang ke-enam,

maka telah disetujui oleh Dana Moneter Internasional kenaikan kuota dari sebesar SDR 29,2

milyar menjadi sebesar SDR 39,0 milyar. Kenaikan kuota tersebut telah dinyatakan berlaku

sejak tanggal 31Mei 1978.
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BAB V

HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

5.1. Pendahuluan

Sebagai kelanjutan dari kerja sama ASEAN, maka telah diadakan evaluasi mengenai
kemajuan-kemajuan yang telah dicapai terutama terhadap pelaksanaan proyek-proyek
ekonomi perdagangan, seperti pembangunan pabrik pupuk urea, prefcrensi perdagangan
dan cadangan beras ASEAN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh team dari Jepang (Japan Internadonal
Corporation Agency), rnaka jumlah biaya yang diperlukan untuk pembangunan pabrik
pupuk urea ASEAN di Aceh adalah sebesar US $ 313 juta, yaitu 70 persen berasal dari
pinjaman dan 30 persen dari kelima negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai tempat
di mana proyek didirikan telah dibebani dana sebesar 60 persen, sedangkan yang 40 persen
lainnya dibebankarr kepada keempat negara anggota ASEAN lainnya, yaitu sebesar 13 per-
sen masing-masing untuk Malaysia, Philipina dan Thailand, serta I persen untuk Singapura.

Dalam pada itu kerja sama ASEAN di bidang perdagangan telah dapar meningkatkar
jenis-jenis barang yang mendapatkan preferensi, yaitu dari 826 menjadi 1.326 jenis barang.
Di samping itu oleh negara-negara ASEAN dirasakan masih diperlukan adanya penyempurna-
an di dalam MTN (Multilateral Trade Negotiation) sehingga diharapkan dapat lebih
mencerminkan kepentingan kelirna negara tersebut. Seperti diketahui di dalam MTN
berbagai masalah telah dibahas, yaitu seperti masalah tarif, prosedur izin impor (import
licensing procedure), rintangan teknis perdagangan (technical baniers to trade) dan
lain-lain.

Dalam rangka mengatasi kebutuhan yang sangat mendesak, maka oleh negan-negera
ASEAN tclah discpakati pembentukan cadangan beras (ASEAN Emergency Reserve Rice)
scbcsar 50.000 ton. Jumlah cadangan ini 12.000 ton berasal dari Indonesia, 6.000 ton
dari Malaysia, 12.000 ton dari Philipina, 5.000 ton dari Singapura dan 15.000 ton dari
Thailnnd.

Sclirnjutnya mclalui ASEAN telah pula dilakukan kerja sama dengan berbagai negara
atau kclompok ncgara, sepcrti Jepang, Australia, Amerika Serikat dan MEE. Kerja sama
ini antara lnin meliputi bidang industri, pertanian dan perdagangan.

Dengan Jepang telah dilakukan persetujuan tcntang pembcntukan pusat promosi

t perdagangan, invcstasi dan pariwisata di Toliyo. Begitu pula dengan Australia telah
diselenggarakan kerja sama industri ASEAN -Australia dan pekan raya (ASEAN Trade

e
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Fair) pada bulan oktober 1978 di Sydney. semcntara iru daram rangka kerja sama ASEAN -
Amerika Serikat maka beberapa proyek pertanian sedang dilaksanakan yaitu antara lajn
proyek perlindungan tanaman ASEAN, proyek manajemen dan konservasi air, serta pusat
pengembangan dan perencanaan pertanian. Kcmudian ker.ja sama antara ASEAN dengan
MEE, anra* lain telah terjarin dengan diberikannya keringanan bea masuk t.rh"i"p
beberapa jenis barang ekspor dari negari-negara ASEAN.

5.2. Kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri

5.2.1. Kebijaksanaan di bidang ekspor

Eerbagai langkah relah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan de-
visa, terutama dari ekspor bukan minyak. Har ini antara lain dilakukan dengan meningkat-
kan daya saing barang-barang ekspor di pasaran inrernasionar dan prodtrks-i dalam nigeri
terhadap barang-barang impor. Seperti diketahui sarah satu sebab dari lemahnva daya
saing barang-barang ckspor ini adarah rimparrgnra nir^i tukar rupirh terhedai varuia
asing oleh karena itu ncralui kebrjaksanaan r5 Nopember 197g terah dirakukan pe-
nyesuaian nilai tukar rupiah, sekarigus melepaskan pcngkaitrnnva dengan do ar Amerika
Serikat Kebijaksanaan ini dibarengi pula dengan tindakan.rindakan seperti pen*ederhanaan
dokumen ekspor, penyebaran pemasaran, perluasan .jenis barang yang dapet diekspor
dengan syarat pembayaran berjangka, kelonggaran iiskal ,lan lain-lain.

Dalam rangka usaha mencari pasaran baru, telah dibuka pusat_pusat perdagangan
lndonesia di New York, Hamburg, London da, JctJdah. selanjutnva akan ditJ;rikan p-ula
pusat perdagangan di Los Angeles (pantai barat Aurcrika) tlan Sydney tAusn.llil). Di
samping iru telah direalisir pura ekspor di ruar pasar tradisional, sepeiti misalnva kopi
yang tclah diperluas pasarannya ke Timur Tengah, yunani, yugoslai'ia dan sebagainya.
Tembakau telah dipasarkan rangsung ke Arjazair dan Spanyor. pasaran rada telah di-
perluas sampai ke Jepang, Australia dan negara-negara Eropa f.imur.

, 
Mengenai pengembangan berbagai jcnis kornoditi ekspor, maka telah direarisir ekspor

hasil-hasil industri seperti pupuk, semen, besi beton, pifa besi, alat-alat rumah tangga,
makanan dalam kaleng dan sebagainya. Scdangl<an untuk bebcrapa jenis has p.r,"riirn
Iainnya telah diolah sesuai dengan selera konsumen di luar negeri, seperti rempah-rernpah
yang bermutu rendah menjadi oleores.in, ikan-ikan yang selama ini dibuang oleh kapal
trawl menjadi makanan ternak, pengolahan hijauan makanan ternak menjadi pellet,
pemanfaatan kopi bermutu rendah menjadi instant coffee dan sebagai,nya.

Sementara itu untuk mengembangkan industri perkayuan, maka kepada pemegang
Hak Pengusahaan Hutan dan eksportir kayu yang mempunyai dana simpanan wajib
telah dapar mengambil simpanannya untuk mengadakan investasi. Industri kayu yang
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dapat dibiayai dengan dana ini adalah industri pulp dan kenas, industri plywood terpadu,

sawnmill terpadu dan chips. Sedangkan mengenai besarnya iuran IIak Pengusahaan Hutan

telah ditetapkan menjadi Rp. 1.000,- untuk tiap hektar dan besarnya,Iuran Hasil Hutan

sebesar 6 persen dari harga patokm kayu.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari kerja sama ASEAN di bidang perdagangan'

telah disetujui pula adanya sistem preferensi yang dikenal dengan nama "ASEAN Preferen-

tial Trading Anangements". Sampai akhir REPELITA U telah disetujui 1.326 jenis buang

yang mendapat preferensi, Dari jumlah produk tersebut yang dapat diimpor oleh Indonesia

dari negara ASEAN lainnya berjunrlah 266 jenb, sedargkan produk ekspor Indonesia me-

liputi 1.060 jenis.

5.2.2. Kebijaksanaan di bidang impor

Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan devisa, maka telah pula

dilakukan pengarahan dalam penggunaannya. HaI ini antara lain tercermin dari pergeseran

impor barang-barang jadi kepada impor bahan baku/penolong dan barang modal, sehingga

mendorong kegiatan produksi dalam negeri yang pada gilirannya memperluas kesempetan

kerja.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebijaksanaan di bidang impor selalu dikaitkan

dengan sasaran-sasaran di bidang pembangunan. sampai saat ini pengatuan pelal<sana:n

impor dilakukan dengan menentukan jenisjenis barang yang boleh atau tidak boleh diimpor

dan melalui pengeturan besar kecilnya pungutan bea masuk serta PPn impor. Hal ini ter-

Iihat di dalam rangkaian kebijaksanaan 15 Nopember 1978, yang antara lain telah mem-

berikan keringanan bea masuk, PPn impor serta MPO bagi impor bahan baku/p€nolong.

sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan ters€but, maka telah pula dilalsanakan

penyempurnaar-penyempurrarr dalam beberapa peratufan pelak sanaan. Jenisjenis barang

yang mendapat keringanan bea mazuk dan PPn impor telah diperluas, antata lain men-

cakup pemasukan beberapa jenis barang untuk keperlurr pembangunan prasarana, bahan-

bahan untuk keperluan makanan temak, bahan baku untuk keperluan industri rokok,

bahan baku untuk keperluan indusui pengalengan dan sebagainya'

Dalam pada itu untuk lebih mernperlancar arus barang-barang impor, maka di bidang

prosedulpun telah dilakukari pen)'enipurnaan pula l'Iol ini antara lain berupa penghapusan

ketentuan penyampaian tembusan L/c kepada Bank Irrdonesia, yang berarti akan lebih

meringankan kewajiberr hagi importir. Di samping itu dalam hal pengeluaran KPP/KPP

barang oleh bank d(Iuisa juga. i-elah dilakukan p(riyempurnaan. Dalam hubungan ini

a

t
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pengeluaran KPP/KPP barang yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh kantor bank
devisa yang membuka UC, maka dalam sistem yang baru ini bank pembuka L/C dapat
mengusahakan kepada bank devisa lain di tempat pemasukan barang untuk mengelua.rkan
KPP./KPP barang yang bersangkuten, disertai dengan dokumen pengapelan dan dokumen
impor lainnya.

sementara itu untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap barang-barang
impor telah pula dikeluarkan beberapa peraruran, seperti keharusan adanya surat keterangan
hald unnrk daging (cenificate of halal m€at) dari the Australian Federation of Islamic
councils pada setiap pembukaan L/c impor daging dari Australia. Di samping itu juga
terdapat keharusan dilengkapinya sedap parrai impor kurma ke Indonesia dengan surat
keterangan kesehatan ( health certificate ) dari Direktur Jendral pengawasan obat dan
Makanan Departemen Keschatan atau Belai pemeriksa obat dan Makanan, Kantor wi.
layah Depanemen Kesehatan Propinsi setempat.

Kemudian dalam hal pengadaan, peredaran dan pengawasan minyak pelumas, maka
Pemerintah telah menentukan berbagai persyeratan yang harus dipenuhi untuk dapat
'diakui sebagai importir pelumas serta persyaratan mengenai merek dan kemasan.

5.3. Perkembrngan neraca pembaycan

5 .3 .1 .  Ekspo r

Tahun 197911980 yang merupakan awal dari FJPELITA III ditandai dengan semal<in
baiknya hubungan ekonomi perdagangan luar negeri. Hal ini antara lain tercermin di dalam
kenaikan harga ekspor minyak mentah di pasaran internasional dan semakin mant rpnyz daya
saing barang-barang ekspor Indonesia di pasaran luar negeri. Keadaan ini pada gilirannya
telah membawa pengaruh yang lebih baik pada netaca pembayaran tahun 197911980, teruia-
ma terhadep laju perkembangan ekspor minyak dan bukan minyak. Apabila dilam tahun
L97 811979 realisasi ekqpor secara keseluruhan baru berjumlah sebesar US $ 11.353 juta,
make dalam tatrun 197911980 diperkirakan akan dapat mencapai jumlah setresar
us $ 15.457 juta. Jumlah ekspor dalam tahun 1979/1980 ini adalah us $ 4.104 juta atau
36,1 persen di atas realisasi ekspor dalam tthun l97g/l9jg. HaI ini disebabken karena
baik ekspor minyak (termasuk LNG) maupun bukan minyak diperkirakan akan meng-
alami laju peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan uhun LgTgllgTg.

sepcrti telah disingung di atas kenaikan harga ekspoi minyak mentah akan diikuti
pula oleh meningkaurya nilai ekspor minyak termasuk LNG. oleh karcna itu realisasi
nilai ekspor minyak termazuk LNG dalam tahun r979l19g0 diperkirakan akan dapet
mencapai jumlah sebesar US $ 10.096 jute. Junrlah ini berarti US $ Z.7ZZ jut* atau 36,9
persen di atas realisasi nilei ekspor minyak termasuk LNG dalam tahun lg7119zg.
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Demikian pula halnya dengan ekspor bukan minyak dalam tahun 1979l1980, diperkira-

kan akan mengalami laju perkembangan yang lebih besar dibandingkan tahun 1978/1979.

Apabila dalam tzhun 1978/1979 realisasi ekspor bukan minyak ini baru berjumlah

sebesar US $ 3.979 juta, maka selama tahun 197911980 diperkirakan akan dapat mencapai

jumlah sebesar US $ 5.361 juta. Dengan demikian maka ekspor bukan minyak dalam tahun

7979/1980 telah meningkat dengan US $ 1.382 juta atau 34,7 persen dibandingkan re-

alisasi tahun 1978t1979. Peningkatan ekspor bukan minyak ini dialami oleh hampir seluruh

jenis barang-barang ekspor, sebagai akibat dari semakin baiknya daya saing di pasaran

internasional, penyebaran pemasaran serta pengembangan ekspor hasifhasil industri dan

lain{ain.

Bila ditinjau realisasi sementata nilai ekspor bukan minyak selama bulan April -

Agustus 197911980, maka telah menunjukkan laju perkembangan yang semai{in besar.

Dalam periode April - Agustus 1979/1980 nilai ekspor bukan minyak telah mencapai

jumlah sebesar US $ 2.327,3 juta. Jumlah ini adalah US $ 912,2 juta atau 64,5 persen

lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi ekspor dalam periode yang sama tahun

7978/1979. Kenaikan ini terutama terjadi pada ekspor kayu, karet, timah, kopi dan ekspot

golongan barang lainnya.

Dari berbagai jenis barang ekspot bukan minyak, sampai saat ini kayu masih merupa-

kan penghasil devisa yang utama. Meskipun telah ditetapkan kenaikan pajak ekspor dan

larangan ekspor terhadap jenis kayu tertentu, namun nilai ekspornya telah menunjukkan

kenaikan. Realisasi sementara nilai ekspor kayu periode April - Agusrus l979ll98o telah

mencapai jumlah US $ 702,8 juta. Hal ini berarti kenaikan sebesar US $ 306,4 juta atau

77,3 persen bila dibandingkan dengan periode April - Agustus 7978/1979' Kenaikan ini

terutarna disebabkan karena meningkatnya harga kayu di Jepang yang merupakan pasar

utama bagi ekspor kayu Indonesta.

Demikian pula halnya dengan ekspor karet yang sebagai akibat adanya kenaikan

harga di pasaran internasional telah menyebabkan kenaikan nilai ekspornya dalam lima

bulan penama tahun 197911980, Apabila dalam bulan April - Agustus 1978/7979 nilal

ekspor karet baru berjumlah US $ 286,3 juta, maka selama jangka waktu yang sama tahun

berikumya telah meningkat menjadi sebesar US $ +29,2 juta atau naik dengan 49,9 persen.

Sementara itu dalam sidang Dewan Timah Internasional bulan luli 1979 di London

telah diputuskan pula untuk menaikkan harga timah. Harga dasar timah telah dinaikkan

dari M $ 1.350 menjadi M $ 1.500 per pikul dan harga tertinggi dati M $ 1'700 meningkat

menjadi M $ 1.950 per pikul. Kenaikan harga timah di pasaran internasional berpengaruh

terhadap perkembangan nilai ekspor timah. Dalam periode April - Agustus 1979/7980

nilai ekspor timah berjumlah US $ 146,3 juta yang berarti US $ 38,0 juta atau 35,1 persen

di atas nilai ekspor dmah periode April - Agustus 1978/1979.

I
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Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit di dalam negeri maka
terhadap ekspor jenis barang ini telah dilakukan pengawasan dengan menenttkan besarnya
kuota tahunan. Meningkatnya harga di pasaran internasional telah mengakibatkan ke-
naikan nilai ekspor minyak kelapa sawit dalam periode April - Agustus 7979/1980 yang
Iebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tohun 1978/1979. Apabila dalam
periode April - Agustus L978/7979 nilai ekspor kelapa sawit berjumlab US $ 74,3 juta,
maka dalam tahw 1979/7980 telah mencapai US $ 83,0 juta atau naik sebesar 11,7 persen.

Dalam pada itu meningkamya harga kopi di pasaran internasional telah mengakibatkan
nilai ekspor kopi bulan April - Agustus 197917980 naik menjadi US $ 348,5 juta. Hal
ini berarti nilai ekspot kopi dalam periode tersebut meningkat sebesar US $ 135,0 juta
atarr 63,2 persen bila dibandingkan dengan periode yang sam a tthun 1978/1979.

Selain dari ekspor hasil-hasil bumi, maka ekspor hewan dan hasilnya telah menunjuk-
kan peningkaun pula. Dalam periode April - Aglstus 1979/L98O ekspot hcwan dan hasil-
nya telah mencapai US $ 105,9 juta. Jumlah ini berarti 34,2 persen di atas nilai ekspor
da.lam periode yang sarha tahun 1978J7979. Kenaikan nilai ekspor ini terutama terjadi
pada hasil perikanan terrnasuk udang-

Sementara itu nilai ekspor bararg tambang di luar minyak dan timah dalam periode
April - Agustus l979ll980 telah menunjukkan kenaikan sebesar US $ 10,3 juta atau
25,9 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lg78/lg7g. Kenaikan
tersebut rerutama disebabkan oleh karena meningkamya ekspor tembaga dan bauksit.

Selanjutnya nilai ekspor barang lainnya telah menunjukkan laju perkembangan yang
menggembirakan. Dalam bulan April - Agustus 797911980 ekspor barang lainnya telah
mencapai jumlah US $ 315,6 juta. Jumlah ini berarti telah meningkat dengan US $ 229,9
juta atau 268,3 persen bila dibandingkan dengan bulan April - Agusrus l971li9i9. Ke-
naikan ekspor ini terutama terjadi pada ekspor hasil-hasil indusni, seperti serren, pakaian
jadi, barang-barang elektronika, barang-barang rumah tangga dan sebagainya.

Perkembangan yang terperinci tentang realisasi sementara nilai ekspor selama pe-
riode April - Agustus tahun 1978/1979 dan 1979/1980 dapat diikuti dalam Tabel V.4.

5 .3 .2 ,  Impo r

Meningkatnya penerimaan devisa ekspor dalam tahun 1979/1980, diperkirakan akan
dibarengi pula dengan semakin besarnya pengeluaran devisa impor dalam periode tersebut.
Dalam tahun 1979/1980 realisasi impor bukan minyak diperkirakan akan mencapaijumlah
sebesar US $ 8.789 juta. Jumlah ini berani zuatu kenaikan sebesar US $ 1.246 juta atau
16,5 persen di atas realisasi impor bukan minyak dalam tahtn 79781t979 yang berjumlah
scbesar US $ 7 .543 juta, Sementara itu kenaikan impor bukan minyak dalam tahun
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PERKEMAANGAN NILAI EKSPOR KAYU, KARET DAN BARANG LAINNYA

196911970 - 197911980
( dalam jutoan US $ )

78

rl

I
I

kayu

karct

barang laiflnYa

- 3.000

I

2.000

t

1s€9/7O 1flOnl 1571112 ag12l7l 191Al74 rn4l16



i o

I

. F €

. E C

79

o ! E

E*

o

Iil

o r o o
o 6.1

3

-s

a

t

Y

E

2

E
v
ri
=
ati o

"  L35s =d5(x-

E

z
2

z
E
g

Id

I



,l!

80

l979l19$a tersebut diikuti pula oleh semakin besarnya impor minyak (termasuk barang

modal keperluan sektor minyak). Apabila dalanr tzhrn 1978/1979 realisasi impor minyak

ini baru berjumlah sebesar US $ 1.7f1 juta, maka dalam tahun 197911980 diperkirakan

akan mencapai jumlah sebesar US $ 2.400 juta. Dengan demikian maka realisasi impor

minyak dalam trhrn 797911980 diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar US $ 689
jut," atau 4O,3 persen dibandingkan dengan realisasi impor minyak tahun 1978/1979. Hal ini

antara lain disebabkan karena setnakin berkernbangrrya industri LNG, schingga barang-

barang modal yang diperlukan juga akan menjadi semakin besar. Oleh karena itu irnpor

mhyak termasuk LNG dalam tahun 1979/1980 menjadi semakin besar pula.

Selanjutnya bila dilihat perkembangan realisasi sementara nilai impor bukan minyak,

maka selana bulan April - Agustus 797911980 telah menunjukkan jumlah yang lebih kecil

bila dibandingkan dengan realisasi impor untuk periode yang sama tahun 197811979.

Dalam periode April - Agustus 197911980 nilai impor bukan minyak telah mengalan,i

penurunirn sebesar US $ 329,0 juta atau 13,5 persen bila dibandingkan dengan nilai impor
yang sama tzhun 797811979, yaitu dari sebesar US $ 2.430,7 juta menjadi sebesar
US $ 2.101,7 juta. Penurunan nilai impor ini telah terjadi terhadap impor barang'barang

konsumsi dan bahan baku/penolong. Sedangkan impor barang-barang modal dalam pe-

riode tersebut justru telah mengalrnri kenaikan, yaitu dari US $ 804,8 juta dalam periode

April - fuusos 197811979, menjadi US $ 839,2 juta dalam periode yang sama trhun

berikumya.

Realisasi sementara nilai impor barang konsumsi dalam periode April - Agustus

l979ll980 telal berjumlah sebesar US $ 502,4 juta. Apabila dibandingkan dengan pe-

riode yang sama tahun 7978/1979 yang berjumlah sebesar US $ 668,6 jutt, maka nilai

impor barang konsumsi dalam tahun l979ll980 telah menurun sebesar US $ 166,2 juta

atxt 24,9 penen. Penurunan ini terjadi atas impor semua barang konsumsi, kecuali beras'

Dalam periode April - fuustus 1979i 1980 nilai impor beras berjumlah sebesar US $ 261,6
juta, yaitu US $ 71,s juta atau 37,8 persen di atas realisasi imPor dalam periode yang sama

tahun 1978/1979.

Mengenai impor bahan baku/penolong dalam periode April - Agustus l979ll980

maka telah terjadi penurunan pula yaitu sebesar US $ 197,2 j.utz- atau 20,6 persen bila

dibandingkan dengan impor yarg sama dalam tahun sebelumnya. Dalam golongan barang

ini maka impor .bahan-bahan kimia serta hasil-hasil dan preparat kimia telah mengalami

peningkatan, sedang jenis bahan baku/penolong yang lainnya telah mengalami Penurunan'

Berlainan dengan kedua golongan barang tersebut, maka realisasi sementaxa nilai imPor

barang-barang modal dalam periode April - Agustus l979lI98O telah mengalami pening-

katan. Apabila ,lalam periode April '- Agustus 197811979 impor barang-barang modal baru

berjumlah sebesar US $ 804,8 juta, maka dalanr periode yang same tahun l979ll980

Q
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telah meningkat menjadi sebesar US $ 839,2 juta.

Perkembangan nilai impor menurut golongan barang dapat pula dilihat pada persenrase-
nya terhadap keseluruhan nilai impor dalam tahun yang berjalan. Dalam periode April -

Agustus 1979l198O persentase nilai impor barang-barang modal telah menunjukkan bagian
yang terbeser dibandingkan dengan persentase impor barang-b*ang konsumsi dan bahan
baku/penolong. Dengan demikian antara dua periode tersebut impor barang modal telah
mengalami peningkatan baik dalam nilai absolut maupun dalam persentasenya terhadap
seluruh nilai impor dalam tahun yang bersangku tan. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan
barang modal yang semakin besar bagi keperluan produksi dalam negeri yang makin me-
ningkat.

Gambaran mengenai perkembangar nilai irnpor ini dapat diikuti dalam Tabel V. 7.
dan Tabel V. 8,

5.3.3. Pengeluaran jasajasa (netto)

Meningkatnya impor bukan minyak dalam ta}un 197911980 diperkifakan akan dr
barengi pula dengan semakin besarnya pengeluaral jasa.jasa dalam periode tersebut. Seperti
diketahui pengeluaran jasa-jasa adalah merupakan salah satu komponen dalam neraca
pembayaran. Pos ini merupakan hasil bersih semua penerimaal dan pengeluaran devisa
dari jasajasa. Sampai saat ini angka penerimaan devisa dari jasajasa ini masih menunjukkan
kead2an yang lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya.

Sebagaimana halnya dalam bidang ekspor dan impor, maka jasa-iasa inipun dapat
dibedakan atas jasajasa untuk sektor minyak dan jasa-jasa bukan minyak. Perkiraan realisasi
pengeluaran jasajasa bukan minyak dalam tahun 7979/7980 berjumlah sebesar US $ 1.866
juta. lumlah ini adalah US $ 265 juta atau 16,6 persen lebih besar dari pengeluaran jasa-jasa
dalam ,tahun 797 8/ 197 9. Meningkatnya pengeluaran jasajasa ini antara lain disebabkan
oleh semakin besarnya pembayaran untuk perbaikan kapal, pembayaran bunga pinjaman
luar negeii dan pembayaran transfer penghasilan investasi ke luar negeri.

5.3.4. Lalu{intas modal dan transfer

Untuk lebih mempercepat proses pembangunan yang semakin meningkat dalam RE-
PELITA III ini diperlukan dana yang semakin besar. Oleh karena itu berbagai langkah
telah dilakukan untuk pemupukan dana terutama yang berasal dari dalam negeri. Akan
tetapi karena sumbersumber dana dari dalam negeri belum mencukupi, maka masih diperlq-
kan dana dari luar negeri sebagai pelengkap.

Dalam tahun 79791I9N realisasi penerimaan bantuan proyek (termasuk pinjaman
obligasi dan lain-lain) diperkirakan akan mencapai jumlah sebesar US $ 2.256 juta. Jumlah
ini adalah US $ 249 juta attu 12,4 persen di atas realisasi pen€f,imaan bantuan proyek dalam
tzhun 197 81197 9.
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G r a f i k  V . 6

PERKEMBANCAN NILAI IMPOR MENURUT GOLONGAN BARANG

1969/1970 - 1979 tr980

( dalam juraan US $ )
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G r a f  i k  V . 7

NILAI IMPOR MENURUT GOLONGAN BARANG

1978/1979 - r919t$84
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PERKEMBANGAI{ NILAI IMPOR BEBERAPA BARANG KONSUMSI

196911970 - 797911980

( dilam jut4rn US $ )
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PERKEI{BANGAN NILAI IMPOR BEBERAPA BARANG MODAL
r969tr970 - 7979 tr980

( dalam jutaan US $ )
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Meningkamya kebutuhan dana pembangunan ini dapat pula dilihat dari perkembangan
komitmen bantuan luar negeri dari tahun ke tahun. Apabila dalam tahun 1978/1979 komit-
men bantuan luar negeri tersebut berjumlah sebcsar US $ 1.795,9 juta, maka dalam tahun
l979lt980 telah mencapai jumlah sebesar US $ 1.979,2 juta. Hal ini berarti suatu keneikan
sebesar 10,2 persen dari komitmen tahun 197811979 (Tabel V. 9.).

Sementara itu penerirnaan bantuan program dalarn tahun 197911980 diperkirakan
akan lebih besar dibandingkan dengan tahun 1978/7979. Apabila dalam tahun 197817979
penerirnaan bantuan program hi baru berjumlah sebesar US $ 94 juta,.maka dalam tahun
1979/7980 diperkirakan akan meningkat menjadi US $ 2O7 juta. Hal ini antara lain disebab
kan oleh semakin besarnya penerimaan bantuan pargan khususnya beras dalam tahun
r979t7980.

Di samping pemasukan modal Pemerintah, komponen lain dad laluLintas modal dan

transfer adalah pemasukan modal swasta nefto dan pembayaran kembali hutang pokok

luar negeri.

Dalam tahun 7979/1980 realisasi pernasukan modal sv,asta netto diperkirakan akan

mencapai jumlah sebesar negatif US $ 720 juta. Jumlah ini berasal dari pemasukan modal

karena adanya investasi langsung sebesar US $ 250 juta dan pengembalian modal ke luar

negeri sebesar US $ 970 juta.

Sedangkan realisasi pembayaran kembali hutang pokok luar negeri dalam tahun

197 9/ L98o diperkirakan akan mencapai jumlah sebesar US $ 660 juta. Jumlah ini terdiri
dari hutang lama dan hutang baru masing'masing sebesar US $ 84 juta dan US $ 576 jtta.

Dari perkembangan pemasukan modal Pemerintah dan pembayaran kembali hutang

pokok luar negeri sena pemasukan modal swasta (netto) tersebut, makr lalu{intas modal

netto secara keseluruhan dalam tahun l979ll980 diperkirakan akan mencapai jurnlah

sebesar US $ 1.148 juta termasuk alokasi SDR sebesar US $ 65 juta'

5.4. Perkiraan neraca pembaya,ran dalam tahun 1980/1981

5.4.1. Perkiraan nilai ekspor

Realisasi nilai ekspot bukan minyak dalam tahun 1'979lt980 diperkirakur berjumlah

sebesar US $ 5.361 juta. Jumldr ini berarti US $ 1'382 juta t:ta,u 34,7 persen lebih besar

bila dibandingkan dengan realisasi tehun 197811979. Peningkatan ini disebabkan di samping

oleh semakin baiknya daya saing barang ekspor, juga karena telah berkembang luasnya jenis

barang-barang yang diekspor tersebut. Untuk tahun l98oll98L nilai ekspor bukan minyak
ini diharapkan akan dapat meningkat dengan 12,1 persen dari tahun 79?91198o, sehingga

menjadi US $ 6.011 juta. Perkfuaan ekspor ini didesarkan atas as.rmsiasumsi sebagai

berikut :

t

e



90

t

3

x
3
rt
3
laz
IE
Pz

\o
\o

\o{
I

\o
-l
\o

\CI
e

|}

g

t r -
- F t -

' F ( , r I ( r h !
o € o . . r l +

r9  6  +  s r  t r
@ ( E F @ ( J .
o q 9 t s t o

s l o , o F 9
( o @ O Q o {

i N $
r r | } A s t t s
F F . O - O I .
F Nr or alr rD

' { \ q . a D ( r a
F J . - o J o - o

r 9 { l  r D

o r a ( ! o

l F r €
15 .? -o -c

c t e

a! ct!

iJr I ol
- o i P _ @ 9

( , g ' + P r D
H o ' r ( , o r c
r . r o t s c a 0 a

a9s*
H r\t

. + 8
J' rF

;F l,

. 9 . F

-r.a 
b

F

.o i6

b t o

o 6 i

b

I

.*

c

f9

+ E - o . 8
" o b , " o \ " r - l

F

E"

E



9 l
G r a f i k  v .  1 1

KOMITMEN BANTUAN LUAR NEGERI

196911970 - r979/rgEO
( dalam juuan US $ )

a

t

+

?.000

bsjrtuan protram

I uu,,,,,.,' p,o""t

rs?s/80
( s/d Juni )

2,000



92

t

F ( D

9 q + -
l f a l t -

t u t v l

6 6
!o o\
j - i

\ O F

t-r co
C 6 \ t )

q
\o
s

€
(\t

!t

i c o

grn 'd

srs' l

o G l
N r ( \ t o

q e n N
\o | ,r rrl

" r id

CA
o.

6
F
o\

9\
tr
o\

i-
b-
o\

I

e

g

E6
a

E
5

!

?

oz
*l

ac
Ch

o\

o\
F
6

qa
F
6

E

E

!

E

]

L
o\

6
F
6

I
6
i \ ^

$ r a

rl

z
t-z

l

+



93

t!
P
tr

D

>
z

D
z
E

^o
g F  H
e >  ! o
: 3  6

4

\o
o\

\o
{

I
\o
-l\o

€
@o

E

! . F F

o ) At D o

c o ( r o r e F( , r @ s r r o

5 :+EEE
c ' r B r o c n

$ s ( J .€ + C n o o r o a
a dr cD ct1

s r ( o a
o s t

o i r E

!o

tF6

lo lc
5t

19

lo !c
+ a e
8B

io t-
C | F
o r ( o n r ( o t n

H >

d B

* g

t s5



94

G r e f i k  V .  1 2

REALISASI BANTUAN PROGRAM DAN PROYEK
1969tt970 - r979t1980

( ddan jutaur US f )

I totrto* n-u..

! t-tu*r-v"t

aen6m 'gflF6 gryls



( 1 )

(2 )

95

Dapat dipenahankannya daya saing barang-barang ekspor dan penyebaran pemasa.ren-
nya dalam tahun 1980/1981 .

Kebijaksanaan untuk mendorong berbagai jenis industri barang ekspor diharapkan akan
dapat lebih ditingkatkan. Seperti diketalrui berbagai jenis industri di bidang ini telah
berkembang dengan pesat seperti industri perkayuan, pupuk, semen, elektronika, hasil-
hasil pertanian dan industri ekspor yang lain. Oleh karena itu dengan semakin ber-
kembangnya berbagai jenis barang industri untuk ekspor tersebut berarti volume
ekspornya akan menjadi bertambah besar. Keadaan ini diharapkan akan berlangsung
dalam tahun 7980/1981, sehingga nilai ekspornyapun akan dapat ditingkatkan pula.

5.4.2. Pcrkiraan nilai impor

Realisasi nilai impor bukan minyak dalam tahun 797811979 berjumlah sebesar
US $ 7.543 juta, Sedangkan dalam tahun 1979/1980 realisasi nilai impor ini diperkirakan
akan mencapai jumlah US $ 8.789 juta atau 16,5 persen lebih besar dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Untuk tahun 1980/1981 nilai impor bukan minyak tersebut diperkirakan akan ber.
jumlah US $ 10.988 juta. Perkiraan impor bukan minyak dalam tahun 1980/1981 ini di-
dasarkan kepada asumsiasumsi sebagai berikut.

( 1 ) Kebijaksanaan pemberian- keringanan bea mgsuk dan pungutan lainnya terhadap
impor bahan baku/penolong diharapkan akan berpengaruh terhadap perkembangan
industri di dalam negeri. Dengan semakin banyaknya industri yang menggunakan
bahan baku/penolong yang berasal dari impor, maka volume impomya diperkirakan
akan bertambah, sehingga nilai impor dalam tahun 1980/1981 akan lebih besar di.
bandingkan dengan tahun scbelumnya.

Meskipun perkembangan laju inflasi di negara-negara industri relatif dapat dikendali-
kan, namun harga-harga yang berlaku masih cukup tinggi termasuk barang-barang
yang diperlukan Indonesia, Dengan dernikian maka nilai impor dalam tahun 198O/1981
diperkirakan akan melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Dalam tahun 1980/1981 perkiraan impor atas dasar bantuan proyek, diperkirakan
akan meningkat dibandingkan dengan tahun 7979/1980. Oleh karena itu apabila
komponen lain dari impor tidak mengalami perubahan, maka nilai impor bukan
minyak dalam tahun 1980/1981 diperkirakan akan meningkat dengan kenaikan impor
bantuan proyek tersebut.

5.4.3. Perkiraan penerimaan minyak bersih termasuk LNG

Dalam tahun 198011981 kenaikan produksi minyak diperkirakan ridak sebesar seperti

,

a

(2t

(3 )
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tahun-tahun sebelumnya, Namun demikian karena terjadi kenaikan harga ekspor minyak
mentah seca-ra bertahap, maka penerimaan minyak betsih termasuk LNG dalam talrun
1980/1981 diperkirakan dapat mencapai jumlah sebesar US $ 7.250 juta. Jumlah ini di,
perkirakan akan menilgkat sebesar US $ 1.448 juta atau 25,0 persen dibandingkan dengan
talrun sebelumnya. Perkiraan penerirnaan minyak bersih ini didasarkan pula atas semakin
berkembangnya industri LNG selama periode tersebut,

5.4.4. Perkiraan lainiain

Perkiraan lain-lain dalam neraca pembayaran meliputi perkiaan bantuan program,
proyek, lalu lintas modal swasta serta pembayaran kembali hutang pokok luar negeri.
Realisasi bantuan program dan bantuan proyek dalam tthun 197911980 diperkirakan
masing-masing sebesar US $ 207 juta dan US $ 2.256 juta,. Untuk tahun 1980/1981 per-
kiraan bantuan program dan proyek ini masing-masing adaleh sebesar US $ 253 juta dan
US $ 2.570 juta.

Sementara itu realisasi pemasukan modal swasta netto dalam tahun 192911980 di.
perkirakxn sebesar negatif US $ 720 juta. Untuk tahun 1980/1981 pemasukan modal
swasta nefto ini diperkirakan akan berjumlah sebesar negatif US $ 510 jute.

Sedangkan bila perkiraan realisasi hutang pokok luar negeri dalam tahun 197911980
sebesar US $ 660 juta, maka dalam tahun 1980/1981 diperkirakan akan mencepai jumlah
sebesar US $ 690 juta.

Perkembangan terperinci tentang perkiraan neraca pembayaran dalam tahun lggo/
1981 dapat diikuti dalam Tabel V. 12.
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BAB V I

PERKEMBANGAN MONETER DAN PERKREDITAN

6.1. Pendahuluan

perubahan tingkat harga umum pada hakekatnya merupakan akibat dali perubahan-

perubahan yang te4adi di sektor moneter dan sektor produksi. Perubahan di sektor moneter

sendiri dapat disebabkan oleh perubahan yang terjadi di sektor keuangan negara, sektor

hubungan ekonomi-perdagangan internasional dan sektor perkreditan yang tercermin pada

perubahan jumlah uang beredar. Perubahan di sektor moneter ini melalui pengaruhnya

terhadap sekror produksi meng4kibarkan perubahan pada tingkat htga yrng selanjutnya

mengakibatkan pula perubahan pada tingkat produksi, kesempatan kerja dan pemerataan

pendapatan. Dalam pada itu perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor produksi dan

faktor-faktor bukan monetet lainnya dapat pula mempengaruhi perkembangan harga'

Sungguhpun dapat dicari dan diketahui faktor-faktor yang menyebabkan perubahan

harga, akan retapi hampif senantiasa terdapat faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan

dan dikuasai dalam kerangka kebijaksanaan ekonomi, sehingga terjadi perubahan harga

yang tidak dikehendaki dan tak terhindarkan'

Demikian ragamnya faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan harga dan

demikian pula diperlukan kebijaksanaan ekonomi keuangan-perdag.an gan ylng menyeluruh

dan terpadu dalam upaya mempertahankan kestabilan. Usaha ini tidak mudah, akan tetapi

telah menjadi tekad Pemerintah untuk melaksanakannya demi tercapainya tujuan akhir

Pembangunan.

Dalam tahun terakhir pelaksanaan REPELITA II atau tahun 197811979 laju inflasi

relatif rendah yakni sebesar 11,8 persen. Dalam semester lI tahun tersebut laju inflasi

meningkat sebesar 10,0 persen yang terus berlangzung sampai dengan bulan Agustus 1979.

Selama periode April r979 - Agustus 7979laj't inflasi meningkat menjadi 13'2 persen'

Kenaikan laju inflasi tersebut antara lain disebabkan karena pengaruh penye zuaian nilai

tukar rupiah pada tanggal 15 Nopember 1978. Oleh karena itu berbarengan dengan dilaksa-

nakannya kebijaksanaan Penyesuaian nilai tukar rupiah pada tanggal 15 Nopember 1978,

untuk mencegah berlangsungrya kenaikan harga, diadakan tindakan-tindakan lain. Tindak-

an-tindaka$ tersebut terutama dilakukan di bidang fiskal antara lain dengan penurunan tarif-

tarif bea mazuk dan pajak penjualan impor atas sejumlah bahan baku/penolong untuk

produksi indusUi dalam negeri, Di bidang produksi dan perdagangan diadakan pengendalian

stok dan harga barang-barang kebutuhan pokok serta Penetapan harga barang-barang penting

lainnya. Di bidang moneter dan perkreditan tetap dilaksanakan pengendalian dan pengarah-

an pertambahan kredit untuk menampung kenaikan kebutuhan likuiditas masyarakat

I
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dan peningkatan kegiatan produksi.

Melalui berbagai kebijaksanaan ersebut inflasi berangsur-angsrr telah dapat ditekan
menjadi sebesar 0,74 persen dan 0,89 persen pada bulan September dan Oktober 1979.

Kebijaksanaan moneter sebagai bagian penting deri kebijaksanaan ekonomi dalam
pembangunan, di dalam perkembangannya sejak dimulainya program stabilisasi dan re
habilitasi pada tahun 1966 sampai dengan pelaksanaan REPELITA I, II dan permulaan
REPELITA III telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Akan tetapi penyesuaian terse-
but adalah teap dalam setu kerangka tujuan pemeliharaan kestabilan dalam pembangunan,
Hal ini tiada lail didasarkan kepada kevakinan bahwa stabilitas merupakan syarat mutlak
berhasilnya pembangunan.

Telah semakin luas jangkauan pembangunan, semakin banyak masalah yang tirnbul
dan sejalan dengan itu semakin berkembang pula sasaran maupun kebijaksanaan moneter.

Ketika dilaksanakannya program stabilisasi dan rehabilitasi pada tahun 1966 sampai
pelaksanaan REPELITA I, tujuan kebijaksanaan moneter lebih bersifat pengendalian inflasi
dan penghentian proses pemerosotan sektor keuangan. Dalam REPELITA I, Il dan III
ini tujuan kebijaksanaan moneter telah diperluas dan terutama diarahkan untuk mendorong
laju pembangunan ekonomi, mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemerataan
pendapatan seraya mempertahankan kestabilan.

Pelakanaan daripada tujuan tersebut meliputi usaha pengendalian jumlah uang ber-
edax, pengaturan jumlah dan arah pemberian kredit, penyelenggaraan prograrn-program
kredit khusus dan pendirien lembagalembaganya untuk membantu golongan ekonomi
lemah, pengerahan dana masyarakat melalui berbagai macam program tabungan, p€nyem.
purnaan dan pengembangan lembaga keuangan bank dan bukan bank, serta pengembangan
pasar uang dan modal. Adapun peralatan kebijaksanaan yang ditempuh untuk itu, antara
lain terdiri dari kebijaksanaan suku bunga pinjaman dan simpanan, kebijaksanaan p€ngatur-
arr likuiditas perbankan, pengendalian jumlah penambahan kredit, penentuen besarnya
bagian penyertaan pembiayaan oleh sektor perbankan untuk sektor-s€ktor tertcntu dan
pengembangan penjualan surat*urat berharga melalui pasar uang dan modal.

Hampir dalam seluruh tahun pelaksanaan REPELITA I, II dan tahun pettama RE-
PELITA III perkembangan jumlah uang bcredar telah meningkat lebih tinggi dari kenaikan
tingkat barga umum. Perkembangan ini menunjukkan bahwa di satu piha.k jumlah per-
tambahan uang beredar adalah sezuai dengan kebutuhan permintaan likuiditas moneter
maryarakat, di lain pihak bahwa penambahan uang beredar tersebut telah digunakan untuk
kegiatan-kegiatan yang produktif. Begitu pula komposisi jumlah uang beredar telah me-
nunjukkan perubahan. Pada buian M*et 1969 uang giral hanya merupakan 38 persen
dari jumlah uang beredamya, akan tetapi kini telah mencapai 54 persen. Hal ini mencermin-
kan kepercayaan maryarakat kepada nilai mata uang rupiah yang telah semakin mantap
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dan juga mencerminkan kepercayaan maryarakat yang bertambatr besar terhadap lembaga-
lembaga keuangan.

Diantata faktor-faktor yang menyebabkan pertambahan jumlah uang ber€der secara
umum, kenaikan sektor tagihan pada perusetraan dan pcrorangan sera sektor luar negeri
dalam REPELITA I, II dan awal REPELITA III menduduki tempat utama. Perkembangan
tersebut merupakan gambaren meningkatrya kegiatan usaha dan perekonornian umumnya
yarg menuntut pula naiknya permintaan kredit dan likuiditas moneter oleh masyarakat
untuk modal kerja, rehabilitasi dan investesi. Sedengkan penambahan junrlah uang beredar
oleh sektor luar neged menunjukkan adanya peningkatan cadangan devisa sebagai akibat
dari kemajuan di bidang neraca pembayaran luar negeri. Dalam REPELITA I dan II, sektor
tagihan pada penrsahaan dan perorangur telah menambah jumlah uang beredar sebesar
Rp I.064,9 milyar dan Rp 4.468,8 milyar. Sedangkan sektor luar negeri menambah dengan
sebesar Rp 420,0 rnilyar dan Rp 1.5 5 3,6 milyar. Hal yang sebaliknya ialah yang terjadi pada
sektor tagihan pada Pemerintah pusat dan sektor deposito berjangka dan tabungan. Ke dua
sektor ini dalam keseluruhan uhun REPELITA I dan II hampir senantiasa memberikan
pengaruh mengurangi jumlah uang beredar.

Sejalan dengan pengendalian jumlah uang beredar, sektor perkreditan sebagai salah
satu faktor penyebab perubahan jumlah uang beredar oleh karenanya didasarkan pula
kepada suatu kebijaksanaan pemberian kredit yang kuantitatif-selektif bagi usaha ter-
peliharanya kestabilan dan pembangunan. Suku bunge pinjaman sebagai salah satu alat yang
dapat digunakan di dalam pengaturan jumlah dan alokasi kredit tclah mengalami beberapa
kali perubahan. Dalarn tahun 1966 zuku bunga pinjaman di pasar bebas tidak kurang dari
20 persen sebulan. Akan tetapi s€gera setelah dilaksenakannya progam stabilisasi dan reha-
bilitasi zuku bunga tersebut berangsur-angzur telah dapat ditekan dan dikendalikan. Pada
permulaan REPELITA I suku bunga pinjaman jangka pendek bank-bank Pemerintah telah
mencapai 12 persen sampai 48 - 72 persen setahun. Dalam REPELITA I zuku bunga
pinjaman jangka pendek maupun penggolongan pinjaman bank-bank Pemerinuh telah
mengalami beberapa kali perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangar ekonomi
dan moneter yang terjadi serta sasaran yang hendak dicapai.

Kebijaksanaan zuku bunga pinjaman di samping pengaftren likuiditas perbankan
merupakan cara yang efektif untuk mengarahkan pertambahan kredit. Dalam REPELITA ll

volume kredit perbankan telah meningkat dengan Rp 4.423,5 milyar (364 persen). Posisinya .
pada akhir September 1979 telah berjumlah Rp 6.305,4 milyar. Jumlah kredit tersebut

terdiri dari kredit dalam rupiah dan valuu asing, kredit jangka pendek dan kredit investasi.

Dalam REPELITA I volume krcdit invesssi yang telah direalisir berjumlah Rp 119,3

milyar. Dalam R-EPELITA l{ meningkat sebesar Rp X17,9 miiyar atau 182 persen. Sampai
dengan akhir Secternber. 197F volume k:edit intestasi telah mencapai Rp 362,5 milyar.

a
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Sebagian besar kredit investasi selama ini tersalurkan pada sektor indusci dan jasajasa.

Unuk membantu dan mengembangkan golongan pengusaha menengah dan kecil,

di samping telah diadakan pengarahan di bidang kredit hvestasi, program Kredit Investasi

Kecil (KIK), Krcdit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Kecil (KK), Kredit Candak

Kulak (KCK), tetap dilanjutkan dan disempurnakan baik tata cara dan persyaratan maupun

pelaksanaarmya. Program KIMMKP dimulai pada awal tahun 1974. Semula jumlah mak-

simum pinjaman untuk KIK ditetapkan sebesar Rp 5 juta dengan jangka waktu pembayaran

5 tahun dan bunga 12 persen setahun. Sedangkan KMKP jumlah maksimumnya adalah
Rp 5 juta dengan jangka waktu pembayaran maksimum 3 tahun dan bunga 15 persen

setahun. Untuk lebih mengembangkan kegiatan usaha yang telah berjalan baik selama 2

tahun dan telah menikmati KIK/KMKP selama 3 tahun, maka sejak awal tahun 1977 di-
tentukan bahwa nasabah dapat memperoleh tambahan kredit, sehingga jumlah maksimum
kredit menjadi Rp 10 juta. Pada bulan Desember 1978 ketentuan ini disesuaikan kembali.
Pemberian tambaha.n jumlah KIK dan KMKP tidak lagi dikaitkan dengan lamanya nasabah
menikmati KIK/KMKP, tetapi berdasarkan kepada penilaian mengenai kelayakan usaha
nasabah yang bersangkutan. Program pemberian KIK/KMKP kemudian telah diperluas
untuk kalangan profesional pribumi misalnya dokter, pengacara dan lain sebagainya.

Untuk lebih meningkatkan program KIK/KMKP, pada awal tahun 1978 suku bunga
KIK dan KMKP diturunkan masing-masing dari 12 persen menjadi 10,5 persen setahun dan
dari 15 persen menjadi 12 persen setahun. Pada bulan April dan Juni 1979 gnna memperlen-
car dan meningkatkan pelaksanaan program KIK/K-NIKP kembali diadakan beberapa per-
ubahan ketentuan persyaratan dan fasilitas lainnya. Volume KIK dan KMKP yang disetujui
dalam REPELITA II telah meningkat dengan Rp 290.943 |uta arau 28 kali lebih. Posisi
nyz pzdz akhir September 1979 telah menjadi Rp 4o4.545 jva.

Program pemberian Kredit Kecil (KK) atau Kredit Mini yang dimulai sejak tahun
797+11975 terus ditingkatkan. Jumlah dana yang disediakan atas beban anggaran Pemerin-
tah dinaikkan setiap tahunnya. Pada akhir ta,h:un 1978/1979 jumlah dana tersebut telah
menjadi sebesar Rp 18,2 milyar. Kredit Kecil ini ditujukan untuk keperluan investasi dan
modal kerja dengan zuku bunga 12 persen setahun. Sampai dengan akhir September 1979
pemberian Kredit Kecil telah mencapai Rp 18,5 milyar.

Dalam pada itu untuk para pedagang kecil yang tidak terjangkau oleh jenis-jenis pin-
jaman lainnya, diberikan Kredit Candak Kulak (KCK) yang disalurkan melalui KUD. Pro-
gram KCK ini dimulai pada tahun 197611977. Sampai dengan Oktober 1979 jumlah KCK
telah mencapai Rp 25,5 milyar.

Untuk membantu golongan pegawai rendah dan menengah serta golongan ABRI pada
akhir tahun 1978 telah diselenggarakan pinjaman untuk pembelian rumah sederhana yang

t
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dikenal dengan Kredit Perumahan Rakyat. Kredit tersebut disalurkan melalui Bank Ta-
bungan Negara (BTN) dengan sumber dana dari APBN untuk rumah yang dibangun PERUM-
NAS, dan sektor perbankan untuk rumah yang dibangun oleh perusahaan swasta. Suku
bunga pinjaman adalah 5 persen - 9 persen setahun dengan jangka waktu 5 - 2O tahun
untuk jenis PERUMNAS dengan harga rumah maksimum Rp 3,5 juta. Sedangkan untuk
jenis rumah yang dibangun oleh perusahaan swasta diberikan pinjaman dengan suku bunga
9 persen setahun dengan jangka waktu 5 - 15 tahun dan harga rumah tidak lebih dari
Rp 6 juta.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program-program kredit guna membantu go-
longan ekonomi lemah telah pula didirikan lembaga{embaga khusus. Lembaga-lembaga
tersebut meliputi PT. ASKRINDO, PT. BAHANA dan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi.
PT. ASKRINDO didirikan pada tahun 1971 dengan tujuan membantu golongan ekonomi
lemah melalui pemberian jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Dalam tahun 1978
plafond kredit yang dijamin oleh PT. ASKRINDO telah berjumlah Rp 179,1 milyar.

Apabila PT. ASKRINDO bertujuan memberikan jaminan atas kredit, maka pT.
BAHANA yang didirikan pada tahun 1973 bertujuan untuk membantu permodalan dan
manajemen perusahaanlerusahaan kecil. Jumlah penyertaan modal PT. BAHANA selama
tahun 1979 sampai dengan bulan September telab berjumlah Rp 149,1juta.

Kebijaksanaan perkreditan tidak dapat dilepaskan dari kebijalaaraan di bidang penge-
rahan dananya. Suku bunga simpanan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi per-
kembangan dana perbankan senantiasa harus dicari perimbangannya dengan suku bunga
pLtjaman. Hal ini diperlukan tidak saja untuk melindungi kepentingan peminjam, penyim-
pan maupun sektor perbankan itu sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan pemelihraan
kestabilan dan peningkatan produksi.

Menyangkut berbagai kepentingan tersebut kebijaksanaan stku bunga dilakukan
dengan hati-hati dan cermat dengan rnemperhatikan perkembangan yang ada.

Usaha pengeraian dana giro sebagai zumber danajangka pendek yang penting bagi sek-
tor perbankan sekaligus dalam rangka giralisasi dilandasi dengan pencabutan Undang-undang
no. 17 tahun 7964 tenttng cek kosong yang dituangkan dalam Peraturan pemerintah peng-
ganti undang-undang no. I tahun 1971. Peningkatan dana giro dilakukan antara lain melalui
kebijaksanaan zuku bunga, peningkatan jasajasa perbankan dan beberapa fasilitas lainnya.
Pada awal tahun 1978 kembali diadakan kebijaksanaan di bidang dana giro. Jumlah dana
gir: perbankan sampai dengan akhir semester l-7979/1980 telah mencapai Rp 1.366,0
milyar. Dalam REPELITA II dana giro meningkat dengan Rp 1.155,4 milyar (243 persen).

Selain dana giro, dana deposito merupakan sumber dana y?,ng penting pula artinya,
khususnya bagi pembiayaan kredit jangka panjang. Bagian utama dari dana deposito ialah
deposito berjangka, Tabanas, Taska, sertifikat deposito dan berbagai jenis tabungan lainnya.
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Berdasarkan kebijaksanaan 1 Januari 1978 zuku bunga deposito terendah adalah 'l persen
sebulan yakni untuk deposiro berjangka wzktu 6 bulan dan tertinggi adalah sebesar lx
persen sebulan untuk deposito berjangka waktu 24 bulan.

sungguhpun suku bunga deposito terus menurun sejak diadakannya pada tahun 196g,
namun jumlah deposito berjangka terus meningkar. Jumlah deposito berjangka pada akhir
s€mester l-197 9/l9ao adalah sebesar Rp 711,9 milyar. pada akhir R_EpELITA I dan II
jumlah deposito berjangka telah mencapai Rp 143,9 milyar dan Rp 7O7,9 mitytu.

Program Tabanas dan Taska, yang disediakan bagi para penabung kecil menunjukkan
pula adanya peningkatan. Perkembangan selama g tahun, sejak diadakannya pada tahun
l'977, Tabanas dan Taska telah mencapai jumlah Rp 197,4 milyar pada akhir bulan septem-
ber 7979. Suku bunga Tabanas dan Taska tetap berdasarkan kerenruan-kerentuan tulan
Jmuari, 1977 .

sertifikat deposito juga diusahakan dikembangkan baik sebagai usaha pemupukan dana
perbankan maupun sebagai salah satu cara membiasakan masyarakat untuk memigang surat
berharga. Pengeluaran senifikat deposito yang dimulai pada tahun 1971, kini pada akhir
September 1979 posisinya telah berkembang menjadi sebesar Rp 35,2 milyar.

Pembinaan dan pengembangan lembaga-.lembaga keuangan perbankan dan bukan bank
adalah bagian integral daripada kebijaksanaan moneter keseluruhan. pembinaan dan pe-
nyempurnaan lembaga keuangan bank dan bukan bank yang telah dilakukan pada tahun.
tahun sebelumnya terus dilanjurkan menuju kepada zuaru sm:ktur yang efektif dan efisien
yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi kelancaran kegiatan ekonomi dan
pembangunan' Sehubungan dengan itu da.lam tahun terakhir telah dilakukan penyempur-
na.an terhadap ketentuan-ketentuar tentang kewajiban mengumumkan neraca dan per-
hitungan labalrugi bank-bank, pemberian jaminan oleh bank dan lembaga keuangan bukan
bank, perubahan suku bunga atas kelebihan giro wajib bank-bank pada Bank Indonesia
dan perpanjangan waktu keringanan pajak bagi bank-bank yang melakukan penggabungan
usaha (merger) serta pelaksanaal peningkatan daya guna bank-bank pemerintah.

Kebijaksanaan untuk mendorong penggabungur usaha di kalangan bank-bank umum
swasta nasional dalam usaha penyederhanaan jumlah tetap dilanju tkan. Dalam hubungan
ini Pemerintah telah memberikan kelonggaran waktu bagi bank-bank yang akan melaksana-
kan penggabungan usaha untuk memanfaatr<an fas itas perpajakan yang diberikan sampai
31 Ma.tet 1980.

usaha peningkat ut daya guna bank-bank pemerintah dilaksanakan dengan melaksana-
kan pedoman kerja tentang tata c'.ra. pelaporan, pembukuan dan tata cara pemberian pin-
jaman yang telah selesai disuzun oleh masing-masing bank, Di samping itu telah disiapkan
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pula pedoman tentang kegiatan luar negeri, pemeriksaan intem dan kepegawaian yang telah
mulai dilaksanakan oleh beberapa bank Pemerintah.

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian maka sektor perasuransian
telah makin berkembang pula. Dalam tahun 1978 dana investasi sekror p€rasurxnsian telah
meningkat dengan Rp 51,9 milyar (46,8 persen).

Pendirian lembaga keuangan bukan bank adalah dimaksudkan scbagai usaha penge-
rahan s.rmber dana di luar sektor perbankan untuk membantu pembiayaan perusahaan-
penrsahaen dan pengembangan pasar modal uhumnya.

Kebijaksanaan yang ditempuh dalam membina lembaga keuangan bukan bank adalah
mengarahkan usaha-usaha lembaga ini, khususnya lernbaga keuangan jenis pembangunan
untuk memberikan pinjaman dan penyenaan jangka panjang kepada penrsalaan-perusahaan.

Guna meningkatkan peranan lembaga keuangan bukan bank dalam pengembangan
pasar modal tdah diadakan penyempurnaan ketentuan tentang penyertaan modalnya.
Penyertaan modal oleh lembaga keuangan bukan bank dilakukan dengan membeli saham-
saham yang mesih belum dipasarkan dur belum terdaftar di bursa efek untuk dipe{ual
belikan. Dalam pada itu penyeftaan modal pada pcnrsahaan-perusa}aan dalam rangka
Penanaman Modal Asing (PlvlA), dilakukan rerutama dengan membeli saham-saham yang
akan menjadi milik fihak Indonesia dari saham yang dewasa ini dimiliki oleh fihak asing.

Untuk lebih mendotong pasar modal yang telah digiatkan kembali pada bulan Agustus
1977, dalam tahw 1978/1979 telah diberikan tambahan keringanan pajak bagi perusahaan-
perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Di samping itu telatr dilakukan pula
penyempumaan tata cara penawuan saham melalui bursa dan pengaturan kewajiban per_
antara perdagangan efek yang tergabung dalam perserikatan pedagang Uang dan Efek
(PPUE).

Bagi perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya di paser modal, diberikan tambah-
an keringanan berupa penurunan batas minimum jumlah saham yang dijual di pasar modal
dan menaikkan lapisan laba yang kena tarif pajak rcrendah (20 persen). Menurut ketentuan
lama penrsahaan baru dapat memperoleh keringanan apabila sekurang-kurangnya 30 persen
sahamnya dijual di pasar modd, sedangkan menuntr ketentuan baru ryarat minimum
tersebut diturunkan menjadi 20 persen. r ̂ pisan laba yang kena tarif pajak taendah dinaik-
km dari Rp lO jute menjadi Rp 200juta.

6,2. Perkembanqan jumlah uang beredar dan sebab-sebab pembahannya

Perkembangen junrlah ':ang beredar sampei dengan akhir september 1929 telah ber-
jumlah Rp 3.286,9 milyar, etsu suebl keneikan sebcsar Rp 4BZ,g milyar (17,4 persen)
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PERKEMBANGAN KREDIT RUPIAH PERBANKAN, JUMLAH UANG BL,RL,DAR

DAN DANA PERBANKAN, 1969/1970 - 1979II98O

( dalam milyar rupiah )
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dibandingkan dengan posisinya pada bulan Maret 1979. Dalurt semester Pertama tahun yang

lalu jumlah uang beredar meningkat sebesar Rp 259,8 milyar (12,3 persen).

Dilihat dari sebab-sebab perubahannya kenaikan jumlah uang beredar dalam semester I

tahun !979ll9a0 adalah disebabkan oleh penambahan sektor tagihan pada perusahaan dan

perorangan, sektor luar negeri dan sektot lainnya sebesar Rp 636,2 milyar, Rp 419,4 milyar

dan Rp 96,6 milyar. Sedangkan sektor tagihan pada Pernerintah pusat serta sektor deposito

berjangka dan tabungan memberikan pengaruh mengurangi junrlah uang beredar masing'
masing sebesar Rp 305,1 milyar dan Rp 359,3 milyar.

6.3. Perkembangan kredit perbankan

6.3.1. Dana perbankan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang besar. Hal ini berarti

bahwa dalam REPELITA selanjumya perlu lebih ditingkatkan pengerahan dana, baik yang

bersumber pada tabungan masyarakat maupun tabungan Pemerintah. Kebijaksanaan di

bidang dana tetap merupakan usaha untuk mendorong peningkatan tabungan masyarakat

guna membiayai kegiatan pembangunan. Pemupukan dana dalam masyarakat di satu fihak

diusahakan artara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menimbulkan
kesadaran menabung, di lain fihak dengan tingkat bunga dan insentif lainnya yang menarik

dari perbankan. Tumbuhnya kesadaran dan gairah menabung akan mendorong sikap hemat,
tidak menggunakan dananya untuk tujuar yarrg kurang perlu. Maqyarakat yang mempunyai
kelebihan dana tidak lagi berspekulasi untuk menyalurkan dananya, melainkan dapat
disalurkan secara positif pada usahatsaha yang produktif. Sehubungan dengan itu Pe-
merintah telah menyediakan sarana{axana penghimpun dana seperti perbankan, anrransi,
lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal.

Di bidang deposito sejak 1 Januari 1978 masih tetap berlaku tingkat bunga yang ber-
kisar antara 6 persen dan 15 persen setahun. S€dangkan kebijaksanaan tingkat bunga di
bidang tabungan berlaku ketetapan 13 Januari 7977 yurg berkisar antara 15 persen dan
6 persen setahun denga.n jumlah tabungan sampai dengan Rp 200 ribu dan di atas Rp 200
ribu.

Posisi dana perbankan pada akhir September 197 9 adalah sebesar Rp 3.182,8 milyar
yang terdiri dari dana giro sebesar Rp 1.866,0 milyar (58,6 persen), dana deposito sebesar
Rp 1.046,6 milyar (32,9 persen) dan dana tabungan sebesar Rp 270,2 mrlyar (8,5 persen).
Ditinjau dari bank penyelenggara, maka usaha bank swasta dalam menghimpun dana dari
masyarakat menunjukkan peranan yang meningkat. Dari posisi sebesar Rp 727,7 milyar
ztzl 26,3 persen dari jumlal dana perbankan pada tahun terakhir REPELITA II - 1978/
1979, telah meningkat menjadi Rp 882,5 milyar ata'u 27,7 persen pada tahun pertama
REPELITA lll - l979ll980 sampai dengan bulan September 1979. Sedangkan sejumlah
Rp 2.300,3 milyar atau 72,3 persen merupakan dana yang berasal dari bank-bank Pe-
merintah.
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Dalam tahun anggaran lgTg/1,g8} sampai dengan ak}ir SePtember 1979, dana per-

bankan menunjukkan kenaikan sebesar Rp 437,8 milyar (15,9 persen). Pertambahan tet-

sebut cukup berarti, bila dibandingkan dengan kenaikannya pada periode yang s4ma tahun

lalu sebesar Rp 183,6 milyar. Dari pertambatran dana perbankan scbesar Rp 437,8 mrlyar

pada awal REPELITA III ini, sebesar Rp 277,0 milyar (13,7 persen) adalah merupakan

keneikan dana bank Pemerintah dan sebesar Rp 160,8 milytt (22,3 persen) adalah dana

balk swasta. Ditinjau menurut jenis dananya, maka peningkatan dana perbankan tersebut

berasal dari kenaikan yang terjadi pada dana giro, deposito dan tabungan. Kenaikan dana

giro adalah sebesar Rp 235,1 miiyar yaitu dari bank Pemerintah sebesar Rp 143'6'milyar

dan bank swasta sebesar Rp 91,5 milyar. Kenaikan dana deposito adalah sebesar Rp 124'0

milyat, yaitu dari bank Pemerintah sebesat Rp 57,5 milyar dan bank swasta sebesar Rp 66'5

mi}ar, Kenaikan dana tabungan sebesar Rp 78,7 tntlyrrt, berasal dari bank Pemerintah

sebesar Rp 75,9 milyar dan bank swasta sebesar Rp 2,8 milyar. Perkembangan dana per-

bankan dapat diikuti pada Tabel VL4.

6.3.1.1. Ileposito berjangka

Salah satu sumber dana yang terbesar bagi bank-bank Pemerintah adalah deposito

berjangka, yairu yang diatur berdasarkan Inpres No. 28 tahun 1968. Selama sebelas tahun

deposito berjangka tersebut dirlenggarakan, telah bebetapa kali pula diadakan perubahan

terhadap suku bunganya. Semula pada tahun 1968 suku bunganya berkisar antara 18 - 72

persen setahunr untuk komposisi deposito berjangka waktu kutang dari 3 blan, 3 bulan,

6 bulan dan 12 bulan. Tingkat bunga yang cukup tinggi tersebut terus mengalami penurunan

sejalan dengm stabilisasi yang dicapai. Pada awal tahun REPELITA III suku bunga deposito

berjangka tersebut adalah berkisar antara 6 - 15 persen setahun, dengan komposisi deposito

berjangka waktu 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Sedangkan untuk deposito berjangka

waktu 3 bulan dm kurang dari 3 bulan zuku bunganya ditetapkan oleh bank penyelenggara.

Ketentuan ini berlaku sejak awal tahun 1978.

Dalam Tabel vI. 5 tercatat perkembangan deposito be{ angka sejak REPELITA I -

1969/7970 sampai dengan tahun pertama REPELITA lll - l979ll980 (sanpai dengan

Lrulan September). Dari posisinya sebesar Rp 34,8 milyar pada awal R-EPELITA | - 1969/

1970 meningkat menjadi Rp 7O7 ,9 milyar pada akhir REPELITA ll - 197811979. lni

berarti bahwa peningkatan dana deposito berjangka adalah lebih dari 20 kali lipat selama

masa tirs€but

Pada awal tahun REPELITA lll - 197911980 sampai dengan akhir September 1979

tercatat posisi deposito berjargka sebesar Rp 771,9 milyar. Dibandingkan dengan posisinya

pada bulan Marct 7979 sebesar Rp 7O7 ,9 nilyar, maka telah terjadi peningkatan sebesar

Rp 4,0 milyar (0,6 persen). Kenaikan deposito berjangka sebesar Rp 4,0 milyar tersebut
meliputi kenaikan deposito berjangka waktu 24 bulan sebesar Rp 7,1 milyar, dan deposito
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berjangka waktu 6 bulan sebesar Rp 6,6 milyar. Sedangkan penurunan terjadi pada de-

posito berjangka waktu 12 bularr scbesar Rp 7,4 milyar dan deposito berjangka waktu

3 bulan dan kurang dari 3 bulan sebesar Rp 2,3 milyar'

6.3,1.2. Tabanas dan Taska

Program Tabanas dan Taska yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 1971 terutama

ditujukan untuk mendidik masyarakat yang berpengha.silan tetap agar mempunyai kebiasaan

menabung. Di dalam pelaksanaan, s:rsarannya kemudian diperluas hingga menjangkau

pala pelajar di sekolah-sekolah atau kursus-kursus yang berade di bawah Departemen Pen-

didikan dan Kebudayaan serta memasukkan unsur pengenalal bank ke dalam pendidikan

di sekolah-sekolah.

Dari kedua jenis tabungan tersebut ternyata Tabanas lebih rnenarik minat maryarakat

karena diberikannya perangsang melalui pemberian hadiah dcngan undian di samping

tingkat bunga yang cukup menarik. Pada mulanya sistem undian didasarkan pada jumlah

tabungan, namun mengingat bahwa undian hanya merupaka$ p_grangsang, maka mulai

tzht;n L97611977 sistem, undian didasarkan pada jumlah buku Tabinas. Semula besarnya

tingkat bunga Tabanas adalah 1% persen per bulan yang berlaku bd'i;i setiap jumlah ta-

bungan. Tetapi pada akhir Mei 7972 unhlk tingkxt bunga ya:rg sama diteapkan batas
jumlah tabungan samp ai dengan Rp 100 ribu, sedurgkan di atas jumlah t€rsebut tingkat

bunganya adalah 1 persen sebulan. Sejak April 1974 batas jumlah tabungan dengan tingkat
bunga 1% persen sebulan, dinaikkan menjadi Rp 200 ribu, dan di atas jumlah ersebut
3/a persen sebulan. Pada awal RIPELITA lll - 7979/1980 sampai dengan bulan September

1979, berlaku zuku bunga Tabanas yang ditetapkan pada bulan Ja::ruari 1977, y u lV+
persen sebulan untuk jurr ah tabungan sampai dengan Rp 200 ribu dan % persen sbulan
di atas jumlah tersebut.

Posisi Tabanas sampai dengan September L979 adilah sebesar Rp 797.260 iuta dengrn
jumlah 7.832.661 penabung. Selama tahun anggaran 7979/1980 sampai dengan akhir
September 1979 Tabanx menunjukkan penurunan sebesar Rp 2.69+ jutl (1,3 persen)

dari posisi bulan Mlret 1979.

Di samping Tabanas, maka program pengerahan dana lainnya adalah berupa Taska,
yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa dan dirangsang dengan pemberian
bunga. Guna mendorong keinginan masyaraket agar lebih bergairah menabung dalam bentuk
Taska, maka Pemerintah telah mengadakan tata cara baru dalam pelaksanaan Taska. Cara
tersebut antaxa lain adalah menaikkan jumlah angzuran dan menambal jangka waktu, yang
berlaku sejak bulan Juli 1977.

Pada akhir September 1979 posisi Taska menunjukkan jumlah sebesr Rp 124 juta

dengan 5.549 penabung. Dibandingkan dengan posisi pada bulan Maret 1979 sebesar
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Rp 117 juta, maka dalam tahun anggarar 197917980 sampai dengan akhir September

7979 telzh terjadi kenaikan T'aska sebesar Rp 7 juta (6,0 persen). Sedangkan pada periode

yang sama tahun lalu kenaikannya adalah sebesar Rp 2 juta. Perkembangan Tabanas dan
Taska dapat diikuti pada Tabel VI. 5.

6.3.1.3. Sertifikat deposito

Salah satu kegiatan bank dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat adalah
melalui penjualan sertifikat deposito. Berbeda dengan deposito berjangka dan Tabanas,
maka sertifikat deposito dapat diperjual belikan. Tujuan semula dari penjuahn senifil<at
deposito adalah untuk pengembangan pasiu uang, yang telah diselenggarakan oleh Bank
Indonesia sejak tahun 1970, Hd ini kemudian pada tahun 1971 diikuti puh deh bank
umum Pemsintah dan cabang bank asing. Jangka rrzktu s€rtifikat deposito berkisar antara
setengah bulan dan 12 bulan dengan tingkat bunga antara 2Vz persen sampai dengan
12 persen setahun.

Posisi sertifikat deposito pada akhir September 1979 aAalr'h sebesar Rp 35.187 juta.

Selama tahun angga.ran 797911980 sampai dengan akhir September 197 9 telah menunjuk-
kan kenaikan sebesar Rp 5,305 juta (17,7 persen) bila dibandingkur dengan posbi pada
bulan Maret 1979 sebesar Rp 29.882 juta. Sedangkan pada periode yang sfina uhun lalu
kenaikannya adalah sebesar Rp 2.435 juta. Perkembangan sertifikat deposito dapat diikuti
pada Tabel VI. 6.

6.3.2. Pemberian kredit perbankan

6.3,2.1. Perkembangan pemberian kredit menurut sektor perbankan

Kebijaksanaan pemberian kredit dalam REPELITA III dilakukan searah dengan ke-
bijaksanaan moneter yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan serta memantap-
kan kestabilan moneter. Hal tersebut pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebijaksana-
an yang dijalankan dalam ta}un-tahun sebelumnya, yang meliputi kebijaksanaan pem-
batasan pertambahan pinjamair dan aktiva lainnya dari perbankan, pengarahan pemberian
pinjaman berdasarkan prioritas dan kebijaksanaan untuk membantu usaha golongan ekono-
mi lemah.

Penyaluran kredit oleh sektor perbankan menunjukkan perkembangan yang cukup
berarti. Sampai dengan akhir September 1979 posisi kredit rupiah perbankan telah men-
capai jumlah sebesar Rp 5.893,5 milyar atau suatu kenaikan sebesar Rp 640,1 milyar (12,2
persen) dibandingkan dengan posisinya pada akh t M*et 1979 .

Pemberian kredit oleh bank-bank umum Pemerintah tetap mengambil bagian yang
terbesar. Posisinya mencapai jumlah sebesar Rp 3.101,3 milyar pada akhir Scptember
1979 atau 52,6 persen dari seluruh kredit yang disalurkan oleh perbankan. Dalam tahun

I

I
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1g79t198} sampai dengan bulan september penyaluran kredit melalui bank-bank umum Pe-

merintah meningkat sebesar Rp 405,2 milyar (15,0 persen). Jumlah tersdut adalah lebih be-

sar dibandingkan dengan peningkatannya sebesar Rp 237 ,7 milyar untuk perbde yang sama

tahun lalu. Hal ini mencerminkan adanya perkembangan yang positip sjalan dengan usaha

Pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan untuk memperluas fasilitas perkreditan kepada

masyarakat. Dalam penyaluran pinjaman rnelalui bank-bank umum Pemerintah tersebut,

termasuk pula didalamnya bantuan kredit likuiditas dari Bank Indonesia sebesar Rp 869'9

milyar (28,0 persen). Bantuan likuiditas dari Bank Indonesia kepada bank-bank umum Pe-

merintah selama tahun lg7gl:r98} sampai dengan akhir September telah meningkat dengan

jurnlah Rp 56,3 milyar (6,9 persen). Pada dasarnya Ojuan penyaluran kredit likuiditas

adalah untuk memenuhi kebutuhan alat likuid bank'bank dalam membiayai kegbtan yang

pengembangannya diprioritaskan.

selanjutnya kredit langzung yang disalurkan oleh Bank Indonesia sampai dergan akhir

september 1979 telah mencapai jumlah sebesar Rp 2.081,8 milyar atau 35,3 persen dari

total kredit perbankan, Jumlah pemberian kredit langsung tersebut mengalami peningkatan

sebesar Rp 113,4 milyar atau 5,8 persen dibandingkan dengan posisinya pada bulan Maret

1g79. Persentase penambahan luedit langsung selama Maret - September 199 tersebut

adatah lebih kecit dibandingkan dengan persentase kenaikannya sebesar 31,8 persen un k

periode yang sama tahun lalu.

Posisi pemberian kredit bank'bank swasta nasional sampai dengan September 1979

mencapai jumlah sebesar Rp 449,3 milyar' Dari jumlah tersebut termazuk di dalamnya

bantuan kredit Iikuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 39,4 milyzr. Dalam pelaksanaan tahun

pertama REPELITA lll sampai dengan akhir September 1979 tetladi peningkatan volume

kredit bank-bank svasta nasional sebesar Rp 67,5 milyar (17,7 persen) terhadap posisinya

sebesar Rp 381,8 milyar pada bulan Maret 1979. Jumlah penambahan kredit tersebut

lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikannya pada periode yang sama dalam tahun

1978t1979, yang berjumlah sebesar Rp 48,2 milyar (t6,9 persen). Dalam rangka meningkat-

kan peranan bank-bank umum srwesta nasional, maka Pemerintah telah memberikan ke-

longgaran waktu bagi bank-bank yang akan melaksanakan penggabungan. Bank-bank terse-

but dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan sampai 3l Maret 1980. Pembe-

rian kelonggaran raaktu tersebut terutama ditujukan kepada bank-bank yang s€dang dalam

proses pelaksanaan penggabungan usaha'

Sementara itu pada kunrn waknr yang sama pemberian kredit oleh cabang bank asing

mencapai jumlah sebesar Rp 26f ,1 milyar atau meningkat sebesar Rp 54,0 milyar (26,1 per-

sen) terhadap posisinya sebesar Rp 2O7,1 rilyat paAa bulan Maret 1979. Lthat Tabel VI' 7.

6.3.2.2. Perkembangan pemberian kredit menurut sektor Pemerintah dan sektor swasta

Penggunaan kredit perbankan pada dasarnya diarahkan untuk membiayai kegiatan
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PERKEMBANGAN KREDIT RUPIAH PERBANKAN MENURUT SEKTOR PEMERINTAH

DAN SEKTOR SWASTA, 196917970 - l979lr9Ao

( dalam milyer rupiah )

o

1979/f,O
( r/d S6Dt )

REPELITA

|lI
R E P E L I T A

I

Saktor P€merintah

Sckto! Swasta

$71n6 '99116?6 r976ln $nna $Ians19€91?0 1970l7l '97lnr 79r2lt3 staft4
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di sektor siwasta. Namun demikian adanya beberapa kegiatan yang merupakan progam
nasional yang pelaksanaannya perlu diarahkan oleh Pemerintah, maka diperlukan kredit
perbankan untuk kegiatan di sektor Pemerintah.

Pemberian kredit perbankan untuk sektor swasta menunjukkan adanya peningkatan
dari tahun ke tahun. Jika pada akhir tahun pertama pelaksanaan REPELITA I posbi pem-
berian kredit untuk membiayai kegiatan sektor siwasta adalah sebesar Rp 13 3,9 milyar,
rnaka pada tahun terakhir menjadi *besar Rp 811,7 milyat dan pada akhir tahun RE-
PELITA II posisinya mencapai sebesar Rp 2.605,4 milyar. Sampai dengan akhir September
1979 posisi kredit perbankan untuk sektor stvasta adalah sebesar Rp 3.067,6 milyar atau
52,1 persen dari seluruh kredit perbankan. Jika dibandingkan dengan posisinya pada bulan
Maret 1979, maka telah terjadi peningkatan sebesar Rp 462,2 mrlyar (17,7 persen) selama
pelaksanaan tahun pertama REPELITA III.

Dilihat dari sumber pemberi kreditnya, maka kenaikan pemberian kredit prbankan
yang digunakan untuk kegiatan sektor swasta terutama dibiayai oleh bank-bank Pemerintah
yaitu sebesar Rp 350,6 milyar (75,9 persen). Jumlah tersebut berasal dari pertarnbahan dana
kredit yang berhasil dihimpun dari masyarakat, yaitu sebesar Rp 327,9 milyar (18,7 persen)
dan bantuan kredit likuiditas Bank Indonesia yang berjunrlah sebesar Rp 22,7 milyrrr (8,9
persen). Perlu dikemukakan bahwa dalam melaksanakan usahanya, bank-bank menekankan
pada pemberian kredit yang berasal dari dana sendiri. Selanjutnya bank-bank swasta nasional
telah meningkatkan kreditnya sebesar Rp 66,9 milyar (17,7 persen), termazuk di dalamnya
kenaikan kredit likuiditas dari Bank Indonesia sebesar Rp 4,8 milyar (13,9 persen). Sedang-
kan penambahan kredit dari cabang bank asing adalah sebesar Rp 51,7 milyar. Dalam pada
itu pengembalian kredit langsung Bank Indonesia oleh sektor swasta berjumlah sebesar
Rp 7,0 milyar.

Peningkatan kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan di sektor Pemerintah
selama tahun 7979/1980 sampai dengan akhir September 1979 berjumlah sebesar
Rp 177,9 milyat (6,7 persen). Kredit tersebut sebesar Rp 120,4 milyar (67,8 persen)
dibiayai oleh kredit langzung Bank Indonesia (Tabel VI. 7). Selanjurnya bank-bank
umum Pemerintai memberikan penambahan kredit untuk sektor Pemerintah sebesar
Rp 54,6 milyar (30,7 persen), yang terdiri dari kredit dengan dananya sendiri sebesar
Rp 21,0 milyar dan kredit likuiditas sebesar Rp 33,6 milyar. Sedangkan penambahan
kedit dari bank-bank swasta nasional dan cabang bank asing masing-masing sebesar
Rp 0,6 milyar dan Rp 2,3 milyar.

6.3.2.3. Perkembangan pemberian krcdit menurut sektor ekonomi

Menurut sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan sebesar Rp 5.893,5 milyar
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pada akhir September 1979 digunakan untuk sektor produksi sebesar Rp 3.913,6 milyar
(66,4 persen), sektor perdagangan se besar Rp 1.374,4 mrlyar (22,3 persen) dan sektor
lain-lain sebesar Rp 665,5 milyar (11,3 persen). Di antara beberapa sektot usaha yang
dibiayai oleh kredit sektor produksi, maka bidang pertambanganlah yang menggunakan
biaya kredit perbankan yang terbesar. Selain itu kredit di sektor produksi digunakar pula
un k bidang perindustian dan penanian, Untuk lebih meningkatkan kegiatan pmduksi
maka sejak awal Januari 1978 telah dilaksanakan beberapa kebijaksanaan ke atah penekanan
biaya produksi. Hal tersebut dilaksanakan antara lain melalui penurunan ruku bunga pin-
jaman, pelonggaran sya.rat-syarat pinjaman likuiditas Bank Indonesia kepada bank-bank,
perpanjangan jangka waktu pelunasan dan masa tenggang pihjaman investasi.

Peningkatan kredit sebesar Rp 640,1 milyar (12,2 persen) selama Maret - September
1979 digunakan untuk membiayai sektor produksi sebesar Rp 398,5 milyar (62,3 persen),
sektor perdagangan sebesar Rp 181,0 milyar (28,3 persen) dan sektor lain-lain sebesar
Rp 60,6 milyar (9,5 persen). Peningkatan kredit di sektor produksi terutarm berasal dari
kredit di bidang industri yaitu sebesar Rp 253,9 rnilyar. Sedangkan di bidang penanian
dan penambangan masing-masing memanfaatkan pertambahan kredit sebesar Rp 57,4
milyar dan Rp 87,2 milyar. Peningkatan yang cukup berafti pada kredit perbankan di bidang
perindustrian adalah sejalan dengan adanya program Pemerintah untuk meningkatkan usaha
di bidang indusni.

6.3.2,4. Perkembangan pemberian kredit perbankan menurut Dati I

Dalam Tabel VI. 9 tercatat perkembangan pemberian kredit perbankan dalam rupiah
untuk seluruh Dati I, tidak termasuk kredit langsung Bank Indonesia, Sampai dergan akhir
Mei 1979 posisinya telah mencapai junrlah sebesar Rp 3.505,3 milyar. Kredit tersebut
telah digunakan untuk pei.nbiayaan usaha di sektor produksi sebesar Rp 1,959,2 milyar
(55,9 persen), sektor perdagangan sebesar Rp 985,4 milyar (28,1 persen) dan sektor lainnya
sebesar Rp 56O,7 mtlyar (16,0 persen).

Kredit sektor produksi digunakan untuk pembiayaan di bidang penanian, penambang-
an dan perindustrian, Dari jumlah kredit untuk sektor produksi sebesar Rp 7.959,2 mtlya:,
maka bidang perindustrianlalr yang memanfaatkan kredit yang terbesar yaitu sebesar
Rp 1.547,8 milyar. Sedangkan sektor pertanian mengambil bagian sebesar Rp 393,4 milyar
dan sektor pertambangan sebesar Rp 18,0 milyar.

Penggunaan kredit untuk sektor perdagangan antara lain adalah unok usaha di bidang
ekspor, impor dan distribusi. Selanjumya kredir untuk sektor lainnya sebagian besar adalah
untuk kegiatan di bidang jasa.

Kredit perbankan untuk Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Raya pada akhir Mei 1979
mencapai jumlah sebesar Rp 1.705,2 milyar. Dari jumlah tersebut disalurkan untuk biaya
sektor produksi sebesar Rp 985,0 milyar, sektor perdagangan sebesar Rp 454,9 rnilyar

a

.a
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T  a b e l  V t . 9
PERKEMBANGAN KREDIT RUPIAH PERBANKAN MENURUT DATI I

TIDAK TERMASUK KREDIT I,ANGSUNG BANK TNDONESIA
MEr  19791 l

( dalam milyar rupiah ) a

D a t i  I Perdagangan Lain.lain J u m l a h

1. DKI Jaya
2. Jawa Timur
3, Jawa Barat
4. lawa. Tengah
5. Sumat€ra Utara
6. Sulawesi Selatan
7 .  L a m p u n g
8. Kalimantan Barat
9. Kalirnantan Selatan

10. Kalimantan Timur
11. Sulawesi Urara
12. Sumatera. Selatan
13. Sumatera Barat
14. Yogyakarta
1 5 ,  R  i  a  u
1 6 . B a l i
1 7 .  D . l .  A c e h
18. Sulawesi Tengah
1 9 .  M a l u k u
2 0 .  J a m b i
21. Kalimartan Tengai
22. Nusa Tenggara Barat
23. Dati I lainnya

985,o
1 ? ?  4

707 ,l
17  9 ,4
ro+,8

? ?  t

41,8

1 '7  7

1 1 , 8

1' ,  1

8 , 1
6 , 7

4,6
5 , 8
9 ,0
3 ,a
+,+

+5+,9
1 1 1  t

57,9
66,9
44,8
21,8
7 1  7

1 1 , 6
21,5
1 7 , l
1 0  t

7 1  1

1 1 , 0

7 ,6
6 , )

1  1 , 0

8 , 3

8 , 1

6 , J
4 , 1

8,8

265,3

109,1

30,5
16,6

5 , 1

6 ,9
5 , 9

4 ,O
3,5
6,2
+,7
+,9
+,+
5 , 1

2 ,7
0,6
' t 1

2,4
r ,9
4 1

7.705,2

509,7
274,1
2 7  7 , 8
180,1
7  7 ,6
58,6

40,2

38,7
33,2
29,O
za,6
2 3 , 9
23,5
17 ,6
15,O
r4,5
14,0
12,9
10,4

20,5

l

J u m l r h 7.959,2 985,4 560,7 3.505,3

l) AnSka s€mentara

l.
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dan untuk sektor lainnya sebesax Rp 265,3 mityar. Beberapa usaha di bidang indusri
yang mendapat pinjaman dari perbankan diantaranya ialah industri sandang, pangan dan
minunian sena industi logam dasar.

Pada waktu yang sama kredit untuk Dati I Jawa Timur mencapai jumlah sebesar
Rp 509,7 milyar. Kredit tersebut digunakan untuk kegiatan sektor produksi sebesar
Rp 333,4 milyar, sektor perdagangan sebesar Rp 131,2 milyar dan untuk sektor lainnya
sebesar Rp 45,1 milyar. Penggunaan kredit di sektor produksi terutama adalah untuk bidang
perindusuian, yang antara lain untuk industri pangan, tekstil dan kimia. Sedangkan kedit di
bidang pertanian rerutama digunakan untuk intensifikasi pertanian rakyat dan perke-
bunan. Di sektor perdagangan penggunaan kredit perbankan sebagian besar adalah untuk
kegiatan disuibusi dan pengadaan gula. Kredit di sektor lainnya terutama digunakan untuk
kegiatan jasa angkutan darat,

Jumlah kredit diDati I Jawa Barat pada akhir Mei L979 tdalah sebesar Rp 27 4,1nrlyal
Jumlah tersebut digunakan untuk membiayai sektor produksi sebesar Rp 107,1 milyar,
sektor perdagangan sebesar Rp 57,9 milyar dan sektor lain-lain sebesar Rp 109,1 milyar.
Di sektor produksi, maka kegiatan indusui kecil, perkebunan dan usaha pertenian rakyat
tetap mengambil bagian yang terbesar dari kredit perbankan,

Jumlah kredit untuk Dati I Jawa Tengah pada waktu yang sama tercarat sebesar
Rp 271,8 milyar. Penggunaannya adalah t€rutarna untuk pembiayaan di sektor produksi
yaitu sebesar Rp U9,4 milyar. Usaha di bidang perkebunan, intensifikasi pertanian rakyat
seru industri sandang dan pangan merupakan kegiatan yang menggunakan kredit sektor
produksi yurg terbesar. Sedangkan kredit untuk membiayai sekor perdagangan dan sektor
lainJain masing-masing berjunrlah Rp 66,9 milyar dan Rp 25,5 mityar.

Kredit perbankan yang dimanfaatkan oleh Dati I lainnya berjumlah Rp 744,5 milyar.
Seperti halnya pada Dati I - Dati I tersebut di atas, maka pada umumnya penggunaan
kredit adalah terurama untuk sektor produksi, yaitu sebesar Rp 354,3 milyar. Kemudian
untuk sektor perdagangan sebesar Rp 274,5 milyar dan sektor lain{ain sebesar Rp 115,7
milyar.

6.3.2.5, Perkembangan pemberian kredit investasi

Sampai dengan akhir September 1979 pemberian kredit untuk pembiayaan kegiatan
investasi yang disetujui perbankan telah mencapai jumlah sebesar Rp 468,0 milyar. Jika
pada tahun pertama pelaksanaan REPELITA I posisinya adalah sebesar Rp 31,6 milyar,
maka pada tahun pertama pelaksanaan REPELITA II posisi kredit investasi yang disetujui
meningkat menjadi Rp 198,3 milyar atau suatu peningkatan sebesar Rp 166,7 milyu.
Selanjutnya selama pelaksanaan REPELITA II volume kredit investasi bertambah sebesar
Rp 265,9 milyar sehingga pada awal REPELITA III posisinya menjadi Rp 441,2 milyz;r.

I

{
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PERKEMBANGAN KREDIT INVESTASI YANG DISETUJUI PERBANKAN

1969^970 - t979n9AO

( drlam milyar rupiah )
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Seperti halnya pada tahun yang lalu jumlah pemberian kredit investasi sebagian besar di

gunakan untuk pembiayaan sektor perindustrian dan jasa-jasa, yaitu masing-masing sebesar

Rp 185,6 milyzr (39 ,7 persen) dan sebesar Rp 166,4 milyar (3 5,6 persen). Sedangkan

untuk kegiatan sektor pertanian, telah disetujui pemberian kredit investasi sebesar Rp 82,1
milyar (17,5 persen). Sektor pertambangan dan sektor lain-lain masing-masing mengguna-
kan kredit investasi sebesar Rp 10,5 milyar (2,2 persen) dan Rp 23,4 milyar (5,0 persen).

Dalam tahun 197911980 sampai dengan bulan September 1979 kredir unftk keperluan
investasi yang disetujui mengalami kenaikan sebesar Rp 26,8 mityar (6,1 petsen) terhadap
posisinya sebesar Rp 441,2 milyar pada bulan Matet 1979. Peningkatan kredit investasi
yang cukup tinggi terjadi pada sektor perindustrian dan jasa-jasa yaitu masing-masing
sebesar Rp 8;8 milyal dan Rp 7,6 milyar. Selanjuurya pembiayaan investasi di sektor
pertanian benambah dengan Rp 4,1 milyar, sektor pertambaagan meningkat dengan jumlah

sebesar Rp 5,2 milyar dan sektor lain-lain sebesar Rp 1,1 milyar.

Sampai dengan akhir September 1979, penyaluran kredit investasi yang direalisir
mencapai jumlah sebesar Rp 362,5 mllyar (77,5 persen) dari jumlah yang disetujui per-
bankan. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 144,5 milyar (39,9 persen) digunakan untuk
sektor jasajasa dan sebesar Rp 129,7 milyar (35,8 persen) untuk pembiayaan kegiatan
perindustrian. Selanjutnya kegiatan sektor pertanian telah memanfaatkan kredit investasi
sebesar Rp 67,6 mrlyar (18,6 persen). Sektor lain{ain sebesar Rp 17,4 mtlyzr (4,8 persen)
dan sektor pertambangan sebesar Rp 3,3 milyar (0,9 persen).

Peningkatan realisasi kredit investasi selama periode Maret - September 7979 rnen-
capai jumlah sebesar Rp 25,3 nllyar (7,5 persen). Dibandingkan dengan kenaikan realisasi
nya dalam periode yang sama tahun lalu yang berjumlah sebesar Rp 11,4 milyar (4,0 persen)
maka peningkatan selama tahrn 7979/7980 sampai dengan akhir September 1979 ̂ d,alah
lebih besar. Keadaan ini satu dan lain hal sebagai akibat dari kebijaksanaan pelonggaran
dalam pemberian kredit investasi yang dilaksanakan Pemerintah.

6.3,2.6, Perkembangan Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen
(KMKP), Kredlt Kecil (KK) dan Kredit Candak Kulak (KCK).

Sejalan dengan peningkatan fasilitas kredit yang diberikan sebagai sumber biaya
pembangunan, maka usaha meningkatkan bantuan kepada golongan ekonomi lemah tetap
dilanjutkan melalui penyempurnaan tata-cara, persyaratan maupun pelaksanaannya.

Sejak bulan April 1979 ketentuan mengenai jumlah maksimum dan jangka waktu KIK
dan KMKP mengalami perubahan. Jumlah maksimum KIK dan KMKP yang semula masing-
masing Rp 5 juta per nasabah, ditingkatkan menjadi Rp 10 juta per nasabah. Ketentuan
tersebut berlaku bagi nasabah yang kekayaannya tidak melebihi Rp 40 juta selain rumah
dan tanah yang ditempatinya. Bagi nasabah yang telah menerima KIK dan KIIKP serta
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usahanya menunjukkan perkembangan yang semakin baik, dapat diberikan tambahan
pinjaman baru sehingga jumlab maksimumnya aaalah sebesar Rp 15 juta. Sedangkan jangka
wakru maksimum bagi KIK yang semula adalah 5 tahun diubah menjadi 10 tahun termazuk
masa tenggang maksimum 4 tahun. Kemudian untuk KMKP, jangka waktu maksimumnya
tidak mengalami perubahan yaitu tetap 3 tahun, namun setiap kaJi dzprt diperpanjang
apabila usahanya berjalan dengan baik serta pengembalian kreditnya lancar,

Selanjumya pada bulan Juni 1979 telah diadakan penyezuaian kebijaksaman yang
baru dalam hd'hal yng berkaitar dengur persyarutan KIK dan KlvlKp. K€rentuan ters€bur
adalah mengenai jumlah tambahan KIK dan KMKP dari Rp 10 juta menjadi maksimum
Rp 15 juta' diberikan kepada nasabah yang memiliki kekayaan bersih tidak melebihi Rp 60
juta di Iuar ruma} dan tanah yang ditempatinya. sedangkan junrlah dana sendiri yang harus
disediakan untuk KIK adalah l0 persen dari tambahan pinjaman tersebut. Jaminan KIK
dan KIvIKP pada dasarnya adalah proyek atau usaha yang dibiayai dengan pinjqman tersebut.
Namun apabila nasabah memiliki jaminan tambalran, maka besarnya jaminan tnmbahan
tersebut tidak boleh melebihi 50 persen dari plafond pinjaman. Bagi KIK dan KMKp massal
yaitu pinjaman yang diajukan oleh sejumlah orang dalam satu lokasi tertentu bagi proyek
yang sejenis' dapat diberikan kredit dengan persyaxatar plafond pinjaman minimum, yaitu
masing-masing sebesar Rp 200 juta. Terhadap nasabal yang pinjamannya tergdong macet,
masih dapat dipertimbangkan pemberian KIK dan KMKp sepanjang menunit penilaian
bank yang bersangkutan usaha tersebut dapat berjalan lancar kembali, sehingga dapat me-
lunasi pinjaman yang sebelumnya macet.

Permohona:r Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja permanen (KMKp)
yang disetujui bank-bank pada akhir september 1979 mencapai jumlah sebesar Rp 404.545
juta untuk 678,363 permohonan. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 14r.451 juta adalah
berupa KIK dengtrt 67.336 pemohon dan sebesar Rp 263.094 juta berupa KMKp dengan
6ll.O27 pemohon.

selama periode Marer - september 1979 permohonan KIK dan KMKp yang disetr,rjui
meningkat dengan jumlah sebesar Rp 103.447 juta (34,4 persen). peningkatan tersebut
disebabkan karena bertamba} nya niai permohonan KIK yang disetujui sebesn Rp 2g.642
juta, (25,4 persen) untuk 9.958 permohonan, dan peningkatan nilai permohonan KMKp
sebesar Rp 74.805 jtta untuk 173.000 permohonan. Dibandingkan dengan peningkatannya
dalam periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 52.325 jrrra (2t,7 persen) unruk
79.884 permohonan, maka junrtah penambahan nilai permohonan KIK dan rMKp dalam
petiode 197911980 sampai dengan septemb et 1979 .alah lebih besar. Keadaan ini men-
cerminkan adanya perkembangan yang membaik dalam rangka usalia meningkad<an bantuan
kepada golongan ekonomi lemah,

Pengembangan pemberian fasilitas kredit kepada pengusaha kecil di desa melalui
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Tabe l  V I .  11

PERKEMBANGAN KREDIT INVESTASI KECIL DAN KREDIT MODAL

KERJA PERMANEN YANG DISETUJUI
1974 - 1979

( dalam juta rupiah )

Wak tu K IK KMKP

+

197 4 Mel.et
Juni
September
Desember

197 5 Mtet
Juni
September
Desember

197 6 Maret
Juni
S€ptember
Desember

7977 Maret
Juni
September
Desember

1978 Maret
Juni
S€ptember
Desember

1979 Januari
Pebruari
Maret
April
Me i
Juni
Juli
Agustus
September 

''

5.667
11.573
13.368
r5.253

78.7 68
2r.657
24.186
28.O97

34.090
39.O25
43.889
49.602,

55.269
67.453
67.797
7+.186

79.249
86.375
97.701

105.801

to7.806
109.690
r12.809
r r6,r  38
719.249
r22.302
125.89r
13  3 .513
r4r.45r

4.488
Lr.069
13.o72
15.502

17.9 t+
20.693
24.702
28.689

40.756
49.ZlO
57.993
67.080

74.786
88.93 5

10t.77 7
rr4.99A

124.496
135.547
158.369
r77.239

182.O72
r83.239
r88.289
r95.862
r98.949
214.O9+
229.744
244.279
263.O94

{

1) Angla rcmcntara
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PERKEMBANGAN KREDIT INVESTASI KECIL DAN KREDIT
MODAL KERJA PERMANEN YANG DISETUJUI L914 _ 7979

( dalam milyar rupialr )

732

f

Scptcmbc!
1978 1979
Maret Mar€t
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T e b e l  V L  1 2

PERKEMBANGAN KREDTT KECII. 1974 - 1979

.f

W a k t u Jurnlah pcmhiaur
Nilai pinjaman

( dalom juta rupiah )

I

1974 Juni
September
Desember

197 5 Maret

Jqni
September
Desember

1976 Maret

Ju ni
September
Desember

1977 Marct

Juni
September
Desember

197I Maret

Juni
September
Desember

1979 Januari
Pebruari
Maret

4pril
M e i'. 
Jt tti

Juli
AgusNs-  t l
September 

-'

4.973
30.604
+6.750

61.824
86.455

to7.o52
1r9.948

r31.603
150.554
r72.L87
192.r69

207.77 3
274.617
237.267
232.162

252.81O
278,180
299.Ogt
322.772

327.206
332.915
342.244
343.579
35 2.501
358.690
358.O25
t7 3.r6t
380.999

43A
1.172
1.5  98

2.137
3 . L t 7
4.t41

4.499

5.O29
5,757
6.563
7.217

8.192
4.467

L 2 2 6
9.700

11.05  8
12.352

r3.472
14,293

14.52O
15.1 56
t5.74a
t6.ot7
16.565
t7.176
17. l5 l
18.o27
18.5 30

a

l) AnSka sementaiE
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Kredit Kecil menunjukkan bahwa jumlah pemberian Kredit Kecil semakin meningkat dari
tahun ke tahun. Jika pada akhir tahun 197411975 yaitu tahun penama diselenggarakannya
Kredit Kecil posisinya adalah sebesar Rp 2.137 juta, maka pada akhir tahun anggaran
berikutnya telah menjadi Rp 5.029 juta, yang selanjutnya mcningkat merijadi sebesar
Rp 15.748 juta pada akhir tahun 197811979. Dalam tahun 7979/1980 sanrpai dengan
bulan September 1979 pemberian KK telah mencapai sebesar Rp 18.530 juta atau me-
ningkat sebesar Rp 2.782 juta, ( 17,7 persen ) dibandingkan dengan posisinya sebesar
Rp 15.748 juta pada bulan Maret 1979. Peningkatan tersebut digunakan untuk pembiayaan
usaha eksploitxi sebesar Rp 2.337 juta dan sebesar Rp 445 juta untuk membiayai kegiatan
investasi. Penyediaan dana untuk jenis kredit ini senanciasa diringkarkan dari tahun ke tahun
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada akhir tahun 197817979 penyediaan
dana Kredit Kecil mencapai junrlah sebesar Rp 18,2 milyar yang pada akhir trht:n 79741
1975 baru tercatat sebesar Rp 4,2 milyar.

Usaha untuk membantu pengusaha kecil dalam mendapatkan fasilitas kredit perbank-
an, diberikan pula melalui pemberian pertanggungan atas permohonan kredit oleh pT As-
krindo. Dalam tahun 1978 telah diberikan jarninan atas plafond kredit sebesar Rp 179.O79,4
juta kepada 293.227 na;sabah. Sektor usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut sebagian
besar adalah untuk sektor perdagangan dan sektor pertanian masing-masing berjumlah
sebesar Rp 75.972,8 j,tta (42,4 persen) dan Rp 45-690,6 juta (25,5 persen ). Kemudian
unmk sektor jasa-jasa sebesar Rp 29.197 ,5 juta ( 16,3 persen ), sektor industri sebesar
Rp 10.826,4 juta (6,f persen) dan sektor lain.lain sebesar Rp t7.39Z,1juta (9,7 persen).
Sementara itu PT Bahana dalam usahanya meningkarkan kondisi berusaha yang lebih baik
bagi pengusaha kecil pada tahun 19?9 sampai dengan bulan Septcmber telah memberikan
penyeftaan modal sebesar Rp 149,1 juta. Di samping itu pada pcriode yang sama oleh
PT Bahana telah diberikan kredit penjembatan yang posisinya mencapai jumlah sebesar
Rp 210,2 juta.

Program Kredit Candak Kulak (KCK) diselenggarakan dalam rangka membantu para
pedagang kecil yang tidak terjangkau oleh program pinjaman lainnya. Kredit tersebut di.
berikan dengan syarat lunak, prosedur yang sederhana dan tanpa jaminan Sampai dengan
akhir Oktober 1979 perputaran KCK mencapai jumlah sebesar Rp 25.542juta. Jumlah
tersebut disalurkan melalui 2.196 KUD yang tersebar di 24 proprnsr.

Pada akhir tahun 1978 telah dikeluarkan pula ketentuan-ketenflran pokok mengenai
pelaksanaan pinjaman untuk pembelian rumah sederhana kepada golongan pegawai rendah
dan menengah. Pinjaman tersebut diberikan dengan syarat yang ringan dan disalurkan me-
lalui Benk Tabungan Negara (BTN). Dana pinjamdn berasal dari Anggaran pendapatan drrn
Belanja Negara (APBN) untuk rumah yang dibangun oleh pERUI\.{NAS dengan harga mak-
simum Rp 3 ,5 juta, dan dari perbankan untuk ru mah yang dibanp, rt oleh perrrsaha:rn
swasta dengan h arga maksimum Rp 6 jutr. Kredit yang dibi,,r'ri rlengarr rlana .\pBN di-



13s

sediakan bagi pegawai negeri golongan I, II, III dan pegawai lainnya yang setingkat dengan
jangka waktu 5 - 20 tahun. Sedangkan suku bunganya adalah 5 persen setahun bagi pegawai
negeri golongan I dan II serta 9 persen setahun bagi pegawai negeri golongan III. Kredit
yang dibiayai dengan dana perbankan disediakan bagi pegawai negeri dan pegawai lainnya
yang penghasilannya tidak melebihi penghasilan pegawai negeri golongan IV, dengan jangka

waktu 5 - 15 tahun dan suku bunga 9 persen setalun. Sebagaimana halnya pinjaman
investasi lainnya, untuk kredit dengan dana perbankan, maka BTN dapat memperoleh
bantuan pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia sebesar 8O pers€n dengan zuku bunga
3 persen setalun. Pinjaman kepada golongan pegawai rendah dan menengah sampai dengan
akhir Maret 1979 mencapai jumlah sebesar Rp 6 milyar. Dalam rangka pemberian pinjaman
ini, dana yang disediakan oleh Pemerintah sampai dengan akhir Maret 1979 be{umlah
Rp 20 milyar.

6.4. Irmbagalembaga keuangan

6.4.1. l,embaga keuangan perbankan

Kebijaksanaan di bidang pembinaan bank-bank dalam tahun terakhir merupakan pe-
nyempumaan atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditempuh pada tahun-tahun
sebelumnya. Peny€mpurnaan tersebut dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan tentang
kovajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi bank, pemberian jaminan
oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank, dan perpanjangan waktu keringanan pajak bagi
bank yang melakukan penggabungan usaha, serta pelaksanaan peningkaan daya guna
bank-bank Pemerintah.

Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi oleh bank-bank umum
kepada masyarakat yang sudah ditetapkan sejak tahun 1967 , pada bulan Oktober 1978
diperluas sehingga mencakup juga bank-bank pembangunan dan bank-bant tabungan.
Hal ini dimakzudkan untuk lebih mendorong bank-bank menjalanhan usaha dan nnngelola
keuangannya secara lebih baik dan lebih terbuka. Di samping itu hal tersebut dapat pula
memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyaxakat, sehingga dapat memberikan
penilaian yang obyektif mengenai keadaan keuangan suatu bank. Khusus bank tabungan
pengumuman neraca tersebut untuk sementara waktu dilakukan di loket masing-masing
kantor bank s€rta tempat yang mudah dilihat oleh nasabah. Neraca yarg diumumkan
adalah neraca konsolidasi dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesb dan peng-
umumannya dilakukan sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun.

Ketentuan baru lainnya yaitu tentang pemberian jaminan oleh bank dan lembaga
keuangan bukan bank mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 1979. Ketentuan tersebur
mengatur semua jenis jaminan yang menimbulkan kewajiban berryarat yang tadiri atas
tiga jenis yaitu garansi bank, penanda-tanganan kedua dan seterusnya atas surat{urat

+
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berharga serta untuk jaminan lainnya yang terjadi karen r,. perjanjian bersyarat, Sedangkan
ketenruan sebelumnya hanya mengatur garar,si yang dikeiuarkan oleh bank serta penanda-
tanganan keduadan s€terusnya atirs suret-suret berharga oleh lembaga keuangan bukan bank.
Selain itu, dalam ketentuan tersebut diatur pula antara lain batas jumlah pemberian jaminan

baik secara keseluruhan maupun untuk setiap jaminan. Demikian pula mengenai .laralgan
bagi bank untuk memberikan jaminan atas pinjaman yang diberikan atau untuk dana yang
akan diterima oleh bank lain. Selain itu dilarang pula lembaga keuangan bukan bank untuk
mengeluarkan jaminan dalam bentuk warkamya sendiri dan meminta jaminan kepada
bank atas pinjaman yang diberikannya. Di samping itu ditegaskm pula bahwa bank hanya
boleh memberikan jaminan atas surat-flrrat berharga yang mudah diuangkan, garansi bank
dalam valuta asing dan jaminan dalam rupiah untuk kepentingan bukan penduduk untuk ke-
perluan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun pemberian garansi bank dalam valuta
asing yang dewasr ini diperkenankan adalah antara lain untuk peserta tender dalam dan luar
negeri dalam rangka proyek yang dibiayai dana bantuan luar negeri. Selain itu pemberian
garansi ini adalah juga untuk menjamin kontraktor dan eksportir dalam rangka tender dan
konrak penyerahan barang untuk proyek-proyek di Timur Tengah.

Usaha peningkatan daya guna bank-bank Pemerintah dilanjutkan dengan melaksanakan
pedoman kerja tentang tata-cara pelaporan, pembukuaa dan tata-cara pemberian pinjaman
yang telah selesai disusun oleh masing-masing bank. Di samping itu telah disiapkan pula
pedoman tentang kegiatan luar negeri, pemeriksaan intern dan kepegawaian yang telah
mulai dilaksanakan oleh beberapa bank Pemerintah.

Selanjutnya untuk membantu bank-bank mengatasi kesulitan likuiditas, sebagai akibat
kebijaksanaan 15 Nopember 1978, makz Bank Indonesia telah memberikan fasilitas pinjam-
an likuiditas darurat.

Sementara itu, usaha Pemerintah untuk lebih meningkatkan peranan bank-bank swasta
nasional melalui penggabungan usaha yang telah berlangsung selama sewindu, tetap dilanjut-
kan. Dalam hubungan ini oleh Pemerintah telah diberikan lagi kelonggaran waktu bagi bank-
bank yang akan melaksanakan penggabungan usaha agar memanfaatkan fasilitas perpajakan
sampai 3l Maret 1980.

Jumlah bank-bank umum sampai akhir ta,hun 797811979 tercatar sebanyak 94 buah
bank yang terdiri dari 982 kantor bank. Jumlah bank umum tersebut meliputi 5 bank
Pemerintah, 78 bank swasta nasional dan 10 bank swasta asing serta 1 bank swasta campur-
an. Dari jumlah bank swasta tersebut di atas 9 di Lntaranya beroperasi sebagai bank devisa.
Pada waktu yang sama jumlah kantor bank-bank pembangunan adalah sebanyak 156 buah,
dan bank tabungan pada a.khir Muet 7979 berjumlah sebanyak 5 bank yang terdiri dari
1 bank tabungan Pemerintah dan 4 bank tabungan swasra, dengan jumlah kantor sebanyak
12 buah diantaranya 8 kantor bank tabungan negara.
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Bank-bank desa, lumbung desa dan bank pasar pada akhir tabun 197811979 berjumlah
5.870 bank. Hal ini berarti bahwa selama REPELITA II iumlah bank-bank tersebut relah
bertambah sebanyak 43 bank.

6,4.2. Lembaga keuangan buksn bank

Sejak tahun 7972 lembaga keuangan bukan bank berjumlah sebanyak 12 buah terdiri
dari 2 lembaga keuangan jenis pembangunan dan 10 lembaga keuangan jenis investasi.
Di samping itu telah diberikan pula izin usaha kepada 3 kantor perwakilan lembaga ke-
uangan yang bemrgas sebagai penghubung antara nasabahnya di Indonesia dengan kantor
pusatnya di luar negeri. Sejak bulan Juni 1978 komposisi tersebut telah diubah menjadi
3 lembaga jenis pembiayaan pembangunan, 9 lembagajenis investasi dan 3 kantor perwakil-
an.

Kebijaksanaan yang ditempuh dalam membina lembaga keuangan bukan bank adalah
mengarahkan usaha-usaha lembaga tersebut, khususnya lembaga keuangan jenis pcmbiayaan
pembangunan untuk memberikan pinjaman dan penyertaan jangka pan;ang kepada per-
usahaan-perusahaan. Pada bulan Mei t979 lembaga-lembaga keuangan bukan bank diwajib-
kan unruk mengumumkan neraca dan perhitungan laba,/rugi secara triwulanan, Di samping
itu untuk meningkatkan peranan lembaga keuangan bukan bank dalam pengembangan
pasar modal telah diadakan penyempurnaan ketentuan tentang penyertaan modal. Pe-
nyertaan modal oleh lembaga keuangan bukan bank dilakukan dengan mernbeli saham-
saham perusahaan yang belum dipasarkan, dan belum terdaftar di bursa efek unruk di-
perjual belikan. Sementara itu, penyertaan modal pada perusehaan-perusahaan dalam
rangka penanaman mbdal asing dilakukan terutama dengan membeli saham-saham yang
akan menjadi milik fihak Indonesia dari saham yang dewasa ini dimiliki oleh fihak asing.

Dalam hal kerja sama dengan fihak asing ditetapkan ketentuan, bahwa bank-bank
asing yang telah mempunyai cabang di Indonesia atau badan usaha yang sebagian atau
seluruh sahamnya dimiliki oleh cabang bank asing tersebut atau oleh induknya, tidak di-
perkenankan ikut serta dalam permodalan lembaga keuangan bukan bank.

Usaha meningkatkan perkembangaa lembaga-lembaga keuangan bukan bank, adalah
antara lain oleh Pemerintah telah ditetapkan bahwa penawaran efek-efek kepada masya-
rakat dapat pula dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank, di samping melalui lembaga
keuangan lainnya. Selain itu kepada lembaga keuangan bukan bank telah diwajibkan untuk
menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada Bank Indonesia, sehingga
pengawasan dan pembinaan terhadap Iembaga keuangan tersebut dapat terus ditingkatkan.

Tugas lembaga keuangan bukan bank jenis pembangunan adalah terurama memberi
kan kredit, baik jangka menengah maupun purjang dan ikut serta dalam permodalan per-
usahaanaerusahaan. Di samping itu lembaga keuangan tersebut dapat pula bergerak sebagai

a
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perantara dalam perdagangan surat-surat berharga serta usaha lain di bidang keuangan,
setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah. Tugas lembaga keuangan jenis investasi
adalah terutama sebagai perantara dalam penerbitan dan menjamin serta menanggung
terjualnya surat-surat berharga, dan usaha-usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat
persetujuan dari Pemerintah dan tidak diperkenankan memberikan kredit.

6.4.3. Perasuransian

Sektor lainnya yang berfungsi sebagai penghimpun dana adalah sektor perasuransian,
yang tidak kaiah pentingnya dibandingkan dengan sektor perbankan, Secara berangsur-
angsur masyarakat mulai tertarik untuk menyimpan dananya dalam bentuk polis asuransi.
Hal ini tercerrnin pada peningkatan jumlah dana investasi perasuransian secara keseluruhan
dalam tahun 1978, yaitu sebesar Rp 51.871 juta (46,8 persen). Timbulnya minat berasuransi
pada masyarakat adalah sebagai hasil usaha yang terus-menerus dilakukan oleh perusahaan
asuransi baik perusahaan asuransi Pemerintah maupun perusahaan asuransi swasta, yaitu
antara lain melalui penerangan tentang keuntungan-keuntungan berasuransi.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan serta menertibkan perusahaanaerusahaan
asuransi jiwa, maka Pemerintah telah menetapkan antara lain suatu ketentuan yang rneng-
atur tentang cadangan premi dan sisa lebih kekayaan unruk perusahaan-perusahaan asurarsi
jiwa di Indonesia. Keuntungan tersebut' dimaksudkan agar setiap perusahaan asuransi jiwa
dapat setiap waktu memenuhi kewajibannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat k'epada perusahaan asuransi jiwa sebagai salah satu sarana jaminan

di masa depan. Sampai saat ini jumlah perusahaan azuransi jiwa adalah sebanyak 12 per-
usahaan, satu di antaranya milik negara yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Perkembangan usaha
asuransi jiwa terlihat pada posisi dana investasi asuransi jiwa yaitu sampai dengan akhir
Desember 1978 tercatat sebesar Rp 29.O63 juta,. Jumlah tersebut mengalami kenaikan
sebesar Rp 70.979 jtta, (60,7 persen), dibandingkan dengan posisinya pada akhir Desember
1977 sebesar Rp 18.084 juta. Sedrngkan kenaikannya pada periode yang siuna tahun lalu
adalah sebesalRp 6.820 juta. Driri jumlah dana investasi tersebut sebagian didepositokan

pada bank Pemerintah yang terdiri dari deposito biasa dan deposito wajib.

Perusahaan asuransi yang berkecimpung di bidang asuransi sosial tetap tak meng-
alami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari Perum Taspen, Perum AK Jasa
Raharja, Perum ASABRI, Badan Penyelenggarz Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat dan
Perum Astek. Posisi dana investasi sosial sampai Desember 1978 adalah sebesar Rp 94.206
juta. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp 33.940 juta (56,3 persen), bila
dibandingkan dengan posisinya sebesar Itp 6O.266 juta pada akhir Desember 7977. Szmz
halnya dengan asuransi jiwa, maka dana investasi asuransi sosial sebagian ditempatkan
pula sebagai deposito biasa pada bank Pemerintah, tetapi dalam asuransi sosial tidak diwajib-
kan menempatkan deposito waiib.
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Jumlah perusahaan asuransi vang bergerak di se ktul r..turansi ker.rgien mencapai jumlah
54 perusahaan dengan 3 perusahaan reasuransi kerugian_ Fada akhir Dcsember l9Z8 posisi
dana investasi asrrransi kerugian adalah sebesar Rp 39,482 juta. Dibandingkan dengan
posisiuya pada bula,n Dcsember 1977 sebcsar Rp 32.530 juta, maka telah terjadi kenaikan
sebesar Rp 6.952 juta (21,4 pcrsen). Perkembangrn dana investasi perasuransian dapat
diikuti pada Tabel VI. 13.

6.4.4. Pasar uong dan modai

Dr samprng perasuransian, maka usaha menghimpun tabungan masyarakat lainnya di
luar perbankan adalah dilakukan melalui pasar uang dan pasar rnodal. pasar uang antar
bank yang pada mulanya dimaksudkan untuk membantu bank-bank yang kekurangan dana
akibat transaksi clearing, maka dalam perkembangannya telah dimanfaetkan juga untuk
memenuhi kebutuhan dana yang timbul karena transaksi lainnya. Kegiatan p:rsar uang antar
bank masih terbatas pada pinjam-meminjam dalam jangka rvaktu 7 hari. Namun dari per-
kembangan transakinya terlihat ada suatu peningkatan kegiatan pasar uang antar bank,
yf,itu dengan jumlah transaksi rztl-rltg 6 bulan pertama tahun 1979 adalah sebesar Rp 147
rnilyar. sedangkan rranseksi rata-rata 6 bulan pertama tahun 1978 berjumlah sebesar Rp 119
mllyai-

Di samping sebagai salah saru sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan pasar
modal mempunyai arti penting pula dalam usaha pemerataan pendapatan masyarakat
yaitu melalui pemilikan saham berbagai perusahaan. Untuk lebih meningkatkan kegiatan
pasar modal, maka dalam tahun 197811979 telah dikeluarkan beberapa kebijaksanaan
antara lain pembebasan pajak atas kenaikan nilai saham akibat penilaian kembali aktiva
tetap, pembatasan pemberian imbalan kepada penjamin emisi dan penegasan tentang jenis
efek yang dapat diperjual belikan di luar bursa. Di samping itu bagi penrsahaan yang menjual
saham-sahamnya di pasar modal, Pemerintah telah memberikan keringanan beban pajak
perseroan.

Di samping menyelenggarakan bursa pasar modal, maka Badal pelaksanaan pasar
Modal (BAPEPAM) bertugas pula menilai perusahaan yang akan menjual saharnnya melalui
pasar modal, serta rerus mengikuti perkembangan perusahaan yang telah go public. Dalam
hal pelaksanaan pasar modal, maka Badan Pembina Pasar Modal bemrgas memberikan
pedoman kepada BAPEPAM mengenai arah pelaksanaan p asar modal tersebut.

Penyebar{uasan pemilikan saham dilakukan oleh pT Danareksa, yaitu melalui pe-
ngeluaran sertifikat saham atas dasar saham yang dibelinya. Sampai bulan Juni 1979 men-
jelang dua tahun kegiaun pasar modal jumlah transaksi saham telah mencapai 74.416
lembar yang terdiri dari saham PT semen cibinong sebanyak 69.766 lembar dan saham
PT Centex sebanyak 4.650 lembar.
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6.5. Perkiraan jumlah uang beredar dan kredit rupiah perbankrn tahun 1980/1981

Perkiraen jumlah uang beredar didasarkan Pada anggapa$-anggaPan bahwa kenaikan

harga dalam tahun 1980/1981 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 197911980.

Pada akhir tahun 197911980 jumlah uang beredar dan kredit rupiah perbankan diper-

kirakan sebesar Rp 3.505,5 milyar dan Rp 6.5of ,6 milyar. Dalam tahun 1980/1981jumlah
uang beredar diperkirakan akan benambah dengen RP 936,0 milyar (26'7 persen) sedang-
kan kredit rupiah perbankan bertambah dengan Rp 1.300,3 milyar (20,0 perscn). Dengan

demikian posisi jumlah uang beredar dan kredit rupiah perbankan pada akhir tahun 1980/
1981 diperkirakan mencapai jumlah Rp 4.441,5 milyar dan Rp 7.8O1,9 milyar.
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BAB  V I I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

7.L. Pendahuluan

Pembangunan yang telah dilaksanakan sejlk 1969 /1970 atau hampir sebelas tahun
ini, telah menunjukkan hasil-hasil yang semakin nyata. Laju pertumbuhan ekonomi terus
meningkat menuju sasaran yang ditentukan dengan tetap menjaga kemantapan stabilitas
ekonomi, Dengan melalui usaha peningkatan produksi di berbagai sektor pembangunan
ekonomi dan pemanfaatan zumber alam, maka selama REPELITA I dan II pendapatan
nasional telah meningkat dengan tlta,.tlta,7 ,7 persen setahun.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju
ke arah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dilaksanakan suaru kebijaksanaan
anggeran pendapatan dan belanja negara yang di samping mampu untuk menghimpun dana
yang memadai guna membiayai penumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, harus dapat pula
memperbaiki pembagian hasil-hasil pembangunan ke arah yang lebih merata. Hal ini dicapai
melalui berbagai kebijaksanaan perpajakan dan pengeluatan negara yang tepat den terarah.
Dengan berlandaskan kebijaksanaan tersebut, maka kebijaksanaan keuangan negara diarah-
kan tidak untuk semata-mata menciptakan anggaran yang berimbang akan tetapi berimbang
ddam tingkat yang semakin meningkat dan bersamaan dengan itu mampu pula menciptakan
tabungan Pemerintah yang semakin besar sehingga dapatlah ditingkatkan kemampuan untuk
membiayai pembangunan dengan zumber-zumber dalam negeri, +

Pembangunan yang dilaksanakan adalah merupakan rangkaian yang berkesinambungan
di segala bidang yakni merupakan zuatu matarantai yang ridak terpisahkan satu sama lain
dalam meletakkan dasar yang kuat bagi pembangunan tahap berikuurya. Dalam hubungan
ini kebijaksanaan keuangan negara juga merupakan satu kesatuan yang utuh yang dilaksana-
kan dengan mengadakan penyempumaan sesuai dengan tuntutzn perkembangan pem-
bangunan itu sendiri. Dengan berbagai kebijaksanaan yang dilaksanakan secara serasi di
berbagai bidang sepeni penerimaan dan pengeluaran negara, perkreditan, harge, upah dan
sebagainya maka telah dapat diciptakur pemrmbuhan ekonomi yurg cukup tirggr y*g
sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara selama pelaksanaan REPELITA I dan IL

Khusus di bidang pewsanaan APBN, maka apabila ditinjau sejenak ke masa rampau
pada saat permulaan pelaksanaan REPELITA I sampai akhir REPELITA II, dapat dilihat
adanya peningkatan penerimaan negiua yang cukup berani terutama yang bersumber dari
dalam negeri. B a dalam ttl,.nn 196911970 jumlah penerimaan dalam negeri baru berjumlah
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sebesar Rp 243,7 milytr, maka dalam ta,hun 197 3l L9'14 telah meningkat menjadi Rp g67,7
milyar. Lebih lanjut dalam tahap berikutnya yairu tahun kelima REPELITA II jumlah pe-
nerimaan dalam negeri telah dapat ditingkatkan lagi menjadi sebesar Rp 4,266,1 mrlyar.
Hal ini berarti telah terjadi peningkatan penerimaan dalam negeri setiap tahunnya dengan
rata{ate sekitar 37,4 persen selama periode L969/t97O - 197811979.

Suatu dimensi APBN lainnya yang perlu diperhatikan ialah semakin meningkatnya
kegiatan Pemerintah untuk mengelole hasil-hasil pernbangunan dan peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat baik dalam jumlah maupun mutu. Semua kegiatan terscbut menuntut
pembiayaan rutin yang semakin besar jumlalnya. Dengan tidak mengabaikan unsur peng-
hematan dan pengarahan dalam pengeluaran rudn, maka pengeluaran rutin yang besamya
baru Rp 276,5 milyar dalam tahun l969lt970 telah meninlkat menjadi Rp 713,3 milyar
dalam tahun 197311974 atau naft rata-reta sekitar 34,7 persen setiap tahunnya selama
periode tersebut. Dalam tahun terakhir pelaksanaan REPELITA lI pengeluaran rutin telah
meningkat menjadi Rp 2.743,7 mlyar atau berarti setiap tahunnya rltaazta, mengalami
peningkatan sekitar 32,6 persen selama period e 7969/197O - lg7BlL979.

Sesuai dengan keinginan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan sendiri
dalam membiayai pembangunan, maka tabungan Pemerintah senantiasa perlu semakin di-
tingkatkan melalui kebijaksanaan yang terpadu dan serasi antara penerimaan dalam negeri
dan pengeluaran rutin. Dengan berbagai usaha yang dilakukan tems-menenrs yaitu berupa
peningkatan penerimaan dalam negai disertai pula dengan penghematan dan pengarahan
pengeluaran rutin, maka dalam pelaksanaannya jumlah tabungan pemerintah setiap tahun-
nya semakin dapat ditingkatkan. Tabungan Pemerintah yang merupakan selisih antara
penerimaan dalam negeii dengan pengeluaran rutin dalam tahun 1969/197oba.ru berjumlah
Rp 27,2 milyar, telah dapat ditingkatkan menjadi Rp 254,4 milyzr da,lam tahun lgj tg74.
Pada akhir tahun REPELITA II yaiiu dalam tahun 7978/1979 tabungan pemerintah dapat
ditingkatkan lagi menjadi Rp 1.522,4 milyzr.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang memerlukan pembiayaan semakin besar tidak
cukup hanya dibiayai dengan tabungan Pemerintah, melainkan pcrlu dilengkapi pula dengan
bantuan luar negeri, Dana bantuan luar negeri tersebut dimaksudkan untuk mempercepat
proses pembangunar yang dilaksanakan. Dalam tahun 7969/19z0 peranan bantuan luar
negeri terhadap jumlah dana pembangunan adalah sebesar 77,0 persen, sedangkan dalam
tahrn 7973/7974 peranannya telah menurun menjadi ,t4,5 persen daa dalam tahun
l979ll98o berdasarkan angka-angka APBN peranannya turun lagi menjadi 42,g persen.

Dana pembarySrnan yang semakin meningkat baik yang berasal dari tabungan



,

L+5

Pemerintah maupun dana bantuan luar negeri, merqpakan sumber pembiayaan pembangun-

an. Dalam REPELITA III dana tersebut antara lain hiarahkm pda Pgtrgatqe!-pg4ban$m-
4S, penumlufuan ekonomi yang cukup tingglqC]elsa-disektor-psrte-ltan 5e.It4 p-e-4lu4s. qn

fe€l[14g-losial untuk mening!(atkan kesejahteraan masyara!-at. Dalam pelaksanaannya

pengeluaran pembangunan yang dalam tzhun 19691!970 baru berjumlah Rp 118,2 milyar,

dalam tahun lg73ll974 telah mencapai Rp 450,9 milyar. Pada akhir tahun kelima

REPELITA II yaitu dalam tahun 797st1979 jumlahnya telah dapat ditingkatkan lagi

menjadi Rp 2.5 5 5,6 milyar.

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengtn semester I - 197911980 serta

perkiraan perkembangan ekonomi dan moneter nasional maupun internasional pada tahun

mendatang, maka dalam tahun anggaran l98o/ 7987 yang merupakan tahun kedua pelak-

sanaan pembangunan REPELITA III, direncanakan jumlah APBN berimbang pada tingkat

sebesar Rp 10.556,9 milyar, yang benrti 52,2 persen lebih besar dari APBN 197911980-

tersebut adalah sejalan dengan tekad bahwa

terus meningktt, sekalipun tetap harus dijaga

menjadi sumber yang membahayakan stabilitas

ni pada khususnya.

7.2. Pelaksanaan APBN 197911980

7 ,2 .1 .  Umum

Usaha peningkatan tabungan Pemerinl

nasional harus berlandaskan pada kepercayar

bersendikan kepada kepribadian bangsa. X

dengan kekuatan sendiri merupakan suatu I

diwujudkan. Namun demikian, perlu diing:
yang relatif panjang mengingat bahwa pembangunan itu sendiri pada hakekamya adalah

proses perubahan yang terus-menerus.

Melalui kesungguhan usaha dan rencana yang terarah dan terpadu maka di dalam gerak

pelaksanaannya, jumlah tabunga.n Pemerintah yang dapat dihimpun ternyata telah mening-

kat secara bertahap, selama REPELITA I, jumlah tabungan Pemerintah telah meningkat

yaitu dari Rp 27,2 milyar dalam t'Ihun 196917970 menjadi Rp 254,4 milyar dalam tahun

lg73/Lg7+. Dalam tahun ketima II-EPELITA ll yaitu tahun 1978/1979, jumlah tefsebut

telah meningkat lagi menjadi Rp 1.522,4 milyar. Usaha untuk meningkatkan tabungan

Pemerintah dapet ttiwujudkan oleh karena peningkatan penerimaan dalam negeri senanti-

asa lebih besar dariprda peningkatar' pengeluaran rutin.
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PERKEMEANGAN APBN, I96911970 _ I979II98O

( dalam milyar rupinlr )
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PENERIMAAN NEGARA, I97811979 - I979II98O

( dalan milyar rupiah )
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Dalam semester | - 1979i198O realisasi penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin
masing-masing adalah sebesar Rp 2.129,5 milyar dan Rp 1.641,9 milyar, sehingga selama
periode tersebut dapat dihimpun tabungan Pemerintah sebesar Rp 1.087,6 milyar. Bila di-
bandingkan dengan yang direncanakan dalam APBN 7979/7980 yaitu sebesar Rp 1.994,6
rnilyar, maka tabungan Pemerintah yang berhasil dihimpun selama semester I telah berjum-
lah sekitar 54,5 persen.

Sebagaimana digariskan dalam APBN 1979/1980, maka di samping tabungan
Pemerintah juga digunakan pula bantuan luar neleri untuk membiayai pembangunan yang
semakin meluas dan merata. Dalam semester I - 197911960 jumlah penerimaan pembangun-
an yang berasal dari dana bantuan luar negeri adalah sebesar Rp 670,0 milyar, yaitu terdiri
dari bantuan program dan bantuan proyek masing-masing sebesar Rp 26,2 milyar dan
Rp 643,8 milyar. Dengan demikian selama periode tersebut telah berhasil dihimpun dana
pembarrgunan sebesar Rp 1.757,6 milyar yaitu dari tabungan Pemerintah dan penerimaan
pembangunan. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan Departemen dan Lembaga
sebesar Rp 481,2 milyar dan pembangunan daerah sebesar Rp 228,2 milyar. Dalam pada
itu pembiayaan untuk subsidi pupuk dan penyertaan modal Pemerintah dan lain{ain adalah
sebesar Rp 131,9 milyar, sedangkan pengeluaran pembangunan dalam bentuk bantuan
proyek adalah sebesar Rp 643,8 milyar.

7.2.2, Penerimaan dalam negeri

Sebagaimana telah digariskan dalam APBN 197911980, maka kebijaksanaan penerima-
an dalam negeri di samping diarahkan untuk memupuk dana bagi pembangunan dan pem-
biayaan rutin yang semakin meningkat, sekaligus juga diarahkan untuk mewujudkan pem-
bagian beban pajak sena pembagian penghasilan yang lebih merata, mendorong pembangun-
an, mengarahkan penggunaan sumber*umber ekonomi dan pemanfaatan sumber*umber
alam. Di lain pihak perlu juga diciptakan suesena yang semakin baik untuk menumbuhkan
partisipasi aktif segenap lapisan maryarakat, baik dalam memikul beban pembangunan
maupun dalam pertanggungan jawab pelaksanaan pembangunan.

Dalam pada itu usaha peningkatan penerimaan dalam negeri perlu disenai dengan
peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat wajib pajak, pengawasan dan
penertiban ap:ratur perpajakan, penegakan disiplin dan kepatuhan wajib pajak serta
pembinaan iklim perpajakan yang sehat dan dinamis.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka kebijaksanaan perpajakan perlu lebih
disempurnakan agar kegiatan ekonomi dapat lebih berkernbang dan kemampuan untuk
membiayai pembangunan dari sumber dalam negeri dapat ditingkatkan. Dalam hubungan
ini telah dilakukan berbagai kebijaksanaan di bidang perpajakan, antara lain berupa
penurunan tarif pajak perseroen, keringanan serta p€nyempurnaan tarif pajak penjualan,

+
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cukai tembakau, bea masuk dan pajak penjualan impor yaitu dalam rangka menciptakan
iklim yang lebih baik bagi gairah usaha dan perrumbuhan industri serta pemakaian barang-
barang hasil dalam negeri. Dalam padlr itu terus diusahakan pula peningkatan kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak yang diikuti dengan peningkatan disiplin dan efisiensi
kerja aparatur perpajakan.

Dalam semester | - 797911980, realisasi penerimaan dalam negeri adalah sebesar
Rp 2.729,5 milyar yang berarti meningkat sebesar Rp 839,8 milyar ata:u 44,4 persen bila
dibandingkan dengan realisasi dalam semester | - lg78llg79. selama periode tersebut
realisasi penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan pajak
masing-masing adalah sebesar Rp 2.053,7 milyar, Rp 615,4 milyar dan Rp 60,4 milyar.
Bila dibandingkan dengan realisasi semesrer I - lgTsllgTg, maka penerimaan pajak langsung
dan pajak tidak langsung semester | - lg79/l990 meningkat masing-masing sebesar 54,2
persen dan 29,9 persen.

Di luar minyak, penerimaan dalam negeri untuk periode yang sama telah meningkat
sebesar Rp 2O2,3 mtlyar ̂ t^t 24,1 persen, sedangkan penerimaan pajak perseroan minyak
telah meningkat sebesar Rp 637,5 milyar atau 60,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi
dalam semester | - 197811979. Dalam pelaksanaannya, perkembangan penerimaan pajak
langsung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya
sena kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang pajak langsung pada khususnya. Dalam rangka
meningkatkan penerimaan pajak langsung di luar minyak, rnaka teru$ diusahakan peningkat-
an kesadaran masyaral<et dalam membayar pajak dan cara kerja yang lebih intensif dari
seluruh aparatur perpajakan, Secara terperinci perkembangan penerimaan pajak langsung
dapat diikuti dalam Tabel VII. 2.

Realisasi pajak pendapatan dalam semester | - l979llg$O adalah sebesar Rp 66,3
milyar yang berarti meningkat sebesar Rp 16,0 milyar eteu 31,8 persen bila dibandingkan
dengan realisasi pajak pendapatan dalam semester | - t978119i9. Dalam rangka meringan-
kan beban pajak, maka Pemerintah secara benahap telah melaksanakan kebijaksanaan
penurunan tarif pajak dan penyezuaian batas pendapatan bebas pajak. Untuk tahun 1929
batas pendapatan bebas pajak (BPBP) unruk wajib pajak dengan isteri dan tiga anak
tanggungen telah dinaikkan dari Rp 528.000,- dalam tahun 1978 menjadi Rp 582.000,-.

untuk meningkatkan investasi dan produksi yang sengat diperlukan dalam mewujud-
kan tingkat pemrmbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diperlukan suatu iklim perpajakan
yang semakin baik' antara lain melalui fasiliras perpajakan dan pengaturan beban pajak
serta peningkatan disiplin, kepatuhan dan kewajaran para wajib pajak. Dalam hubungen
ini maka melalui kebijaksanaan pcrpajakan bulan Maret 1979, yaitu di samping usaha
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PENERIMAAITI DALAM NEGERI, I97EII979 _ 197911980
( dalam milyar rupioh )
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penurunan dan pemerataan beban pajak, Pemerintah juga telah berusaha agar badan-badan

usaha dapat lebih terbuka dan memberikan laporan keuangan yang menggambalkan keadaan
keuangan yang sebenamya. Dengan demikian peranan ekuntan publik dalam mendorong
badan usaha agar lebih terbuka dan memberikan laporan keuangan yang benar akan lebih

ditingkatkan. Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, maka bagi perusahaan yang terbuka
dan menyampaikan laporan kzuangan berdasarkan pemeriksaan akuntan publik telah
diberikan pula fasilitas perpajakan dalam bentuk keringanan pajak perseroan dan pemutih-
an atas pajilkTajak yang lalu.

Sebagaimana halnya dengan pajak pendapatan, maka realisasi penerimaan pajak per-
seroan dalam scmester | - l979ll98o telah pula mengalami peningkatan jika dibandingkan
dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, realisasi pajak per-
seroan dalam sem€ster | - 7979/1980 ridalah sebesar Rp 110,2 milyar yang berarti me-
ningkat sebesar Rp 35,6 milyar atau 47,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi se-
mester I - 797811979.

Selema semester | - l979ll980 rcali<ssi p€nerimaan pajak perseroan minyak adalah se-
besar Rp 1.688,0 milyar yang berarti 50,5 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Bila
dibandingkan dengan penerimaan pxjak p€rseroan minyak dalam semester | - 1978/ 1979
jumlah tersebut menunjukkan sua peningkatan sebesax Rp 637,5 rnilyar 6tlu 60,7
persen. Meningkatnya penerimaan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan harga
ekspor minyak mentah Indonesia. Pada awal semester | - 797911980 harga ekspor minyak
mentah telah meningkat yaitu dari US $ f 3,90 menjadi US $ f 5,65 untuk setiap baffelnya.
Iebih l*njut harga ekspor minyak bemrrut-turur meningkat lagi yaitu pada awal bulan
Mei 1979, pertengahan bulan Juni dan Juli f979 menjadi US $ 16,15, US $ 18,25 dan
US $ 21,12 p€r barrel. Di samping disebabkan karana meningkatnya harga ekspor minyak
mentah, maka peningkatan penerimaan pajak perseroan minyak dalam semester I -

t9791I98O disebabkan juga karena adanya perubahan kurs sejak 15 Nopember 1978.

Penerimaan MPO dalarn APBN 1979i19E0 direncanakan sebesar Rp 289,9 milyrt.
Dalam pelaksanaannya, penerimaan MPO selama s€mester I - l979ll980 adalah sebesar
Rp 128,2 milyo yang bererti suatu kenaikan sebeser Rp 25,3 milyar atau 24,6 persen

bila dibandingkan dengan reelisasi dalam periode yang sama tahun sebelumnya,

Dalam rangka memberikan kesempatan bersaing secara wajat kepada perusahaan-
perusahaan dalam negeri yeng mengikuti tender internasional, sefta mendorong produksi

dalam negeri den ekspor, maka dalam bulan Nopember 1978 telah diambil serangkaian ke-
bijaksanaan di:bidang MPO, bea rna,$k dan pajak penjualan impor. Berdasarkan kebijak-
senae.n t€rs€but antara lain telah diberikan pembebasan MPO impor (WAPU) terhadap bahan
baku atru bahan pcnolong, s€rta suku cadang/pelengkap yanB ccpat aus yang dipergunakan
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untuk pembuatan hasil industri yang dijud dalam rangka tender internssional dan atau di-
gunakan untuk produksi dalam negeri yang diekspor.

Realisasi penerimaan iuran pembangunan daerah (Ipeda) dalam sem€$er I - lg7gllg$O
adaleh sebeser Rp 34,6 milyar, hal ini berarti 54,0 persen dari yang dialggarkan dahm
tehun 1979/1980. Sehubungan dengan itu ma.ka berbagai kebijaksanean dan usaha yang
telah dilskukm dalam tahun-tahun sebelumnya yaitu antara lain interrsifikasi di bideng
pemunguten, perbaikan adminisrasi dan peningkatan kesadaran marya.rakat untuk mem-
bayar lpeda terus ditingkatkan. Penerimaan Ipede bersamarama dengan dana bentuan
pernbangunan dari Pemerintah Pusat langsung digunakan untuk menunjang pembangun'an
daerah,

Penerimaan deri lain-lain pajak langsung yang ddam tahtn L97911980 direncanaken
Rp 41,5 milyar, dalam s€mester | - L979ll98O realisasinya telah mencapai sebesar Rp 26,4
milyar, hal ini berarti 63,6 persen dari jurnlah yang dianggarkan. Apabila dibandingkan
dengan realisasi semester I - 797811979, penerimaan tersebut menunjukkan suatu peningkat-
an sebesar Rp 10,1 milya.r atau 62,0 persen.

Semsntara itu penerimaan pajak tidak langsung selama semester | - l979ll9$O aAtlzh
sebesar Rp 615,4 milyar, Jumlah tersebut menunjukkan 53,0 persen dari jumlah yang
direncanakan dalam APBN 1979lf 98O dan29,9 persen lebih besar bita dibandingkan dengan
rcelisasi semester | - 197811979. Selama periode tersebut, penerimaan pejak elapor dan
cukai tampak lebih menonjol bila dibandingkan dengan jenisjenis pajak tidak langsung
lainnva.

Di samping kebijaksanaan untuk meningkatken penerimaan pajak, kebijaksanaan pajak
tidak langsung diarahkan juga untuk mgldorolg 9\3gr_4aq prqdukli dalam negcri, memper-
lu-e€Jcsr.DpataD-te{ia.-dauremb.entu pemerataan-pe{qba:lrgEqar_r. Sehubungan d-ngan itu,
maka dalem tahun 197911980 telah diambil serangkaian kebijaksanaen antara lain berupa
peninjauan dan penyesueian kembali tarif pajak penjualan, cukei, bea masuk dan pajark
penjudan impor. Kebijaksanaan tersebut dimaksudkan antara lain untuk memberikan

sudah dapat dan
n9gglr- -mqluliglg rsahe !,e-mqr-atl4r-r, PlndaPata[dan- peperet4,q4 hasil-hasil pembengunon,

Secara terperinci, realisasi penerimaan pajak tidak langsung selama semester I -
l979ll98o dapat dilihat dalsm Tab€l VII.4,

- R.alisasi penerimaan pajak penjualan dalam semester | - l979tl980 adaleh s€besar
rP Rp 89,5 milyar yaqg berarti sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi semes-

ter | - 1978/1979. Hal ini, antara lain disebabkan karena pengaruh penurunan tarif pajak
penjualan terhadap beberapa jcnis barang tenentu dan jasa.

Penurunan tarif pajak penjualan yang telah dilalaanaken sejak bulan April 1979,
entara lain dimaksudkan untuk lebih mendorong pertumbuhan industi dan pemakaien
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barang-barang hasil dalam negeri, mendorong ekryor rrta meningkatkan kemampuan para
pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, Berdasatkan kebijaksanaan tersebut tarif pajak
penjualan untuk jenis barangiarang tertentl entara i.io kayu gelondongan, tepung sagu
hdus, teh, gula pasir, rcmpah-rempah unnrk wangi-wangrlr\ gula kelapa dan kopi biji
mentah telah diturunken dari 10 atau 5 persen menjadi 5 persen, 2,5 persen, 1 persen dan
0 persen. Dalam pada itu tarif pajak penjualrn jasajuga tclah diturunkan yaitu dari 5 persen

menjadi 2,5 perscn dan o persen.

Sejalan dengan usahe peningkatan penerimaan pajak pada umumnya, maka penerimaan
bea masuk dan pajak penjualan impor juga terus diusahakan peningkatannya yeitu melelui
peningkatan kewaspadaan serta disiplin aparat pabean dalam tugasnya mencegah dan mem-
beranas penyelundupan serta menjamin lancarnya arus dokumen impor.

Sehubungan dengan kebijeksanaan 15 Nopember 1978, antara lain telah dikeluarkan
ketentuan tentang pembebasan sebagian bea masuk dan pajak penjualan impor atls
pemasukan lebih kurang 5.00O jenis bahan baku atau bahan penolong. Pada bulan
September 1979 telah pula dilakukan penurunan bee masuk dan pajak penjualan impor atas
pemasukan bahan baku dan barangiarang tertentu. Kebijaksanaan tersebut dimaksudkan
untuk menunjang dan rnerangsang penumbuhan industri dalam negeri dan ekspor serta
memperkuat daya salng terhadap impor barang-barang yang sejenis. Sejalan dengan itu pada
bulan April 1979 jlu4:a telah dikeluarkan peraturan tentang tarif spesifik atas beberapajenis
barang impor, dalam rangka memberikan proteksi bagi batangtarang konsumsi yang sudah
dapat diproduksi dalam negeri.

Penerimaan bea mazuk dan pajak penjualan impor dalam semester | - 1979/1980
mxing-mesing adalah sebesar 'Rp 159,4 milyar dan Rp 67,8 milyar atau berarti 56,8 persen
dan 60,1 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Bila dibandingkan dengan semester I -

tahun 1978/1979, maka penerimaan bea masuk dan pajak penjualan impor masing-masing
telah meningkat sebesar Rp 13,5 milyar dan Rp 5,1 milyar atau 9,3 persen dan 8,1 persen.

Penerirnaan cukai selama s€mester | - l979ll980 adalah sebesar Rp 137,6 milyar yang
berarti 46,1 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Bila dibandingkan dengan semes-
ter I tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 112,4 milyar maka penerimaan tersebut telah
menunjukkan suatu peningkatan sebesar Rp 25,2 milyar atau 22,4 persen.

Sementara itu, untuk lebih meringankan beban cukai serta memberikan perlindungan
dan kelestarian perkembengan penrsahaan hasil tembakau yang bermodal lemah, inaka
Pemerintah pada bulan Mztet 1979 telah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan antara lein
berupa pembebasen se[rgrm cukai hesil tembakau. Dalam pada itu, juga diusahakan agar
secara. bertahap harga jual eceren rokok hasil tembakau dapet serasi dengan harga pita
cukainya.

1

t
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Dalam semester | ' l979llg$o realisasi penerimaan pajak elispor adalah sebesar
Rp 152'4 milyar. Bila dibandingkan dengan penerimean s€mester I tahun sebelumnya,
maka jumlah tersebut menunjukkan suatu kenaikan sebesar Rp 99,4 milyar atgo lg7,S
persen. Meningkatnya penerimaan ters€but, antera lein disebabkan karena adanya kenaikan
nilai ekspor dari bebcrapa komoditi tenentu yaitu kayu, kopi dan timah. Di samping itu
peningkatan penerimaan pajak ekspor tersebut juga disebabkan karena bertambahnya .t .po,
sebagai akibat kebijaksanaan 15 Nopember l9?8.

sementare itu dalam rangka lebih meningkatkan peremajaan, rehabilitasi dan perluasan
tanaman' maka telah diambil kebijaksanaan berupa pungutan pajak ekspor ambahan bagi
komoditi ekspor tertentu yang mempunyai prospek pemasaran yang baik di lua.r negeri,
yaitu antara lain kopi, teh hitam dan minyak kelapa sawit. Dalam pada itu untut llbih
menunjang peningkatan pengolahan kayu gergajian di dalam negeri dan guna memenuhi
kebutuhan dalam negeri serta peningkatan penerimaan negara, pada buran ieptanber 1979
tarif pajak ekspor kayu gergajian telah dinaikkan dari 0 persen menjadi 5 persen.

Penerimaan lain{ain pajak tidak langsung yang terdiri dari penerirnaan bea metera_,
bea lelang dan pajak' tidak langsung lainnya, dalam semesrer l - rg?g,1,glo adalah sebesar
Rp 8,7 milyar atau 48,3 persen dari yang direncanakan daram APBN. Bila dibandingkan
dengan realisasi semester I tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sebesar Rp r,z iryar
atau 24,3 persen.

Penerimaan bukan pajak antara lain terdiri dari penerimaan jasa, has penjualan barang,
dendadenda dan lainnya' Daram realisasinya, penerimaan bukan pajak *lr"n" ,.n,"*.. i-
1979/1980 adalah sebesar Rp 60,4 milyar atau 36,1 persen dari yang direncanakan daran
APBN. Berbagai kebijaksanaan dan usaha yang telah dilaksanakan dalam tahun-tahun
sebelumnya terus dilanjutkan dalam tahun rgzgflggo yaitu berupa penertiban dan inten-
sifikasi penerimaan yang d akukan oleh Departemen/Lembagalembaga non Departernen.

_ 
Scbagai akibat pengaruh perkembangan ekonomi pada umumnya serta berbagai. ke-

bijaksanaan Pemerintah di sektor perdagangan, .ekspor, impor dan sektor minyakl tehh
menyebabkan penerimaan daram negeri meningkat sebesar 44,4 persen, yaitu dari Rp 1.gg9,Z
milyar dalam seme$er | - rg7 a/r979 menjadi Rp 2.729,s milyar daram semester | -
l979ll98o' Dalam hubungan ini penerimaan pajak dari sektor usaha/perdagangan dan
sektor minyak telah meningkat masingrnasing seLesar 22,9 persen dan 60,i p".io.-s.a"ng-
kan sektor impor meningkat dengan g,9 persen.

Secara terperinci, perkembangan penerimaan dalam negeri dapat dilihat daram
Tabel VIL 5.

7.2.3. Penerimaan pembengunan

Pembangunan yang semakin benambah luas dan bertambah jauh jangkauannya,
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T e b e l  V t l  5

PERKEMBANGAN PENERIMAAN DALAM NEGERI MENURUT SEKMR.

SEMESTER I r97Atr979 - r979t7980
( drlam milyar rupidr )

Sektoif enis prenedmaan
rytall979 1979 ngAO

S€rnertcr I Scnester I l)

Kensiksn

( % )

h

I

L Sektor ucaho/perdagangan

a. Pajak pendapatan

b. Pajak perseroan

c .  M P O

d  C u k a i

e. Pajak penjuatan

f .  l p e d a

g. I.ain-llin

Il. Sektor impor

& Bea masuk

b. Paja} penjualan irnpor

Sektor ekryor

Pajak ekspor

Scktor Dinyak

Pajak perseroan minyak

Pcnerimaan bulln pajok

4894

5 0,3

7 4,6

1o2,9

t12,4

92,4

3 3 , 1

23,1

208,6

745,9

62,7

601,5

66,'

1r0,2

128,2

tJ7,6

89,5

34,6

t ) r r

227,2

159,4

67,8

r52l

152,+

1.688,O

1,688,0

6O,4

22,9

31,8

47,7

24,6

22,4

- ,,6

4 <

50,6

8,9

9,3

8,1

53,0

5 3,0

t47,5

187,5

607

60,7

- 31,5

w. 1.050,5

1.O50,5

aa,2

J u m l a h L8A9,7 2.729,5 44,4iE

I) Ajgta reE€Dtar-i



memerlukan sumber-sumber dana yang semakin besar. Dana pembangunan yang terutame

bersumber deri dalam negeri terus meningkat, nimun jumlah yeng sedemikian besarnya

masih belum dapat mencukupi tuntutan kebutuhan pembangunan yang sedang dilaksana-

kan. Karena itulah maka sebagaimana telah ditetapkan dalam APBN 19791t98o, penerimaan

pembangunan yang berasal dari dana bantuan luar negeri masih diperlukan sebagai pe-

lengkap dalam rangka menghimpun dana pembangunan yang semakin besar jumlahnya' '

Dalam s€mester | - lgTg tlgS} realisasi penerimaan pembangunan mencapai jumlah

sebesar Rp 67O,0 ml|ytr, ytng terdiri dari penerimaan bantuan proyek dan bantuan Program
masing-masing sebesar Rp 643,8 milyar dan Rp 26,2 milyar. sementara itu tabungan Pe-

merintah selama periode tersebut adalah sebesar Rp 1.087,6 milyar, sehingga jumlah dana

pembangunaq yang telah dapat dihimpun adalah sebesar Rp 1.757,6 milyar' Dari jumlah

fersebut sebagian besar yaitu 61,9 persen adalah berasal dari tabungan Pemerintah, sedang-

kan sisanya yaitu 3 8,1 persen berasal dari dana bantuan luar negeri.

7.2.4. Pengeluaran rutin

Sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan da.lam REPELITA III yang dilandaskan

pada Trilogi Pembangunur yang lebih menekankan pada segi pemerataan, maka kebijak'

sanaan pengeluaran rutin tahun 197917980 telah diatahkan untuk menunjang Pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan pe

rataan kesempatan kerja dan berusaha' Kebijt

bahan tenaga guru sekolah dasar Inpres dan se

Puskesmas sena melalui pelaksanaan pembelie

utamakan hasil produksi dalam negeri dari perusehaan golongan ekonomi lemah dan

perusahaan setemPat.

Di samping itu sebagai kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA II, maka kebijaksa-

naan pengeluaran rutin tahun l979ll98o tetap diarahkan untuk pemupukan tabungan Peme-

iintah serta penambahan jumlah dan mutu pelayanan Pemerintah. Peningkotan tabungan

Pemerintah dimungkinkan oleh penghematur pengelualan rutin dsn kenaikan penerimaan

dalam negeri. Sehubungan dengan itu terhadap pengeluaran rutin diadakan pengarahan

secara selektif sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan dalam Daftar lsien Kegiatan

(DIK). Sedangkan usaha menambah jumlah dan mutu pelayanur Pemerintah dalam tahun

1979/1980, antara lain tercermin dari penyempumaan sBuktuf orgenisasi Departemen/

lembaga serta peningkatan pembinaan dan penertiban aParatur negera.

Realisasi pengeluaran rutin dalam sem€$er | - ln9lL980 mencapai jumlah sebesar

Rp 1.641,9 milyar, yang berarti menunjukkan peningkatan rbesar Rp 574,8 milyar atau

53,9 persen bila dibandingkan dengan rcdisasi semesref | - 197811979. Jumlah realisasi

pengeluaran rutin tersebut terdiri dari rcalisasi belanja pelawai sebesar Rp 631'8 milyar'

rl
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perubahan kurs setelah berlakunya kebijaksanaan 15 Nopembcr 1978. Sedangkan kenaikan
pembayaran hutang dalam negeri disebabkan karena adanya pembayaran tunggakan hutang
Pemerinuh yang harus diselesaikan ddam tahun angaran 197911980,

Sementara itu dalam rangka menunjang usaha pembangunan dengan tetap memper-
tahankan stabilisasi, maka Pemerintoh telah menyediakan berbagai macam srbsidi antarr.
lain zubsidi pangan dan. srbsidi bahur bakar minyak yang ditampung dalam lain-lain pe-
ngeluaran rutin. Jumlah realisasi laintain pengeluaran rutin dalam semester | - l979ll980
adalah sebesar Rp 259,1 milyar atau 83,8 persen dari anggarannya dalam APBN 197911980,
yang terdiri dari subsidi pangan sebesar Rp 39,8 milyar, subsidi bahao bakar minyak sebesar
Rp 213,3 milyar dan pengeluaran rutin lainnya sebesar Rp 6,0 milyar.

7,2.5. Tebungan Pemerinah

Peningkatan penerimaan ddam negeri merupakan syarat mutlak terciptanya tabungan
Pemerintah. Walaupun demikian, persyaxatan ini belunrlah rnencukupi apabila tidak di-
sertai dengan penghematan dan pengarahan yang dilakukan melalui pengendalian atas
pengeluaran rutin. Usaha intensifikasi p€mungutan pajak, perluasan jumlah wajib pajak
serta penertiban pelaksanaan peraturan dan administrasi pajak yang disenai dengan peng-
hematan dan pengarahan di bidang pengeluarur rutin secara terus-menerus, diharapkan
akan dapat meningkatkan jumlah tabungan Pemerintah. Dengan semakin meningkatnya
tabungan Pemerintalr tersebut, maka peranan tabungan Pemerintah menjadi semakin besar
dalam membiayai pembangunan nasional.

Dalam seme$er | - l979ll980 tabungan Pemerintah yang merupakan selisih entara
penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, mencapai jumlah sebesar Rp 1,087,6
milyar yang berarti telah meningkat sebesar Rp 265,0 milyar atau 32,2 persen jika di
banclingkan dengan realisasi tabungan Pemerinah dalam semester I - 7978t1979.

7.2,6. Pengeluaran pembangunur

Dalam tahun anggaran 1979n98O sebagai tahun peftama pelaksanaan REPELITA lII,
diusahakao untuk lebih mempe(egas tujuan mencapai keadilan sosial melalui usaha pe-
merataan pembangunan yang telah dijabarkan dalam delapan jalur pemeraaen. Sehubungan
dengan itu, peleksanaen pengeluaran pembangunan tahutl979lL98O, antara lain ditujukan

l.untuk mencepai keserasian dan keselarasan dalam pernrmbuhan ekonomi nasional dan daerah,
rn lapangan kerja. Di samping itu, pengeluaf,a$
neningkatlan pemenuhan kebuohan pokok
patan, meningkatlan kemampuan yang lebih
ra koperasi, rnemperluas fasilitas perumahan,

pendidikan dan kesehatan sefta untuk menanggulangi berbagai masalah sosial lainnya.

!
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Dalam pada itu untuk memperlancar pembangunan berbagai proyek dan untuk mem-
perkeciVmehekan Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) pada akhir tahun anggaran, maka
sejak uhun 197911980 telah ditetapkan bahwa Daftar Isian Proyek (DIp) sekaligus menjadi
Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Sementara itu telah diambil pula kebijaksanaan yang
merghapuskan ketentuan penyediaan pembiayaan triwulanan sena memberikan wewenang-
wewenang tertentu bagi pimpinan proyek dantpimpinan Departemen untuk merevisi DIp.
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kemampuan golongan ekohomi lemah, maka
bagi pengusaha golongan ekonomi lemah tersebut teleh diberikan kesempatan untuk ikut
dalam pelaksanaan pembelian/pemborongm proyekaroyek Pemerintah.

Pengeluaran pembangunan berupa pembiayaan daram rupiah selama sem€ster I -
197917980 telah mencapai jumlah sebesar Rp 841,3 milyar, sedangkan realisasi bantuan
proyek mencapai jumlah sebesar Rp 643,8 milyar. Dengan demikian jumlah pengeluaran
pembangunan termasuk bantuan proyek dalam periode tersebut adalah sebesar Rp 1.4g5,1
milyar, atau telah mencapai 42,6 persen dari yang direncanakan, pengeluaran pembangunan
dalam rupiah sebesar Rp 841,3 milyar tersebut terdiri dari pembiaya.an Departemen/
Lembaga sebesar Rp 481,2 m.dytr, pembiayaan bagi daerah sebesar Rp Z2g,Z milyar dan
pembiayaan lain-lain sebesar Rp 131,9 milyar. perincian realisasi pengeluaran pembangun-
an selama semester | - 1979ll98D dapat dilihat pada Grafik VII. 5. dan Tabel VIL 8.

Pengeluaran pembangunan melalui Depanemen/kmbaga digunakan untuk mem-
biayai berbagai proyek pembangunen, yang peraksanaan dan pengelolaannya dilakukan
oleh masing-masing Depanemen/r,embaga. Realisasi pengeluaran pembangunan ini dalam
semester r ' l979ll98o adalah sebesar Rp 481,2 milyar yang berarti menunjukkan pe-
ningkatan sebesar 29,5 persen dibandingkan dengan semester | - lgTgllgTg.

Pernbiayaan untuk pembangunan daerah dalam semester | - rgTgtlggo telah men-
capai jumlah sebesar Rp 228 ], milyu atau sebesar 44,9 persen dari jumlah yang dianggarkan
dalam APBN.3ila dibandingkan dengan realisasi dalam semester | - r91gh979, jmlah
tersebut berarti meningkat rbesar Rp 47 ,4 m yar atat 26,2 persen. peningkatan pengeluar-
an pembangunan ini menunjukkan semakin besamya daya serap proyekproyek di daerah
dan semakin lancamya realisasi pembiayaan bantuan pembangunan. Dengal semakin me-
ningkatnya dana yang tersedia bagi pembangunan daerah, maka diharapkan secara bertahap
pelaksanaan pembangunan dapat lebih tersebar merata ke selumh daerah.

Pembiayaan pembangunan daerah dalam semesrer | - lgTgllgg} yang be{umlah
sebesar Rp 228,2 milyn tersebut, digunakan sebesar 4g,g persen untuk bantuan pem-
bangunan desa, kabupaten dan Dati L sedangkan sisanya yait' masing*nasing sebesar
22'0 persen, 9,0 persen dan sebesar 15p persen digunakan untuk pembangunan sekolah
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PENGELUARAN PEMBANGUNAN, 19781Ig79 - IgTg/Ig8O II

( dalam milyar rupiah )
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1.500 1.500
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dasar, bantuan penghijauan dan reboisasi serta pembangunan melalui dana Ipeda dan lain-
lain.

Realisasi bantuan pembangunan desa dalam seme$er | - 1979/l9g} adalah sebesar
Rp 24,0 milyar, yang berarti meningkat sebesar Rp 8,9 milyar atar SB,9 persen dari re.
alisasi semester r - 197811979. sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhen dana
bagi pembangunan desa, maka dalam tahlrn 197911980 bantuan tersebut unruk tiap desa
telah ditingkatkan dari sebesar Rp 35O.OOO,- menjadi sebesar Rp 450.000,-.

Dalam semester I - 197911980, rcalisasi bantuan pembangunan kabupaten mencapai
jumlah sebesar Rp 36,7 milyar, yarrg berarti meningkat sebesar Rp 5,0 milyar jika di-
bandingkan dengan realisasi dalam semester | - lg78/lg79,Dalam hubungan ini pemerintah
telah memperbesar jumlah bantuan kabupaten yaitu dari sebesar Rp 450,- per jiwa dalam
tahun 1978/1979 menjadi sebesar Rp 550,- per jiwa dalam tahun l97g/lg$O, sedangkan
bantuan minimumnya ditingkatkan dari sebesar Rp 50 juta menjadi sebesar Rp 65 juta.
sementara itu bantuan kabupaten untuk daerah rimor Timur yang dalam tahun lgTgtlgTg
ditetapkan sebesar Rp 650 juta, telah ditingkatkan dalam tahun l97g/ lgBO menjadi se-
besar Rp 845,- juta.

Bantuan minimum pembangunan Dati t dalam tatrun 197911980 juga telah dinaikkan
yaitu dari sebesar Rp 2.000 juta menjadi sebesar Rp 2.500 juta untuk setiap Dati I. sejalan
dengan kebijaksanaan tersebut, maka realisasi bantuen pembangunan Dati t dalam semester
| - 197917980 menjadi sebesar Rp 50,7 milyar, yang t'"ratu 25,2 persen lebih besar dari
realisasi dalam semester I - 197811979.

Realisasi bantuan pembangunan sekolah dasar dalam semester I - 1979119g0 edetah
sebesar Rp 50,1 milyar. Bila dibandingkan dengan realisasi dalam semester | - lgT\hg?g,
maka jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 5,9 milyar.

Sebagaimana telah digariskan dalam APBN l97gltg8l}, maka bantuan pembangunan
sekolah dasar digunakan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah dasar baru, pe-
nambahan ruang kelas baru pada gedunggedung sekolah dasar yangada, dan pembangunan
pemmahan kepala sekolah/guru di daerah terpencil. Di samping itu digunakan pula untuk
perbaikan gedunggedung sekolah dasar negeri dan swasta rrta Madrasa} Ibtidaiyah. Dengan
bantuan pembangunan sekolah dasar terscbut diharapkan akan dapat mernperluas ke-
sempatan belajar bagi anak-anak yang sudah cukup usia sekolah terutama di daerah pedesaan
dan perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

Dalam pada itu untuk menunjang pembangunan puskesmas dan pembangunan rumah
dokter, bantuan obat-obatan, serta sarana kesehatan lainnya, dalam s€mester | - rgTg/lggo
telah diredisir jumlah bantuan pembangunan sarana kesehatan/puskesmas sebesar Rp 5,5
milyar, yang berarci sebesar Rp 1,4 milyar lebih besar dari realisasi semester | - lg7gAg79.

I
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Tabe l  V I I . 8

PEI.AKSANAAN APBN 197911980 SEMESTER I1}
( dalam milyar rupiah )

Jenic penerimaan
Realisasi

remest4r I Jenis pengduann
R€alira$i

8€Ee6tet I

I. PEN. DAI.AM NEGERI

.d Prjrk la.ngsung

1. Pajak pendapatan

2. Pajak persetoan

3. Paj*k peneroan minyak

4 . M P O

5 .  I P e d a

6. Lain - lain

B. P{ak tidak langrung

1. Pajak Penjualan

2. Pajak penjualan impor

3 ,  C u k a i

4. B€a rnagrk

5. Pajak ekspor

6. Lain - lain

C. Peneriuraan bukan pajak

II. PEN. PEMBANGTJNAN

1. Baltuan program

2. Banuan proyek

L729,1

2,O5t,7

66,3

tto,2
1.688,0

728,2

34,6

26,4

615,4

89,5

67,A

t17 ,6

159,4

152,4

8,7

60,4

362,5
1r8,7

22&2
24,O
36,7
,o:,

50, r

1o
20,6

2,O
3+,6

13 r ,9
77,9
88,3
25,7

643,8

IL

PENGELUARAN RUTIN I.&I.9
1. Belanja pegawai 631,8
2. Belanja barang 185,7

3. Subsidi daerah otonom t58.7
4. Bunga dan cicilan hutang 2M,6
5. Lain - lain 259,1

PENG. PEMBANGUNAN L4A5,I
A. Pemtiayssn Dcpsrtcmcn/ 481,2

kmbeg8
1. Departemen /Lcmbaga

2 Ddpartemen Hankam

B. Pembisyarn bagi d8€rab
1. Bantuan pemb. dcsa
2. Bantuan pemb. kabupaten

3. Bantuan pemb, Dati - I

4. lrian Jaya
5. Pembangunan S.D.

6. Pelayanan kesehatan/
Puskesmas

7. Pemb, prasarana jalan
'8, Bentuan pemb. pasar

9. Bantuan penghijauan

lO. Timor Timur
1 1 .  I p e d a

C' Pemtiayaan lain-lain

l. Subsidi pupuk

2. Penyertaan modal Pem.

3. Lain - lain

D, Bsntuan Proyek

670,O

6+3,8

J u m l s h

l) Ang*a sementara

x.t99,s l u m l a b i.t27,o
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Di samping itu bantuan pembangunan daerah yang berupa penghijauan dan reboisasi
dalam tahun L9791798O lebih ditingkatkan pula. Kenaikan Inpres bantuan penghijauan
dan reboisasi ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian tanah terutama di daerahdaerah
yang keadaan tanahnya telah kritis. Realisasi penghijauan dan reboisasi dalam semester
| - 197911980 adalah sebesar Rp 20,6 milyar.

Selain pengeluaran pembangunan untuk berbagai jenis proyek yang dikelola dan
diawasi oleh masing-masing Departemen/Lemb aga sErta pengeluaran pembangunan untuk
proyek-proyek Inpres dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan ke seluruh
daerah, maka terdapat pula pembiayaan pembangunan lainnya yang antara lain terdiri
dari penyertaan modal Pemerintah dan subsidi pupuk.

Realisasi pembiayaan pembangunan lainnya dalam semester I - 1979/1980 mencapai
jumlah rbesar Rp 131,9 milyar yang terdid dari penyeftaan rnodal Pemerintah sebesar
Rp 88,3 milyar, zubsidi pupuk sebesar Rp 17,9 milyar dan lain-lain pengeluaran pem-
bangunan sebesar Rp 25,7 milyar. Realisasi pengeluaren pembangunan untuk penyertaar
modal Pemerintah (sektor pengembangan dunia usaha), dalam trhtn 1979/7980 diantara-

'nya digunakan unflrk Perumnas, pengpmbangan pabrik obat, pabrik semen, dan lain-lair.
kegiatan dunia usaha. Sedangkan lainlain pengeluaran pembangunan disalurkan antara
lain untuk pembiayaan pembinaan dan pengembangan kop€rasi, peningkatan usaha
keluarga betencana, sen$s sefte untuk stock nasional garam.

Di samping pengeluaran pembangunan berupa pembiayaan rupiah, dalam semester
| - 797917980 telah direalisir pula bantuan proyek sebesar Rp 643,8 milyar atau 45,1
persen dari anggarumya. Dibandingkan dengan realisasi dalam semester l-797811979
jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp 229,3 milyrt atau meningkat sebesar 55,3
persen.

7.3, Rencana APBN f980/f981

Kebijaksanaan APBN sejak REPELITA I ditujukan bukan saja untuk menghilangkan

defisit anggaran, tetapi juga diarahkan untuk menyediakan dana pembangunan yang se-

makin besat untuk menggerakkan roda pembangunan. Sementara itu, pelaksanaan prinsip
anggaran berimbang dan dinamis yang telatr menunjukkan hasil yang positip dalam tahun'

tahun sebelumnya akan dilanjutkan dalam tahun angg:uan 798011981. Dengan prinsip

tersebut, maka jumlah arggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1980/1981 diren-
canakan berimb ang pad,a tingkat sebesar Rp10.556,9 milyar, yang berarti Rp 3.622,9

milyar atau 52,2 persen lebih besar dari yang direncanakan dalam APBN t9791198O.

Untuk mendukung pembangunan yang mencakup berbagai bidang yang semakh

meluas dan merata dibutuhkan dana yang semakin besar. Hal ini berarti membutuhkan

I

l
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PERBANDINGAN PENERIMAAN NEGARA DALAM APEN DAN REPELITA

7969/7970 - 7980/l9Al
( dalam milyar rupiah )

173
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)
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PERBANDINGAN PENGELUARAN NEGARA DALAM APBN DAN REPELITA

196917970 - l980ll9al

( ddam milysr nrpiah )
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$@lm tg|NlTL r911t72 $7A79 7OBl74 1514116 lS75lili 1576177 19?8/79 1879/80 198O/Er

(ATBN) (MPBN)

REPELITA I REPELITA II REPELITA trI
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usaha yang sungguh-zungguh, kerja keras sena pengabdian dari segenap aparat Pemerintah
dan panisipasi seluruh maryarakat, untuk menggerakkan dura investasi baik yang ber-
sumber dari tabungan Pemerintah maupun dari tabungan masyarakat dan penerimaan devisa.

Dalam tahun 1980/1981 direncanakan tabungan Pemerintah sebesar Rp 3.526,1 milyar
yaitu yang dihimpun dari selisih penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin masing-
masing sebesar Rp 9.055,3 milyar dan Rp 5.529,2 milyar. Bila dibandingkan dengan
tabungan Pernerintatr dalam APBN 7979/7980 yaitu sebesar Rp 1.994,6 milyar maka
dalam tahun 1980/1981 tabungan Pemerintah direncanakan meningkat sebesar Rp 1,531,5
milyar atau 76,8 persen.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang semakin besar, oleh karena
itu maka di samping tabungan Pemerintah, dalam tahun 7980/198L masih diperlukan
tambahan dana bantuan luar negeri. Dalam tahun 1980i 1981 direncanakan penerimaan
pernbangunan yang berasal dari dana bantuan luar negeri adalah sebesar Rp 1.501,6
milyar yaitu terdiri dari penerimaan bantuan proyek sebesar Rp 1.436,4 milyar dan Rp 65,2
milyar berupa penerimaan bannran program.

Dari jumlalr tabungan Pemerintah dan penerimaan pembangunan tersebut, direncana-
kan dalam tahun 1980/1981 akan dapat dihimpun dana pembangunan sebesar Rp 5.O27,7
milyar. Sejak permulaan REPELITA II sumber pembiayaan pembangunan tersebut telah
diarahkan unruk pembangunan proyekaroyek yang semakin luas menjangku pelaksanaan
asas pemerataan pembagian hasil-hasil pembangunan, Hal ini antara lain tercermin pada
proyekaroyek yang menyangkut langsung kepentingan rakyat banyak yaitu antara lain
pendidikan, kesehatan dal keluarga berencana.

Dalam tahun 1980i1981 direncanakan seluruh pengeluaran pembangunan sebesat
Rp 5.O27 ,7 milyar. Dari jumlah tersebut pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan
oleh Departemen lLembaga dan Hankam adalah sebesar Rp 2.133,5 milyar, bantuan dana
pembangunan kepada daerah sebesar Rp 8O2,3 mrlyar dan pengeluaran pembangunan

untuk penyertaan modal Pemerintah, zubsidi pupuk serta lainJain pengeluaran pembangun'

an yang dibiayai dengan rupiah sebesar Rp 655,5 milyar. Sedangkan sisanya sebesar

Rp 1.436,4 milyar adalah untuk pengeluaran pembangunan dalam bentuk bantuan Proyek.

7,3.1. Penerimaan dala$ negeri

Untuk menunjang pembangunan yang semakin luas, maka berbagai usaha untuk me-

ningkatkan penerimaan negara teruurna yang berzumber dari dalam negeri merupakan

salah satu pokok kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka menghimpun dana yang sangat

diperlukan bagi pembangunan itu sendiri. Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, kebijak-

sanaan penerimaan dalam negeri diarahkan untuk mendorong tabungan maryarakat dan

investasi yang produktif serta sasaran lainnya yaitu, menciptakan iklim perpajakan yang

.t
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Tabe l  V I I .  11

PERKEMBANGAN PENERIMAAN DALAM NEGERI

1969tr970 - 1980/198r

( dalam milyar rupiah )

Tahun anggaran Jumlah
Kenaikan

Jumlah Perscntase

REPELITA I

1969/r970
797 01r97 |

\; 797r/r972

1972/1973
r97 311974

REPELITA II :

,,, 197+/r975
197 5 /797 6

t97 6/1977

7977 /7978

7978/7979

REPELITA III :

1979/1980 1)

I tssotlq€t zl

243 ,7
344,6

428,0

5 90,6

967,7

5.440,5

9 .05  5 ,3

r .7  5  3 ,7
2.24r,9
2.906,0
3 .5  35 ,+
4.266,1

+ 100,9

+  83 ,4

+ 162,6

+  377 ,7

+ 786,0

+ 488,2

+ 664,1

+ 629,4

+ 7 3O,7

+ 1,174,4

+ 3.614,8

+ 4I,4

+ 24,2 - :' .\t

+  38 ,0

+ 63 ,9

+ 81,2

+ 27 ,8
+ 29,6

+ 21,7 ..

+ 2O,7

+ 7 1  <

+ 66,+

I)  APBN

2} RAPBN
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PERBANDINGAN PENERIMAAN DALAM NEGERI DAN REPELITA
1969t1970 - 1980/1981
( dehm milyar ruphh )
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PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1969II97O - 1980/1981
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baik untuk memantapkan kestabilan ekonomi, memperbaiki pemeretaan pen-
serta membantu pemanfaatan sumber alam. Dengan demikian, nampak jelasdapatan

bahwa

sanaan

dengan berlandaskan Trilogi Pembangunan yang telah digariskan, maka kebijak-
di bidang penerimaan negara pada umumnya dan kebijaksanaan perpajakan pada

khususnya bukan saja diarahkal untuk menghimpun dana yang sebesar-besarnya bagi
pembangunan, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi agar semakin berkembang.

Usaha untuk meningketkan penerimaan dalam negeri, tabungan masyarakat dan in-
vestasi yang produktif ditempuh melalui berbagai kebijaksanaan seperti meletakkan landas-
an berusaha yang menggairahkan produksi dan pemasaran barangiarang hasil dalam negeri.
Sejalan dengan itu juga diusatrakan peningkatan kesadaran membayar pajak, penyempurna-
an efisiensi kerja daripada petugas yang mengelola penerimaan negara, penyesuaian tarif
pajak dan kebijaksanaan lain yang menunjang perkembangan perekonomian pada umumnya
serta penerimaan negara pada khususnya.

Dalam pada itu usaha untuk menciprakan iklim perpajakan yang semakin baik untuk
mendorong kegiatan usaha yang produktif dan perluasan kesemparan kerja antara lain
ditempuh melalui pemberian rangsangan penan: nan modal dan fasilitas bebas pajak ter-
utama terhadap proyek-proyek yang diprioritaskan dan yang menyerap banyak tenaga
kerja. Demikian pula bagi pemilik modal sedang dan kecil juga telal diberikan perangsang
berupa pembebasan pajak atas bunga dari deposito berjangka, Tabanas dan Taska. Kepada
masyarakat juga telah diberikan kesempatan untuk memasuki pasar modal dengan diberi
fasilitas diantaranya berupa pembebasan dari pengusutan atas asal-uzul modal sampai
jumlah Rp 10 juta. Sejalan dengan itu beban pajak secara bertahap juga telah diperingan
melalui penurunan tarif pajak pendapatan dan penyesuaian batas pendapatan bebas pajak
serta penurunan tarif pajakaajak lainnya yaitu anrara lain pajak perseroan, pajak kekayaan,
pajak penjualan, cukai, bea masr.rk dan sebagainya.

Kesadaran pajak segenap anggora masyarakat dan disiplin serta mutu aparatur peneri-
maan negara perlu terus ditingkatkan agar pemunguran pajak dapat berjalan efektif dan
tertib sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hubungan ini telah dilakukan
pokok-pokok kebijaksanaan di bidang perpajakan yaitu antara lain berupa pengawasan
yang ketat terhadap pembayaran masa pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan
dan sebegainya serta peningkatan mutu di bidang penetapan rampung dan penetapan jabat-
an, Sementara itu tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan
barang-barang impor dan rokok polos tanpa pita cukai juga terus semakin dimantapkan.

Di lain pihak pa.rtisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan yang wajar dan
melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak juga sangat diperlukan demi keberhasilan
dan lancarnya pemungutan pajak. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang disertai

I
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dengan disiplin kerja dari paxa petugas pajak, maka diharapkan penerirnaan pajak akan

dapat terus meningkat.

Dalam pada itu sejalan dengan usaha untuk meningkatkan asas keadilan dan lebih

meratakan hasil-hasil pembangunan maka penerimaan pajak langsung secara bertahap terus

diusahakan peningkatannya. Bersamaan dengan kebijaksanaan ersebut, penerimaan pajak

tidak langsrng di samping diusahakan terus meningkat, diarahkan pula untuk menciptakan

iklirn yaig ,i.ndorong ferkembangan produksi, ekspor dan memelihara stabilitas harga'

Dengan berbagai kebijaksanaan tersebut maka penerimaan dalam negeri telah diusaha'

kan naik setiap tahunnya' Kalau pada awal REPELITA I penerimaan dalam negeri baru

mencapai jo*irh ,"b"rr Rp 243,7 milyar, maka pada akhir REPELITA I yaitu tahun

]973tlg7+ tetah menjadi Rp 967,7 mtlyar.Dalam tahun pertama dan kelima REPELITA II'

penerimaan tersebut telah meningkat lagi menjadi sebesar Rp l'753'7 nllyar dan Rp4'266'1

milyar.Selamaperiodelg6g/1970-|g73/Ig7+d,an1974||975_|978||979,penerimaan
dalam negeri telah menunjukkan $latu peningkatan setiap talunnya dengan rata-rata se-

kitar 41,2 persen dan 24,9 Persen.

DalamtahunlgS0/ lgSlPenerimaandalamnegeridirencanakansebesarRp9.055,3
milyar yang terdiri dari pajak langzung sebesar Rp 7 '429,7 milyat, pajak tidak langsung

Rp t.+iz,s'milyar d"r, penerimaanlukan pajak sebesar Rp 172,8 mrtyar ' Bila dibandingkan

d.ngan yang diiencanakan dalam tahun 197911980, penerimaan tersebut meningkat sebesar

Rp 3.614,8 milyar atau 66,4 persen' Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan pajak

langzung sebesar Rp 3.316,6 milyar, pajak tidak langzung sebesar Rp 292'7 mtlyat dm

p.,i..i.** bukan pajak sebesar Rp 5,5 milyar. Di luar minyak, penerimaan dalam negeri

iirencanakan sebesar Rp 2.625,2 milyar yang berarti meningkat Rp 5 29'5 nriil ar atau

25,3 persen bila dibandingkan dengan yang direncanakan dalam tahun 1979/1980' Se-

mentara itu penerimaan pajak pers.roan minyak dan LNG direncanakan sebesar Rp 6'430'1

milyar, yang berafti me;ingka; sekitar 92,2 persen dari yang direncanakan dalam APBN

r9791L980.

7.3.1.1. Pajaklangsung

Dalam REPELITA III yang merupakan tahap ketiga dari proses pembangunan jangka

panjang, usaha pemerataan mendapat tekanan yang lebih menpnjol dengan tetaP mem-

i*i"ritt" urrrur-unro, Trilogi lainnya' oleh karena. itulah maka dalam REPELITA III

p"rrr.t"r"* ditempatkan p"di urut"o ptnama kemudian diikuti oleh pertumbuhan ekono-

mi dan stabilitas.

Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, maka arah daripada kebijaksanaan papk.lang-

,ong p"d" urnurnny" dan pajak langzung di luar minyak pada khususnya selain ditujukan
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Tabe l  V I I . 12

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK I.ANGSUNG I)

1969tr970 _ 1980/1981
( dalam milyar rupiah )

KenaikanTahun anggaran Jumtah
Jumlah Petrentase

REPELITA I

t969/r970

7970/r97r

r97U1972

1972n973

1973t797+

REPELITA II :

7974^975

197 5t197 6

r976/7977

1977 /1978

7978/1979

REPELITA III :

7979t7980 2l

1980/1981 3)

+3,2

52,9

68,5

103,3

160$

255,6

343,o

+27,2

562,6

687,6

768,3

999,6

9,7

15,6

34,8

57,1

22,5

29,5

50,8

s5,3

59,4

34,2

2+,3
31,7

22,2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

95,2

87,4

84,2

r35,4

r?sp

+ 80,7

+ 237,3

+ ll,7

+ 30,1

l )

2l
5 )

Di luar minyat
A P B N

R A P B N
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untuk meningkatkan penerimaan negaxa, juga ditujukan untuk menciptakan iklim perpajak-
an yang semakin baik bagi kegairahan dan perkembangan investasi yang produktif. Di
samping itu, pajak langsung juga berperan membantu ke arah terciptanya keadilan yang
merupakan asas yang penting dalam kehidupan bangsa dan pembangunan. Oleh karena
itulah maka secara benahap penerimaan pajak langsung terus diusahakan meningkat setiap
tahunnya.

Dalam tahun peftama REPELITA I penerimaan pajak langsung di luar minyak hanya
sebesar Rp 43,2 mtJyat, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 160,4 milyar dalam
tahun 197311974. Penerimaan tersebut meningkat lagi menjadi Rp 25 5,6 milyar dan
Rp 687,6 milyar, masing-masing delam tahw L97411975 dan 19781L979. Melihat hasil-
hasil yang telah dapat dicapai selama dua REPELITA t€rsebut maka direncanakan pe-

nerimaan pajak langsung di luar minyak tahun 1980/1981 adalah sebesar Rp 999,6 mtlyrr.
Bila dibandingkan dengan APBN L979/198O yaitu sebesar Rp 768,3 milyar maka hal ini
berarti bahwa pen€rimaan tersebut menunjukkan suatu peningkatan sebesar Rpr23l,3

milyar atau 30,1 persen.

Dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi dan sosial serta mendorong kesadar-
an masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka kebijaksanaan perpajakan perlu
terus menerus diarahkan kepada terciptanya iklim perpajakan yar,g adil dan wajar. Se-
hubungan dengan itu maka secara benahap Pemerintah telah menurunkan beban pajak
pendapatan dengan melalui ptningkatan batas pendapatan bebas pajak (BPBP) dan tarif pajak
pendapetan yang lebih ringan. Kalau ddam tahun 1969 BPBP untuk suatu keluaf,ga yang ter-
diri dui suami, istri dan tiga orang anak adalah sebesar Rp 60.000,- maka jumlah tersebut
telah dinaikkan menjadi Rp 300.000,- dalam tahun 1974. Selanjutnya untuk tahun 1979
batas tersebut dinaikkan lagi menjadi Rp 582.000,-. Dalam pada itu BPBP tahun 1980
untuk diri wajib pajak dan isteri telah dinaikkan yaitu masing-masing dari Rp 174.000,-
menjadi Rp 240.000,- sedangkan untuk setiap anak tanggungan dalam hal tidak lebih dari
lima orang telah dinaikkan BPBP nya yaitu dad Rp 78.000,- menjadi Rp 120.000,-. Dengan
demikian, BPBP untuk seorang wajib pajak dengan isteri dan tiga orang anak telah naik
sekitar 44,3 persen yaitu dari Rp 582.000,- dalam tahun 7979 menjadi Rp 840.000,- dalam
tahun 1980.

Sementara itu terhadap lapisan pendapatan sisa kena pajak (PSKP) tahun 1980 juga
telah dikenakan pajak yang lebih ringan bila dibandingkan dengan tahun 1979. Dalam
hubungan ini, tarif marginal teftinggi 50 persen untuk tahun 1979 zudah dikenakan pada
PSKP di atas Rp 9.600.000,- sedangkan rintuk tahun 1980 tarif marginal tertinggi rers€but
baru diterapkar pada PSKP di atas Rp 18.000.000,-. Di lain pihak, tarif marginal terendah
juga telah diturunkan dari 10 persen dalam tahun 1979 menjadi 5 persen dalam tahun
1980.

C
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Meskipun tarif pajak pendapatan secata bertahap semekin menurun' namun pene-

rimaan pajak pendapatan setiap tahunnya terus .menunjukkan suatu peningkatan yang

cukup berarti. Ini mencerminkan adanya peningkatan penghasilan masyarakat sebagar

akibat hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Realisasi penerimaan pajak pen-

dapatan tahun 1969/1970 adalah sebesar Rp 12'1 milyar, kemudian meningkat menjadi

sebesat Rp 34,4 milyar pada uhun 1973/1974. Dalam tahun 197411975 penerimaan

tersebut telah meningkat menjadi sebesar Rp 43,3 milyar dan meningkat lagi menjadi

Rp 122,2 milyat pada tahun 1978/1979. Ini bcrarti bahwa penerimaan pajak pendapatan

dalam kurun waktu lima tahun uhep pertama dan kedua pembangunan jangka panjang

telah menunjukkan suatu peningkatan dengan ratarata sekitar 29,8 persen dan 29,6 persen

setiap tahun. Dalam tahun 1980/1981 penerimaan pajak FendaPatan direncanakan se-

besar Rp 174,1 mily* yang berarti meningkat sebesa.r Rp 29,5 mllyar atau 20,4 Persen
bila dibandingkan dengan yang direncanakan dalam APBN 1979/7980.

Dalam pada itu kebijaksanaan di bidang pajak perseroan di samping bertujuan untuk
meningkatkan penerimaan, juga diarahkan untuk mendorong kegiatan usaha dan tabungan
masyarakat sena investasi yang produktif. Untuk mendorong investasi dan produksi dalam
rangka mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diperlukan suatu
iklim perpajakan yang semakin baik. Hal tersebut akan dapat dicapai melalui fasilitas per-
pajakan dan penga$ran beban pajak serta peningkatan disiplin, kepatuhan dan kewajaran
para wajib pajak. Sehubungan dengan kebijaksanaan tersebut berbagai fasilitas perpajakan
telah diberikan kepada para pemilik modal besar yaitu berupa pemberian masa bebas pajak
dan perangsang penanaman modal,

Dalam pada itu, secara benahap tarif umum pajak perseroan telah disesuaikan menjadi
semakin lebih ringan.Hal ini terutama dimaksudkan unflrk mendorong perkembangan
perusahaan nasional yang pada umurnnya mendapat laba yang relatif kecil. Berdasarkan
serangkaian kebijaksanaan yang telah ditetapkan Pemerintah pada bulan Maret 1979, maka
untuk tahun buku yang berakJrir sezudah tanggal 3o lrni L979 tarif umum pajak perseroan
telah diturunkan lagi. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, telah ditetapkan bahwa untuk
lapisan laba kena pajak (LKP) sampai sejumlah Rp 25 juta dikenakan tarif sebesar 20 persen
sedangkan untuk LKP berikutnya sampai sejumlah Rp 50 juta dikenakan tarif sebesar 30
persen dan lebih lanjut untuk LKP selebihnya dikenakan pajak perseroan sebesar 45 persen.
Sedangkan sebeiumnya berlaku tarif sebesar 2O persen untuk LKP sampai sejumlah Rp 10
juta dan LKP selebihnya dikenakan pajak perseroan sebesar 45 persen. Tarif yang lebih
ringan telah diberikan kepada badan koperasi dan badan usaha yang menggunakan jasa

akunran publik serta perseroan terbatas yang sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan
dalam tahun buku yang bersangkutan menjual 20 persen dari sahamnya melalui pasar modal,
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Lebih lanjut dalam rangka urendorong pengembangan dunia usaha pada umumnya

dan kegiatan penanamrn modal pada khuzusnya, Pemerintah secara selektif telah mem-

perpanjang berlakunya fasilitas pemutihan modal sampai dengan 31 Maret 1984 kepada

penanaman modal dalam negeri (PMDN) di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga

kerja dan ekspor, sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, berbagai fasilitas perpajakan

yang diberikan kepada bank swasta nasional yang melakukan penggabungan (merger)

juga telah diperpanjang lagi sampai dengan 31 Maret 1980. selain dari pada itu, Pemerintah

juga telah memberikan kesempatan badan-badan usaha unruk menerapkan sistem L{Fo

(Last In First Out) dalam penilaian persediaan barang dan perhitungan harga pokok penjual-

an barang guna pengen:urn pajak perseroan. Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk mcngu-

rangi kemungkinan yang merugikan sebagai akibat dari keadaan harga yang cenderung me-

ningkat dan dalam rangka menciptakan iklim yang dapat memberikan kelangsungan dan

pertumbuhan dunia usaha.

Pada umurnnya realisasi pajak perseroan sejak tahun pertama REPELITA I menunjuk-

kan peningkatan setiap tahunnya. Kalau pada tahun 1969/1970 penerimaan pajak perseroan

baru mencapai jumlah sebesar Rp 15,6 milyar, maka dalam tahun 197311974 telah me-

ningkat menjadi sebesar Rp 44,2 milyat. Lebih lanjut penerimaan tersebut meningkat lagi

menjadi sebesar Rp 91,2 milyar dan Rp 226,5 milyat dalam tahun 1974/1975 dan

lg78/1979. Peningkatan penerimaan pajak perseroan'yang paling menonjol terjadi dalam

tahun 197411975. Hal ini antara lain disebabkan kareDa berbagai langkahl-kebijaksanaan

yang tela} dirintis Pemerintah dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan perusaha-

an/industri dalam negeri serta adanya intensifikasi di bidang pemungutan pajak khususnya

terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah berakhir masa bebas pajaknya.

Melihat hasil-hasil kebijaksanaan di bidang pajak perseroan yang telah dirintis selama

dua REPELITA tersebut, maka dalam tahun 1980/1981 penerimaan pajak perseroan di-

rencanakan sebesar Rp 356,4 milyar. Bila dibandingkan dengan jumlah yang direncanakan

dalam APBN l979ll980 yang besarnya Rp 228,2 milyar maka penerimaan tersebut me-

nunjukkan suatu peningkatan sebesar Rp 128,2 milyar atau 56,2 persen.

Sejalan dengan perkembangan realisasi penerimaan pajak pendapatan dan pajak per-

seroan, maka sejak tahun awal REPELITA I yaitu tahun 1969/1970 penerimaan MPO juga

selalu meningkat setiap tahunnya. Kalau dalam tahw 1969/1970 penerirnaan MPO adalah

sebesar Rp 15,3 milyar, maka dalam tahun 1973/7974 telah meningkat menjadi sebesar

Rp 56,8 milyar. Lebih lanjut penerimaan tersebut meningkat l4gi menjadi Rp 83,3 milyar

dan Rp 232,5 milyar masing-masing dalam tahun 1974/1975 dan 1978/1979. Dalam tehun

1980/1981 penerimaan MPO direncanakan sebesar Rp 324,1 milyar yang berarti meningkat

sebesat Rp 34,2 milyar atau 11,8 persen bila dibandingkan dengan tahun 197911980.

Searah dengan perkembangan ekonomi pada umumnya sena perkembangan ekspor

dan impor pada khususnya, maka secara bertahap telsh dilakuken penyesuaian tarif wo.

a
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Tarif umum MPo di bidang Perdagangen eksporpada bulan }uli 797 4 telah dhaikkan yaitu

dari Rp 5,- menjadi Rp 8,- dan kemudian meningkat lagi pada bulan Juli 1976 menjadi

Rp 10,- per US $ 1. Sementara itu secara benahap tarif MPO ekspor kayu log juga telah

dinaikkan dati Rp 10,- per US $ 1 dalam bulan Juli 1973 menjadi Rp 15,- peda bulan Juli
1974 dn meningkat lagi berturut-turut menjedi Rp 20,- ddam bulan Juli 1976 dan Rp 25,'

dalam bulan lan.uali 7978. Dalam pada itu tsf,if MPO barang-barang impor dengan meng-

gunakan L/C secata keseluruhan telah dinaikkan dalam bulan Desember 197 6 da;ti Rp 24,'

menjadi Rp 38,- per US $ 1.

Dalam rangka memberikan kesempatan bersaing secara wajar kepada perusahaan-

perusahaan dalam negeri yang mengikuti tender intemasional untuk proyek-proyek yang

dibiayai burtuan luar negeri, serta dalam rangka mendorong produksi dalam negoi dan

ekspor, maka sejak bulan Nopember 1978 oleh Pemerintah telah pula diambil kebijaksanaan

di bidang MPO. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, di samping pembebasan bea mazuk

dan pajrk penjualan irnpor maka telah diberikan pula pembebasan MPO impor (WAPU)

terhadap bahan baku dan atau bahan penolong serta suku cadang/perlengkapan yang cePat

aus yang dipetgunakan untuk pembuatan hasil industri yang dijual dalam rangka tender

internasional dan atau digunakan untuk produksi dalam negeri yang diekspor,

Sementara itu, penerimaan iuran pembangunan daerah ( Ipeda ) yang dalam tahur-

79721197 3 baru mencapai jumlah sebesar Rp 15,2 milyar, dalam tlhun 797317974 telah

meningkat menjadi Rp 19,5 milyar. Lebih lanjut, dalam tahun 197411975 du 1978/1979

penerimaan lpeda telah meningkat lagi menjadi Rp 28p milyar dan Rp 63,1 milyar. Dalam

tahun 1980/1981 penerimaan Ipeda direncanakan sebesar Rp 78,9 milyar yang berarti

suatu peningkatan sebesar Rp 14,8 milyar ztztt 23,1persen bila dibandingkan dengan yang

direncanakan dalam APBN 1979/1 980.

Berbagai kebijaksanaan dan usaha untuk meningkatkan penerimaan lpeda agar benar-

benar terarah pada sxaran pembangunan daerah sebagaimana telah dirintis dalam tahun-

tahun sebelumnya, akan terus dilanjutkan ddam tahun 1980/1981, yaitu antara lain melalui
peningkatan dayaguna dan tepatguna sena penertiban di bidang administrasinya.

Di bidang pajak kekayaan, batas pengenaan pajak kekayaan yang dalam tahun 1969

ditentukan terhadap kekayaan bersih lebih dari Rp 4.000.000,- telah dinaikkan menjadi
lebih besar dari Rp 15.000.000,- dalam tehun 1974. Pajak kekayaan ini dimd<sudkan
sebagai pelengkap pajak pendapatan dalan menunjang pemerataan pendapatan masyarakat.

Semenara itu untuk mendorong dan menggairahkan tabungan masyarakat serta me-
rangsang tumbuhnya lembaga{embaga kzuangan yang mengeluarken surat-surat berharga,
telah pula diberikan kelonggaran-kelonggaran fiskal. Sehubungan dengan itu telah tidak
dilakukan penagihan baik terhadap pajak kekayaan maupun terhadap pajak atas bunga,
dividen dan royalty (PBDR) untuk deposito berjangka, Tabanas, Taske dan bunganye serta
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sertifikat bank. Demikian pula fasilitas perpajakan yang bersifat keringanan atas pengenaan
PBDR telah diberikan pula kepada bank srasta nasional yang melakukan merger serta bagi
penambahan modal saham badan usaha yang modalnya terbagi atas saham yang berasal
dari laba yang belum dibagikan.

Sebagaimana halnya dengan pajak pendapatan, pajak perseroan, MPO dan Ipeda,
maka lainlain pajak langsung yang meliputi pajak kekayaan, pajak atas bunga, dividen dan
royalty (PBDR) sena pajak langsung lainnya, juga senantiasa lebih diintensifkan pemungut-
annya. Dalam tahun 1980/1981 penerimaan lainJain pajak langzung direncanakal sebesar
Rp 66,f milyar yang berani adanya peningkatan sebesar Rp 24,6 milyar atau 59,3 persen
bila dibandingkan dengan penerimaan lainlain pajak langzung tahun 1979/1980.

7.3.1.2. Pajek tidak langsr.ng

Usaha Pemerintah dalam rangka mendorong kegiatan industri, pcrdagangan dan ekspor,
dilakukan juga metalui kebijaksanaan pajak tidak langzung. Dengan demikian walaupun
Pemerintah tetap berusaha meningkatkar peneriJnaan pajak, namun kebijaksanaan pajak.
tidak langsung juga diarahkan unruk menciprakan iklim yang mendorong perumbuhan
indusui dalam negeri dan ekspor, memelihara stabilitas harga serta perluasan kesempatan
kerja. Berbagai kebijaksanaan tersebut anr4ra lain ditempuh melalui pemberian proteksi
terhadap barang-barang tertentu yang dapat dan sudah cukup diproduksi di dalam negeri,
pembedaan tarif antara konsumsi barang mewah dan konsumsi barang esensial sena tarif
yang lebih ringan bagi usaha yang banyak menyerap tenaga kerja.

Perkembangan penerirnaan pajak tid4k langsung di luar minyak sejak awal REPir,:TA I
sampai dengan tahun 1979ll98o dapat dilihat dalam Tabel VII. 13. Tabel tersebut menun-
jukkan bahwa penerirnaan pajak tidak langzung di luar minyak telah meningkat dari
Rp 131,6 milyar dalam tahun 1969/1970 menjadi Rp 474,3 milyar dalam tahun 1974/L975
dan meningkat lagi menjadi Rp 1.078,4 milyar pada tahtn 1978/1929. Di dalam ApBN
7980/198I penerimaan pajak tidak langsung direncanakan sebesar Rp 1.452,8 milyar yang
berarti meningkat sebesar Rp 292,7 milyar atau 25,2 persen lebih besar dari APBN
7979t1980.

Sejak tahun pertama REPELITA I, berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah yaitu
di samping untuk meningkatkan penerimaan pajak penjualan antara lain juga untuk men-
dorong tumbuhnya industri dalam negeri dan menunjang usaha pemantapan stabilitas harga.
Sehubungan dengan itu dalam tahun 1971 antara lain telah dilakukan pgnurunan tarif
pajak penjualan terhadap barang-barang produksi dalam negeri rertentu yaitu dari 50 atau
20 persen menjadi 20 persen, 10 persen, 5 penen dan O persen. Sementera itu tarif pajak pen-
jualan atas jasajasa pengusaha telah diturunkan dari 20 atau 10 persen menjadi 5 persen.

Dalam tahun 1974 sebagai tindak lanjut kebijaksanaan tersebut telah diadakan pula

I
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Tabe l  V I I .  13

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK TIDAK LANGSUNG I)

1969n970 - 1980/1981
( dalam milyar rupiah )

Kena i kan
Tahun anggaran

Jumlah Persentase

REPELITA I:

1969t7970

1970/797 |

197711972

r972/197 3

7973t197+

REPELITA II:

r97411975

r975 /7976

797 6/1977

7977 /1978

r97811.979

REPELITA III :

1979 /t980 2l

1980/1981 3)

73t,6

179,+

191,3

222,2

37 5 ,3

+74,1

540,5

725,O

880,5

7.O78,4

1 .160 ,1

7.452,8

47,8

11,9

30,9

15 3 ,1

99,0

66,2

184,5

l ) J , )

197,9

+  9 1  7

+ 292,7

16,3

6,6

76,2

68,9

26,+

74,O

74  1

zl,4
' J )  I

+  7 ,6

t  ) 1  )

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

l) Di luar rninyak

2 }  A P B N

3 )  R A P B N
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peninjauan dan penyesuaian kembali secara menyeluruh terhadap penggolongan tarif barang'

barang hasil dalam negeri yaitu dalam rangka lebih mendorong perkembangan produksi dan

konsumsi barang-barang hasil dalam negeri. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut antara lain

telah dilakukaa penurunan tarif pajak penjualan atas jenis barang-barang tertentu dari 10

persen menjadi 5 persen. Dalam pada itu terhadap barang-barang yang diPandang sangat

esensial seperti antara lain minyak goreng, obat-obatan, alat-alat pertanian bukan mekanis

telah diberikan pembebasan dati pengenaan pajak penjualan. Demikian juga hasil buang-

barang makanan/minuman dan bermacam-macam barang jadi lainnya yang banyak dikonsu-

mir oleh rakyat serta barang-barang yang memakai banyak semen sePerti ubin, tegel dan

beton tarifnya telah diturunkan dari 10 atau 5 persen menjadi 5 atau 0 persen. Sementara

itu pada pertengahan tahun 1976 telah dilakukan lagi penyesuaian tarif pajak penjualan

khususnya ditujukan unruk kendaraan bermotor komersial hasil perakitan dalam negeri.

Terhadap kendaraan bermotot komersial dan serba guna tarif efektifnya yang semula 2

persen diturunkan menjadi 0 persen. Sedangkan kendaraan lain berupa sedan dan station

wagon dinaikkan tarifnya dari 10 persen menjadi 20 p€rsen.

Untuk meringankan beban pajak dan memantapkan kestabilan harga maka pada bulan

April 1979 telah dilakukan peninjauan kembali penggolongan barang-barang hasil dalam negeri

dan jasa. Penggolongan tarif pajak penjualan yang semula bervariasi dari 0 persen, 5 persen, 10
persen dan 20 persen telah dfuubah menjadi 0 persen, 1 persen, 2,5 persen, 5 persen, 7,5 persen,
l0 persen dan 20 persen. Berdasarkan kebijaksanaar tersebut keringanan pajak penjualan telah

diberikan kepada beberapa jenis barang tertentu seperti bahan makanan, hasil nabati/hewani,
bahar-bahan untuk keperluan indusui dan barang-barang hasil industri tambang, hasil perte-
nunan dan rajutan serta beberapa jenis barang lainnya, Sementara iru tarif pajak penjualan atas
jasa pengusaha juga telah diturunkan yaitu dari 5 persen menjadi 2,5 persen dan 0 persen.

Penerimaan pajak penjualan dalam pelaksanaannya secara benahap telah meningkat
yaitu dari Rp 15,1 milyar dalam tahun 796911970 menjadi Rp 54,6 milyar pada tahun

1973-17974. Dalam tahun 1978/7979 penerimaan pajak penjualan telah meningkat lagi

menjadi Rp 221,7 milyar. Dengan demikian untuk masing-masing periode yaitu 7969/197o -

7973/7974 dar 1974/!975 - 197811979, penerimaan pajak penjualan telah meningkat

setiap tahunnya dengan rata-rata sekitar 37,9 persen dan 27,0 persen. Meningkatnya pe-
nerimaan tersebut terutama disebabkan antara lain karena perkembangan produksi barang-

barang hasil dalam negeri dan intensifikasi dalam pemungutannya. Dalam tahun anggaran
1980/1981 direncanakan jumlah penerimaan pajak penjualan sebesar Rp251,8 milyar.

Sejalan dengan kebijaksanaan tarif pajak penjualan, dalam tahun 1971 oleh Pemerintah

telah pula dilakukan penyesuaian tarif pajak penjualan impor. Sementara itu dalam bulan
Pebruari 1975 jqa telah diadakan penyederhanaan ketentuan tentang tata laksara dan tata

usaha pelaksanaan pemungutan pajak penjualan impor yang mencakup hal-hal mengenai
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pembebasan-pembebasan dan restitusi. Lebih lanjut dalam bulan Nopember 1978, April

l9?9 dan September 1979 telzh pula dilakukan penyezuaian tarif pajak penjualan impor

atas beberapa bahan baku dan penolong serta barang-barang jadi tertenft yaitu dalam rangka

memberikan proteksi bagi barang-buang produksi dalam negeri, mendorong ekspor dan

menunjang pola hidup sederhana. Dengan melalui serangkaian kebijaksalaan tersebut, maks

pajak penjualan impor yang cukup tinggi telah dikenakan terhadap batang impot tertentu

yang bersifat mewah serta jenis barang tertentu yang diproduksi sendiri di dalam negeri

dan sudah dianggap memadai kebutuhan masyarakat. Dalam pada itu pembebasan pajak

penjualan impor juga telah diberikan terhadap impor bahan pokok dan barang'barang

yang dianggap vital bagi masyarakat luas.

Di dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak penjualan impor juga benendensi untuk te-

rus meningkat, yaitu dari Rp 15,9 milyar dalam tahtn 796911970 menjadi Rp 68,9 milyar

dalam tahun 7974/7975. Dalam tahun 197817979 penerimaan pajak penjualan impor

telah naik lagi menjadi Rp 125,5 milyar. Dalam tahun anggarar 1980/7987 direncanakan

penerimaan pajak penjualan impor sebesar Rp 145,9 milyar yang berarti terdapat kenaikan

sebesar Rp 33,1 milyar atau 29,3 persen dari AIBN 197911980.

Penerimaan cukai terdiri dari cukai tembakau, gula, bir dan alkohol sulingan. Dalam

pelaksanaannya, penerimaan tersebut telah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya

yaitu dari Rp 32,f milyar dalam tzhtn 1969/1970 menjadi Rp 61,7 milyar dan Rp 74'4

milyar dalam tahun 197311974 dan tahun 1974/1975. Pada tahun kelima REPELITA II

penerimaan cukai telah meningkat lagi menjadi Rp 252,9 milyar. Dengan demikian ber-

arti selama perio de 1969/197O - 197 31197+ dn 797411975 - 197811979 penerimaan

tersebut telah meningkat rata-tata setiap tahunnya sekitar 17,7 petsen dan 35,8 persen.

Dalam tahun anggarar l98o/lg8l penerimaan cukai direncanakan sebesar Rp 350'9 milyar

yang berafti Rp 52,4 milyar atau 17,6 persen lebih besar dari AIBN 197911980. sebagian

besar dari penerimaan tersebut, yaitu sekitar 90,1 persen adalah merupakan penerimaan

cukai tembakau.

Di bidang cukai tembakau, Pemerintah telah melakukan pembebasan sebagian cukai

hasil tembakau dan secara bertahap meninjau sena melakukan penyesuaian harga pita

cukainya. Sehubungan dengan itu tarif cukai yang berdasarkan Ordonansi cukai tembakau

untuk sigaret mesin/tembakau iris, sigaret kretek tangan dan hasil tembakau lainnya telah di-

turunkan dari 70 persen, 5o persen dan 40 persen menjadi 50 persen, 35 persen, 30 persen dan

20 persen dalam tahun 1970. Lebih lanjut dalam tahun 1979 Pemerintah telah mengambil lagi

kebijaksanaan untuk lebih meringankan cukai tembakdu. Berdasatkan kebijaksanaan tersebut

antara lain r€lah diturunkan tarif cukai tembakau sigaret putih yairu dari 50 persen menjadi 40

dan atau 3 7,5 persen. Sedangkan untuk segaret kretek mesin dan tembakau iris (mesin) masing-

masing diturunkan dari 50 petsen menjadi 35 persen. Dalam pada itu cukai untuk sigaret
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kretek tangan juga telah diturunkan yaitu dari 35 persen menjadi 25 persen, 20 petsen

dan/atau 15 persen. kbih lenjut cukai cerutu dan klembak menyan yang semula adalah

sebesar 25 persen telah diturunkan menjadi 20 dan 15 persen, sena cukai hasil tembakau

lainnya juga telah diturunkan yaitu dari 20 persen menjadi 1O pemen.

Pembebasan sebagian cukai tembakau ini dimaksudkan antara lain untuk secara ber-

tahap menserasikan harga pita cukai dengan harga ec€ran. Sementara itu langkah-langkah

pencegahan dan pemberantasan pita cukai Palsu serta pemberantasan rokok polos yang

telah dirintis dalam tahun-tahun sebelumnya akan terus dilanjutkan'

Dalam pada itu harga dasar untuk memungut cukai gula, bir dan alkohol sulingan

juga telah dilakukan penyesuxian secara benahap. Dalam tahun anggaran 1975/7976 telrh

dilakukan peningkatan harga dasar un k memungut cukai alkohol sulingan yaitu dari

Rp 165,- inenjadi Rp 2o0,- dan meningkat lagr menjadi Rp 275,'per liter dalam bulan

Maret 1978. Pada bulan September 1979 ha1gl- dasar alkohol sulingan telah dinaikkan lagi

menjadi Rp 375,- per liier. Sejalan dengan hal tersebut, harga dasar cukai bir telah prila

dinaikkan dalam tahun anggaxan 19751L976 yaitu dari Rp 120'- menjadi Rp 160,- dan

kemudian meningkat lagi menjadi Rp 220,- dan Rp 26O,- per liter dalam bulan SePtember

1978 dan Oktober 1979. Sedangkan harga dasar cukai gula telah pula disesuaikan secara

bertahap. Pada bulan April 1979 harga dasar cukai gula telah dinaikkan yaitu untuk jenis

SHS-I dari Rp 15.557,70 per kwintal menjadiRp 18.794,76 per kwintal'

Kebijaksanaan bea mazuk ditujukan di samping untuk meningkatkan penerimaan
negma, juga untuk mendorong penumbuhan usaha dan industri dalam negeii, menciptakan
kesempatan kerja sena penghematan penggunaan devisa. Perbedaan yang terdapat dalam
susunan tarif bea masuk dewasa ini dimaksudkan agar impor dapat diarahkan untuk me-
ningkatkan perkembangan sektorsektor tertenn dalam perekonomian.

Dalam rangka memperkuat daya saing dan mendorong produksi dalam negeri serta
menciptakan kesempatan kerja, antara lain juga telah diberikan fasilitas berupa keringanan
atau pembebasan bea masuk terhadap impor bahan baku/bahan penolong tertentu. Di
samping itu dalam rangka mengembangkan dan menggalakkan industri dalam negeri juga
telah dilakukan pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk impor barang-barang yang telah
dapat diproduksi dalam negeri. Sementara itu dalam rangka usaha memperlancar arus
perdagangan internasional maki pada awal tahun 197 3 telah diterapkan klasifikasi barang-
barang impor atas dasar Brussels Tariff Nomenclature (BTN). Kebijaksanaan itu dimaksud-
kan juga untuk lebih mcngintensifkan pengenaan pejaknya.

Sementara itu untuk lebih memperlancar hubungan perdagangan antaxa negara ASEAN,
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maka sejak Januari 1978 telah dirintis usaha untuk mengadakan sistem preferensi (prefereh-

tial trading arrangements) antar s€s:rma negara ASEAN. Berdasarkan sistem preferensi

yang telah disepakati bersama maka terhadap bnang tertentu yang diperdagangkan antar

sesama negara ASEAN diberikan keringanan bea masuk.

Penunrnan dan pembebasan bea masuk telah dilakukan secara besar-besaran pada bulan

Nopember 1978. Berdasarkan kebijaksanaan 15 Nopember 1978 antara lain telah diberikan

pembebasan 50 persen bea masuk dan pajak penjualan impor terhadap pemazukan bahan

baku/bahan penolong yang meliputi kurang lebih 5000 jenis barang. Dalam pada itu diberi-
kan pula pembebasan bea rnasuk, pajak penjualan impor dan MPO impor (WAPU) kepada

perusahaan yang mengimpor bahan baku/bahur penolong serta suku cadang yang cePat aus

yang dipergunakan bagi pembuatan hasil produksi imtuk tujuan ekspor. Sementara itu nilai

dasar perhitungan bea mazuk juga telah disesuaikan yaitu dari Rp 415,- menjadi Rp 625,-
per US $ 1,-

Pada bulan April dan September 1979 Pemerintah telah menurunkan lagi tarif bea

masuk terhadap sejumlah besar bahan baku dan barang-barang tertentu untuk ind,usui dalam

negcri. Di samping itu telah pula diambil kebijaksanaan berupa tarif spesifik dalam rangka

proteksi produksi dalam negeri.

Di dalam realisasinya, penerimaan bea masuk terus menunjukkan peningkatan yaitu

dari sebesar Rp 57,7 milyar dalam ta}li'tn 1969/7970 menjadi Rp 160,6 milyar dalam tahun
197+11975 da-n meningkat lagi menjadi sebesar Rp 295,3 milyar dalam tahun 197811979.
Penerimaan bea masuk dalam tahun 1980/7981 direncanakan sebesar Rp 343,7 nrlyar.
Bila dibandingkan dengan penerimaan bea masuk dalam APBN 1979/1980 yaitu sebesar
Rp 280,6 milyar, maka terdapat peningkatan sebesar Rp 63,1 milyar atau 22,5 persen.

Penerimaan pajak ekspor yeng dalam tzhun 79691197 0 baru berjumlah sebesar
Rp 7,4 milyar telah meningkat menjadi Rp 68,6 milyar dalam tahun 1973/1974 dan ke-
.rnudian meningkat lagi menjadi Rp 70,3 milyar dalam tahun 1974/797 5. Dalam tahun
197511976 realisasi pajak ekspor sedikit mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 61,6
milyar. Hal ini antara lain disebabkan karena turunnya ekspor di luar minyak sebagai akibat
pengaruh dari krisis ekonomi di luar negeri.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan ekspor, maka pada bulan April 1976
telah dikeluarkan serangkaian kebijaksanaan yaitu di samping penurunan pajak ekspor
barang-barang tertentu juga telah dilakuken peneniban berbagai pungutan di daerah, pe-
nurunan bunga kredit ekspor, penurunan tarif angkutan laut untuk semua barang ekspot
sena penyederhanaan di bidang tata clra. ekspor dan sebageinya. Berdasarkan kebijaksa-
naan tersebut penurunan atau penghapusan pajak ekspor dilakul..an secara selektif dan
diarahkan untuk mempertahankan nilai maupun volume barang ekspor tadisionil.
Di samping itu kebijaksanaan tersebut juga diarahkan untuk mendorong ekspor barang-
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barang yang sudah diolah serta mengembangkan ekspor barang-barang baru yang mem-
punyai prospek pemasaran yang baik serta menyerap banyak tenaga kerja,

Lebih lanjut dalam rangka memperkuat daya saing barang-barang ekspor dan men-

dorong ekspor, dalam bulan lantari 1978 telah dilakukan penyezuaian kembali besamya
tarif pajak ekspor. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, variasi tarif pajak yang semula
0 per6en, 5 persen dan 1O penen, dirubah menjadi 0 persen, 5 persen, 10 persen dan 20
persen. Pajak ekspor sebesar 20 persen dikenakan terhadap ekspor kayu bulat, sedangkan
tarif O persen dikenakan terhadap ekspor kayu hasil industri dan hasil olahan lainnya.
Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan industri dan pengolahan
hasil kayu untuk diekspor.

Secara benahap ekspor di luar minyak telah dapat ditingkatkan yaitu dari sebesar
US $ 1.873 juta dalam tzhun 1975/7976 menjadi sebesar US $ 2.863 juta dan US $ 3.507
juta dalam tahun 197611977 d,zn L977/I978. Sehubungan dengan itu, penerimaan pajak
ekspor juga telah dapat ditingkatkan yaitu dari Rp 61,7 milyar dalam tahun 197 611977
menjadi Rp 81,2 milyar dalam tahun 1977/1978. Dalam tahun 797811979 penerirnaan
pajak ekspor telah meningkat menjadi Rp 766,2 milyar yang berarti 104,7 persen lebih
besar bila dibandingkan dengan realisasi dari tahun sebelumnya. Meningkatnya penerimaan
tersebut di samping karena pengaruh meningkatnya nilai dan volume ekspor juga disebab-
kan karena penyezuaian nilai tukar rupiah. Dalam tahun anggaran l980ll98l direncanakan
penerimaan pajak ekspor sebesar Rp 339,7 milyar yang berarti menunjukkan suatu pe-
ningkatan sebesar Rp 166,3 milyar ata:u 96,2 persen bila dibandingkan dengan yang di-
rencanakan dalam APBN 1979l1980.

Penerimaan lain-lain pajak tidak langsung yang terdiri dari bea meterai, bea lelang
dan lain{ain pajak tidak langzung lainnya dalam tahun 1980/1981 direncanakan
sebesar Rp 21,4 mtlyr. yang berarti lebih besar Rp 3,4 milyar atLu 18,9 persen dari
APBN 1979i1980.

Berbagai useha telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang penumbuh-
an pasar uang dan modal, mendorong gairah golongan ekonomi lemah dan pembangunan
pada umumnya. Sehubungan dengan itu, pa.da bulan Maret 1975 telah dilakukan penurunan
dan penyederhan zln tlri[ bea meterai yang dimaksudkan untuk menunjang pertumbuhan
pasar uang dan modal, meringankan beban maryarakat golongan ekonomi lemah dalam
memperoleh kredit dari bank dan menunjang pembangunan perumahan.

Sementara itu untuk memperlancar perdagangan hasil bumi serta peningkatan ekspor ?

pada bulan April 7976 juga telah ditetapkan untuk tidak memungut bea meterai dagang
atas jual beli timah, kopra, kacang tanah dan hasil bumi lainnya. Kebijaksanaan lebih lanjut
yaitu dalam rangka lebih mendorong kegiatan dan kehidupan perkoperasian pada bulan
Maret 7978 juga telah diberikan keringanan berupa tidak dikenakan bea meterai sebesar
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1 per mil, melainkan hanya dikenakan bea m€terei umum sebesar Rp 25,- atas tanda per-

janjian kredit investasi yang dibuat antara Pusat Koperasi unit Desa (PUSKUD) dengan bank

pemberi kredit dalam rangka pengoperasian penggilingan padi.

7.3.1.3, Penerimaan minYe k

Besarnyo penerimaan pajak perseroan minyak dalarn dua tahap REPELITA yakni

REPELITA I dan REPELITA II, dipengaruhi oleh jumlah produksi, ekspor dan hatga

intemasional minyak burni yang semakin meningkat, Dalam pada itu, perubaharr sistem

bagi hasil minyak yang semakin menguntungkan Pemerintah, juga berpengaruh terhadap

meningkamya penenmaan pajak perseroan minyak dalam periode tersebut di atas'

penerimaan pajak perseroan minyak yang dalam tahun 196911970 baru berjumlah

sebesar Rp 48,3 milyat, telah meningkat menjadi sebesar Rp 3'$4'6 milyar dalam tahun

LgTylgT+. Kemudian dalam tahun 7974t1975 penerimaan tersebut meningkat lagi merjadi

Rp 973,1 rnilyar yang berarti meningkat sebesar RP 628,5 milyar atau 182,4 persen bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di samping peningkatan produksi dan ekspor

minyak, meningkatnya penerimaan pajal p€rseroen minyak dalam tahrn 19741197 5 jruga di-

pengaruhi oleh naiknya harga ekspor minyak mentah dari us $ 10,80 pada bulan Januari 1974

menjadi us $ 11,70 dalam bulan April 1974 dan kemudian meningkat lagi menjadius $ 12,60

per banel dalam bulan Juli 1974.

sejalan dengan meningkatnya harga minyak di pasaran internasional, maka hatga

ekspor minyak sejak oktober 1975 telah meningkat lagi menjadi us $ 12,80 dan kemudian

meningkat lagi pada bulan J an:uati 1977 menjadi us $ 13,5 5 per barrel. Dalam bulan Januari

197g harga ekspor minyak mentah meningkat menjadi US $ 1 3,90 dan kemudian meningkat

lagi pada bulan April, Mei, Juni, Juli dan Nopember 1979 masing-masing menjadi us $ 15,65,

US $ 16,15, US $ f8,25, US $ 21,12 dan US $ 23,50 untuk setiap barrelnya' Pada anggal

17 Desember 7979 hargt minyak mentah tersebut telah dinaikkan lagi menjadi us $ 25'50

setiap barrel, Pada wakru yang hampir bersamaan minyak mentah Arab Saudi telah pula

naik harganya menjadi US $ 24,- per banel'

Di samping meningkatnya harga minyak, maka sejak lanuui 197 4 dalam rangka

konuak karya dan production sh4ring telah berlaku sistem pembagian keuntungan yang

dikaitkan dengan pemakaian harga dasar, sehingga Pemerintah memperoleh bagian yang

lebih besar dari hasil minyak. Dalam pada itu sejak J anuari 1975 telah pula mulei diterap

kan tarif progresif dalam rangka kontrak karya. Delam tahun 197 6 bagt n Pemerintah dari

kontak karya semakin meningkat lagi oleh karena adanya pembayaren tambahen sebesar

US $ t,- per barrel dari jumlah minyak mentah yang diprodusir.

sementara itu.untuk menciptakan iklim yang semakin menggairahkan eksplorasi,

maka dalam tefun L977 juga telah diberikan l4ngsangan kepada para kontraktor kontrak

I
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Tabe l  V I I .  14

PERKEMBANGAN PENERIMAAN MINYAK
196911970 - 1980/1981
( dalam milyar rupiah )

Tahun anggaran

Pajak Penerimaan
perseroan minyak

minvak lainnva

Kenaikan

Jumlah Persentase
Jumlah

REPELITA I :

1969t1970

t970t797 7

l97r/7972

t972/197 3

t97 3 tr97 4

RBPELITA II:

197 4/197 s

t97 5tr976

197 6/L977

1977 n978

1978/r979

REPELITA III :

lg7 9 /19801\

1980n987 2)

48,3

68,8

112,5

198,9

144,6

97 3 ,7

1.2+9,1

1.619,4

1.9+8,7

2.308,7

3.344,8

6.4'O,7

r t , )

30,4

28,2

31,6

37,6

15,9

1 , 1

15,9

65,8

99,2

L40,7

23O,5

342,2

957,2

1.248,O

1..635,3

1.9+8,7

2.3O8,7

3.344,8

6.430,r

+

+

+

+

+

+

1 1 4

41,5

89,8
' t <1  . 7

50,8

41,8

63 ,8

65 ,8

57 5 ,O +150,4

290,8 + 30,4

387 ,3 + 31,0

313,4 + \9 ,2

360,0 + 18,5

+  1 ,03  6 ,1

+  3 .085 ,3

+ 44,9

+ 92,2

U  A P  B N

2 )  R A P B N
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karya dan production sharing yang menghasilkan minyak dari lapangan{apangan minyak
baru untuk produksi tahun 1977 atau sesudahnya. sementara itu juga telah diusahakan
perluasan pemasaran minyak keJerman Barat, Australia dan Bangladesh serta negara ASEAN
yaitu antara lain Philipina dan Muangthai. Dengan kebijaksanaan tersebur telah diusahakan
agar pemasaran minyak Indonesia tidak hanya terganrung pada pasaran negara tertenn
seperti misalnya Jepang dan Amerika Serikat. Sejalai dengan itu perluasan pemasaran gas
alam cair (LNG) juga rerus diusahakan baik ke Jepang maupun ke negara-negara lainnya.

Dalam tahun 197511976 dan 7976/rg77 penerimaan pajak perseroan minyak telah
meningkat menjadi sebesar Rp 1.249,1 milyar dan Rp 1.619,4 milyar. penerimaan rersebut
telah meningkat lagi menjadi Rp 1.948,7 milyar dan Rp 2.308,7 milyar dalam tahun
197711978 dn 797811979. Meningkamya penerimaan tersebut antara lain disebabkan kare-
na kenaikan harga ekspor minyak menuh yang terjadi dalam tahun 1975 dan l97T seta
pengaruh penyesuaian kurs rupiah. Dalam tahun 1980/1981 penerimaan pajak perseroan
minyak dan LNG direncanakan sebesar Rp 6.430,1 milyar. Bila dibandingkan dengan yang
direncanakan dalam tahun 1979/1980 berani terdapat suatu peningkatan sebesar Rp 3.0g5,3
milyar atau 92,2 persen.

7.3.1.4. Penerimaan bukan pajak

Sejalan dengan semakin besarnya kebutuhan dana bagi pembiayaan pembangunan,
maka penerimaan bukan pajak juga terus diusahakan peningkatannya yaitu antara lain me-
lalui penertiban dan intensifikasi pungutan yang dilakukan oleh Departemen-depanemen
dan Lembaga{embaga Pemerintah non Departemen yang disenai dengan peningkatan di
bidang pengawasannya.

Penerimaan bukan pajak mencakup jenis penerimaan yang berasal dari penerimaan
Departemen dan Lembagalembaga Pemerintah yaitu antara lain meliputi penerimaan
pendidikan, penerimaan hasil penjualan-penjualan rumah dinas, hasil penanian, penerimaan
jasa dari pemberian hak dan perizinan, penerimaan iuran, penerimaan dari bagian laba
perusahaan negara dan bank-bank Pemerintah dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya penerimaan bukan pajak selalu menunjukkan peningkatan
setiap tahunnya. Apabila dalam tahrn 79691197o realisasi penerimaan bukan pajak adalah
sebesar Rp 3,1 milyar, maka dalam tahun 1974/1g75 dan 197g/1979 penerimaan tersebut
telah meningkat menjadi Rp 66,6 mllyzr dan Rp 191,4 milyar. sementara itu dalam tahun
1980/198r yang merupakan tahun kedua pelaksanaan pembangunan tahap REpELITA III,
penerimaan bukan pajak direncanakan sebesar Rp 172,8 mily'. atau menunjukkan suatu
peningkatan sebesar Rp 5,5 milyar bila dibandingkan dengan yang direncanakan dalam
APBN 197911980.
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Tabe l  V I I .  15

PERKEMBANGAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK
L96911970 - 1980/1981
( dalam milyar rupiah ) g

K e n a i k a n
Tahun anggaran Jumlah

Jumlah Persentase

REPELITA I:

19691r970

7970/797r

797 t/1972

7972/r97 3

797 3 /197 +

REPELITA II:

t974tt975

r97 51797 6

7976t7977

t977 /797 8

r97817979

REPELITA III :

!97glrg80 rl

r980lr98r 2'l

3 ,L

l  t , l

.r.l <

34,6

+9,8

+

+

+

10,0

14,4

15,2

+

+

+

+

322,6

ro9,9
25,8

+3,9
t

66,6

110 ,4

118 ,5

r43,6

197,+

+

+

+

16,8

4 ? R

8,1

25,7

47,8

?3,7

65,8

7,3

27,2

33,3

167,3

r72,8

- 24,1

+ 5 ,5

- 72,6

+  3 ,3

t

r) AIBN

2) RAIBN
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Tabe l  V I I .  16

PERKEMBANGAN BANTUAN LUAR NEGERI
L96911970 - 1980/1981
( dalam milyar rupiah )

Tahun anggamn
Bantuan

Program

Bantuan
proyek Jumlah

Kenaikan

Jumlrh Persentase

I

REPELITA I :

1969/7970
7970/7977
r977n972
r972n973
r973tr974

REPELITA II :

1974t797 5
r97 5t797 6
r976t7977
197717978

1978t7979

REPELITA III :

1979/t980 tl

1980/1981 2)

65,7
78,9
90,5
95,5
89,8

' r<  2

41 ,5
45,0

62 ,3
114 ,1

795,9
+71,+
773,6
737,6
987,3

91,O
120,4
135 ,5
r57 ,8
203,9

29,+
1 5 ,1
22,3
46,r

+ 28,7
+ 259,6
+ 292,2
- to,4
+ 262,1

+ 458,0
+  R l

32,3
72,5
16,5  .
29,2

+

+

+
+

+

+

36,1
20,2
lo,2
35,8
+8,2

6+,7
65,2

232,0
49r,6
783,8
773,4

1 .03  5 ,5

7.493,5
1.5 01,6

13 ,8
111 ,9

59,+
1 ,3

33,9

1.428,8
r.436,4

+ 44,2
+ u,)

I )  A P B N

2 )  R A P B N
a
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7.3,2. Penerimsan pembangunan

Pembangunan memang diinginkan agar dapat dibiayai dengan kemampuan sendiri

Namun berpijak pada kenyataan, bahwa dana dalam negeri yang tersedia masih belum

memadai unluk memenuhi semua kebutuhan pembangunan yang terus berkembang dengari

cepat, maka dalarn tahun l98ol798l penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan

Iuar negeri masih tetap diperlukan sebagai pelengkap.

Dalam pelaksanaannya penerimaan pembangunan yang berupa bantuan proyek dan

bantuan program telah meningkat dari Rp 91,0 milyar dalam tahun 7969 /I97 0 menjadi

Rp 203,9 milyar dalam tahun 1973/1974 dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp 1.035,5
milyar dalam trhln 197 811979.

Dalam tahun anggaran 7980/7987 penerimaan Pembangunan direncanakan sebesar
Rp 1.501,6 milyar yaitu terdiri dari bantuan proyek sebesar Rp 1.436,4 milyr dan bantuan
program Rp 65,2 milyar. Jumlah t€rsebut menunjukkan $atu peningkatan sebesar
Rp 8,1 milyar attu 0,5 persen bila dibandingkan dengan penerimaan pembangunan yang
direncanakan dalam APBN 1979/1980, Dari jumlah penerimaan pembangunan s€besar
Rp 1.501,6 milyar dan tabungan Pemerintah sebesar Rp 3.526,1 milyar maka dalam tahun
1980/1981 direncanakan dana pembangunan sebesar Rp 5.O27 ,7 milyar.

7.3,3. Pengeluaran rutin

Sasaran pokok kebijaksanaan pengeluaran rutin selama REPELITA I dan II meliputi
peningkatan mutu dan jumlah pelayanan Pemerintah, pengamanan kekayaan negara dan
peningkatan tabungan Pemerintah. Kebijaksanaan untuk meningkatkan mutu dan jumlah
pelayanan Pemerintah tercermin dalam peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan
subsidi daoah otonom, sedangkan kebijaksanaan untuk pengamanan kekayaan negara
terutama tercermin dalam belanja barang. Dalam pada itu kebijaksanaan peningkatan
tabungan Pemerintah dilaksanakan melalui penghematan dengan jalan menyempumakan
sistem pengadaan dan pembelian barang Pemerintah serta mengarahkan pengeluaran rutin
kepada kegiatan dengan prioritas tinggi.

Peningkatan munr dan jumlah pelayanan Pemerintah artara lain diusahakan melalui
penyempumaan dalam bidang organisasi dan administrasi pemerintahan, kenaikan gajil
pensiun dan peningkatan tunjangan beras. Sejak REPELITA I, gaji pegawai negeri/ABRl
dan pensiun baik bagi pegawai pusat maupun bagi pegawai daerah otonom secara ber-
tahap telah ditingkatkan sesuai dengan perkembangan keuangan negara. Demikian pula
perhitungan harga beras dalam tunjangan beras senantiasa diusahakan disezuaikan dengan
harga pasar yang berlaku. Peningkatan pengeluaran untuk gajilpgdsiun dan runjangan
beras tersebut tercermin dalam peningkatan belanja pegawai dan subsidi daerah otonom
dari tahun ke tahun. Kenaikan belanja barang adalah sejalan dengan usaha peningkatan
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baik mutu maupun peralatan aparatur negara, untuk rnemenuhi kebutuhan yang semakin
meningkat dari kegiatan rutin. Di samping itu dalam rangka pengamanan kekayaan negara,
maka diperlukan kenaikan belanja barang setiap tahunnyx, yang dimaksudkan antara lain
untuk menampung biaya operasional serta pemeliharaan dari proyekgoyek yang telah
selesai dibangun agar proyek tersebut dapat menjalankan fungsinya s€cara baik.

Atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, maka realisasi pengeluaran rutin
selama REPELITA I dan II menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Bila pada
awal tahun REPELITA I realisasinya baru mencapai jumlah sebesar Rp 216,5 milyar,
maka dalam permulaan REPELITA II telah berkembang menjadi sebesar Rp 1.016,1 milyar.
Selanjutnya dalam tahun penama REPELITA III pengeluaran rutin tersebut diperkirakan
mencapai jumlah sebesar Rp 3.445,9 milyar.

Sejak awal REPELITA III kebijaksanaan pengeluaran rurin telah diarahkan pula
unruk menunjang kebijaksanaan pemeraraan pembangunan dan hasil-hasilnya berlandaskan
pada Trilogi Pembangunan, di samping untuk mencapai sasaran pokok tersebut di atas.
Dalam hal ini pengeluaran rutin diusahakan untuk menunjang pemerataen pendidikan,
kesehatan serta kesempatan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha.

Selaras dengan pelaksanaan asas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
dan pelayanan kesehatan, maka anggaran subsidi daerah otonom telah meningkat antara
lain sebagai akibat bertambahnya guru sekolah dasar Inpres dan tenaga medis Puskesmas.
Dahm pada itu untuk lebih mendorong pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan
kesempatan berusaha, kebijaksanaan belanja barang terutama diarahkan kepada pem-
belian barang hasil produksi dalam negeri dari pengusaha golongan ekonomi lemah.

Sementara itu unruk meningkatkan tabungan Pemerintah, pengeluaran rutin tahun
l980ll987 akan tetap dilaksanakan dengan penghematan dan pengarahan secara terus-
menerus, Disadari bahwa usaha pencipta^an tabungan Pemerintah yang meningkat dalam
pelaksanaan APBN yang berimbang, akan menunjang kedua unsur dari Trilogi Pembangunan
yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi.

Atas dasar kebijaksanaan tersebut di atas maka pengeluaran rutin tahun 1980/1981
direncanakan sebesar Rp 5,529,2 milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.083,3
milyar dibandingkan dengan pengeluaran rutin tahun anggaran 7979/7980. Jumlah ter-
sebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp 2.055,5 milyar, belanja barang sebesar Rp 683,6
milyar, stbsidi daereh otonom sebesar Rp 985,8 rnilyar, pembayaran bunga dan cicilan
hutang sebesar Rp 77O,3 milyar dan lain-lain pengeluaran rutin sebesar Rp l.034,Omilyar.
Perkembangan pengeluaran rutin dapat dilihat dalam Tabel VII. 17 dan Grafik VII. 11.

7.3.3. l. Belanja pegawai

Usaha pembinaan dan penertiban ap:uatur negara antara lain meliputi perbaikan orga-
nisasi dan adminisnasi pemerintahan, peningkatan rnutu dan perbaikan gaji pegawai negeri/

+

r'
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T a b e l  V l I . l 7

PERKEMBAN GAN PENGELUARAN RUTIN

1969n970 - 1980/1981
( dsl8m milysr rupiah )

K e n s i k a o
Tshun anggaren Jumlab

Jumlah Pcr'rentase

REPELITA I I

1969 tr970
1970/1977
t97yt972
1972t1973
r973^974

REPEUTA II :

t97 4 tr97 5
r97 5 t1976
1976/1977
1977 n97A
197At7979

R.EPELITA III :

1979 ngAO
1980/r 981

1.016,1

r.312,6
L.629,8

2,r4a,9
2.743,7

r.445,g r)

5.52g,221

+ 71,7
+ 60,9

+ 89,0
.r 275,2

+'3O2,8

+  3 1 6 , 5

+ 297,2

+ 519,1
+ 594,8

+ 702,2

+ 2.O&3,'

+  3 3 , 1
+ 21,7
+ 25,5
+ 62,8

+ 42,5
+  3 1 , 1
+ 22, t
+  3 1 , 9

+ 25,6

+ 6O,5

276,5

288,2

349,L

438,1

713,3

l) Antka AIBN

2) Angka RAPBN
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PENGELUARAN RUTIN, 1969/T970 _ I98OIT98I
( dalam mily'ar rupiah )

202
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REPELITA III

1"91476 1916177 Lsnllg 7g?8/7g

REPELTTA I REPELIIA II
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ABRI. Dalam rangka usaha tersebut pada awal REPELITA II dan lll telah dilaksanakan
penyempurnaar struktur organisasi Departemen/Lembaga untuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna. Sehubungan dengan berbagai usaha untuk memperbaiki dan merangsalg
kegiatan kerja telah pula diambil seperangkat langkah baru untuk pembinaan pegawai
negeri sipil, yang telah ditetapkan mulai bulan April 1979. Langkah itu dimaksudkan
untuk memperbaiki secara luas bidang kepegawaian maupun kesejahteraan, di samping
untuk drerangsang kegiatan kerja yang lebih baik serta unhrk lebih mempertinggi disiplin
dan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya.

Sementara itu gaji dan pensiun serta tunjangan beras selama REPELITA I dan II,
merupakan komponen terbesar dari belanja pegawai. Sejak tahun 197711978 telah di
laksanakan perbaikan sistem penggajian yang sekaligus menaikkan gajipegawai neg€ri/
ABRI dan para penerima pensiun.

Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri/ABRl tercermin pula dalam
peningkatan rninimum gaji pegawai negeri/ABRl serta para pensiunan. Mirimum gaji pokok
pegawai negeri/ABRI ditetapkan sebesar Rp 12.000,- sedangkan maksimumnya diretapkan
sebesar Rp 120.000,-. Sejalan dengan peningkatan minimum gaji pokok rersebut, kepada
para penerima pensiun diberikan pula kenaikan uang bantuan pensiun. Sejak tanggal
1 April 1979 kepada pensiunan lama telah diberikan pokok pensiun yang sama besarnya
dengan yang diterima oleh para pensiunan baru, dengan demikian bagi pensiunan lama
maupun pensiunan baru telah berlaku ketentuan besarnya pensiun yang sama seperti di-
tetapkan dalam PP No. I tahun 1977 dan PP No. 23 tahun 1977.

Dalam pada itu untuk trhun 1979/7980 Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan
memberikan tambahan gaj\ yang dikenal dengan gaji bulan ke 13 dan ke 14. Selanjutnya
dalam tahun aryeftr, 1980/1981 direncanakan kepada pegawai negeri/ABRl diberikan lagi
kenaikan gaji.

Di samping itu kepada pegawai negeri sipil/ABRI serta penerima pensiun tetap di-
berikan runjangan beras, karena disadari bahwa hal ini merupakan usaha yang menunjang
peningkatan dan pemerataan pendapatan. Dalam tahun anggaran 7978/1979 harga beras
untuk ftnjangan beras diperhitungkan sebesar Rp 148,- per kilogram, sedangkan dalam
tahtn 197917980 diperhitungkan sebesar Rp 170,- per kilogram. Dalam tahun anggaran
1980/1981 harga beras un k tunjangan beras dan uang makan/lauk pauk akan disesuaikan
dengan perkembangan harga di pasaran. Selanjumya dalam belanja pegawai luar negeri
akan ditampung pertambahan anggeran untuk biaya perwakilan baru di luar negeri yang
telah dibuka dalam tahun 197911980.

Atas dasar kebijaksanaan tersebut di atas maka pengeluaran untuk belanja pegawai
dalam tahun 7980/1981 diperkirakan akan mencapai jumlah sebesar Rp 2.055,5 milyar.
Dari jumlah tersebut direncanakan untuk pembiayaan tunjangan beras sebesar Rp 268,4
milyar, gaji dan pensiun sebesar Rp 1.503,4 milyar, uang makan/lauk pauk sebesar

1*
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Rp 194,7 milyar, lainlain belanja pegawai dalam negeri s€besar Rp 52,8 milyar dan belanja
pegawai luar negeri sebesar Rp 36,2 milyar. Perkembangan belanja pegawai dapat dilihat
pada Tabel VII. 18.

7.3. 3.2. Belanja barang

Peningkatan realisasi belanja barang dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan
serta tergantung kepada peningkatan jumlah dan mutu peralatan Pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas-nrgas rutin pada umumnya. Selain daripada itu dipengaruhi pula oleh
berbagai kebijaksanaan dalam belanja barang.

Kebijaksanaan belanja barang dalam tahun 1980/1981 direncanakan agar lebih me-
nunjang usaha pemerataan kesempatan kerja dan berusaha terutame bagi golongan ekonomi
lemah. Pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut telah digariskan dalam pasal 19 ayat I
Keppres No. 14 tahun 7979 yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut
dalam pembelian dan pemborongan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hubungan
ini Pemerintah mengutamakan pembelian hasil produksi dalam negeri, yang dilaksanakan
oleh pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah dengan mengutamakan pemborong/
rekanan setempat. Di samping menunjang usaha pemerataan tersebut, Pemerintah senantiasa
tetap memperhatikan syarat-syarat mutu barang dan jasa dengan melakukan ir.qaha ke
arah standardisasi peralatan dan peningkatan efisiensi penggunaannya dengan menyeleng-
garakan perawatan yang lebih baik. Dalam rangka penghematan belanja barang, maka
penyempurnaan tltl-cr'a. Ielang/tender akan terus dimantapkan. Penyempurnaan itu antara
lain berupa ketentuan biaya dokumen lelang, jumlah anggota dan masa kerja panitia lelang,

serta batas waktu penetapan calon pemenang pelelangan.

Untuk meningkatkan pengawasan yang tepat dan cermat dalam tahun 1980/1981
akan dikembangkan penerapan sistem klasifikasi dan kodifikasi untuk barang-barang
milik Pemerintah. Sistcm ini merupakan salah satu usaha memperbaiki dan menyempurna-
kan tata{aksana perlengkapan Pemerintah, agar penggunaan keuangan negara yang di-
peruntukkan membiayai belanja barang dan jasa keperluan Pemerintah, dapat dilakukan
dengan efisien dan efektif.

Perkembangan realisasi belanja barang dari tzfuln 1969/7970 sampai pelaksanaan
REPELITA III menunjukkan peningkatan. Bila dalam permulaan REPELITA I realisasi
belanja barang baru mencapai jumlah sebesar Rp 50,3 milyar, maka dalam permulaan
REPELTTA tI telah meningkat menjadi Rp 175,2 milyar. Sedangkan dalam permulaan

REPELITA III perkiraan belanja barang tersebut adalah sebesar Rp 519,4 milyar.

Dalam tahun 1980/1981 belanja barang direncanakan sebesar Rp 683,6 milyar atau
diperkirakan meningkat sebesar Rp 164,2 mtlyzr dari rencana belanja barang tahun
1979/1980. Belanja barang tersebut terdii dari belanja barang dalam negeri sebesar

t

+

+



+

66

90

. r , + N . o

Hg$*s
;

o. dl o: n o-
1 4 0 . r € ( o
= g N

j

@ d )
6 r o
d ) ( o

@- c.i .: -' i
c { t s + 0 o

q i 4
{ i + i i

+i dt

sl ?" ,rr €" \
j 9 + c {

q \ i i \ . o -
o h i ! n ! i

€ r D
o o r ) ( o o

d r € ( o 6 . ) r o
l i N

d o r c { q
cr' ol

o
6 t d , - i d n r

. o +
i 6 ( o

o

0q.

7
Z A

<c
t6



206

Rp 651,5 milyar dan beldnja barang luar negeri sebesar Rp 32,1 milyar. Peningkatan be-
lanja barang tahun 198o/1981 tcrsebut direncanakan antara lain untuk menampung biaya
pemeliharaan atas peningkatan hasil-hasil pembangunan.

7.3.3.3. Subsidi Daer4h Otonom

Usaha peningkatan kesejahteraan pegawai negeri/ABRl dan pensiun, tidak hanya
ditujukan kepada pegawai negeri pusat melainkan berlakujuga bagi pegawai daerah otonom.
Oleh karena itu sejalan dengan kenaikan belanja pegawai, maka zubsidi daerah otonom
senantiasa menunjukkan peningkatan pula setiap tahunnya. Selain daripada itu peningkat-
an nibsidi daerah otonom diperlukan untuk menampung akibat dihapusnya SPP sekolah
dasar kelas satu sampai dengan kelas enam.

Realisasi subsidi daerah otonom dari tahun pertama REPELITA I sampai pelaksanaan
tahun terakhir REPELITA II telah menunjukkan kenaikan yang cukup besar. Bila dalam
tthun 1969/1970 realisasi subsidi daerah otonom adalah sebesar Rp 44,1 milyar maka
dalam tahun 197+11975 telah mencapai jumlah sebesar Rp 201,9 milyar, yang berani
realisasinya menjadi lebih dari 4 kali. Selanjutnya realisasi subsidi daerah otonom tersebut
telah berkembang dari Rp 201,9 milyar dalam awal REPELITA II menjadi sebesar Rp 522,3
milyar dalam tahun terakhir REPELITA II. Hal ini disebabkan karena dalai'n subsidi daerah
otonom ditampung pula pembiayaar untuk guru sekolah dasar Inpres dan tenaga medis
Puskesmas.

Dalam rangka menunjang pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pe-
layanan kesehatan, maka dalam tahun 1980/1981 direncanakan untuk menambeh jumlah
guru sekolah dasar lnpres, tenaga perawat serta tenaga medis Puskesmas di daerah-daerah,
Kenaikan pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan beras sebagai akibat tambahan
tenaga guru dan tambahan tenaga medis tersebut serta untuk penggantian SPP sekolah
dasar tercermin dalam pengeluaran subsidi daerah otonom. Di samping itu di dalam tahun
1980/1981 seperti halnya dalam kebijaksanaan gaji pegawai negeri pusat/ABRI direncana-
kan juga untuk memberikan kenaikan gaji.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, maka pengeluaran zubsidi daerah otonom tahun
anggaran 1980/1981 direncanakan sebesar Rp 985,8 milyar. Bila dibandingkan dengan
subsidi daerah otonom dalam APBN tahun 197911980, maka perkiraan tersebut meningkat
sebesaf, Rp 336,4 milyt atau meningkat sebesar 51,8 persen. Dari perkiraan zubsidi daerah
otonom tahun 1980/1981 sebesar itu direncanakan untuk subsidi daerah Irian Jaya sebesar
Rp 35,4 milyar dan daerah otonom lairrnya sebesar Rp 950,4 milyar.

7.3,3,4. Bunga dan cicilan hutang

Di dalam perkembangan pembangunan selama pelaksanaan REPELITA, maka sejak
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akhir REPELITA I sebagian besar dana pembangunan tetah dibiayai dari tabungan pe-

merintah, sedangkan sisanya dibiayai dari banruan luar negeri berupa bantuan program,
banoan proyek dan kredit ekspor. Kebijaksanaan di bidang bantuan luar negeri tersebut
senantiasa didasarkan atas perkembangan ekonomi dan digunakan untuk proyek-proyek
dan kegiatan-kegiatan yang produktif .

Dalam pada itl pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tersebut didasarkan
atas jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Walaupun realisasi keseluruhan pembayar-
an hutang terutama hutang luar negeri secara absolut setiap tahun mcnunjukkan peningkat.
an, namun tetap diusahakan agar beban pembayaran bunga dan cicilannya tidak menyebab-
kan terganggunya program-program stabilisasi dan pembangunln yang sedang berjalan.
Pembayaran hutang luar negeri selama REPELITA Il terdiri dari pembayaran bunga dan
hutang-hutang multilareral dan bilateral baik sebelum maupun sesudeh tahun 1966, pem-
bayaran bunga dan hutang dalam rangka kedit ekspor, pelunasan pinjaman tunai yang
berkaitan dengan masalah hutang{uang luar negeri Penamina, pembayran kepada badan-
badan internasional, ganti rugi dan lain-lain.

Dalam tahun anggaran 1980/198f pembayaran bunga drn cicilan hutang direncanakan
scbesar Rp 77O,1 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari rencana pembayaran bunga dan
cicilan hutang dalam negeri sebesar Rp 25,O milyar, dan rencana pembayrran bunga
dan cicilan hutang luar negcri sebesar Rp 745,3 mityar.

Bila dibandingkan dengan perkiraen pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri
ddarn APBN 1979/1980 sebesar Rp 597 ,5 milyt, maka perkiraan dalam tahun lggD/lgSl
menunjukkan kenaikan sebesar Rp 147,8 milyu. Namun demikian jumlah tersebut
jika dibandingkan dengan nilai ekspor termasuk minyak neno, masing-rnasing menunjukkan
per€ntese yang cukup rendah, yainr sebesar 11,4 persen dan 10,0 persen.

7.3.3.5. Lsin-lain pengeluaran rutin

Sejak tahun terakhir REPELITA I, kebijaksanaan di bidang lain-lain pengeluaran
rutin lebih diarahkan unruk menunjang usaha pembangunan dengan teup mempertahankan
stabilisasi. semenrara itu kebijaksanaan di bidang lain-lain pengeluaran rurin sejak talrun
197917980 diarahkan pula untuk dapat menunjang segi pemerataan pembangunan dan
hasil-basilnya, Oleh karena itu lain-lain pengeluaran rutin yang semula hanya menampung
pengelu:ua,n onta^ra lain untuk suret menyurat, giro pos dan biaya pemilu, kemudian mi-
nampung pula berbagai jenis subsidi, anEra lain slbsidi pangan dan subsidi bahan bakar
minyak.

Realisasi lainlain pengeluaran rutin d'alam awal REPELITA I adalah sebesar Rp 3,9
milyar, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp f 55,0 mityar dalam tahun terakhir RE-
PELITA I. Selanjutnya dalam tahun perrama dan tahun terakhir REpELITA II iumlah
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tcrs€but telah meningkat pula masing-masing menjadi sebesar Rp 145,2 milyar dan se-
bcmr Rp 265,8 milyar.

Dalam tahun anggaran f9E0/1961 lain-lain pengelu:uan rutin diperkirakan r.krn men-
capai jumlah sebesar Rp 1.034,0 milyar. Jumlah tersebut direncanakan untuk pembiayaan
persiapan Pemilu sebesar Rp 16,5 milyar, subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 828,3
milyar, subsidi pangan sebesar Rp 169,7 milyar dan untuk pengeluaran rutin lainnya sebesar
Rp 19,5 milyar.

Rencana pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk tahun 79I!{J.11981,
dapat dilihat pada Tabel VII. 22.

7.3.4. Tabungan Pemerintah

Kebijaksanaan keuangan negera tidak hanya dimakzudkan unftk menciPtakan angger'
an yang berimbang, akan tetapi berimbang dalam tingkat yang selalu meningkat dan bcr-
samaan dengan itu mampu pula menciptakan tabungan Pemerintah. Penciptaan tabungan
Pemerintah inilah yang menjedi titik sentral dalam menyuzun kemampuan kekuatan sendiri
untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Tabungan Pemerintah yang merupekan selisih antara penerimaan dalam negeri dan
pengeluaran rutin, semakin memegang peranan sebagai sumber dana pembangunan yeng
berasal dari delam negeri. Melalui usaha peningkatan penerirnaan dalam negeri dan peng-
hematan di bidang pengeluaran rutin, maka dalam perkembangannya tabungen Pemerintah

setiap tahun dapat terus ditingkatkan. BiIa dalam tahun 1969 /1970 realisasi tabungan
Pemerhtah baru merupakan 23,0 persen dari seluruh pengeluaran pembangunan, maka
dalam tahun 197717978 telah mencapai 64,3 persen dari seluruh pengeluaren Pembangunatl.

Jumlah tabungan Perncrintah tahun 1980/1981 diperkirakan akan dapat mencapei
jumlah sebesar Rp 3.526,1 milyar, Dibandingkan dengan perkiraan tabungan Pemerintsh
tahun 1979/1980, maka perkiraan tabungan Pemerintah tahun 1980/1981 ekan meningkat
sebesar Rp 1.531,5 milyar ztru 76,8 persen. Perkembangan tabungen Pemerintah dapat
dilihat pada Tabel VII. 19 dan Gafik VII. 12. Sedangkan perkembangan tabungan Pe'

meriritah sebagai sumber dana pembangunan, dapat dilihat pada Gtafik VII. 13.

7.3.5. Pengeluaran pembangunan

Hasil-hasil nyata y^ng telah dicapai selama pelaksanaan REPELITA I dan REPE-
LITA II merupakan landasan bagi pelaksanaan REPELITA III guna melanjutkan sena
meningkatkan kegiatan pembangunan. Tahun anggaran l980ll98l adalal talun kedua
dari tahap pembangunan REPELITA III. Kebijaksanaan pengeluaran pembangunan dalam
REPELITA III ditujukan unnrk dapar mendukung kelanjutan serta peningkatan kegiatan-
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Tabe l  V I I . 19

PERKEMBANGAN TABTJNGAN PEMERINTAH
1969tL970 - 1980/1981
( dalem milyar rupiah )

Kenaikan
Tahun enggrran Jumlah

Jumlah Perserrtase

REPELITA I

1969n970

r970^97r

L97!r972

r972n973

L973tr97+

REPELITA II :

r97+tr975

r975n976

r976tr977

1977 t1978

1978/1979

REPELITA III i

1979t7980

1980t198r

27,2

56,4

78,9

t52 ,5

254,+

7t7,6

909,3

r.276,2

1.t86,5

7.522,4

t.994,6 r't

3.526,12'

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

29,2

22,5

73,6

101,9

483,2

171,7

,66,9

r 10,3

735,9

+ 472,2

+1 .5  31 ,5

roT l
39,9

9t,t

66,8

+ 189,9

+ 23,3

+ ,$0,3

+ 8,6

+ 9,8'

31 ,0

76,8

+

+

e
r) Arsta APBN
2) AD8ha RAFBN



C r a f i k  V I I  1 2

PERDANI)INGAN TABT.INGAN PEMERINTAH DALAM APRN DAN I{|jP}''I'I'IA

1969/ r970 1980/198r

( dalarn rnilyar mpiah )

1969/?0 l9?C/?1 1911172 1512173 1973174 r974l7b r975t76 r976ln fi11nA 791A119

210

1979/a0 19n{Vf I

(g*I:gtI)
RI,PELT1A II IR D T ' E L I T A  I R E  T E  L I T . , \  I I



Gra f i k  V IL  13

DAITIA pEMBArrrcrrNAr{. 1969/1920 - tgto/1981 1}
( ildam milyar rupieh)

2tl

i

+

*

R E P E I J I T N  I

l) Di tua baotuan prcyek

19€0/?0 10ro,/7r 791v72 1912118 tel 11 7fi4lt6 rV'6/76 r070n7 7sfil?A

R E P E I J I T A I I



l

212

kegiatan pembangunan sehingga dapat menciptakan keadaan yang lcbih baik lagi. Us$a
yang lebih rnendalam di berbagai bidang ditujukan terutama untuk menciptakan pemera-
taan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja sehingga dapat diwujudkan kesejahteraan
rakyat banyak.

Demikian pula pembangunan hanya dapat dilaksanakan dengan berhasil dalam situasi
nasional yang mantap. Makin mantap stabilitas nasional, makin lancar usaha pembangunan.
Sebaliknya, pembangunan yang berhasil akan lebih memantapkan lagi stabilitas nasional.

Dalam rangka pelaksanaan GBHN, kebijaksanaan pembangunan tahun lgS0llg9l
yang merupakan pelaksanaan pembangunan tahun kedua REPELITA III akan terus dilan-
daskan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan yang lebih menonjol kepada segi pe-
merataan.

Asas pemerataan yang menuju terciptanya keadilan sosial itu akan dituangkan dalam
berbagai langkah dan kebijaksanaan antara lain melalui delapan jalur pemerataan yaitu
pemeratazn pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khuzumya pangan, sandang
dan perurnahani pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kese-
hatan; pemetataan pembagian pendapatan; pemerataan kesempatar kerja; pemerataan
kesempatan berusaha; pemerataan kesempatan berpanisipasi dalam pembangunan khu-
susnya bagi generasi muda dan kaum warita; pemerataan penyebaran pembangunan di
seluruh wilayah tanah air dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pelaksanaan delapan jalur pemerataan ini diwujudkan antara lain dalam peningkatan
pengeluaran pembangunan Inpres untuk daerah, yaitu Inpres desa, kabupaten, Dati I, se-
kolah dasar, sarana kesehatan/Puskesmas, pemugaran pasar, reboisasi dur penghijauan
serta Inpres prasarana jalan. Pembangunan Inpres sekolah dasar dan kesehatan misalnya
ditujukan untuk memberikaq kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rakyat,
Inpres tersebut memenuhi jalur kedua, yaitu pemerataan memperoleh pendidikan dur
pelayanan kesehatan. Di samping itu pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dasar
dan gedung Puskesmas tersebut ,kan memberikan pula kesempatan kerja, yang sekaligus
akan membedkan kesempatan di dalam peningkatan pendapatan, karena pada umumnya
proyek Inpres ini dilakukan atas dasar pembelian/penggunaan bahan hasil produksi di
dalam negeri dan yang bersifat padat karya.

Selain perwujudan delapan jalur pemerataan melalui peningkatan pembangunan
proyek-proyek Inpres di daerah, pelaksanaan pembangunan segara sektoral juga tersebar
di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam APBN tahun 1980/1981 kebijaksanaan pengeluaran pembangunan akan lebih
ditekankan kepada asas pemerataan tersebut di atas. Namun demikian sesuai dengan GBHN
den kebijaksanaan dalam REPELITA III, rencana pelaksanaan APBN 1980/1981 teup
didasarkan atas strategi pembangunan yang harus ditempuh secara bertahap dan berencana

t

t



213

dengan menitikberatkan pada pembangunan bidang ekonomi. Sedangkan pembangunan
di luar bidang ekonomi dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan*emajuan yang
dicapai dalam bidang ekonomi.

Rencana pembangunan tahun 1980/1981 yang merupakan kelanjutan daripada pe-
laksanaan pembangunan tahun pertama REPELITA III retap bem:juan un k meningkat-
kan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh ral<yat yaTtg semakin merata dan
adil serta meletakkan landasan yang kuat b€i tahap pembangunan berikutnya.

Sehubungan dengan itu maka pengeluaran pembangunan berupa bantuan pem-
bangunan daerah dalam tahun anggaran l98O/198I akan diperbesar. Bantuan pembangunan
kepada desa, kabupaten dan Dati I yang bertujuan untuk lebih menggerakkan dan mera-
takan pembargunan daerah serta m€ngurangi tekanan pengangguran akan dilanjutkan
dalam jumlah yang secaxa keseluruhannya meningkat.

Jumlah sekola} dasar yang akan dibangun dan dipugar ikan bertambah, sarana kese-
hatan diperluas dan bantuan pembangunan lainnya seperti pengh$auan dan penghutanan
kembali tanah kritis akan lebih ditingkatkan lagi. Di samping itu untuk tahun anggara.n
1980/1981 akan ditingkatlan pula banruan pembangunan kepada daerah Timor Timur,
baik bantuan pembangunan yang bersifat sektoral maupun bantuan pembangunan daerah
yang diberikan dalam benmk Inpres. Melalui berbagai kebijaksanaan tersebut hendak di-
capai pula keserasian dan keselarasan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,
yang diharapkan dapat menambah penyediaan dan perluasan lapangan kerja.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilak-
sanakan oleh departemen/lembaga dan memperkecil SIAP pada akhir tahun anggaran,
telah ditetapkan bahwa DIP (Daftar Isian Proyek) sekaligus menjadi SKO (Surat Kepurusan
Otorisasi). Di samping itu, penyediaan pembiayaan triwulanan dihapuskan, agax pelaksanaan
pembiayaan proyek dapat menyerap dana yang disediakan sezuai dengan program yang di-
rencanakan. Di lain pihak telah pula ditentukan wewenang-wewenang tertentu bagi pim-
pinan proyek dan pimpinan Departemen untuk merevisi DIP. Kebijaksanaan yang ter ang
dalam Keppres No. 14 tahun 1979 tersebut di atas ddam tahun anggaran 1980/1981 akan
dilanjutkan dan ditingkatkan lagi.

Untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain diperlukan .peningkatan dalam
penggunaan pupuk. Oleh karena itu untuk menjaga stabilitas harga pupuk di dalam negeri
dan terjaminnya peningkatan pendapatan petani, Pernerintah masih memberikan subsidi
pupuk. Di lain pihak untuk mempercepat proses pembangunan, maka melalui penyertaan
modal Pemerintah dan lain{ain pengeluaran pembangunan dilakukan useha antera lain
untuk mengembangkan dunia usaha dengan membantu permodalan perusahaan negara
di berbagai sektor perekonomian, meningkatkan program keluarga berencana, pembinaan
koperasi serta program perumahan rakyat.
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Atas dasar kebijaksanaan tersebut maka pengeluaran pembangunan di luar bantuan
proyek dalam tahun 1980/1981 direncanakan sebesar Rp 3.591,3 milyar yang berarti
kenaikan sebesar Rp 1.532,0 milyar atau meningkat 74,4 persen dibandingkan dengan
rencana pengeluaren pembangunan tahnn l979ll9$o. Jumlah tersebut meliputi pengeluaran
pembangunan departemen/lembaga sebesar Rp 2.133,5 rnilyar, bantuan pembangunan
kepada daerah sebesar Rp 802,3 milyar dan pengeluaran pembangunan lainnya sebesar
Bp 655'5 milyar. Dalam tahun 1980/1981 bantuan proyek diperkirakan sebesar Rp 1.436,4
milyar, sehingga jumlah seluruh pengeluaran pembangunan dalam ahun tggo/r981 di-
rencurakan sebesar Rp 5.027,7 mtryat, perkembangan pengeluaran pembangunan dapat
dilihat pada Tobel VII. 20 dsn crafik VlI. 14.

Perkiraan pengeluaran pembangunan melalui departemen/lembaga dalam APBN
l98oll98l adalah sebesar Rp 2.133,5 milyar yang berani meningkat sebesar Rp 724,3
milyar atau 57,0 persen bila dibandingkan dengan rencana pengeluaran pembangunan
departemen/lembaga tahun r97g|rg8o. peningkatan pembiayaan pembangunan d.prrr.-
men/lembaga tersebut sejalan dengan meningkarrya pembiayaan pembangunan dalam
sektor'sektor pertambangan dan energi, sektor perhubungan dan pariwisat", ,aktor,.nrg"
kerja dan uansmigrasi, sektor pembangunan daerah pedesaan dan kota, sekto. agam-a,
sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap iuhan
Yang Maha Esa, sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan dan
keluarga berencana, sektor hukum dan sektor pertahanan*eamanan nasional. selanjutnya
enggaran pembangunan untuk sektor apafatur pemerintah dan sektor ilmu pengetahuan, tek
nologi dan penelitian dalam tahun lgSO/lggl direncanakan juga meningkat.

Di samping im sejak pelaksanaan pembangunan tahun pertama REPELITA III pe-
ngeluaran pembangunan sektorar ditambah lagi dengan sektor sumber alam dan lingkunjan
hidup.

Anggaran pembangunan yang disediakan untuk bantuan pembangunan kepada daerah
dalam tahun Lnggara", r98o/rg9l adalah sebesar Rp 802,3 m yar. Jumtah tersebut terdfui
dari Inpres bantuan pembangunan Dati I sebesar Rp 166,6 milyar, Inpres bantuan pem-
bangunan kabupaten sebesar Rp 119,6 milyar, Inpres bantuan pembangunan desa sebesar
Rp 50'7milyr, Inpres bantuan pembangunan sarana kesehatan/puskesmas sebesar Rp 5o,0
ftlar 

dan Inptes bantuan pembangunan SD sebesar Rp Z5O,g milyar. Selanjutnya ialam
jumlah tersebut termasuk didalamnya pengeluaran untuk Inprcs bantuan iembangunan
melalui dana lpeda sebesar Rp ZS,9 milyar, Inpres bantuan pernbangunan dan p".rr-g"r*
pasar sebesdr Rp 5,0 milyar, Inpres bantuan penghijauan dan reboisasi sebesar np1S,Z
milyar, bantuan pembangunan Timor Timur sebesar Rp 6,0 milyar dan Inpres bantuan penr
bangunan prasarana jalan sebesar Rp 26,0 mityu.
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Ta b eI  VII .20

PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN I)

1969/1970 - 1980/1981
( dalarn milyar rupiah )

KenaikanTahun anggarur Jumlah
Jumhh Pssentase

REPELITA I :

1969t7970

rgtotr97l

r97Ur972

r97211973

1973/1974

REPELITA II :

t974t797 5

r975tr97 6

197 6/1977

1977 t7978

t978/t979

REPELITA III :

t979t1980

7980t198r

92,9

r28,1

150,9

235,9

336,8

7 65,9

926,3

1.280,9

r.479,2

1 .568,3

2.059,3 r)

3.591,3 t)

+ 15,2

+ 22,8

+ 85O

+ 100,9

+ 37,9

+ 17,8

+ 56,3

+ +2,8

r27,4

20,9

38,3

10,8

10,5

+  3 l ,3

+ 7+l

+ 429,1

+ t6o,4

+ 154,6

+ 138,3

+ 749,l

+ +91,0

+7.532p

l) Dt luar bs.Dtuan proyct
2)  A4taAPBN
3) Aogra RAPB N




